RAPAT PARIPURNA DPRD
KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 08, 09 DAN 30 DESEMBER 2014

TENTANG

8 RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2014

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG
J1. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194
Rembang 59212



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

J1. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212 ‘
REMBANG

RISALAH
RAPAT PARIPURNA (1)
DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG
8 RAPERDA NON APBD TAHUN 2014

Hari : SENIN
Tanggal : 08 Desember 2014

Waktu : 09.30 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

L JENIS RAPAT : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten
Rembang
IL SIFAT RAPAT : Terbuka

III. ACARA RAPAT

1. Pembukaan;

2. Penjelasan Bupati tentang 7 Raperda Non APBD Tahun
Anggaran 2014;

3. Penjelasan Pimpinan Komisi atas Raperda tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

4. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. MAJID KAMIL. MZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT
1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang



VL. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan : 10 orang
2. Fraksi Demokrat : 8 orang
3. Fraski Kebangkitan Bangsa : 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : 8 orang
5. Fraksi Gerindra : 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera : 4 orang
7. Fraksi Harapan | : 4 orang
Jumlah : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan : 9 orang
2. Fraksi Demokrat : 7 orang
3. Fraski Kebangkitan Bangsa : 4 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : 7 orang
5. Fraksi Gerindra : 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera : 4 orang
7. Fraksi Harapan : 2 orang
Jumlah : 38 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan : 1 orang
2. Fraksi Demokrat : 1 orang
3. Fraski Kebangkitan Bangsa : 2 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : 1 orang
5. Fraksi Gerindra : - orang
6. Fraksi Karya Sejahtera : - orang
7. Fraksi Harapan : 2 orang

Jumlah : 7 orang



IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL. MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Assalamu’alaikumWr. Wh.

Yang terhormat

Yang saya hormati

Yang saya hormati

Yang saya hormati

Yang saya hormati

" Yang saya hormati

Plt. Bupati Rembang

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten

Rembang.

Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten
Rembang.

Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda,
Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan

Camat se Kabupaten Rembang

Pimpinan Partai Politik, LSM, para wartawan dan
semua undangan lainnya yang tidak dapat saya

sebutkan satu persatu.

Sebagai Insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT,

marilah kita untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur

kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Penyayang yang

telah memberi kita kenikmatan sehingga kita dapat bertemu dan

berkumpul mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka Pembahasan 8 (
delapan) Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014 dalam

keadaan sehat wal afiat.



Mudah-mudahan Rapat Paripurna ini berjalan lancar dan di dalam
pembahasan Raperda senantiasa memperhatikan situasi, kondisi dan
kepentingan umum, Khususnya kepentingan masyarakat Kabupaten
Rembang sehingga nantinya penyelenggaraan roda pemerintahan dan

pembangunan di Kabupaten Rembang dapat berhasil dengan baik.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Sesuai hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Tim
Asistensi Pembahasan Raperda Kabupaten Rembang tanggal 5 Desember
2014, Rapat Paripurna hari ini adalah Rapat Paripurna yang Pertama dari
III ( tiga ) Rapat Paripurna yang diagendakan dalam membahas 8
(delapan) Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2014, yang terdiri dari :

- 7 ( tujuh ) Raperda yang diusulkan olehPemerintah Kabupaten

Rembang, meliputi :

1. Raperda tentang Perlindungan Anak;

2. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 1996
tentang Perusahaan Daerah bank Perkreditan Rakyat, Bank Pasar
Kabupaten Daerah Tingkat Il Rembang;

3. Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang;

4. Raperda tentang Pengelolaan Cagar Budaya;

5. Raperda tentang Penataan Desa;

6. Raperda tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

7. Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- Dan 1 (satu) Raperda yang merupakan Raperda Inisiatif DPRD,
yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.



Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia,

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan DPRD Kabupaten Rembang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang
pada Pasal 87 ayat (3) dijelaskan bahwa “ Rancangan Peraturan
Daerah yang berasal dari Kepala Daerah dan DPRD, Penjelasannya
disampaikan oleh  Kepala Derah maupun oleh Pimpinan Komisi
dalam Rapat Paripurna ”. Dengan demikian susunan acara dalam Rapat

Paripurna hari ini selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati atas 7 Raperda tentang :

- Perlindungan Anak;

- Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 1996 tentang
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pasar
Kabupaten Daerah Tingkat I1 Rembang;

- Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
TPI di Kabupaten Rembang;

- Pengelolaan Cagar Budaya;

- Penataan Desa;

- Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

3. Penjelasan  Pimpinan Komisi atas Raperda tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

4. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD
Kabupaten Rembang Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD
Kabupaten Rembang dijelaskanbahwa “Rapat Paripurna untuk



menetapkan Peraturan Daerah dinyatakan memenuhi kuorum apabila
dihadiri oleh paling sedikit 2/3 ( dua pertiga ) dari jumlah anggota
DPRD”.

Dan menurut laporan yang saya terima dari Sekretariat DPRD
Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45
orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah

sebanyak 38 orang. Dengan demikian, Rapat Paripurna hari ini telah

memenuhi kuorum.

Selanjutnya dengan mengucap “ Bismillahirrohmanirrohim ” tepat
pukul 11.05 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan

terbuka untuk umum.

( Ketuk palu 3 kali )

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Marilah kita masuk acara yang kedua, yaitu”Penjelasan Bupati

terhadap 7 ( tujuh ) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang”.

Untuk itu kepada Saudara Plt. Bupati dipersilahkan untuk

memberikan penjelasan.

PENJELASAN BUPATI REMBANG ATAS

7 RAPERDA KABUPATEN REMBANG

» ( Penjelasan Bupati atas 7 Raperda Kabupaten Rembang

terlampir )



Terima kasih saya sampaikan kepada Sdr. Plt. Bupati yang telah
menyampaikan Penjelasan terhadap 7 Raperda Kabupaten Rembang
Tahun 2014 sebagaimana yang telah diajukan ke DPRD Kabupaten
Rembang.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya kita masuk acara yang ketiga yaitu Penjelasan
Pimpinan Komisi atas Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Publik. Sehubungan Raperda tentang Penyelenggaran Publik ini
diusulkanoleh Komisi A DPRD, untuk itu kepada Pimpinan Komisi A

dipersilahkan menyampaikan penjelasannya.

PENJELASAN PIMPINAN KOMISI A ATAS
RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK

» ( Penjelasan Pimpinan Komisi A atas Raperda tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik terlampir )

Terima kasih kepada Pimpinan Komisi A yang telah menyampaikan

penjelasan atas Raperda tentang Penyelenggaran Pelayanan Publik.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Demikian acara Rapat Paripurna Kabupaten Rembang hari ini telah
sampai pada penghujung acara, selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan
Rapat Fraksi — Fraksi DPRDuntuk menyusun Pemandangan Umum
Fraksi atas 7 Raperda yang baru saja disampaikan oleh Saudara PIt.
Bupati, yang kemudian oleh Fraksi- Fraksi hasil penyusunan
pemandangan umum disampaikan dalam Rapat Paripurna ke II ( dua )

tanggal 9 Desember 2014 esok hari. Adapun untuk Saudara PIt. Bupati



berkenan menyusun Pendapat Bupati terhadap Raperda Inisiatif DPRD
untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna ke II ( dua ) besuk pagi juga.

Akhirnya terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas

segala kekurangan selama saya memimpin rapat hari ini.

Dengan mengucap “Alhamdulillaahirobbil ‘alamiin “ tepat pukul
11.35 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

( Ketuk palu 3 kali )

Wassalaamu’alaikum Wr. Wh.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA, SErlLETi:LISz
0
% S

H. MAJID KAMIL. MZ

Drs. ACHMAD MUALIF
Pembina Utama Muda
20804 198803 1 011




LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA ( I ) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA

LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan
Camat Se Kabupaten Rembang;

LAMPIRAN II : Penjelasan Bupati atas 7 Raperda Non APBD
Kabupaten Rembang Tahun 2014;

LAMPIRAN III : Penjelasan Pimpinan Komisi A atas Raperda
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

-

DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN REMBANG

DALAM RANGKA PENYAMPAIAN USULAN 7 RAPERDA NON APBD KAB. REMBANG

TAHUN ANGGARAN 2014
HARUTANGGAL : SENIN , 8 DESEMBER 2014
PUKUL :09.30 WIB .
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 |H. ABDUL HAFIDZ Pit. Bupati Rembang
> Kejaksaan Negeri 5
.............................................. Rembang S
3 Pengadilan Negeri
............................................... Rembang
4 Dandim 0720 Rembang 4. ..
5 Kepolisian Resort
............................................. Rembang
5 Pengadilan Agama Kab.
; 2
.............................................. Rembang
7 |HAMZAH FATONI, SH MKn Sekretaris Daerah (7. ...

MAD MUALIF

- -NIP. 19624804 198803 1 011



DAFTAR HADIR
RAPAT PARIFURNA I DPRD KABUPATEN REMEANG -
DALAM RANGKA PENYAMPAIAN USULAN 7 RAPERDA

HARLTANGGAL : SENIN, 8 DESEMPBER 2014
PUKUIL.  :09.30 WIB

NO NAMA

JABATAN TANDA TANGAN KET

=2 _
FRAKSI PARTAI PERSATLAN

__ PEMBANGUNAN

23 |[WASIMAN * i

— e e = T

24 IMUHAMMAD ASNAWIL S.Pdi

An ota — ?3—&— _
Anggora ] 24

1 |HMAIDKAMILMZ Ketua DPRD ,_L— OT—@"
2 |SUGIHARTO . __ Anggota Nl (I Ly
3 HMMURSYD,sT [ Anggota 3 AN A
4 _JZAMULUMAMNS o Anggoa B, 3 - _1\8;54\/
_5_|MOKHAMAD ZAENURI Anggots s/ ok )
6_|SULISTYO WETIARIANT Anggota e
|7 {HENRY PURWOKO, S.Pd - Anggota 7 }L"! .
6 [MOHAMMAD ANSHORI Anggota 4 ( ) s Agér/ /__
9 |H.SUPADI . Anggota 9 “ﬁ\'\h
10 INURHASYIM R Angon N\ T wNA |
L _FRAKSI DEMOKRAT L _ K g b
1 JH.OUNASHSE Wakil Ketua DPRD ) (oA
| 12 [EDIKARTONO, 5.pd. p' I Anggota A 12 |
13 fIMRO'ATUS SOLICHAN, 55, MH Anggot o %4:_%
14 ELML.‘_PHB_N&N!\_WQT‘ _Anggota o —
s [iHsUNARTO R P e
BREAON ] Awea -1
|17 (HHARNO,SE — Anggota
| 18 IMUGIYARTO,ST - . Anggota
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN
——f———— BANGSA 2 - 1
19_|M. BISRI CHOLIL LAQUF o _ Wakil Ketua DPRD L
20 MOHAMMAT{@’HE@E’________ _ _Anggota =1 -
Ll L B Anggota a1 ~
2 SHOLEHBA | Anggota = ~ iy |




NAMA JABATAN TANDA TANGAN | KET
[j FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM Q\ ¢
D"I'\II TANT 7YY . — )
_25 L vid \, TSy MH _ W&kﬂketuaDPRD______ 5 _\-.——\_ \/
26 [JASMANI I Anggota I 26 o
7 j¢Wibobo Arggota <7 il
28 |ALIIRCHAM, ST Anggota / Ep 48 /;’fp
/;9 SUMARSIH o o . L Anggota
’ 30 |DONNY KURNIAWAN, SE. MM __ Anggota
FH FRIDA IRIANI o o Anggota
|22 {MUHAMMAD BAHAUD DUROR, SPI Anggota
FRAKSI PARTAT GERINDRA
 |HERIKURNIAWAN,SE Anggota i . 3 :
34_|H. CHASANUDDIN Anggota 1345~ AN
- CE O l f
35_|PUIISANTOSO, SP,MH Anggota , i
3 [H.YUDIANTO,SH 1 Anggota 36 gﬂ_l b ﬁi“
37 [AYUARDIYAHMAYASAR! | Anggota 37
FRAKSI KARYA SEJAHTERA |
i T N / 7
39 |GATOT PAERAN, SH MS; Anggota ,/F’W
T e e - / L4 L T
40 |H JOKO SUPRIHADI,SH i Anggota { 59/% / ,f
| 41 [CATURWINANTO.SH . Anggota ~ 41 / F; T
FRAKSI HARAPAN "
i sty Y _ _ L o |
=ar 1
42 |H. M. NURHASAY, \N, SH, MH Anggota " |19< // /Y7 A L
42 -~ A S - > A
43 |SUKARMAN N Anggota / JK \ ‘@3
44 |SAHNINGSIH,SE Anggota % b \ |
|_45_|PARAMITA PRAPANCA AN.R, SPd _ Anggota 45 \
SEKRETARIAT DFRD
% [Drs ACHMADMUALIF | _____ Sekretaris DPRD L
47_{Drs. LATO'IFUL M_Uiﬁgi o Kabbag. Keuangan 47 )
48 |GATOTDARYANTO,SH - Kabbag. Umum 48
.49 IRATRIADISAPTERO,SH _ Kasubbag. Rapat & Risalah | .
50 [JOKOPRIYONO,SE —-——— | Kasubbag Perbendaharaan |50
| 51 |BAMBANG B .S, SH o i _ Kasubbag Humas&Protokol__ 51
52 _ —_— S _ 52
LA
S0 SRR N
&5
<eterangan :
11 :ljin
2 S : Sakit )
3 C:Culi

4 DL : Dinas Luar




PENYAMPAIAN USULAN 7 RAPERDA NON APBD KAB. REMBANG

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN REMBANG

M —

TAHUN ANGGARAN 2014 .
HARVTANGGAL : SENIN, 8 DESEMBER 2014 ‘
PUKUL :09.30 WIB
NO JABATAN NAMA TANDA TANGAN
vf///(/

|

=

1 [CAMAT REMBANG

2 |CAMAT KALIORI
3 |CAMAT SUMBER
4 [CAMAT SULANG

5 [CAMAT BULU

6 |CAMAT PAMOTAN

7 |CAMAT GUNEM

8 |[CAMAT SALE

9 |CAMAT LASEM

10 [CAMAT PANCUR

11 ICAMAT SEDAN

12 }CKMAT SLUKE

13 JCAMAT KRACAN
[
1 lc.«xz.us.«x‘-\.\u

I

1

H. AGUS SALIM, SH. MH C

Drs. H. MUSTHOLIH
Drs. HERIYONO
SUSWANTORO, SE

M. WIYOTOQ, SE

TLEGUH GUNAWARMAN, S.Sos

KUNARDI, SH

SUHARTO, SH

HM. WAHYOE OETOMO, SH

EM. MARDIYANTO, SE, SP

MASHADL S P4

EDDY KISWANTO, SH. M Si ,

1

MUALIF

P, 19620804 198803 ] 017



DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN

RAPAT PARIPURNA | DPRD KABUPATEN REMBANG

PENYAMPAIAN USULAN 7 RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG

TAHUN ANGGARAN 2014
HARITANGGAL : SENIN , 8 DESEMBER 2014
PUKUL :09.30 WIB
NO [ BADAN/BAG/DINAS/KANTOR NAMA JABATAN TANDA TANGAN |
1 —~ 3 ' 4 \ }
1 [STAF AHLI BUPATI Sk
2 ISTAF AHLIBUPATI ““j:[m: q&“&‘ R
3 |staFaruiBuPAT | -
4 [STAFAHLIEURATI - ' 4
5 |ASISTEN SEKDA _
6 |ASISTENIiSEKDA | 3
7 |asisTenwsekoa [
8 |BAG. TATA P‘E_F;I—E;RINTAHAN ¥
9 [BAG. HUKUM Eq ol - P-
10 [BaG HUMAS —]—U;’T"j So -
11 [BAG. ADN. PEMBANGUNAN |
12_|BAG. ADM. PEREKONOMIAN | Sh Murgany
13 2;\% AK?S::JAHTERAAN | QM Lty
14_|BAG. ADM.  KEUANGAN
15 |BAG. ORGNS &KEPEGAWAIAN b lhtr 41
16 |BAG. JM __'bV_TEZL a(_Q
17 DPPKAD - @Ma i )
18 |INSPEKTORAT |
19 [eapPEA (T R
o [eewecs | MEM
KL S pa mp |
22 |BKP & P4K {,Uup.-.;rn,
23 [BPBD - /,?V/,)hé
|24 oras pereRis U | Tropf (61
25 |DINAS KESEHATAN | W Eurpepe -
26 [DINAS PENDIDIKAN T .
mé'f-DINPERINDAGKOP&UMKM " L*S}&;—?Afb :
T N 7y T
29 IDINLUTKAN ] &uba{f?é/\_ e




i

NO | BADAN/BAGIDINASIKANTOR NAMA JABATAN TANDA TANGAN
L et . M e -
30 [DINHUBKOMINFO e /e K, Y —-7,;
31 [DINAS pukcapI. | m Brudsnd~ (31
a2 DINSOQNAKI:I;?_';Q:N—SL _ ' L e
33 |DINBUDPARPORA S/ AR La 33 g
| 34 |DINAS ENERG! & SDM . o ———‘34
35 |BADAN LINGKUNGAN HIDUP | 35
| 35 |KANTOR KESET\NGPOE@AS KAngy u_a ks . | <« 36 Ay
37_|KANTOR PERPUST & ARSIP €S (Wrimwman| kom0 137 . 'f_ _
38 |KANTORPPT A Kasug, Gy PP - /3B (W%
39 |RSUD dr. R. SUTRASNO V€. > | Ruyv [ -
40 |saTPOLPP ' % ' /40
41 [TIM PKK KAB. REMBANG 41/
42 [PDAM ) 42
"43 | p.g—sf;_g;;imm DAERAH m____ I_Ea_:ﬁﬁa Nlomiig L . 13»/%_(«, B .
44 |PD. BANK PAS AE ] ) 44
45 |BPD JATENG CA3. REMBANG | Praa, Wno bk | B 45%
46 [BRICAB. REMBANG | - / 46 N
| 47 |PCBPRBKK LASEM o a7
s |PT.RBSY - | 48
49 |APOTIK DAERAH B  as ‘
50 |KANTOR KEMENTRIAN AGAMA | 47¥fo* Iliatf 50
51 |DIPENDA \PROPINSI o 51 -
52 [BPS KAB. REMBANG j ARS STk et \{ID—T 520 P
55 |RUMAH TAHANAN - ’ 53
54 PERHUTAN k;r_f rJA—i\JT!NuAN ) 54
55 |PERHUTANI KPH KEBONHARO 55
56 |KANTOR rJEREJT_A};I_;;; ;T/ 56
57 [KaNTORPOSDANGIRO | N P
53 [TELKOMREMBANG | - 58
50 pfmas_a_:lﬁmu N 59
60 [BAWASLU KAB. REMBANG | I 60
61 [BEN KAB REMBANG 61
‘62 [KaNToRPAIMK | e 62




NO | BADAN/BAG/DINAS/KANTOR NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 2. — . SR - W—
63 |UP3AD (ASET DAERAH ) 63
64 |KANTOR PELABUHAN_“- 64
| 65 |[KANTOR KPUKAS. REMBANG | - 65
| lrevee | _=
67 |FELABUHAN PERIKANAN TASIK =
 Jaeune L
68 |[BTPN KCP. REMBANG 68
69 |[PERUM PEGADAIAN | 69
70 _EsTn.m E;l_\i—l: DANAMON | o 70
71 DHARMA WANITA ;EF&_ ;T L]:f; S o d?"
72 [GERAKANPRAMUKA | 72
73 |PmIcAB. REMBANG | o 73
74 |STEE. vePIREMBANG | - 74
75 |ppcPPP - - s
76 |DPC PARTAI DEMOKRAT - - 76
77 |DPD PARTAI GOLKAR 77
78 |DPD PAN | o 78
. -
79 |DPC PARTAI HANIJRA 79
80 [DPC PKS - 80
81 [DPC PARTAINASDEM 81
82 |DPC PARTAI GERINDRA 82
83 [DPCPKB 83
84 |DPC PO} PERJUANGAN _._ ) 84
85 |SUARA MEPDgIzﬁ: - 85
86 |CAKRA TV . N 86
87 R;l;la S 3 87
88 |RADIC R:.Z—Bi - - 88
89 |MAJALAHBANGKIT | B 89
90 |PATIEKSPRESS 90
91 |RADIOMATAAR 91
92 |MMBARRAKYAT | 92
‘o3 [cARAKACANDI | o3
94 KEDAULATAN—R;K;;\: T o 94
| &5 Vf"F TAY KA Aty fumem//ma& e

CO/rI LI TN




NO | BADAN/BAG/DINAS/KANTOR NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 - — 4 ] E
7
96 o A Warb < SA Flsr /7 °
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SAMBUTAN BUPATI REMBANS
PADA RAPAT PARIPURNA
PENGANTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Senin, 8 Desember 2014

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Yang kami hormati :

- Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

- Rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan
Daerah; _ |

- Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten
Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat
Daerah Kabupaten Rembang;



- Sekretaris DPRD, nepala Badan, Kepala Dinas
dan Kepala Kantor se-Kabupaten Rembang;

- Camat se-Kabupaten Rembang; serta

- Para hadirin sekalian yang berbahagia.

Segala puji milik dan bagi Allah Subhanahu
wata’ala yang tiada henti melimpahkan taufig, rahmat
dan hidayah-Nya kepada kita semua. Semoga Allah
senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan jalan
terbaik kepada kita dalam mengemban amanah kita
selaku abdi masyarakat.

Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD,
serta hadirin yang saya hormati;

Tahun 2014 ini merupakan tahun yang sangat
strategis dan menentukan bagi kita. Berbagai agenda
nasional maupun daerah susul-menyusul untuk
dituntaskan. Dan syukur alhamdulillah, kita telah
melewati suksesi kepemimpinan nasional dengan baik
dan siap menyongsong harapan baru untuk kejayaan

Bangsa Indonesia.
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Pada tahun 2014 ini juga menjadi babak akh.r
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sekaligus babak baru Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. Pergantian undang-undang tersebut periu kita
sikapi dengan cepat, tepat dan bijak, karena terdapat
beberapa perubanan/pengurangan Kewenangan
daerah kabupaten/kota cari ketentuan sebeiumnya.
Jangan sampai perubahan ini menjadi hambatan untuk
membangun masyarakat Rembang.

Selain  mengenai pemerintahan daerah,
pengaturan mengenai desa yang sebelumnya menjadi
bagian dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004,
kini diatur tersendiri daiam Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa. Terdapat ketentuan-
ketentuan  yang  berbeda dengan  peraturan
sebeiumnya. Hal ini teniu saja mengubah cara
pandang dan pengelolaan atas desa.

Saat ini juga merupakan tahun terakhir
kepemimpinan kami selaku BupatiWakil Bupati



Rembang yang sek:iligus merupakan tahun terakhir
réncana pembangun in langka menengah 2010-2015.
Berbagai program Fembangunan telah dilaksanakan
dalam rangka men-apai visi Kabupaten Rembang
2010-2015 yakni “Te 'wujudnya Rembang yang maiju,
mandiri, dinamis dar seichtera”. Diharapkan pada saat
berakhirnya masa jabatan  kami, visi Kabupaten
Rembang 2010-2015 dapat tercapai sesuai dengan
dimensi dan indikator yang telah ditentukan.

Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD,
serta hadirin yang saya hormati:

Peraturan daerah (perda) sebagai
'mplementasi kebijakan-kebijakan daerzh sekaligus
dasar hukum Penyeienggaraan pemerintahan daerah
haius  senantiasa menvesuaikan peikembangan
peraturan perundang-undangan yang iebih tinggi serta
kondisi sosiai masyaraxat. Oieh karena itu, berkaitan
dengan adanya perubahan peraturan perunuang-
undangan dinamika masyarakat Rembang, perlu

Ao



dilakukan  pembentukan perda baru dan/atau

perubahan atas perda-perda yang ada.

Dalam kesempatan Rapat Paripurna kalj ini,

kami menyampaikan tyjuh rancangan perda untuk

diiakukan pembahasan. Tujuh raperda tersebut adaiah:

1.
v
3.

raperda tentang Cagar Budaya:

raperda tentang Perlindungan Anak:

raperda tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Pasar”
Kabupaten Daerah Tingkat I Rembang;

raperda tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
TP! di Kabupaten Rernbang;

raparda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan
0esa;

raperda tentang Penataan Less;

raperda tentang Pengelolaan Keuangan Dan
Kekayaan Desa.



Perlu kami sampaik: n bahwa satu raperda
merupakan sisa program legis asi daerah tahun 2013,
yaitu raperda tentang Caga: Budaya. Tiga raperda
merupakan prolegda tahun [:014, dan tiga raperda
yang mengatur desa meruj.akan hasil perubahan
prclegda tahun 2014 s2bagai  tindak lanjut
diberiakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa.

Untuk lebih jelasnya akan kami uraikan
masing-masing raperda pada penjelasan berikut :

I Raperda tentang Cagar Budaya
Perlu kita ketahui bersama bahwa Kabupaten
Rembang memiliki potens; peninggalan benda-
benda bersejarah berupa cagar budaya yang
harus dijaga dan dipelihara secara berkeadilan
can berkelanjutan. '

Perkembangan ekonomi  di Kabupaten

Rembang berpotensi negatif cagi keberadaan
peninggalan benda-henda bersejarah. Lokasi

venda cagar budaya yahg kebetulan memiliki nilai



ekonomi jangka pendek terancam rusak dan
bahkan punah. Apalagi pemahaman masyarakat
Kabupaten Rembang terkait cagar budaya masih

minim.

Oieh karena itu, Pemerin_tah Daerah
bersama-sama masyarakat sesuai dengan tugas
poxkok  dan fungsi masing-masing  untuk
melestarikan cagar budaya tersebut, berkewajiban
untuk menyelenggarakan pelindungan,

pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya.

Raperda tentang Perlindungan Anak

Kekerasan, eksploitasi dan penelantaran
serta perlakuan salah kepada anak dapat terjadi di
ranah publik maupur rumah tangga dan dapat
teriadi pada situasi dzmai maupun  Koiiflik.
arlunya penyeienggaraan perlindungan  anak
diiandasi pemikiran bahwa masa anak adalah
masa pembelajaran dan pembentukan menuju

kematangan atau Pencapaian status dewasa, dan



bahwa setiap pengalaman dan periakuan yang
terjadi akan mempengaruhi proses tersebut.

Untuk melindungi kualitas proses tersebut,
ada empat prinsip pemandu sebagaimana
dinyatakan dalam Kenvensi Hak Anak yang harus
menjadi bagian dari setiap upava
penyelenggaraan perlindungan anak, yaitu:

1. prinsip kepentingan terbaik untuk anak:
2. prinsip pemenuhan hak hidup, tumbuh-
kembang, dan kelangsungan hidup anak;

3. prinsip non-diskrimiratif; dan

£y

4. prinsip menghargai pendapat anak.
‘Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab
untuk mengambil kebijakan secara hukum, politik,
ekonomi maupun sosial untuk mencegah,
menekan, mengurangi dan menghapuskan segala
bentuk kekerasan, eksploitai, penelantaran dan
perlakuan salah kepada anak. Untuk mewujudkan
pencapaian penegakan dan pehwenuhan hak-hak

manusia, pemerintah dasrah wajit memberikan



perlindungan dan rasa aman kepada anak ,nelalui
kebijakan di tingkat daerah.

Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahurn 1996 tentang
Perusahaan baerah Bank Perkreditan Rakvat
“Bank Pasar” Kabipaien Daerzh Tingkat i

Rembang

Latar belakang usulan pembahasan raperda
ini adalah penyesuaian nama Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat “Bank Pasar* Kabupaten
Daerah Tingkat I! Rembang.

Selain penyesuaian nama, seiring dengan
perkembangan kinerja PD BPR Rank Pasar yang
menunjukkan peningkatan baik dsii aset, iaba dan
medai disetor, sehingga kekurangan atas modai
dasar semakin kecii yaitu sebesar enam ratus
tujuh belas juta rupiah. Kondisi ini dikhawatirkan
akan menghambat proses ekspansi peruszhaan.

Oleh karena itu, perlu adanya perubahan/
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V.

b€nambahan modal dasar dari sepuluh  milyar
rupiah menjadi dua puluh lima milyar rupiah yang
harus ditetapkan dengan peraturan daerah.

Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2099 tentang
Pengelolaan TF| dj Kabupaten Rembang

Materi perubahan Peraturan Daerah Nemor 4
Tahun 2009 tentang  Pengelolaan TPl di
Kabupaten Rembang adalah terkait tarif retribysi
serta bentuk pembinaan dan fasilitasj pemerintah
kabupaten kepada nelayan. Peralihan cengelolaan
TPi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada
Pemerintah Kabupaten Rembang yang secars fisik
dilakukan pada @huin 2010 pada keiyataznnyg
masih belum memuaskan beberapa pihak.

Beberapa hal mengenai ‘iake ard give’ antara
Pemerintah  kabupaten selaku. pangelola dan
pemberi layaran TP dengan neiayan selaky
penerima layanan dan wajib retribusi masih belym



tercapai titik kesetimbangan yang optimal. Oleh
karena itu proses-proses adaptasi para pemangku
kepentingan terus dilakukan hingga ditemukan titik
yang ideal. |

Raperda tentang Peniyelenggaraan
Pemerintahan Desa

Raperda ini merupakan salah satu dari paket
raperda yang mengatur desa. Adapun lingkup
pengaturan raperda tentang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa ini adalah mengatur
kewenangan desa, pemerintahan desa, tata cara
penyusunan peraturan di desa, pemoangunan
desa dan pembangunan kawasan perdesaan,
badan usahz milik desa kerja sama desa,
lembaga kemaszvarakatan desa dan lembaga adat
desa, serta pembinazn darn pengawasan desa
cieh camat.

Berkaitan dengan pengaturan mengena;j
Femerintahan Desa, Peraturan Daerah ini

mengatur secara lebih terperinci mengenai tata

1



Vi.

Cara pemilihan kepala Desa secara langsung
atau melalui musyawarah Desa, kedudukan,
persyaratan, mekanisme pengangkatan
perangkat Desa, besaran penghasiian tetap,
tunjangan, dan penerimaan iain yang sah bagi
kepala Desa dan perangkat Desa, penempatan
perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai
negeri sipll, serta tata cara pemberhentian kepala
Desa dan perangkat Desa.

Raperda tentang Penataan Desa

Raperda tentang Penataan Desa berisi
ketentuan terkait penataan desa yang meiiputi
pembentukan, penghapusan, penggabungan,
perubahan status dan penetacan desa di
Kahupaten Rembang

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka
mewujudkan  penvelenggaraan Desa vang
didasarkan  pada  asas penyelenggaraarn
pemerintahan yang baik. Serta diharapkan dapat
menjadi pedoman penyelenggaraan desa-desa

12



yang telah ada maupun yang akan diadakan dan
ditiadakan sehingga dapat memenuhi asas-asas
pemerintahan yang baik yang diantaranya asas
kepastian  hukum. tertib penyelenggaraan
pemerintahan,  tertib kepentin‘gan umum,
keterbukaan. profesionalitas, akuntabiliias,
efekiivitas  dan efisiensi,  Kkearifan iokai,

keberagaman serta partisipasi.

VII. Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Dan
Kekayaan Desa
Salah satu asas pengaturan desa adalah
xemandirian, yaitu suaty proses yang dilakukan
pemerintah desa dan msyarakat desa uniuk
melakukan  suaiy Kegiatan  dalam rangka
JmeEmenuhi - kebutuhannya dengan kemamipuan
sendiri. Kemandirian tigak mungkin dicapai tanpa
Kemampuan untuk mengelola sumber daya,
Khususnya Keuangan, dengar sebaik-baiknva.
Und'ar:;;-undang Nomcr 6 Tahun 2014 tentang
Desa m‘emberikan dan menegaskan Kewenangan

i
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kepada desa disertai dengan anggaran yang
cukup besar. Pemberian kewenangan dan
anggaran tersebut haius dikelola dengan sebaik-
baiknya. Jangan sampai pengelolaan kewenangan
dan anggaran menimbulkan ekses negatif bagi
pemerintah desa, khususnya terjadinya tindak
pidana korupsi oieh kades atau perangkat desa.
Raperda ini diharapkan menjadi pedoman
bagi pemerintah desa dalam rangka mengelola

keuangan dan kekayaan desa secara tertib dan
akuntabel.

Saudara Pimpinan dan DPRD, serta hadirin
yang saya hormati:

Demikian beberapa haj yang perlu s3va
sampaikan <ehagai Pengantar perngajuan raperda
Cagar Buday2, raperda tentang Perlindungan Anak
raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Oaerah
Nomer 6 Tahun 1995 tentang Perusaiizsan Daerzh
Bank Perkreditan Rakyat “Bank Pasar’ Kabupaten

Daerah Tingkat 1l Rembang, raperda tentang
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Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pengelolaan TPj di  Kabupaten
Rembang, raperda tentang Penye!enggaraan
Pemerintahan Desa, raperda tentang Penataan Desa,
serta raperda tentang Pengelolaan Keuangan Dan
Kekayaan Desa pada Rapat Paripurna ini. Selanjutnya
mohon  untuk dapat dibahas dan mendapat
persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Semoga Allah SWT Senantiasa memberikan
petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Amin, ya
Robbal ‘Alamin.
Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullohi wabarokatuh.

Pit. BUPATI REMBANG
« WAKIL BUPAT]
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
J1. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194 Rembang 59212
REMBANG

PENJELASAN KOMISI A DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
RAPERDA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Assalamualaikum Wr.Wb
Salam Sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati, Sdr. Plt. Bupati Rembang

Yang saya hormati, Sdr. Ketua dan Wakil Ketua DPRD, serta segenap anggota
DPRD Kab. Rembang

Yang saya hormati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Rembang

Yang saya hormati, Sdr. Sekretaris Daerah Kab. Rembang

Yang saya hormati, Sdr. Sekretaris DPRD Kab. Rembang beserta staf

Yang saya hormati, Sdr. Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Badan,

Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian, dan Camat
di lingkungan Kab. Rembang

Yang saya hormati, Sdr. Ketua Parpol, LSM, Wartawan dan hadirin yang
berbahagia.

Mengawali penjelasan atas Raperda Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik ini,
perkenankan saya mengajak hadirin untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT
atas limpahan rahmat-Nya schingga kita dapat bersama-sama hadir dalam rapat
paripurna siang ini.

Hadirin yang saya hormati............

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia antara lain adalah
untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat
tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga
negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya
penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan
dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik dan pelayanan
administratif.

Saat ini Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Rembang masih
dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di
berbagai bidang kehidupan. Selain prosesnya berbelit, birokrasi yang panjang menjadi
keluhan yang banyak dirasakan oleh masyarakat. Sebagai contoh : Masih adanya
permohonan ijin pertambangan yang terkatung-katung, proses pembuatan KTP, KK dan
akta kelahiran yang kurang jelas dan proses pembuatan Akta kepemilikan tanah
(Sertifikat) di BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang masih sering dikeluhkan oleh
masyarakat terutama menyangkut besaran pajak jual beli tanah yang harus dikeluarkan
dan proses yang berliku. Hal ini bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi
terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah
pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat dihadapkan pada



harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan,
informasi, komunikasi, transportasi dan investasi.

Hadirin yang saya hormati............

Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikap:
secara bijak oleh pemerintah daerah melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan
berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan
masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan
konsep sistem Pelayanan Publik yang berisi aturan, nilai, persepsi, dan acuan perilaku
sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang layak dan sesuai dengan harapan dan
cita-cita tujuan nasional.

Pemerintah Kabupaten sebagai salah satu penyelenggara utama Pelayanan Publik
di daerah berkewajiban untuk memberikan Pelayanan Publik yang lebih baik sesuai
dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis. Pelayanan
Publik oleh Penyelenggara Pelayanan Publik ini merupakan kegiatan yang harus
dilakukan secara berkesinambungan, seiring dengan tuntutan peningkatan kualitas
Pelayanan Publik.

Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas dan menjamin Pelayanan Publik
sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan serta untuk memberi perlindungan dan
jaminan bagi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik, perlu ada
pengaturan hukum yang mendukungnya. Berdasarkan hal-hal ini, juga perlu diatur hak
dan kewajiban Penyelenggara Pelayanan Publik, hak dan kewajiban Masyarakat sebagai
penerima Pelayanan Publik serta pihak lain yang berkepentingan yang diatur dan
ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Hadirin yang saya hormati............

Berangkat dari hal-hal ini, kami DPRD Kabupaten Rembang berinisiatif
menerbitkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Publik untuk disahkan menjadi perda. Dengan adanya Perda ini, diharapkan ‘
bisa menjadi salah satu dasar yang kuat bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan
merupakan landasan hukum dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik (Good Govermance).

Hadirin yang saya hormati............

Maksud dibuatnya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
ini sebagaimana dijelaskan dalam batang tubuh perda BAB II pasal 2 adalah untuk
memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat sebagai penerima
layanan dan Penyelenggara Pelayanan Publik.

Adapun Tujuannya adalah :

a. Mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan
kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan
publik;

b. Mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas
umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik;

¢. Terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik;

d. Mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas
pelayanan publik;

Hadirin yang saya hormati............

Secara ringkas dapat kami jelaskan, Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Publik ini terdiri dari 10 (sepuluh) BAB dan 67 (Enam puluh tujuh) pasal.
Kesepuluh BAB tersebut terdiri dari :

a. BAB I tentang ketentuan umum

b. BAB II tentang Maksud, Tujuan, Asas, Ruang Lingkup dan Sifat



Dalam Bab ini dijelaskan maksud dan tujuan diterbitkannya perda ini, Asas
yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik, cakupan pelayanan
publik yang terdiri dari : pelayanan barang, jasa dan administratif serta sifat-sifat
pelayanan publik. '

c. BAB III tentang Pembina, Organisasi Penyelenggara, Dan Penataan Pelayanan

j.

Publik

Dalam Bab ini dijelaskan Guna menjamin kelancaran penyelenggaraan
pelayanan publik diperlukan Pembina yaitu Bupati dan penanggungjawab yaitu
Sekertaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati. Pembina bertugas
melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas
penyelenggara Pelayanan Publik serta melaporkan perkembangan kinerja
pelayanan publik kepada DPRD. Adapun penanggungjawab bertugas
mengoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan
standar pelayanan pada setiap satuan kerja, melakukan evaluasi penyelenggaraan
pelayanan publik, dan melaporkan kepada pembina atas pelaksanaan
penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh satuan kerja unit pelayanan publik.

BAB IV tentang Hak, Kewajiban dan Larangan

Bab ini menjelaskan tentang hak dan kewajiban penyelenggara, kewajiban
dan larangan bagi pelaksana serta hak dan kewajiban masyarakat sebagai penerima
layanan.

BAB V tentang Prinsip-Prinsip
BAB VI tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Dalam Bab ini dijelaskan tentang : Penyiapan rancangan standar pelayanan
yang harus dilakukan penyelenggara, penyusunan standar pelayanan yang wajib
dilakukan penyelenggara dengan mengikuti komponen standar pelayanan publik,
tahapan-tahapan pembahasan rancangan standar pelayanan sebelum ditetapkan,
langkah langkah yang harus dilakukan penyelenggara dalam menerapkan standar
pelayanan publik, sistem informasi pelayanan publik, Pengelolaan Sarana,
prasarana dan/ atau fasilitas pelayanan publik, pelayanan khusus bagi masyarakat
tertentu, aturan tentang biaya dan tarif pelayanan publik, prilaku yang harus
dikedepankan pelaksana dalam pelayanan, pengawasan penyelenggaraan
pelayanan publik baik oleh pengawas internal maupun eksternal, pengelolaan
pengaduan masyarakat dan penilaian kinerja oleh penyelenggara.
BAB VII tentang Pengikutsertaan Masyarakat
Dalam Bab ini dijelaskan tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik baik tata cara penyampaian maupun prinsip yang menjadi acuan.

BAB VIII tentang Penyelesaian Pengaduan

Dalam Bab ini dijelaskan bahwa masyarakat berhak mengajukan pengaduan
penyelenggaraan pelayanan publik kepada penyelenggara, Ombudsmen dan/atau
DPRD dan bagi masyarakat yang melakukan pengaduan dijamin hak-haknya oleh
peraturan perundang-undangan.

Dalam Bab ini juga diatur tentang tata cara pengaduan oleh masyarakat,
kewajiban-kewajiban penyelenggara dalam menerima pengaduan, tata cara
penyelesaian pengaduan dan tata cara pelaporan atau pengajuan gugatan oleh
masyarakat atas pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik
yang dilakukan oleh penyelenggara atau pelaksana.

BAB IX tentang Saknsi Administratif ’
Pasal-pasal dalam Bab ini mengatur tentang sanksi-sanksi yang diberikan kepada
penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan yang terdiri dari sanksi
Teguran tertulis, pembebasan dan pemberhentian dari jabatan, penurunan gaji dan
pangkat, pembekuan dan pencabutan ijin, denda dan Pidana.

BAB X tentang Ketentuan Penutup



Hadirin yang saya hormati............

Dengan disahkannya perda tentang penyelenggaraan pelayanan publik ini
diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk
meningkatkan kualitas pelayanan sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dan UU No. 32
Tahun 2004 dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dijabarkan
dalam Kep. Menpan RI No. KEP/26/ M.PAN/2/2004, yang meliputi pelaksanaan
prosedur, persyaratan teknis dan administratif, biaya, waktu, akta/janji, motto
pelayanan, lokasi, standar pelayanan, informasi, serta pejabat yang berwenang dan
bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga terwujud
pelayanan publik yang ramah, murah, cepat, transparan dan akuntabel.

Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, akhhirul kalam

Wassalamualaikum wr.wb

KOMISI A DPRD KABUPATEN REMBANG

ILYAS MOH. ANSHORI

=Y

Ketua Sekretaris
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

JI. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (II)
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
8 RAPERDA NON APBD TAHUN 2014

Hari : SELASA
Tanggal : 09 Deseember 2014

Waktu : 09.30 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

JENIS RAPAT : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten
Rembang
SIFAT RAPAT : Terbuka

ACARA RAPAT

1.
i

10.

Pembukaan;

Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap 7
Raperda;

Pendapat Bupati terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Publik;

Skors;

Penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum
Fraksi atas 7 Raperda;

Jawaban Fraksi atas Pendapat Bupati terhadap Raperda
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Pembentukan Pansus 8 Raperda;
Skors |
Pembentukan Pimpinan Pansus 8 Raperda;

Penutup.



IV. PIMPINAN RAPAT

1.
2. Jabatan

Nama : H. MAJID KAMIL. MZ
: Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama
2. Jabatan

VI. JUMLAH ANGGOTA

l.

N

Fraksi Persatuan Pembangunan
Fraksi Demokrat

Fraski Kebangkitan Bangsa
Fraksi PDI Perjuangan Nasdem
Fraksi Gerindra

Fraksi Karya Sejahtera

Fraksi Harapan

: Drs. ACHMAD MUALIF
. Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

: 10 orang
: 8 orang
: 6 orang
: 8 orang
: 5 orang
: 4 orang

: 4 orang

Jumlah

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1.

Fraksi Persatuan Pembangunan
Fraksi Demokrat

Fraski Kebangkitan Bangsa
Fraksi PDI Perjuangan Nasdem
Fraksi Gerindra

Fraksi Karya Sejahtera

Fraksi Harapan

: 45 orang

: 10 orang
: 6 orang
: 6 orang
: 6 orang
: 5 orang
: 4 orang

: 4 orang

Jumlah

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

l.
2.

Fraksi Persatuan Pembangunan

Fraksi Demokrat

: 41 orang

: - orang

: 2 orang



3. Fraski Kebangkitan Bangsa : - orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : 2 orang
5. Fraksi Gerindra . - orang
6. Fraksi Karya Sejahtera : - orang
7. Fraksi Harapan : - orang

Jumlah : 4 orang

IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL. MZ

LAGU INDONESIA RAYA.

Assalaamu’alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat

Yang saya hormati

Yang saya hormati
Yang saya hormati

Yang saya hormati

Yang saya hormati

Plt. BupatiRembang

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten
Rembang

Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang
Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda,
Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan
Camat se Kabupaten Rembang

Pimpinan Partai Politik, LSM, para wartawan dan
semua undangan lainnya yang tidak dapat saya
sebutkan satu persatu.

Mengawali rapat paripurna ini perkenankan saya mengajak semua

yang hadir disini untuk selalu bersyukur kehadirat Allah SWT,Tuhan

Yang Maha Pemurah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah



kepada kita semua, sehingga kita kembali dapat mengemban tugas
melaksanakan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka membahas Raperda
Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014. Dan senantiasa
memanjatkan do,a, agar setiap aktifitas dan langkah kita selalu dalam

lindungan dan ridlo Allah SWT. Amiin.

Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia.

Sesuai hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang
tanggal 5 Desember 2014, Rapat Paripurna hari ini adalah merupakan
Rapat Paripurna kedua ( II) dari tiga ( III ) Paripurna untuk membahas 8
(delapan) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014
meliputi :

1. Raperda tentang Perlindungan Anak;

2. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 1996 tentang
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pasar Kabupaten
Daerah Tingkat Il Rembang;

3. Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang;

Raperda tentang Pengelolaan Cagar Budaya;

Raperda tentang Penataan Desa;

Raperda tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;dan

e S U

Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Ketentuan kuorum dalam rapat Paripurna kedua ( II ) ini sama
dengan ketentuan yang berlaku pada Rapat Paripurna pertama ( I ) yakni
berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b Peraturan Tata Tertib DPRD

Kabupaten Rembang yang mana dijelaskan bahwa “ Rapat Paripurna



DPRD memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari

Jjumlah anggota DPRD. untuk menetapkan Peraturan Daerah”.

Menurut Catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD
Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45
orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah
sebanyak 41 orang, sehingga Rapat Paripurna hari ini telah memenuhi
kuorum.

Dengan mengucap “Bismillaahirrohmaanirrohiim” tepat pukul
11. 20 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka

untuk umum.

( Ketuk palu 3 kali )

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Ada beberapa agenda pokok dalam Rapat Paripurna Kedua (1I)
hari ini sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rapat Badan
Musyawarah DPRD bersama Tim Asistensi Pembahasan Raperda
Kabupaten Rembang pada tanggal 5 Desember 2014, dan untuk lebih
jelasnya akan saya sampaikan acara yang akan berlangsung pada Rapat

Paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;

2. Pemandangan Umum Fraksi terhadap7 (tujuh) Raperda tentang:

- Perlindungan Anak;

- Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 1996 tentang
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pasar
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Rembang;

- Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
TPI di Kabupaten Rembang;



- Pengelolaan Cagar Budaya;
- Penataan Desa;
- Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

3. Pendapat Bupati terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Publik;

4. Skors;

5. Jawaban Bupati terhadapPemandangan Umum Fraksi atas 7
Raperda; |

6. Jawaban Fraksi terhadap Pendapat Bupati atas Raperda tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

7. Pembentukan Panitia Khusus membahas 8 (delapan) Raperda;

8. Skors;

9. Pembentukan Pimpinan Panitia Khusus membahas 8 (delapan)
Raperda; '

10. Penutup.

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Marilah kita masuki acara yang kedua, yaitu Pemandangan Umum
Fraksi terhadap 7 (tujuh) Raperda.
Kepada Saudara-saudara anggota Fraksi yang akan menyampaikan
Pemandangan Umum Fraksinya, saya persilahkan untuk menunjukkan

jari terlebih dahulu :

1. Fraksi PartaiPersatuan Pembangunan : Zaimul Umam NS
2. Fraksi Demokrat : H. Harno, SE

3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Muhammad Imron
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : Frida Iriani

5. Fraksi Partai Gerindra : Puji Santoso, SP. MH



6. Fraksi Karya Sejahtera : Catur Winanto, SH

7. Fraksi Harapan : Sukarmain

Selanjutnya dimulai dari Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan
Pembangunan sampai dengan Fraksi Harapan, secara berurutan saya

persilahkan untuk menyampaikan Pemandangan Umumnya.

======= PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI

» ( Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi atas 7 Raperda terlampir )

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara-saudara yang telah

mewakili Fraksinya masing-masing.
Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Kita masuk acara yang ketiga adalah Pendapat Bupati terhadap

Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Kepada Plt. Bupati Rembang ( H. Abdul Hafidz ) dipersilahkan

====PENDAPAT BUPATI TERHADAP RAPERDA TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK ===

> ( Pendapat Bupati tentang Raperda Penyelenggaraan Pelayanan

Publik terlampir )
Terimakasih Saudara Plt. Bupati atas penyampaian pendapatnya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Acara selanjutnya adalah Jawaban Bupati terhadap

Pemandangan Umum Fraksi atas 7 ( tujuh ) Raperda dan Jawaban Fraksi



terhadap Pendapat Bupati atas Raperda tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Publik. Namun sebelum acara dilanjutkan terlebih dahulu kita
berikan waktu kepada Plt Bupati dan Fraksi-Fraksi DPRD untuk

mempersiapkan jawabannya. Untuk itu rapat paripurna saya skors selama

kurang lebih 60 menit.

( Ketuk palu 1 kali )

SKORS ==

Sehubungan waktu yang diberikan kepada PlIt. Bupati maupun Fraksi-
Fraksi DPRD dalam menyusun jawaban telah habis, maka skors saya

cabut dan tepat pukul 15.05 WIB rapat paripurna saya buka kembali.

( Ketuk palu 3 kali )

» Interupsi Sdr. Muhammad Asnawi dari Fraksi PKB

“ Terima kasih Pimpinan sebelum rapat paripurna ini
dilanjutkan kembali saya ingin mendapat penjelasan terlebih
dahulu mengenai skors rapat paripurna kali ini yang molor.
Tadi kan diskors kurang lebih 60 menit tetapi sampai molor 2
jam lebih, ini membuat teman- teman resah. Sebelum
dilanjutkan mohon penjelasan Pimpinan, ini akan lebih baik

buat konsistensi kedepan....Matur suwun”

» Jawaban dari Pimpinan Rapat
“ Memang sebenarnya saya sudah mengkonfirmasi kepada
pihak eksekutif dan kita sendiri bahwa rapat paripurna ini kita
skors selama 60 menit itu sudah selesai tetapi pada kenyataanya
molor. Ini sebelumnya terima kasih buat masukan / kritikannya
Pak Asnawi. Kedepan dalam rapat paripurna baik pimpinan,

anggota dan eksekutif bisa mengkondisikan agar tepat waktu
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dan juga kedepan agar BK ( Badan Kehormatan ) bisa

menindaklanjuti masalah ini. Bagaimana setuju dilanjut ya ?
» “Semua anggota DPRD menjawab setujuuuu......”

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Selanjutnya kita masuki acara yang keempat, yaitu Jawaban Bupati
terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas 7 (tujuh) Raperda Kabupaten
Rembang Tahun 2014.

Kepada Saudara Plt. Bupati saya persilahkan.

===JAWABAN BUPATI TERHADAP PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI ATAS 7 ( TUJUH) RAPERDA===

» (Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi-

Fraksi atas 7 Raperda terlampir )

Terima kasih kepada Saudara Plt. Bupati yang telah menyampaikan
Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas 7 (tujuh)
Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2014.

Peserta rapat dan hadirin yang berbahagia.

Menginjak acara kelima yaitu Jawaban Fraksi terhadap Pendapat

Bupati atas Raperda tentang Penyelenggaraan Publik.
» Pimpinan Rapat ( H. Majid Kamil MZ)

“ Namun demikian saya tawarkan kepada semua anggota apa
disetujui apabila yang menjawab Jawaban Fraksi terhadap
Pendapat Bupati atas Raperda tentang Penyelenggaraan Publik

hanya diwakili oleh satu perwakilan saja. Apakah disetuji ? ”



» “ Semua anggota DPRD menjawab setujuuuu......”

» Pimpinan Rapat ( H. Majid Kamil MZ )

( Ketuk palu 1 kali )

“ Kemudian langsung saja yang mewakili untuk menjawab Sdr.

Ilyas saya persilahkan ”

======= JAWABAN FRAKSI-FRAKSI TERHADAP PENDAPAT

BUPATI ATAS RAPERDA

» (Jawaban Fraksi- Fraksi terhadap Pendapat Bupati atas

Raperda Penyelenggaraan Pelayanan Publik terlampir)

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara llyas yang telah mewakili

fraksi- fraksi dalam menyampaikan Jawaban Fraksi- fraksi terhadap

Pendapat Bupati atas Raperda Penyelenggaraan Publik.

Memasuki acara selanjutnya

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

yaitu PembentukanKeanggotaan

Panitia Khusus membahas 8 (delapan) Raperda.

Sebagaimana hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Tim

Asistensi Pembahasan Raperda Kabupaten Rembang tanggal 5 Desember

2014, bahwa dalam membahas 8 (delapan) Raperda dibentuk 3 (tiga)

Panitia Khusus, dengan komposisi sebagai berikut :

Pembangunan

JUMLAH ANGGOTA
NO FRAKSI
PANSUST | PANSUSII PANSUS I11
| | Fraksi Partai Persatuan 3 3 3




Fraksi Demokrat

Fraksi PKB

Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

b | W

Fraksi Partai Gerindra

Fraksi Karya Sejahtera

NS0 I SO T B oS J B (O B SO ]

N SN ) B W N

Fraksi Harapan

Jumlah

13

Adapun untuk pembagian tugas adalah sebagai berikut :

a. Panitia Khusus I membahas:

1. Raperda tentang Penataan Desa;

2. Raperda tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;dan

3. Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

b. Panitia Khususll membahas :

1. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 1996

tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Bank

Pasar Kabupaten Daerah Tingkat Il Rembang;

2. Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang;dan

3. Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

c. Panitia Khusus IIl membahas :

1. Raperda tentang Perlindungan Anak;dan
2. Raperda tentang Pengelolaan Cagar Budaya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Sebagaimanatertuangdalam Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014

tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pada Pasal 65 ayat (6)

dijelaskan bahwa “Anggota Panitia Khusus terdiri atas anggota komisi




terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi“ dengan komposisi
atas dasar pertimbangan dari Banmus DPRD. Sehubungan dengan hal
tersebut, maka berdasarkan usulan dari masing-masing Fraksi telah kami
susun Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang tentang
Susunan Keanggotaan Panitia Khusus yang fotocopynya telah berada
ditangan saudara-saudara anggota DPRD semua. Namun sebelum
susunan keanggotaan disahkan dengan Surat Keputusan DPRD
Kabupaten Rembang, perlu dimintakan persetujuan terlebih dahulu
kepada para Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna ini.Untuk itu saya
tawarkan kepada saudara- saudara Anggota DPRD Kabupaten Rembang

“ Apakah Calon Anggota Panitia Khusus I, Calon Anggota Panitia
Khusus II dan Calon Anggota Panitia Khusus III dalam membahas 8
(delapan) RaperdaKabupatenRembangTahun  2014sebagaimana

tercantum dalam Rancangan Keputusan DPRD dapat disetujui ? *

SETUJUUUU!!!

( Ketuk palu I kali)

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.
Dengan telah disetujuinya anggota Panitia Khusus membahas 8

(delapan) Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2014, maka perlu
pembentukan pimpinan pada masing- masing Panitia Khusus baik pada
Pansus I, Il maupun III. Berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun
2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pada Pasal 65 ayat
(7) disebutkan bahwa *“ Ketua, Wakil Ketua Panitia Khusus dipilih
dari dan oleh Anggota Panitia Khusus “ Merujuk hal tersebut, agar
pelaksanaan pemilihan berjalan tertib dan lancar maka tempat yang

digunakan adalah sebagai berikut :



- Pansus I menempati ruang Komisi B, Pansus II ruang Komisi C; dan

Pansus III di ruang Komisi D.
Hasil dari pemilihan pimpinan masing-masing Pansus agar diserahkan
kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna ini.

Selanjutnya Rapat Paripurna saya skors selama 15 menit.

( Ketuk palu 1 kali )

====ACARA PEMILIHAN PIMPINAN PANSUS====

Sehubungan waktu yang diberikan untuk acara pemilihan pimpinan
Pansus telah habis maka skors saya cabut dan tepat pukul 15. 45 WIB

Rapat Paripurna saya buka kembali.

( Ketuk palu 3 kali )

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita lanjutkan acara yaitu Pembentukan Pimpinan Panitia
Khusus. Berdasarkan berita acara dan laporan hasil pemilihan Pimpinan
Pansus yang diserahkan kepada kami, maka dapat kami umumkan
susunan Pimpinan Panitia Khusus membahas 8 (delapan) Raperda
Kabupaten Rembang Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Panitia Khusus 1.

Ketua : [lyas
Wakil Ketua : Puji Santoso, SP. MH

“ Apakah dapat disetujui ?”

SETUJUUUUU ==
( Dengan suara bulat semua anggota DPRD menyetujui )

( Ketuk palu 1 kali)




Panitia Khusus II.

Ketua : Muhammad Asnawi, S.Pdi
Wakil Ketua : Ali Ircham, ST

“Apakah dapat disetujui ?”

SETUJUUUUU =
( Dengan suara bulat semua anggota DPRD menyetujui )
( Ketuk palu 1 kali )

Panitia Khusus II1.
Ketua : Henry Purwoko, S.Pd
Wakil Ketua : Paramita Prapanca ANR, S.Pd

“ Apakah dapat disetujui ?”

SETUJUUUUU =
( Dengan suara bulat semua anggota DPRD menyetujui )

( Ketuk palu 1 kali)

Selanjutnya susunan Pimpinan Pansus membahas 8 ( delapan )
Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2014 akan ditetapkan dengan Surat
Keputusan DPRD Kabupaten Rembang.

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Acara demi acara dalam Rapat Paripurna hari ini telah kita lalui dan
sesuai dengan yang kita rencanakan, terima kasih atas perhatiannya dan
mohon maaf  atas segala kekurangan selama saya memimpin rapat.
Untuk Rapat Paripurna Ketiga( III )membahas 8 (delapan) Raperda
dilaksanakan hari Selasatanggal 30 Desember 2014.



Akhirnya dengan mengucap “Alhamdulillaahirobbil ‘alamiin “
tepat pukul 15. 55 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan
ditutup.

( Ketuk palu 3 kali )

Wassalaamu’alaikum Wr. Wh.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA SEKRETARIS
H. MAJID KAMIL. MZ Drs. ACHMAD MUALIF

Pembing Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011



LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA ( II ) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG 8
RAPERDA NON APBD TAHUN 2014

LAMPIRAN | : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD
dan Camat Se Kabupaten Rembang;

LAMPIRAN II : Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi terhadap 7
Raperda ;
LAMPIRAN III : Pendapat Bupati terhadap Raperda tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

LAMPIRAN IV . Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum
Fraksi atas 7 Raperda;

LAMPIRAN V . Jawaban Fraksi- Fraksi DPRD Kabupaten
Rembang terhadap Pendapat Bupati atas

Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Publik;

LAMPIRAN VI . Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor
15 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Keanggotaan Panitia Khusus I, II dan III Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
Dalam Membahas 8 ( Delapan ) Rancangan
Peraturan Daerah;

LAMPIRAN VII - Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua
Panitia Khusus I;

LAMPIRAN VIII - Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua
Panitia Khusus II;

LAMPIRAN IX - Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua
Panitia Khusus III;



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

DAFTAR HADIR

RAPAT FARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG
TANGCATAN FRAKSI TERHADAP PENYAMPAIAN USULAN 7 RAPERDA NON APBD

TAHUN ANGGARAN 2014

HARVTANGGAL : SELASA , 9 DESEMBER 2014

PUKUL :09.30 WIB

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
p————=
1 [H. AEDUL HAFIDZ Pit. Bupati Rembang
2 KKejaksaan Negeri 2
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HARI/TANGGAL : SELASA, 9 DESEMBER 2014

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA 11 DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA TANGCAPAN FRAKSI TERHADAP PENYAMPAIAN USULAN 7 RAPERDA

PUKUL :09.30 WIB

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN | KET

1 2 e 3 4 8

FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN

1 |H.MAJIDKAMILMZ il Ketua DPRD

2 |SUGIHARTO e _ Anggota

3_|HM. MURSYID, ST Anggota

4_|ZAIMUL UMAM NS - Anggota
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DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA 1T DPRD KABUPATEN REMBANG
PENYAMPAIAN USULAN 7 RAPERDA NON APBD KAB. REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2014
HARVTANGGAL : SELASA, 9 DESEMBER 2014

PUKNUL

:09.30 WIB

NO JABATAN

i

NAMA

TANDA/}TANGAN

I ICAMAT REMBANG

(5]

CAMAT KALIORI

3 |CAMAT SUMBER

4 |CAMAT SULANG

5 |CAMATBULU

6 |CAMAT PAMOTAN

7 |CAMAT GUNEM

8 [CAMAT SALE

9 [CAMAT LASEM

10 JCAMAT PANCUR
11 |CAMAT SEDAN
12 [CAMAT SLUXE
13 |CAMAT KRAGAN

14 |CAMAT SARANG

l

l
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Drs. H MUSTHOLIH
Drs. HERIYONO
SUSWANTORO, SE
M. WIYOT?, SE
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SUHARTD, SH
HM. WAHYOE OFTOMO, SH
HM. MAFRDIYANTO, SE, SP
MASHADI S.Pd

EDDY KISWANTO, 3H, M.Si
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DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN

RAPAT PARIFURNA Il DPRD KABUPATEN REMBANG
TANGGAPAN FRAKSI TERHADAF PENYAMPAIAN USULAN 7 RAPERDA NON APBD
TAHUN ANGGARAN 2014

HARITANGGAL : SELASA , 9 DESEMBER 2014
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NO | BADAN/BAG/DINASIKANTOR NAMA JABATAN TANDA TANGAN |
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PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

TUJUH RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DAN SATU RAPERDA INISIATIF
DPRD KABUPATEN REMBANG

DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG
Hari : Selasa
Tanggal : 09 Desember 2014
Dibacakan oleh :Zaimul Umam NS
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PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DPRD

JI. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

REMBANG

PEMANDANGAN UMUM

FRAKS!I PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
TUJUH RAPERDA KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2014
Selasa, 09 Desember 2014

Dibacakan oleh : ZAIMUL UMAM NS.

Ussatamu a,laifbum Waralimatullali walbarafaluh. . ..

Setamat fpagi, dan Salam sejakitera bagi bita semua . ...

BISHILLARIRROFMANIRROFTI. . ...

Alhamdulillahi Robbil a’lamiin, asholatu wassalamu a’la Sayyidina Wamaulana
Muhammadin, wa’ala alihi wosohbihi ajma’iin..., Amma ba’du ...

Yang kami hormati :
=> Sdr. PIt Bupati Rembang
=> Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang

=> Sdr. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang



=> sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala
Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda, dan
para Camat dilingkungan Kabupaten Rembang

=> Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf

=> Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan,
dan semua hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami lanjutkan penyampaian Pemandangan Umum ini, terlebih dahulu

" marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadlirat ALLAH SWT, atas segala

limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan pada kita,

sehingga sampai saat ini, kita masih diberikan kesempatan hadir pada Rapat Paripurna

DPRD ini, dalam keadaan sehat Wal afiat tidak kekurangan suatu apapun.

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada baginda nabi besar kita,
MUHAMMAD SAW, para shahabat, dan seluruh keluarganya.

Sdr. Pit Bupati dan segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...,

Mengawali penyampaian Pemandangan umun, terhadap tujuh Raperda tahun
2014, yang disampaikan oleh sdr. Plt Bupati pada rapat paripurna, Senin tanggal 8
Desember 2014, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, memberikan apresiasi
atas kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang, yang telah bekerja keras, sehingga
penyusunan tujuh Raperda 2014 ini, dapat selesai untuk segera dilakukan pembahasan.

Adapun tujuh Raperda dimaksud antara lain :
1. Raperda tentang penataan Desa.
2. Raperda tentang Pengelolaan Keuangan desa.
3. Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
4. Raperda tentang Perubahan atas Perda No. 6 tahun 1996, tentang Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pasar Kabupaten Rembang.

5. Raperda tentang Perubahan Perda No. 4 Tahun 2009, Tentang Pengelolaan
TPI di Kabupaten Rembang.

6. Raperda tentang Perlindungan Anak.

7. Raperda tentang Pengelolaan Cagar Budaya.

Sidang Dewan yang kami hormati.....,



Selanjutnya kami dari Fraksi Partai persatuan Pembangunan, dalam
Pemandangan Umum terhadap tujuh Raperda dimaksud, menyampaikan beberapa
usulan, untuk dijadikan bahan pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam
- pembahasan , antara lain :

1. Regulasi/pengaturan tentang keuangan desa, yang berasal dari perolehan aset
atau bengkok Pemerintah desa, harus berimbang antara Pemerintah Desa dan
lembaga desa yang ada.

2. Kepala Desa diberi kewenangan untuk mengatur tentang keuangan, yang berasal
dari bengkok Kepala desa dan Perangkat Desa, selama tidak bertentangan
dengan Peraturan dan Perundang-undangan Pemerintah.

3. Berkenaan dengan PSKS ( Program Simpanan Keluarga Sejahtera ), data di
masing-masing Desa, agar diadakan evaluasi/koreksi, untuk validasi data sehingga
benar-benar tepat sasaran, minta agar dinas terkait segra malakukan penanganan.

4. Pengaturan pungutan Pologoro di Desa, hendaknya diatur dan dipertegas melalui
Perda .

5. Pelaksanaan Pilkades dan Pemilu Kada, sebaiknya diberi tenggang waktu yang
cukup, sehingga tercipta suasana yang kondusif dan hasil yang maksimal.

6. Sesuai dengan Perda No. 1 Propinsi Jawa Tengah, tetnang Penyertaan Modal PD
BPR dan Bank Pasar, diminta Pemkab Rembang lebih perhatian terhadap
penyertaan modal pada PD BPR dan Bang Pasar menjadi lebih edial, yakni 51 %
berbanding 49 %, sehingga dapat meningkatkan PAD.

7. Terkait dengan Retribusi TPl sebesar 3,50 %, dimana yang 1 % selama ini
dikembalikan kepada nelayan dalam bentuk hibah bansos, sebaiknya
pengelolaanya diserahkan pada koperasi nelayan atau KUD.

8. Terkait dengan Raperda tentang Perlindungan Anak, diminta Pemkab Rembang
dan Polres, melakukan penanganan yang serius tentang kasus kekerasan dan
seksual terhadap anak dibawah umur.

9. Pemkab / Dinas terkait agar melakukan tindakan terhadap Café-cave dan
sejenisnya, yang selama ini mengexploitir anak di bawah umur.

10.Perlindungan terhadap anak sangat penting, utnuk menjaga generasi yang lebih
berkwalitas, dan berakhlakul karimah.

11.Pemkab agar melakukan pendataan terhadap situs-situs peninggalan sejarah,

juga pada para tokoh budaya, untuk mengelola kebudayaan rembang, sehingga
dapat menarik wisatawan.



|
|
|

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Tentang
tujuh Raperda Tahun 2014, karena waktu pembahasan yang sangat pendek, dan dengan
banyaknya kegiatan yang lain, mari kita selalu mohon pada ALLAH SWT, semoga kita

|
| semua selalu diberikan petunjuk dan kelancaran, sehuingga mandapatkan hasil dan

manfaat yang maksimal .

Trima kasih atas segala perhatianya, dan mohon maaf atas segala kekurannya.....

Billahi Taufig Wal Hidayah .....

Wassalamu a’laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.....

Rembang, 09 Desember 2014

PIMPINAN FRAKS! PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

KETUA A SEKRETARIS

SUGIHARTO AN ZAIMUL UMAM NS



PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT
TERHADAP
7 RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2014

PARTAI DEMOKRAT

FRAKSI DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN REMBANG
Rembang, 9 Desember 2014
Dibacakan oleh : H. HARNO, SE
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 11

% ‘ KABUPATEN REMBANG
V< FRAKSI DEMOKRAT
JI. Diponegoro No. 88 Rembang;
PARTAI DEMOKRAT telp. (0295) 691194; 693290; 693291

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT
TERHADAP 7 RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2014
SELASA, 9 DESEMBER 2014
DI BACAKAN OLEH : H.HARNO, SE

Assalamu’alaikum Wr,Wb.
Selamat pagi dan Salam Sejahtera Bagi Kita Semua
Yang kami hormati :

Saudara Plt.Bupati

Saudara Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.

Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala
Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camat
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang bersama staf.

6. Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, rekan wartawan dan

segenap hadirin yang berbahagia.

g N M

L

Mengawali pemandangan umum Fraksi Demokrat, kami mengajak para
tamu undangan sidang dewan yang terhormat marilah kita senantiasa
memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, atas segala nikmat taufik dan
hidayah yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita semua dapat bersama-
sama hadir mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang dalam
penyampaian pemandangan umum Fraksi, semoga pada Paripurna kali ini dapat
membuahkan hasil yang benar-benar dapat memberikan manfaat bagi
masyarakat Rembang.



. Plt.Bupati dan Sidang Dewan yang terhormat...

' Kami Fraksi Demokrat menyetujui Raperda ini untuk dibahas dengan beberapa
catatan yang kami usulkan :

1. Kami berharap dengan adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
tentang Desa, diharapkan pemerintah Kabupaten Rembang dan
pemerintahan desa saling sering berkomunikasi. Jangan sampai
timbul benturan dalam hal kewenangan. Dan kami menghimbau agar
dalam proses pembahasan 3 Raperda yang terkait dengan desa
supaya cermat dan berhati-hati karena menyangkut anggaran dan
kepentingan masyarakat.

2. Dengan adanya perubahan Perda tentang BPR Bank Pasar kami
mengharap bisa lebih berkembang dengan baik dan bangkit dari
keterpurukan.

3. Perubahan atas Perda No.4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan TPI di
Kabupaten Rembang kami berharap agar masyarakat nelayan,
pedagang ikan ( bakul ), pemerintah daerah, KUD dapat bersinergi
dengan baik demi kepentingan bersama dan rﬁasyarakat Rembang
pada umumnya, kami juga berharap setelah ditetapkan Perda ini
masing-masing bisa mematuhinya.

4. Dengan adanya Perda Cagar Budaya ini kami mengharapkan kepada
Pemerintah untuk mendata dan menjaga dari tangan-tangan jahat
yang tidak bertanggungjawab dan kami juga berharap untuk
dikembangkan jadi tempat wisata yang bisa menambah penghasilan
daerah.

5. Dengan adanya Perda Perlindungan Anak, kami mengharapkan
supaya benar-benar ada perlindungan anak dari kekerasan,
eksploitasi, dan memperkerjakan anak. Dan mohon ada kebijakan
tentang pembuatan akta kelahiran anak yang diasuh di panti
asuhan/di keluarga yang tidak mengetahui identitas orang tuanya.



Sidang Dewan yang terhormat,

Demikian pemandangan umum Fraksi Demokrat kami sampaikan, semoga Aliah
SWT meridhoi setiap langkah kita. Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada
segenap hadirin, kurang lebihnya kami mohon maaf.

Wassalamu’alaikum Wr,Wb.

Rembang, 9 Desember 2014

FRAKSI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG




PARVAI KEBANGKITAN BANGSA
Wembela. Yang Benar

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
TUJUH RAPERDA

disampaikan oleh M. Asnawi S.Pdi
Pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Selasa 9 Desember 2014

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Yang terhormat Saudara Pelaksana Tugas (PIt). Bupati Rembang

Yang kami hormati Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan;

Yang kami hormati Saudara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkomida); Komandan
Kodim Rembang, Kapolres Rembang, Kepala Kejaksaan, Ketua Pengadilan Negeri
Rembang; dan Ketua Pengadilan Agama Rembang

Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah besrta Pejabat di lingkuangan Pemkab.
Rembang Serta Para Camat Se- Kabupaten Rembang;

Yang Kami hormati Suadara Sekretaris DPRD beserta jajarannya

Yang Kami hormati Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita,
LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.



Mengawali pemandangan umum ini perkenankanlah kami FPKB menghaturkan Puiji
Syukur kehadirat Allah SWT Atas segala limpahan rahmat Taufiq dan Hidayahnya sehingga
sampai saat ini kita semua masih bisa menikmati karunia dan rahmat-NYA. Sholawat dan
salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW.

Perkenankan kami FPKB mengajak kepada Sidang Dewan untuk melakukan
langkah langkah preventif terhadap gejala/pertanda yang kurang baik agar kabupaten
Rembang senantiasa ramah dan tentram. Diperlukan upaya penguatan early warning
system (system pertanda dini) agar tidak terjadi hal hal yang “terlanjur”.

Pada musim penghujan yang mulai datang, sebaiknya segera ada pertanda dini
terjadinya banjir, abrasi ataupun bencana yang lain. Terhadap warga yang mengekpresikan
penolakan, sebaiknya ada pertanda dini agar tak terjadi tindakan represif kepada mereka.
Terhadap kenakalan remaja, sebaiknya ada pertanda dini sehingga guru, orang tua, serta
masyarakat dapat mengantisipasinya.

Pertanda dini kenakalan remaja misalnya pada jam jam sekolah tidak ada pelajar
atau PNS yang di warung kopi. Atau tidak ada pelajar yang malam hari masih saja berada
di warung warung kopi atau warung remang remang. Tidak ada pelajar yang pada saat
sholat jum'at nongkrong di kompleks alun alun dan rumah dinas bupati.

Pimpinan Sidang, Saudara PIt Bupati, serta hadirin yang kami mulyakan.

Terhadap tujuh Raperda yang pengantarnya sudah disampaikan oleh Saudara Pl
Bupati kami FPKB memberikan beberapa catatan sbb :

1. FPKB sangat mengapresiasi Raperda tentang cagar budaya yang disampaikan

Pemkab Rembang adalah sebuah sikap kearifan dan kesantunan dari kita semua
terhadap peninggalan bersejarah. Kesadaran untuk melindungi cagar budaya
semestinya memiliki korelasi dengan perindungan cagar alam serta hal hal yang
melingkupinya. Setidaknya kita telah mendapati beberapa situs yang rusak seperti
situs Terjan. Begitu juga tentang cagar alam dalam hal ini hutan lindung yang dapat
dikelola karena kepentingan kepentingan tertentu.
Termasuk dalam cagar budaya atau cagar alam adalah melindungi mata air yang
kita miliki sebagai sumber penghidupan. Setidaknya masyarakat Rembang telah
kehilangan banyak mata air yang dibuktikan dengan semakin sedikitnya debit air
bersih mata air dan mengeringnya sungai sungai di Rembang.



Seperti kata beliau GUS DUR bahwa “Catatan sejarah hampir-hampir tidak
dibuat, dengan demikian kita lalu harus meraba-raba masa lampau kita
sendiri. Inilah yang seharusnya kita lakukan, bukan lalu sekadar melafalkan
tahun-tahun dan nama-nama dalam ‘pelajaran’ sejarah di sekolah-sekolah
kita. Kita bukanlah mengingat-ingat tahun kejadian, mélainkan kita harus
memahami sejarah sebagai sebuah proses”

. FPKB sangat mengapresiasi Pemkab dengan Raperda tentang perlindungan Anak.
dalam kerangka untuk mencegah, mengurangi segala bentuk kekerasan, eksploitasi,
penelantaran, dan prilaku diskriminatif terhadap anak. FPKB juga mempertanyakan
kepada Pemkab, kenapa dari sekian pasal yang telah disajikan pada raperda ini
belum ada ayat yang mengatur atau memuat klausul tentang TRAFICKING terhadap
anak yang saat ini sedang berkembang di Rembang, maka kami berharap untuk
diatur dalam pasal raperda dan perbub. FPKB juga mempertanyakan dengan media
apakah raperda tentang perlindungan anak ini disosialisasikan, agar bisa berjalan
efektif dan bisa diketahui oleh segenap masyarakat secara utuh dan difahami secara
menyeluruh.

. Raperda Perubahan Perda No.6 tahun 1996 tentang PD. PBR Bank Pasar Bahwa
memberikan penyertaan kepada Lembaga Keuangan yang menjadi bagian dari
BUMD atau yang sahamnya sebagian milk Pemkab Rembang sudah seharusnya
didasarkan pada perhitungan rasio rasio keuangan. Lazimnya didasarkan atas target
kepemilikan saham dan rasio kecukupan modal atau Capital asset Ratio.
Memberikan tambahan modal bagi BPR Bank Pasar tidak bisa kita lepaskan dari
sejarah yang ada pada Bank Pasar itu sendiri. Inspektorat Rembang pernah
memecahkan temuan yang ditemukan oleh Inspektorat kabupaten kota sebesar 16
miliar lebih, yaitu penyalahgunaan dana di Bank Pasar. Ini yang menyebabkan
Bupati , Sekda Rembang dan direktur Bank Pasar pada saat itu bermasalah dengan
hukum. Kita pernah mengetahui Bank Pasar menjadi Blackmilk para pejabat.

Sebagaimana disampaikan dalam pengantar Saudara PIt Bupati bahwa perubahan
raperda ini diperuntukkan untuk melakukan perubahan/penambahan modal dari 10
miliar menjadi 25 miliar agar perusahaan dapat melakukan ekspansi dan kompetitif.



Perlu kami sampaikan di luar Perda nomor 6/1996 Pemkab pernah melakukan
langkah strategis memberikan tambahan modal pada tahun 2006-2007 agar CAR
(capital asset Ratio) Bank Pasar mencukupi standard minimal yang ditetapkan oleh
BI.

Secara terpisah kami memberikan apresiasi kepada Direktur BPR Bank Pasar yang
telah mampu menyehatkan rasio rasio perbankan pada BPR Bank Pasar setelah
terpuruk.

Memberikan tambahan modal kepada Bank selalu didasarkan pada hal hal yang
jelas, meliputi rasio rasio perbankan. Jika tambahan modal ini untuk melakukan
ekspansi usaha agar kompetitif, perlu kiranya ditujukan untuk membangun dan
mendukung kluster ekonomi yang ada di Rembang. Hal ini kami sampaikan karena
kami khawatir BPR BPR yang modalnya semuanya atau sebagian dari Pemkab
Rembang segementasi terbesarnya bersumber dari “potong gaji" karena jika
diberikan pada yang lain takut resikonya menjadi NPL.

Atas dasar inilah FKB menyarankan agar komisi B DPRD melakukan hearing
dengan BPR BPR yang modalnya sebagian atau semuanya dari pemkab Rembang
untuk dianalisis segmentasi pasarnya.

. Raperda untuk perubahan atas Perda no 4 tahun 2009 tantang pengelolaan TPI,
FPKB mempertanyakan tentang pasal 14 terkait refribusi sebesar 3,10%
sebagaimana dimaksud adalah dibebankan kepada nelayan 1,70% dan kepada
pembeli ikan sebesar 1,40%. Bagai mana penjelasannya sehingga angka ini tidak
berbanding lurus. Bukankah antara penjual dan pembeli ada kepentingan yang
sama?. bukankah beberapa waktu yang lalu setelah TPl Rembang menjadi
Pelabuhan Penangkap lkan menarik perhatian banyak pihak untuk mengelolanya.
Agar tidak menimbulkan conflict interest, Pemkab harus hati hati menatanya.
Pengelolaan TPI bukan sekedar refribusi dan raman, tetapi ada banyak indicator dan
permasalahan nelayan yang harus semakin diberdayakan.

Catatan lain, kita juga harus mampu mengantisipasi kebijakan kementrian kelautan
dan perikanan yang telah berani melakukan moratorium perkapalan. Pasti akan
banyak implikasi positif atas kebijakan pemerintahan saat ini yang mengusung
kemaritiman sebagai salah satu basisnya.



5. Tentang 3 raperda desa ini kami perlu menyampaikan beberapa masalah desa yang
belum terselesaikan hinggan saat ini antara lain.
a. Meningkatkan kapasitas kepala desa dan perangkatnya
b. Meningkatkan kapasitas lembaga lembaga desa
c. Meningkatkan peran serta stakeholders desa
Ini bukan sekedar meningkatkan kapasitas untuk ketiga elemen di atas tetapi juga
membangun relasi (hubungan harmonis) antara ketiga elemen di atas. Tanpa ada
hubungan yang terbangun secara baik berapapun dana dan regulasi yang ada di
desa bisa tidak bermaknan apa apa
Raperda tentang penyelenggaraan pemerintahan, penataan, pengelolaan keuangan
dan kekayaan desa, FPKB sangat mengharap untuk pemkab segera dibahas dan
disetujui karena memngingat berbagai kepentingan dan isi raperda
tersebutmenyengkut nafas pemerintahan desa yang harus ON pada januari 2015.
Namun kami akan sangat mengharap agar adanya raperda ini bisa : Desa akan
letertata lebih baik, Tidak ada kekisruhan yang terjadi saat adanya wacana
penarikan bengkok menjadi kas desa dan-mengganti gaji non PNS yang besarnya
sesuai UMK Rembang kepada perangkat desa, Ketika ada keleluasaan untuk
mengelola dana desa yang sebesar 10% ditambah dengan pengelolaan bengkok
kas desa, mohon untuk pemkab memberikan perangkat hukum yang jelas, karena
akan menjaga stabilitas desa agar tidak terjadi hal-hal seperti tindak pidana korupsi
yang dilakukan oleh kepala desa atau perangkat desa yang lain.
Kami juga mengingatkan apa yang terjadi di kabupaten Wonosobo, dengan ADD
yang rata rata 140 juta perdesa (Rembang rata rata 45 juta) suda ada 11 kepala
desa di Wonosobo yang bermasalah dengan hukum. Penyebab utamanya karena
tak ada relasi antar ketiga elemen di atas.

Pimpinan Sidang, Saudara PIt Bupati, serta hadirin yahg kami mulyakan.

Demikian catatan catatan dari FPKB mengenai tujuh raperda ini, semoga bisa
bermanfaat. Diakhir kata kami, FPKB mengucapkan

- Selamat hari AIDS semoga kita dijauhkan dari azab ini

- Selamat hari pemberantasan korupsi, semoga kita dijauhkan dari sifat ini

- Dan selamat hari Hak Azazi Manusia. Semoga kita selalu saling menghargai,
menghormati. Dawuh dari GUS MUS “ Aku menyayangimu karena kau manusia
Tapi kalau kau menghancurkan kemanusiaan Aku akan melawanmu, Karena aku
manusia”



Sekian kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar - besarnya .

Wallahul Muwaffiq llaa Aq wamittorieq
Wasalammu'allaikum Wr. Wb.

Rembang, 09 Desember 2014
aksi Partai Kebangkitan Bangsa
DPRD Kabupaten Rembang

wuw. stafak EFPKPRembang.com

A

Sekretaris



FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

N ER

JI. Diponegoro No. 88 REMBANG

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

7 RAPERDA

Dibacakan Oleh : FRIDA IRIANI

Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita semua
MERDEKA.....!!!

Yang terhormat, Plt Bupati Rembang

Yang terhormat, Pimpinan Beserta Segenap Anggota DPRD Rembang

Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Muspida Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Rembang

Yang terhormat, Ketua Pengadilan Agama Rembang

Yang terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Kabag dilingkungan Setda Kab. Rembang

Yang terhormat, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Camat se-Kabupaten Rembang



Para Tamu Undangan yang Berbahagia

Puji syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan kesempatan,
kemudahan dan kenikmatan hidup. Allah Yang Maha Kuasa yang telah menganugerahkan
berbagai berkah sehingga di pagi ini kami mampu menghadirkan Pemandangan Umum Fraksi
PDIP NASDEM terhadap tujuh ( 7 ) RAPERDA non APBD 2014 .

Setelah dilakukan diskusi-diskusi dan pembahasan terkait Penjelasan Saudara Bupati tentang
tujuh ( 7 ) Raperda non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014, maka perkenankanlah di
forum yang terhormat ini kami menyampaikan hal-hal yang menjadi perhatian, yang kami
rekomendasikan untuk menjadi perhatian saudara Plt Bupati Rembang .hal — hal tsb ialah
berikut ini :

1. Kami dari Fraksi PDI Perjuangan nasdem menghimbau dengan segera kepada PlIt Bupati
Rembang untuk menyinkronisasikan dengan Peraturan Pemerintah saat berlakunnya UU
desa dan Perda ini seharusnya tidak dilakukan secara surut.

Begitu juga dengan persyaratan calon kepala desa yang pernah tersangkut hukum untuk di
perjelas supay tidak tumpang tindih antara UU,PP dan Perda itu sendiri.

2. Masalah Regstribusi Tempat pelelangan lkan seyogyanya demi kepentingan rakyat , kami
dari FPDI perjuangan Nasdem mengusulkan konstribusi Tempat pelelangan ikan tidak
terlalu memberatkan nelayan dan bakul.

3. Kami dari Fraksi PDI P Nasdem menghimbau agar pembayaran Tempat pelelangan ikan
dari hasil tagkap ikan nelayan ( Stroke penjualan ikan ) itu dibayar maksimal 2 hari setelah
dilelang. Dan system pelelangan dilakukan secara terbuka untuk umum ( semua bakul )
dan tidak dimonopoli bakul setempat.

4. Kami dari F PDI perjuangan nasdem menghimbau kepada Plt Bupati lewat Dinlutkan untuk
lebih bisa mengawasi dan melarang nelayan untuk menjual ikan diluar tempat pelelangan
ikan

5 Kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem ingin mendorong dilakukannya inventarisasi terhadap
situs — situs cagar budaya yang ada di wilayah Kabupaten Rembang melalui jajaran
Pemkab yang ada di Kecamatan masing — masing. Sehingga benda / situs cagar budaya
tersebut dapat dilindungi dan dilakukan perwatan.

6 Kami juga berharap kepada Pemkab Kabupaten Rembang beserta jajarannya POLRI, TNI,
Satpol PP untuk melakukan penertiban terhadap tempat — tempat hiburan, warung kopi, k
afe yang melakukan praktek prostitusi. Lebih — lebih yang memperkerjakan anak di bawah

umur. Kami berharap pekab lebih peduli lagi banyaknya kasus eksploitasi terhadap anak
dibawah umur.

7. Dalam hal pelayanan public kami fraksi PDI Perjuangan Nasdem mendorong Pemkab
Rembang agar mempersiapkan SDM, sarana dan prasarana serta regulasi yang jelas guna
mendukung terwujudnya pelayanan public yang prima di semua wilayah Kabupten
Rembang. Termasuk adanya kerjasama terhadap pelayanan public bersama lembaga -

lembaga vertical dibawah Pemkab Rembang seperti BPN, POLRES, SAMSAT, Pelabuhan
dan lain- lainnya.



Hadirin Sidang Paripurna yang Kami Mulyakan

Demikian Pemandangan Umum Fraksi PDI| Perjuangan Nasdem ini dibuat, semoga ada guna
dan manfaatnya, ada kurang lebihnya mohon maaf.

Billahi Taufiq wal Hidayah

Wassalamu alaikum wr. Wb.

MERDEKA.

KETUA

MARNT




PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA ( GERINDRA )
DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP

7 (TUJUH ) RAPERDA
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014

PARTAI

GERINDRA

GERAKAN INDONESIA RAYA

REMBANG, 9 DESEMBER 2014
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FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA ( GERINDRA )

DPRD KABUPATEN REMBANG
JLP.Diponegoro No.88 Rembang ( 0295) 691194 Kode Pos 59251

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA ( GERINDRA )
DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

7 (TUJUH ) RAPERDA
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014

Disampaikan oleh : Ayu Ardhiyah Mayasari
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Selasa 9 Desember 2014

Assalamu ‘alaikum wr. wb.

Salam Indonesia Raya

Yang terhormat Sdr. Plt. Bupati Rembang
Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan;

Yang kami hormati Sdr. Para Anggota Forpimda dan Ketua Pengadilan Negeri
Rembang;

Yang kami hormati Sdr. Para Komandan / Kepala Kesatuan TNI-POLRI

Yang kami hormati Sdr. Para Pejabat dilingkuangan Pemkab. Rembang Serta Para
Camat Se- Kabupaten Rembang;

Yang Kami hormati Sdr.Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas,
Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Segala puji bagi ALLOH ROBBUL’ALAMIN, Sholawat dan salam semoga
tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dan segenap umatnya.



Sidang Paripurna Yang Kami Hormati

Pada hakekatnya 7 Raperda yang telah di ajukan ke DPRD tersebut, Fraksi
gerakan Indonesia Raya ( GERINDRA ) bisa menyetujui untuk dibahas. Namun, F
GERINDRA akan memberikan beberapa catatan sebagai berikut :

1. Bahwa pembahasan sebuah Raperda agar lebih sempurna dan maksimal
seharusnya didahului dengan tahapan sosialisasi dan publik hearing dengan
steak holder terkait yang secara substansi ada keterkaitan dengan substansi
produk hukum yang akan dibahas. Sehingga akhirnya produk hukum
tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan betul-betul menjadi
payung hukum terhadap pihak-pihak yang terkait. Dengan lahirnya produk
hukum tersebut diharapkan bisa tercipta kepastian hukum ditengah-tengah
masyarakat.

2. Bahwa distribusi draft Raperda yang akan dibahas mestinya diberikan
kepada setiap anggota DPRD jauh-jauh hari sebelum jadwal pembahasan
Raperda tersebut, sehingga dapat menjadi bekal yang cukup pada saat
membahas Raperda yang pada akhirnya bisa menghasilkan produk hukum
yang berkualitas.

3. Pemerintah daerah harus melakukan pengawasan dan pendapingan secara
intensif terkait pelaksanaan lelang di TPI sehingga diharapakan persoalan-
persoalan yang terkait antara nelayan dan bakul bisa diminimalkan. Hal ini
akan berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ),
karena retribusi akan lebih banyak masuk ke kas Daerah.

4. Terkait dengan banyaknya pelaku lelang di TPI yang masih mempunyai
tunggakan yang besar / pengemplang. Diharapkan didalam Perda
dicantumkan sanksi pidana dan bukan hanya sanksi administrasi saja. Hal ini



dimaksudkan agar memberikan efek jera bagi pengemplang sehingga tidak
menambah daftar pengemplang-pengemplang baru.

5. Dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Salah
satu poin yang perlu diperhatikan adalah Pemberian Kewenangan
Pemerintah Desa untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang dikelola
dengan semangat kekeluargaan dan gotong-royong. Pada Raperda tentang
pengelolaan Keuangan dan kekayaan Desa perlu diatur batasan-batasan
antara BUM Desa dengan CV atau Koperasi yang selama ini telah berdiri
ditingkat masyarakat. Karena didalam Undang-undang Desa disebutkan
bahwa BUM Desa itu bisa bergerak dibidang ekonomi, perdagangan,
pelayanan jasa maupun pelayanan umum lainnya sesuai ketentuan umum
peraturan perundang-undangan. Selain itu Sumber pendanaan BUM Desa
juga dibantu oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten, dan Pemerintah Desa. Pemerintah juga mendorong BUM Desa
dengan memberikan Hibah dan atau akses permodalan, melakukan
pendampingan teknis dan akses ke pasar, dan memprioritaskan BUM Desa
dalam pengelolaan sumber daya alam di desa. Apabila tidak diatur maka hal

tersebut diatas akan menimbulkan persoalan pada saat implementasinya.

F-GERINDRA berharap bahwa pembahasan Raperda ini harus dilakukan
secara serius dengan memperhatikan dan mempertimbangkan segala aspek, agar
tidak ada yang dirugikan. Agar kita juga tidak disalahkan oleh masyarakat. F-
GERINDRA juga berharap bahwa raperda ini nanti akan dibahas bersama dengan
steak holder yang terkait baik itu dinas dan instansi terkait maupu masyarakat
umum.

Terakhir kalinya kami hanya bisa berusaha dan berdoa Semoga Raperda ini

bisa dibahas dengan penuh tanggung jawab, cermat, hitmad, tepat dan penuh kehati



— hatian. Insya Alloh kami tetap optimis dengan waktu yang Relatif singkat diakhir
tahun ini dan jadwal DPRD Rembang yang begitu padat ini, dengan di barengi niat
yang iklas serta kerja keras maka akan membuahkan hasil yang maksimal dan

bermanfaat bagi Umat.

Wassalamu’alaikum Wr. Wh.

Rembang, 9 Desember 2014

HERI KURNIAWAN, SE.
Ketua

PUJI SANTOSO, SP. MH.
Sekretaris
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PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI KARYA SEJAHTERA DPRD KABUPATEN REMBANG

terhadap

1. Raperda ttg. Perubahan atas Perda No 6 Th1996
ttg. Perusda BPR Bank Pasar Kabupaten Dati || Rembang
2. Raperda ttg. Perubahan Perda No 4 Th 2009
ttg. Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang.
3. Raperda ttg. Perlindungan Anak.
4. Raperda ttg. Pengelolaan Cagar Budaya.
5. Raperda ttg. Penataan Desa
6. Raperda ttg. Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
7. Raperda ttg. Pemerintahan Desa

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kab. Rembang
Hari Selasa, 9 Desember 2014
Juru Bicara : CATUR WINANTO, SH



Assalamu’alaikum Wr. Wb.

e Yang kami hormati Sdr. Plt. Bupati.

e Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD
Kabupaten Rembang.

e Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten
Rembang.

e Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

e Yang kami hormati Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala
Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan
Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

e Yang kami hormati Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM,

rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini kami, Fraksi Karya Sejahtera
mengajak hadirin semua untuk memanjatkan puja dan puji syukur ke
hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, berkah dan
kenikmatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa hadir dalam
suasana yang baik ini.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat

Mengawali pandangan umum ini kami ingin mengajak hadirin
bersama untuk merenung memperingati “Hari Anti Korupsi Sedunia” yang
jatuh pada tanggal 9 Desember hari ini. Titik pangkal terjadinya korupsi
adalah sikap tidak jujur dan tamak. Maka marilah kita tingkatkan sikap
kejujuran dan. kesyukuran, dengan kejujuran dan kesyukuran diharapkan
penyelewengan uang rakyat oleh pihak yang berpotensi melakukan

penyelewengan bisa diperkecil dan berangsur-angsur korupsi diberantas
dari negara Republik Indonesia.

. T T ORISR, Q=



Tentang 7 (tujuh) RAPERDA yang telah disampaikan oleh Sdr. Plt.
Bupati kepada DPRD Kabupaten Rembang pada Rapat Paripurna tanggal 8
Desember kemarin, Fraksi Karya Sejahtera akan menyampaikan

pandangan umum, sebagai berikut:

1) Raperda tentang Perubahan atas Perda No 6 Th1996 ttg
Perusda BPR Bank Pasar Kabupaten Dati II Rembang.

PAD yang sehat dan baik adalah PAD yang tidak hanya
bertumpu pada retribusi dan pajak daerah, tetapi juga dari
deviden atas penyertaan modal pemerintah pada BUMD.
Dengan perubahan nama PD BPR BKK Kabupaten Dati Il
Rembang menjadi PD BPR BKK Kabupaten Rembang Fraksi
Karya Sejahtera berharap bisa meningkatkan kinerja dan
meningkat pula deviden yang masuk pada PAD.

2) Raperda tentang Perubahan Perda No 4 Th 2009 tentang
Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang.

Nelayan adalah “Pahlawan PAD”, karena itu sudah
seharusnya Pemerintah Kabupaten Rembang memberikan
jaminan atas hak-hak yang dimiliki nelayan dan
meningkatkan kesejateraan nelayan. Dengan perubahan
Perda Pengelolaan TPI, Fraksi Karya Sejahtera berharap
produksi perikanan di Kabupaten Rembang meningkat, PAD
meningkat seiring meningkatnya kesejahteraan nelayan.

3) Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Hak-hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi
PBB tentang Hak-hak Anak adalah hak hidup, hak tumbuh
kembang dan hak untuk berpartisipasi. Untuk memenuhi
hak-hak' ini, diperlukan perlindungan terhadap anak.
Dengan Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
ini Fraksi Karya Sejahtera berharap hak-hak anak di
Kabupaten Rembang bisa terwujud secara baik.



4) Raperda tentang Pengelolaan Cagar Budaya.

Cagar budaya adalah benda warisan yang tak ternilai
peninggalan nenek moyang kita, karena itu harus kita jaga
kelestariannya. Inilah perlunya dibuat Perda tentang
Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Rembang, agar
generasi mendatang tidak kehilangan harta yang sangat
berharga yakni karya budaya nenek moyangnya.

5) Raperda tentang Penataan Desa, Raperda tentang
Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dan Raperda tentang
Pemerintahan Desa.

Pemandangan umum terhadap 3 (tiga) raperda tentang
desa ini kami sampaikan belakangan, karena sampai saat
menyusun pemandangan umum ini, Fraksi Karya Sejahtera
belum menerima naskah 3 (tiga) raperda tsb.

Secara umum kami menyambut gembira atas diajukannya 3
rancangan Perda yang merupakan implementasi Undang-
undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dengan ditetapkannya Perda-perda tentang Desa nanti
diharapkan:

. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menjadi efektif

. Kesejahteraan masyarakat Desa meningkat;

. Kualitas pelayanan publik meningkat;

. Tata kelola keuangan maupun aset Pemerintahan Desa
lebih baik;

e. Daya saing (posisi tawar) desa lebih kuat;
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Namun yang menjadi pertanyaan adalah’ apakah para
penyelenggara pemerintahan desa (Kepala Desa dan
Perangkat Desa) dan para pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya sudah siap?
Apalagi mulai tahun depan kucuran dana yang mengalir ke
desa luar biasa jumlahnya. - Fraksi Karya Sejahtera
berharap, dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak
diinginkan.



Pimpinan sidang dan hadirin yang terhormat,

Menutup pandangan Fraksi Karya Sejahtera ini, kami ingin
mengungkapkan sesanti: “suradira jayaningrat, lebur dening
pangastuti”, artinya secanggih dan sekuat apapun nafsu angkara dan
kejahatan akan kalah dengan kejujuran, kebaikan dan ketulusan. Maka
marilah kita senantiasa mengendalikan diri menghindar dari perbuatan

tercela dan berfikir serta bertindak baik dan sejujur-jujurnya.

Akhirnya, bila ada kata yang kurang berkenan pada penyampaian
Pemandangan Umum Fraksi Karya Sejahtera kali ini, kami mohon maaf
yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan
berkah, rahmah dan bimbingan untuk kita semua. dalam menjalankan
tugas dan pengabdian kita untuk membangun Kabupaten Rembang. Matur

nuwun.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSL KARYA SEJAHTERA
AT




FRAKSI HARAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PEMANDANGAN UMUM
TERHADAP
7 (TUJUH) RAPERDA

Dibacakan Oleh : Sukarmain

Yang Terhormat,

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Plt. Bupati Bupati Rembang.

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala
Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Instansi Vertikal se Kabupaten Rembang.

Camat se Kabupaten Rembang

Ketua KPUD Kab. Rembang, Ketua Ormas, Parpol, LSM Kab. Rembang dan

hadirin yang berbahagia.
Assalaamu’alaikum Wr. Wh.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan
Rahmat serta Karunianya, sehingga pada hari ini kita dapat menyampaikan

Pemandangan Umum Fraksi terhadap 7 (tujuh) rancangan peraturan daerah.

Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,
Memperhatikan penjelasan Bupati tentang raperda tentang cagar budaya,
perlindungan anak, PD BPR “Bank Pasar”, Pengelolaan TPl dan Desa, maka

kami dari fraksi Harapan perlu kiranya menyampaiakan beberapa hal :



1. Raperda tentang Cagar Budaya.

Kami mengapresiasi usulan Raperda tentang Cagar Budaya ini. Komitmen
terhadap kebudayaan, baik dalam bentuk nilai-nilai moral yang
berkembang di masyarat ataupun peninggalan sejarah adalah wujud sikap
nasionalisme yang harus senantiasa kita junjung. Perlindungan,
pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya juga menjadi “benang
merah” antara peristiwa dan pelaku sejarah dengan masyarakat Kabupaten
rembang dan sekitarnya.

. Raperda tentang Perlindungan Anak.

Mengamati perkembangan tindak kekerasan di masyarakat kita,
cenderung meningkat. Anak-anak mempunyai ketergantungan yang sangat
besar kepada orang-orang sekitarnya. Kewajiban pemerintah daerah dan
semua komponen masyarakat untuk memberikan suasana sejuk dan
edukatif kepada anak-anak agar dapat mengenyam pendidikan yang baik
dan melalui proses alamiahnya sebagai seorang anak.

. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1996
tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Pasar”
Kabupaten DaerahTingkat II Rembang,

PD BPR Bank Pasar, setelah sempat mengalami keterpurukan, beberapa
tahun terakhir ini menunjukkan perkembangan yang positif dan
menggembirakan. Kami mendorong upaya pemerintah daerah untuk
memperkuat BUMD ini, terlebih 100 % saham adalah milik pemerintah
daerah. Penambahan Modal Dasar menjadi sebesar dua puluh lima milyar,
adalah langkah strategis untuk perkuatan PD BPR Bank Pasar. Berkaitan
dengan raperda ini, perlu dikaji kéterkaitannya dengan Perda No 4 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 7 Tahun 2011 tentang
Penyertaan Modal Dacrah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten
Rembang. Pada perda tersebut telah diatur besaran modal dan schedule

penganggarannya.
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4. Raperda tentang Perubahan Atas Penataan Daerah Nomor 4 Tahun 2009

tentang Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang,
Lahimya Perda Nomor 4 Tahun 2009 adalah sebuah langkah cepat
peralihan kewenangan pengelolaan TPI dari Propinsi kepada Kabupaten.
Melihat perkembangan kondisi masyarakat saat ini dan regulasi tentang
Hibah dan Bantuan Sosial, kami mensepakati perubahan Perda Nomor 4
Tahun 2009. Mengingat saat ini masyarakat nelayan dan bakul sudah
mumpuni untuk mengelola organisasi yang ada, baik melalui paguyuban
atau kelompok nelayan, bakul dan lembaga koperasi yang dimiliki. Tetapi
Pemerintah Daerah tetap perlu melakukan pendampingan dan
pengawasan.

5. Raperda tentang Desa, meliputi Raperda Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, Raperda tentang Penataan Desa dan Raperda tentang Pengelolaan
Keuangan dan Kekayaan Desa.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang no 6 Tahun.2014 tentang Desa,
kami harapkan pemerintah daerah untuk memberikan pendampingan,
kepada perangkat-perangkat desa, secara intensif. Undang-undang ini
menyangkut hal mendasar tentang tata kelola pemerintahan desa dan
mencakup 294 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Rembang. Berkaitan
dengan 3 (tiga) Raperda tentang Desa ini, kami mengharapkan, Panitia
Khusus (Pansus) yang membahas raperda ini untuk melibatkan paguyuban
kepala desa dan mencermati secara detil, kemungkinan-kemungkinan yang

akan muncul saat implementasi peraturan-peraturan tersebut.



Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,
Demikianlah pemandangan umum dari Fraksi Harapan, semoga pembahasan

Raperda APBD T.A 2015 ini dapat berjalan dengan baik dan tidak lepas dari
petunjuk Allah SWT Aamin.

Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 9 Desember 2014

FRAKSI HARAPAN
DPRD KAB. REMBANG

Ketua Sekretaris

M., NUR HASAN SAHNINGSIH, SE



PENDAPAT BUPATI REMBANG TERHADAP RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Selasa, 9 Desember 2014

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Yang kami hormati :

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
Rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan
Daerah;

Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten
Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat
Daerah Kabupaten Rembang;

Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas
dan Kepala Kantor se-Kabupaten Rembang;
Camat se-Kabupaten Rembang; serta

Para hadirin sekalian yang berbahagia.



Segala puji hanya milik dan bagi Allah SWT,
Tuhan seru sekalian alam, yang memberikan
kekuatan, petunjuk dan bimbingan kepada kita untuk
senantiasa mengabdi kepada-Nya, khususnya dalam

mengelola dan membangun Kabupaten Rembang.

Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD, serta
hadirin yang saya hormati;

Kami memberikan apresiasi yang tinggi dan
menyambut baik atas pengajuan rancangan Peraturan
Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Hal ini membuktikan bahwa kita, khususnya DPRD,
memiliki perhatian yang besar terhadap pelayanan
publik, khususnya yang diselenggarakan Pemerintah
Kabupaten Rembang. Namun demikian, kita harus
mengkaji dengan hati-hati Raperda tersebut dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD, serta

hadirin yang saya hormati;
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Penyelenggaraan pelayanan publik yang prima
merupakan amanah konstitusi. Hal sesuai dengan
semangat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa
negara berkewajiban melayani setiap warga negara
dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan
dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang
merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Adanya perubahan pengaturan penyelenggaraan
pemerintahan daerah dengan berlakunya Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
semakin mempertegas amanat penyelenggaran
pelayanan publik. Salah satu tujuan penggantian
undang-undang tersebut sebagaimana tercantum
dalam penjelasan Undang-undang Nomor 23 tahun
2014 adalah ditujukan untuk mendorong lebih
terciptanya daya guna dan hasil  guna



penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  dalam
menyejahterakan masyarakat, baik melalui
peningkatan pelayanan publik maupun melalui
peningkatan daya saing Daerah. Yang muaranya
adalah adanya jaminan pelayanan publik yang
disediakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Sebagaimana ditindaklanjuti dalam Pasal 349
Undang-undang Nomor 23 ini yang menyatakan
bahwa Daerah dapat melakukan penyederhanaan
jenis  dan prosedur pelayanan publik untuk
meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah
yang ditetapkan dengan Perda. Yang dimalksud
dengan “penyederhanaan jenis pelayanan publik”
adalah menggabungkan beberapa jenis pelayanan
publik yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan menjadi 1 (satu) jenis pelayanan
yang di dalamnya menampung atau memuat substansi
pelayanan yang digabungkan tersebut.

Semangat inilah yang diharapkan menjadi ruh

dari raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan



Publik. Sehingga diharapkan akan memberikan
jaminan pelayanan publik yang disediakan Pemerintah
Daerah kepada masyarakat adalah pelayanan yang

prima.

Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD, serta
hadirin yang saya hormati;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, marilah kita bersama-sama mengawal
terbentuknya Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan visi
Kabupaten Rembang.

Demikian beberapa hal yang perlu kami
sampaikan atas pengajuan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan
perlindungan, petunjuk dan bimbingan kepada kita
semua dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita.



Amin, ya Robbal ‘alamin.
Sekian, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullohi wabarokatuh.

Pit. BUPATI REMBANG
- WAKIL BUPATI

'H. ABDUL HAFIDZ
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PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD
KABUPATEN REMBANG TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

Selasa, 9 Desember 2014

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatup.

Yang kami hormati :

-

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
Rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan
Daerah;

Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten
Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian
Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;
Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas
dan Kepala Kantor se-Kabupaten Rembang;



- Camat se-Kabupaten Rembang; serta
- Para hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji syukur selalu kita panjatkan ke hadirat
Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam, yang
memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa
mengabdi kepada-Nya. Semoga kita senantiasa
diberikan petunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas
kita.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan,
serta hadirin yang saya hormati:

Mengawali jawaban atas pemandangan
umum fraksi-fraksi, Saya menyampaikan terima
kasih dan apresiasi atas tanggapan terhadap
raperda yang direncanakan untuk dibahas.

Menanggapi atas Pemandangan Umum
Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Rembang dapat
Saya sampaikan sebagai berikut :

Untuk lebih jelasnya akan kami uraikan
masing-masing raperda pada penjelasan berikut :

l.  Raperda tentang Cagar Budaya



Menanggapi Fraksi PPP terkait penaataan
dan  pengelolaan terhadap  situs—situs
peninggalan sejarah Dinbudparpora  telah
melaksanakan pendataan situs bekerjasama
dengan pihak yang memiliki tenaga ahli
arkeologi dalam hal ini BPCB Jateng dan Balaj
Arkeologi  Yogyakarta. Adapun  untuk
pengelolaannya dilakukan mulai dari tahap awal
dengan menyusun regulasi pelestarian cagar
budaya di Kabupaten Rembang (Perda Cagar
Budaya Kab. Rembang) sehingga diharapkan
pengelolaan dan pelestarian cagar budaya yang
dilakukan oleh pemerintah Kabupaten dan
masyarakat dapat berjalan dengan lebih tepat.

Menangapi Fraksi Demokrat, dengan
adanya perda Cagar Budaya ini memandang
pendataan dan pelestarian cagar budaya dapat
dikembangkan menjadi tempat wisata yang
menambah penerimaan daerah khususnya
PAD.



Di dalénm raperda Cagar Budaya
Kabupaten Rembang, disusun tanggung jawab
pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam
upaya pelestarian dan pengelolaan cagar
budaya. Seiain itu juga diatur sanksi-sanksi
pidana bagi yang berupaya merusak,
menghilangkan dan atau mencuri cagar budaya
di Kabupaten Rembang sesuai dengan sanksi
yang ditetapkan di UU no.11 Tahun 2010
tentang Cagar Budaya. |

Dalam hal pengembangan cagar budaya
agar bisa menjadi daya tarik wisata kami telah
mengupayakan penyusunan masterplan
pengembangan obyek pariwisata, misal master
plan Museum RA. Kartini dan master plan
Perahu Kuno Punjulharjo yang bekerjasama
dengan BPCB dan Balai Arkeologi Yogyakarta.

Disamping mengandalkan kegiatan yang
anggarannya bersumber dari APBD Kab.

Rembang,  Pemerintah Kabupaten juga



melakukan pendekatén kepada Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah melalui proposal
pengembangan obyek pariwisata di Kabupaten
Rembang, dimana dalam tahun 2014 telah
dialokasikan bantuan untuk pengembangan di
Museum RA. Kartini. Dan di tahun 2015 nanti
diharapkan bantuan pemerintah provinsi untuk
pengembangan situs Perahu kuno Punjulharjo

dapat dilaksanakan.

Raperda tentang Perlindungan Anak
Menanggapi pernyataan dari Fraksi Karya
Sejahtera yang menyampaikan harapan bahwa
hak-hak anak di Kabupaten Rembang dapat
terwujud, perlu kami sampaikan bahwa
penyelenggaraan perlindungan anak ini
bertujuan untuk :
a. mencegah dan mengurangi segala bentuk
kekerasan, ekspioitasi, penelantaran dan

perlakuan salah terhadap anak;
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b. melakukan penanganan terhadap anak
sebagai korban kekerasan, eksploitasi,
penelantaran dan perlakuan salah:;

c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
upaya pencegahan, pengurangan risiko dan
penanganan terhadap segala bentuk
kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan
perlakuan salah terhadap anak.

Sehingga dengan penetapan raperda PA
ini diharapkan dapat mengakomodir
pemenuhan hak dan perlindungan anak di
Kabupaten Rembang.

Menanggapi Fraksi Persatuan
Pembangunan dan Fraksi PDIP Nasdem terkait
penanganan kasus kekerasan terhadap anak
selama ini Pemkab melalui Pelayanan Terpadu
Tindak Kekerasan terhadap Perempuan Dan
Anak di Kabupaten Rembang telah melakukan
pendampingan terhadap korban anak. Dengan
sumber daya yang terbatas, untuk tahun 2014



ini saja Tim telah mendampingi 14 kasué
kekerasan terhadap anak. Melalui Perda PA ini
akan dipastikan bahwa Lembaga Perlindungan
Anak di tingkat kabupaten yang sudah ada akan
dimaksimalkan lagi.

Menanggapi fraksi PKB terkait pengaturan
traficking dalam raperda, perlu kami sampaikan
bahwa ketentuan tersebut telah diakomodir
dalam konsep raperda perlindungan.
Selanjutnya secara teknis dibentuk gugus tugas
Perdagangan Orang. Adapun sosialisas: atas
raperda ini dilakukan melalui website, media
sosial, surat, forum group discussion dengan
lembaga pemerhati hak anak serta periemuan
dengan masyarakat.

Untuk fraksi Dmokrat terkait pemenuhan
akta kelahiran bagi anak di panti asuhan,
Pemerintah  Kabupaten telah melakukan

fasilitasi pembuatan akta kelahiran tersebut.



lll. Raperda tentang F."erubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 1996 tentang
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat “Bank Pasar” Kabupaten Daerah
Tingkat Il Rembang

Terkait Pemandangan Umum Fraksi Partai
Persatuan Pembangunan perlu kami berikan
klarifikasi bahwa PD BPR Bank Pasar
merupakan badan usaha milik daerah yang
seluruh modalnya dimiliki oleh Pemkab.
Rembang, sehingga deviden yang disetor pun
menjadi milik Pemkab. Rembang. Dengan
adanya tambahan modal dasar dari sepuiuh
milyar rupiah menjadi dua puluh lima milyar
rupiah diharapkan PD BPR Bank Pasar dapat
meningkatkan jangkauan pelayanan.

Untuk Fraksi Harapan terkait rencana
pengembangan PD BPR Bank Pasar perlu kami
Jelaskan bahwa dengan modal dasar sepuluh

milyar, jumlah modal yang belum disetor



IV.

Permkab sebesar enam ratus tujuh belas juta
rupiah, sehingga dikhawatirkan jika modal dasar
tidak dinaikkan akan mempengaruhi jangkauan
operasionai PD BPR Bank Pasar. Melalui Perda
ini Pemkab tidak memberikan tambahan modal/
penyertaan modal, namun hanya mengatur
batasan maksimal yang harus disetor oleh
Pemkab. Sehingga ke depan perlu adanya
perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2011
tentang Penyertaan Modal Pada BUMD.

Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang

Menanggapi pandangan umum fraksi PPP
dan Fraksi Harapan terkait pengelolaan
anggaran untuk bansos perlu Kami sampaikan

informasi sebagai berikut:



+ Sétiap tahun Pemerintah Daerah Kabupaten
Rembang mengalokasikan anggaran bansos
sebesar 1.250.000.000,00 (satu milyar dua
ratus lima puluh juta rupiah) atau setara
dengan 0,4 % (nol koma empat) dari nilai
raman satu tahun, nilai bansos tersebut
merupakan bagian dari nilai retribusi sebesar
3,5 % (tiga koma lima persen);

e Adapun pengelolaan dana tersebut telah
dilakuan oleh kelompok nelayan dan KUD di
wilayah TPI kasing-masing.

Menanggapi pandangan umum dari fraksi PDIP

dan Nasdem yang mengharapkan retribusi tidak

memberatkan nelayan dan bakul perlu Kami
sampaikan bahwa dalam Perda nomor 4 tahun

2009 retribusi sebesar 3,5% (tiga koma lima

persen) dengan komposisi 2,1% (dua koma

satu persen) untuk nelayan dan 14 % (satu
kema empat persen) untuk bakul. Adapun

rencana perubahan retribusi berubah menjadi

10



3,1% (tiga koma satu persen) dengan
komposisinya 2,1 % (dua koma satu persen)
untuk nelayan dan 1, 4% untuk bakul.
Menanggapi Fraksi Gerindra terkait
pengawasan dan pendampingan pelaksanaan
lelang di TPI ke depan terus ditingkatkan untuk
mencegah transaksi langsung antara nelayan
dengan bakul sehingga diharapkan semua hasil
tangkapan melalui mekanisme lelang sehingga
dapat meningkatkan perolehan PAD. Adapun
permasalahan bakul yang masih banyak
tunggakan, Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Rembang telah membentuk tim
penagihan dan sampai sekarang masih
berlangsung untuk mengurangi KPLI
(Kekurangan Pembayaran Lelang Ikan)

Raperda tentang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, Raperda tentang
Penataan Desa Raperda tentang
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Pengelolaan Keuanganban Kekayaan Desa

Menanggapi usulan Fraksi PPP bahwa
keuangan desa harus seimbang antara
Pemerintah Desa dan lembaga lain yang ada di
Desa, perlu Kami sampaikan bahwa melalui
Perda ini kami akan berikan pengaturan
pengelolaan keuangan Desa. Pemerintah
Kabupaten melakukan pembinaan secara rutin
setiap tahunnya baik kepada Pemerintah Desa
maupun Lembaga yang ada di Desa dan akan
terus ditingkatkan.

Terkait usulan pemberian kewenangan
kepada Kepala Desa untuk mengatur
pemindahan status bengkok Kepala Desa dan
Perangkat Desa menjadi Aset Desa
sebagaimana diatur dalam Undang-undang
nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan
Raperda yang Kami usulkan telah jelas

memberikan jelas kewenangan Kepaia Desa



';sebagai pemegang kekuasaan péngelolaan
Keuangan dan Aset Desa.

Untuk pengaturan pungutan pologoro di
desa, perda yang selanjutnya ditindaklanjuti
dengan Peraturan Bupati hanya memberikan
pedoman kepada desa. Adapun
pelaksanaannya oleh pemerintah desa dan
akan dimonitor terus oleh Pemerintah
Kabupaten.

Terkait pelaksanaan Pilkades dan
Pemilukada pada tahun 2015, Pemerintah
Kabupaten akan menghitung secara cermat
waktu pelaksanaannya sehingga dapat berjalan
aman dan lancar.

Menjawab  pertanyaan Fraksi Karya
Sejahtera terkait kesiaapan penyelenggara
pemerintahan desa Pemerintah Kabupaten
telah menyiapkan pregram pembinaan dan

diklat bagi aparat Pemerintah Desa.
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Men'anggapi Fraksi PDI Perjuangan
Nasdem bahwa Raperda ini disusun sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku,
termasuk hal-hal teknis terkait persyaratan
calon kepala desa dan sebagainya.

Terkait peringatan Fraksi Demokrat agar
tidak terjadi benturan kewenangan antara
Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa,
melalui Perda ini akan ditetgaskan kewenangan
desa, sehingga pelaksanaannya menjadi jelas

dan tidak tumpang tindih.

Saudara Pimpinan dan DPRD, serta hadirin
yang saya hormati;

Demikian beberapa hal yang perlu saya
sampaikan sebagai jawaban atas pemandangan
umum fraksi atas raperda Cagar Budaya, raperda
tentang Perlindungan Anak, raperda tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun

1996 tentang Perusahaan Daerah  Bank

14



Perkreditan Rakyat “Bank Pasar” Kabupaten
Daerah Tingkat |l Rembang, raperda tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pengelolaan TP! di Kabupaten
Rembang, raperda tentang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, raperda tentang Penataan
Desa, serta raperda tentang Pengelolaan Keuangan
Dan Kekayaan Desa pada Rapat Paripurna ini.
Selanjutnya secara detail akan dibahas dalam rapat
panitia khusus.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan
petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Amin,
ya Robbal ‘Alamin.

Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullohi wabarokatuh.
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JAWABAN FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP PENDAPAT BUPATI ATAS RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Yang terhormat, PIt. Bupati Rembang

Yang terhormat, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Dan yang saya hormati hadirin tamu undangan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan

satu persatu.

Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan saya untuk menyampaikan jawaban
Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Pendapat Bupati atas Raperda tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Publik sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengapresiasi kepada saudara PLT
Bupati Rembang, atas pendapat positif tentang Raperda Penyelenggaraan Pelayanan
Publik 2014.

Selanjutnya Menanggapi pendapat sdr PLT Bupati Rembang terhadap Raperda
tentang penyelenggaraan pelayanan publik pada rapat paripurna hari Selasa, 9
Desember 2014, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memberi masukan agar
pembahasan Perda ini dilakukan semaksimal mungkin sehingga dapat memenuhi
kebutuhan masyarakat.

Dan setelah Perda ini nanti disahkan, segera disosialisasikan kepada
masyarakat agar dapat dimengerti dan difahami dengan harapan pelayanan prima ini
bisa terwujud.

2. Fraksi Demokrat

1. Dengan berlakunya Undang-Undang No.23 Tahun 2014 kami berharap dalam hal
pengurusan perijinan dapat mempersingkat waktunya sehingga masyarakat tidak
terlampau lama menunggu dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Khususnya
dalam pembuatan sertifikat tanah, Pemerintah Daerah supaya dapat membantu
mempermudah masyarakat untuk mengurus sertifikat tanahnya.

2. Kami mengharapkan pemerintah memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat,
kami sangat mendukung dibuatnya Perda ini sehingga ada Standar Operasional

Prosedur (SOP) -nya untuk menjamin kelancaran pelayanan masyarakat. Khususnya
pihak Rumai Sakit supaya meningkatkan pelayanan terhadap pasien, memberikan
informasi sejelas-jelasnya.



3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Fraksi PKB mengapresiasi kepada saudara Plt. Bupati atas Jawaban raperda
penyelenggaraaan pelayanan publik, kami yakini bahwa pemerintah selalu berkomitmen
untuk melaksanakan pelayanan public sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 23
Tahun 2014 dengan maksud untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan daya hasil
dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kab. Rembang. Dengan harapan semoga
Pernkab Rembang bisa benar benar melaksanakan perda tersebut dengan sepenuh hati
dan tanggung jawab.

Fraksi PKB juga mengapresiasi kepada kawan kawan DPRD Rembang yang telah
berinisiasi membuat Raperda ini hingga pembahasannya telah selesai.

Akan tetapi justru yang lebih penting adalah setelah raperda ini disahkan, kawan
kawan anggota DPRD tetap selalu melaksanakan pengawasan ditingkat implementasinya

pada perda tersebut

Fraksi PKB berharap raperda yang telah melalui proses panjang ini untuk segera
ditetapkan menjadi PERDA

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem
Menanggapi Pendapat Saudara Plt. Bupati tentang Raperda Penyelenggaraan Pelayanan
Publik yang prima kami mengapresiasi atas dukungannya dan kita akan berhati-hati dalam
penyusunan Perda Penyelenggaraan Pelayanan Publik ini biar tidak tumpang tindih dengan
Perundang-undangan yang berlaku sehingga Perda Penyelenggaraan Pelayanan Publik ini
bisa prima, terpadu dan cepat untuk diakses oleh masyarakat sesuai dengan pendapat
Saudara PlIt. Bupati.

5. Fraksi Karya Sejahtera

Fraksi Karya Sejahtera menyampaikan terima kasih atas sambutan positif
Saudara PIt. Bupati Rembang atas Raperda Inisiatif Penyelenggaraan. Pelayanan
Publik yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Rembang.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, maka pemerintah kabupaten/kota dituntut untuk lebih
meningkatkan pelayanan publik, menyederhanakan jenis pelayanan publik dan
mempercepat proses pelayanan publik. Kalau hal ini terwujud maka masyarakat akan
mendapatkan jaminan pelayanan publik yang prima. Fraksi Karya Sejahtera berharap,
derigan ditetapkannya Perda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik akan
mendorong terciptanya daya guna dan hasil guna Pemerintah Kabupaten Rembang
dalam mensejahterakan masyarakat melalui pelayanan publik.



6. Fraksi Harapan
Pendapat Bupati terhadap raperda ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah
sebagai pamong praja untuk meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Efisien,

efektif, transparan dan accountable adalah prinsip-prinsip yang harus dijaga dalam

pengelolaan pemerintahan. Muara dari keija pemerintah adalah kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan pemerintah. Pemerintah yang kuat, berwibawa tidak mungkin dapat
diraih tanpa kepercayaan publik atau masyarakat yang cukup.

Demikian jawaban Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap Pendapat Bupati atas
Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan apabila ada hal-hal yang kurang
berkenan kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Sekian .

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN REMBANG

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
Ketua, Ketua,
ttd ttd
SUGIHARTO MOHAMMAD IMRON
Fraksi Demokrat Fraksi Karya Sejahtera
Ketua, Ketua,
ttd ttd
EDI KARTONO, S.Pd, M.H. H. ISMARI, S.H
Fraksi PDI Perjuangan Nasdem Fraksi Harapan
Ketua, Ketua,
ttd ttd

JASMANI H.M. NUR HASAN, S.H, M.H




DEWAN PERWAKILAN IRAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
J1. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos
59212 REMBANG

W

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG

PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS [, 1I, DAN III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG DALAM
MEMBAHAS 8 (DELAPAN) RANCANGAN PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 87 ayat (3) huruf ¢ Peraturan
DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014
tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten
Rembang, pembahasan terhadap rancangan
peraturan daerah dilakukan oleh komisi, gabungan
komisi, atau panitia khusus ;

b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana
huruf a dan untuk efektivitas pembahasan terhadap
8 (delapan) rancangan peraturan daerah dipandang
perlu untuk membentuk panitia khusus yang
ke 7gotaannya ditetapkan dengan keputusan
Dew - Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-. 'ang N~mor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukai:. o ... daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Unda 3 nuwng Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Peme: :n: than Daerah; ?

3. Peratu.«n Pomerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah yang telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang . Perubahan  Ketiga atas  Peraturan
Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anzgota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;



Memperhatikan:

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang .

1 Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten
Rembang tanggal S5 Desember 2014.

2. Hasil rapat gabungan Pimpinan DPRD, dengan
Pimpinan Fraksi DPRD Kabupaten Rembang
tanggal 4 Desember 2014.

3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten Rembang tanggal 9 Desember 2014.

MEMUTUSKAN

Membentuk Keanggotaan Panitia Khusus I, II dan III
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
dalam membahas 8 (delapan) Rancangan Peraturan
Daerah.

Susunan keanggotaan Panitia Khusus I sebagaimana
dimaksud dalam diktum PERTAMA tertuang dalam
lampiran I keputusan ini.

Susunan keanggotaan Panitia Khusus II sebagaimana
dimaksud dalam diktum PERTAMA tertuang dalam
lampiran II keputusan ini.

Susunan keanggotaan Panitia Khusus III sebagaimana
dimaksud dalam diktum PERTAMA tertuang dalam
lampiran [II keputusan ini.

Panitia Khusus [ bertugas membahas Rancangan

Peraturan Daerah tentang :

a. Raperda tentang Penataan Desa;

b. Raperda tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset
Desa;

c. Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Panitia Khusus II bertugas membahas Rancangan

Peraturan Daerah tentang :

a. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6
Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat , Bank Pasar Kabupaten Daerah
Tingkat II Rembang;

b. Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang;

c. Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Panitia Khusus III bertugas membahas Rancangan
Peraturan Daerah tentang :

a. Raperda tentang Perlindungan Anak.;

b. Raperda tentang Pengelolaan Cagar Budaya.



KEDELAPAN

KESEMBILAN :

KESEPULUH

Hasil kerja Panitia Khusus LI, dan III disampaikailn dalam
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

Segala biaya yang timbul akibat adanya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dzerah Kabupaten Rembang.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Rembang
pada tanggal : 9 Desember 2014

£4 WAKILAN RAKYAT DAERAH
BUPATEN REMBANG
csKetua, 3

o i
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Lampiran | :

Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Tanggal :9 Desember 2014
Nomor : 15 Tahun 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO. NAMA KEDUDUKAN KETERANGAN
1. |iLYAS KETUA
2. | PUJI SANTOSO,S.P.,M.H. WAKIL KETUA
3. |ZAIMUL UMAM NS ANGGOTA
4. | MOHAMMAD ANSHORI ANGGOTA
5. | SUGIHARTO ANGGOTA
6. |Ir.H.SUNARTO ANGGOTA
7. | ISLAHUDDIN ANGGOTA
8. | Hj.HIKMAH PURNAMAWATI ANGGOTA
9. |JASMANI ANGGOTA
10. | MUHAMMAD BAHAUD DURROR,S.Pi. ANGGOTA
11. | H.SHOLEH,B.A. ANGGOTA
12. | H.M.NUR HASAN,S.H,M.H. ANGGOTA .
13. | GATOT PAERAN,S.H.,M.Si. ANGGOTA

r\--:_.a-"/r'

L ‘rﬁ MAJID KAMIL.MZ




Lamf)iran ] : Keputusan DP
Tanggal
Nomor

RD Kabupaten Rembang

-9 Desember 2014
15 Tahun 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHU

DPRD KABUPATEN REMBANG

SUS II

NO. NAMA KEDUDUKAN KETERANGAN
1. | MUHAMMAD ASNAWI,S.Pdi. KETUA
2. | ALI IRCHAM,S.T. WAKIL KETUA
3. | H.M.MURSYID ANGGOTA
4. | MOKHAMAD ZAENUR! ANGGOTA
5 | SULISTYO WETI ARIANI ANGGOTA
6. | IMRO’ATUS SOLICHAH,S.E,M.H. ANGGOTA
7. | H.HARNO,S.E. ANGGOTA
8 | DONNY KURNIAWAN,S.E. ANGGOTA
9. | HERI KURNIAWAN,S.E. ANGGOTA
10. | HYUDIANTO,S.H. ANGGOTA
11. | MUHAMMAD IMRON ANGGOTA
12. | SAHNINGS'H,S.E. ANGGOTA
13. | H.ISMARLS.H. ANGGOTA
14. | H.JOKO SUPRIHADIL,S.H. ANGGOTA
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
> HAEUPATEN REMBANG

GRetua, ,




Lampfrar; I : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang

Tanggal

Nomor : 15 Tahun 2014

: 9 Desember 2014

SUSUNAN KEAN(:GOTAAN PANITIA KHUSUS III
DPRD KAFUPATEN REMBANG

NO. NAMA KEDUDUKAN KETERANGAN
HENRY PURWOKO,S,Pd. KETUA
2. | PARAMITA PRAPANCA ASWARI WAKIL KETUA
NURUL RAHAJENG,S.Pd.
3. | NUR HASYIM ANGGOTA
4. | H.SUPADI ANGGOTA
S. | MUGIYARTO,S.T. ANGGOTA
6. | EDI KARTONO,Spd,M.H. ANGGOTA
7. | FRIDA IRIANI ANGGOTA
8. | SUMARSIH ANGGOTA
9. | WIDODO ANGGOTA
t0. | AYU ARDHIAH MAYASARI ANGGOTA
11. | HHCHASANUDDIN ANGGOTA
12. | WASIMAN ANGGOTA
13. | SUKARMAIN ANGGOTA
14. | CATUR WINANTO,S.H. ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
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BERITA ACARA
RAPAT PEMI IHA™ | PIMPINAN PANSUS 11
DEWAN PERWAKILAN R/ YAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 170/ /2014

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Empat
Belas bertempat di ruang Komisi D, dengan merujuk Pasal 65 ayat (7) Peraturan DPRD
Kebupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten
Rembang telah dilaksanakan rapat pemiiihan Pimpinan Panitia Khusus Ill Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Reinbang dalam rangka membahas Raperda Non
APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014.

Rapat pemilihan Pimpinan Paritia Khusus Ill dihadiri oleh Anggota Panitia
husus I!l dan pengambilan keputusan dilaksariakan secara musyawarah mufakat.

Hasil rapat memutuskan, Pinipinan Panitia Khusus 1ll DPRD Kabupaten
Rembang adalah sebagai berikut:

1. etua e H.?f?‘.?.‘]’..?"‘o"dol“Q (-:Pd

2. Wakilketua :.PARAMITA ppapawca ann, Cpd

................

Demikian berita acara ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Remktang, 9 Desember 2014
Anggota Panitia Khusus I}
HENRY PURWOKO,S.Pd.
NUR HASYIM
H.SUPADI

=

MUGIYARTO,S.T.

EDI KARTONO,S.Pd,M.H.
FRIDA IRIANI

SUMARSIH

WIDODO

AYU ARDHIAH MAYASARI
10. H.CHASANUDDIN

© ® N D v oA W N

11. WASIMAN

12. SUKARMAIN

13. PARAMITA PRAPANCA ASWARI
NURUL RAHAJENG,S.Pd.

14. CATUR WINANTO,S.H. L



BERITA ACARA
RAPAT-PEMILIHAN PIMPINAN PANSUS II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 170/ /2014

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Empat
Belas bertempat di ruang Komisi C, dengan merujuk Pasal 65 ayat (7) Peraturan DPRD
Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten
Rembang telah dilaksanakan rapat pemilihan Pimpinan Panitia Khusus |l Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam rangka membahas Raperda Non
APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014

Rapat pemilihan Pimpinan Panitia Khusus Il dihadiri oleh Anggota Panitis
Khusus Il dan pengambilan keputusan dilaksanakan secara musyawarah mufakat.

Hasil rapat memutuskan, Pimpinan Panitia Khusus |l DPRD Kabupzten
R2mbang adalah sebagai berikut:

1. Ketua ﬁ“A{ﬂ‘#lAS-PI
2. Wakil Ketua %ZQCHM ..... gT".

DLemikian berita acara ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 9 Degt
Anggota Panitia
1. H.M.MURSYID - . S,
. MOKHAMAC ZAENURI
. SULISTYO WETI ARIANI B,
. IMRO’ATUS SOLICHAH,S.E.,M.H. Boooeieieeeeeininraeeen
. H.HARNO,S.E.

. ALI IRCHAM,S.T.

2

3

4

5

6. DONNY KURNIAWAN,S.E.
7

8. HERI KURNIAWAN,S.E.

9

. H.YUDIANTO,S.H.

10.MUHAMIVIAD ASNAWI,S.Pdi. 10... a ............
11. MUKAMMAD IMRON : - ISR
12.SAHNINGSIH,S.E.

13. H.ISMARI,S.H.

14. H.JOKO SUPRIHADI,S.H.
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BERITA ACARA
RAPAT PEMILIHAN PIMPINAN PANSUS |
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 170/ /2014

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Empat

Belas bertempat: di ruang Komisi B, dengan merujuk Pasal 65 ayat (7) Peraturan DPRD
Kabupaten Rembang Nomior 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten
Rembang telah dilaksanakan rapat pemilihan Pimpinan Panitia Khusus | Dewan
Perwakilan Rakya® Daerah Kabupaten Rembang dalam rangka membahas Raperda Non
APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014.

Rapat pemilihan Pimpinan Panitia Khusus | dihadiri oleh Anggota Panitia

Khusus | dan pengambilan keputusan dilaksanakan secara musyawarah mufakat.

Hasil rapat memutuskan, Pimpinan Panitia Khusus | DPRD Kabupaten

Rembang adalah sebagai berikut:

10.ILYAS
11.H.SHOLEH,B.A.

1. Ketua “—yﬁ(‘% ......................
2. WakilKetua PU\B!%AMT—O‘;D

Demikian berita acara ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 9 Desember 2014

Anggota Panitia Khusus |

. ZAIMUL UMAM NS t (PR ——.

MOHAMMAD ANSHORI SN
SUGIHARTO S

Ir.H.SUNARTO
H.ISLAHUDDIN |
Hj.HIKMAH PURNAMAWATI

JASMANI
MUHAMMAD BAHAUD DURROR ,S. Pi.
PUJI SANTOSO,S.P.,M.H.

12.H.M.NUR HASAN,S.H,M.H. A2 issisaisinnamsarinsnanes

13. GATOT FAERAN,S.H.,M.Si. < ;- N



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

JI. P. Diponegoro No.68 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (II1)
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
8 RAPERDA NON APBD TAHUN 2014

Hari : SELASA
Tanggal : 30 Desember 2014

Waktu  : 09.30 WiB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

L. JENIS RAPAT : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten
Rembang
Il. SIFAT RAPAT : Terbuka

III.  ACARA RAPAT:

1. Pembukaan;

[\

Laporan Panitia Khusus atas Hasil Pembahasan 8 Raperda;

3. Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan 8 Raperda;

4. Persetujuan Penetapan Raperda; ‘

5. Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan 8 Raperda;
6. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

[. Nama . H. MAJID KAMIL. MZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang




V. SEKRETARIS RAPAT

. Drs. ACHMAD MUALIF
: Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

1. Nama
2. Jabatan

VI. JUMLAHANGGOTA

I. Fraksi Persatuzn Pembangunan : 10 orang
2. Fraksi Demokrat : 8 orang
3. Fraski Kebangkitan Bang:a : 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : 8 orang
5. Fraksi Gerindra : 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera : 4 orang
7. Fraksi Harapan : 4 orang
Jumlah : 45 orang
VII. ANGGOTA YANG HADIR
1. Fraksi Persatuan Pembangunan : 8 orang
2. Fraksi Demokrat : 5 orang
3. Fraski Kebangkitan Bangsa : 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nzsdem : 7 orang
5. Fraksi Gerindra : 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera : 3 orang
7. Fraksi Harapan : 3 orang
Jumlah : 35 orang
VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR
I. Fraksi Persatuan Pembangunan : 2 orang
2. Fraksi Demokrat : 3 orang
3. Fraski Kebangkitan Bangsa : - orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : 1 orang
5. Fraksi Gerindra : 2 orang



6. Fraksi Karya Sejahtera : 1 orang
7. Fraksi Harapan : 1 orang

Jumlah : 10 orang_

IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL. MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu’alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat

Yang saya hormati
Yang saya hormati
Yang saya hormati

Yang saya hormati

Yang saya hormati

Plt. BupatiRembaug

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab.Rembang
Pimpinan danAnggota DPRD Kabupaten Rembang
Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda,
Kepala Badar, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan
Camat se Katupaten Rembang

Pimpinan Partai Politik, LSM, para wartawan dan

semua undangan lainnya.

Sebagai insan yang beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa, marilah senantiasa kita vanjatkan puji syukur kehadirat Allah

SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya,

sehingga pada pagi hari ini, kita masih diberi kesempatan dan kekuatan

untuk mengikuti Rapat Paripurna Ketiga ( Il ) DPRD Kabupaten

Rembang dalam rangka pembahaszn 8 ( delapan ) Rancangan Peraturan

Daerab Kabupaten Rembang Tahun 2014 dalam keadaan sechat walafiat

tidak kurang suatu apa.



Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Ferdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Tim
Asistensi Pembahasan Raperda Kabupaten Rembangpada tanggal
5 Desember 2014, Rapat Paripurna ini adalah Rapat Paripurna Ketiga (
I ) atau rapat paripurna terakhir dalam membahas 8 ( delapan )

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014, meliputi

I. Raperda tentang Perlindungan Anak;

2. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 1996 tentang
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pasar Kabupaten
Daerah Tingkat II Rembang;

3. Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pengelolaan TPI di Kabupaten Reinbang;

Raperda tentang Pengelolaan Cagar Budaya;

Raperda tentang Penataan Desa;

Raperda tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan

® N o u s

Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Menurut Catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD
Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45
orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir sebanyak

35 orang.

Dan berdasarkan ketentuan Pasai 80 ayat (1) huruf b Peraturan Tata
Tertib DPRD Kabupaten Rembang dijelaskan bahwa “ Rapat Paripurnc
DPRD memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari
Jjumlah anggota DPRD untuk mene.apken Peraturan Daerah . Dengan

demikian Rapat Paripurna hari ini ielah memenuhi kuorum. Dengan



mengucap * Bismillaahirrohmaanirrohiim > tepat puluul 11.30 WIB

Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,

( Ketuk palu 3 kali )
Rapat Dewan dan hadirin yanzg berbahagia.

Dalam rapat paripurna ini terdapat beberapa agzenda pokok yang
harus kita lalui, dan untuk lebih jelasrya akan saya sampaikan susunan
acara dalam Rapat Paripurna pada hari ini sebagai berikut :

1. Pembukaan;

2. Laporan Panitia Khusus I, Il dan III atas Hasil Pembahasan &

Raperda;
3. Pendapat Fraksi atas hasil pembahasan 8 Raperda;
4. Persetujuan terhadap 8 Raperda;
5. Pendapat Akhir Bupati atas 8 Raperda;

6. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Selanjutnya marilah kita masuki acara yang kedua, yaitu Laporan
Panitia Khusus I, IIdan III atas Hasi! Pembahasan 8 Raperda. Kepada
Ketua Pansus I, IIdan III secara berurutan dimulai dari Kerua Pansus I ,

saya persilahkan untuk menyampaikan laporannya.

======= PEMBACAAN LAPORAN PANSUS ATAS 8 PAPERDA
TAHUN 2014 ========
» (Laporan Pansus 1, II dan 111 ates 8 Raperda terlampir )



Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Ketua Pansus I, II dan III

yang telah menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan atas 8 Raperda.

Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia.

Memasuki acara ketigayaitu Pendapat Fraksi atas hasil pembahasan

8( delapan ) Raperda. Namun sebe'umnya , kami persilahkan kepadajuru

bicara masing-masing Fraksi untuk menunjukkan jari terlebih dahulu,

agar pelaksanaan penya:'npaian Pendapat Fraksi dapat berjalan dengan

tertib.

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangi:nan
2. Fraksi Demokrat

3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangs

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

5. Fraksi Partai Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan

:Sdr. Muhammad Zaenuri
:Sdr. Edi Kartono, S.Pd.MH
:Sdr. Wasiman

:Sdri. Sumarsih

:Sdr. Puji Santoso, SP.MH
:Sdr. H.Joko Suprihadi,SH
:Sdr. HM. Nurhasan,SH.MH

Selanjutnya kepada para juru bicara Fraksi, dimulai dari juru bicara

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sampai dengan Fraksi Harapan

secara berurutan saya persilahkan untuk menyampaikan pendapatnya.

Pendapat Fraksi

PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSI

' No Nama Raperda | i
FPP)’ T FD | FPKB | FPDIP-N | FPG | FKS | FH
I | Raperda tentang Perlindungan S | S S S S S S
Anak i
2 | Raperda tentang Perubahan S ; S S i S S S S




Atas Perda Nomor 6 Tahun
1996 tentang Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan
Rakyat, Bank Pasar Kabupaten
Daerah Tingkat II Rembang

3 | Raperda tentang Perubahan S S S S S S S
Perda Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pengelolaan TPI di
Kabupaten Rembang

No Nama Raperda aania
FPPP | FD | FPKB | FPDIP-N | PG | FKS | FH
4 | Raperda tentang Pengelolaan 5 S S S 5 S S
Cagar Budaya
5 | Raperda tentang Penataan Desa | S S S S S S S
6 | Raperda tentang Pengelolaan 8 S S -8 S S S
Keuangan dan Aset Desa
7 | Raperda tentang S S S S s S S
Penyelenggaraan Pemerintahan
' Desa
8 | Raperda tentang S S S S S S S
Penyelenggaraan Pelayanan
Publik
KETERANGAN :
S=SETUJU TS = TIDAK SETUJU A = ABSTAIN

Terima kasih saya sampaikan kepuda vara Juru Bicara masing-masing

Fraksi yang telah menyampaikan Pendanat Fraksinya.

Rapat Dewan dan hadirin yanz terhormat.
Marilah kita lanjutkan dengan acara pokok yang keempat , yaitu
Persetujuan terhadap 8 Raperda yang telah dibahas oleb Panitia Khusus I,

Il dan I1I DPRD Kabupaten Rembang. Setalah mendengarkan pembacaan




pendapat dari masing- masing fraksi sebenarnya sudah dapat Kkita
simpulkan apakah 8 Raperda dapat disetujui menjadi Perda, ataukab
ditolak, atau mungkin disetujui dengan beberapa catatan. Namun sesuai
dengan aturan maka akan saya tawarkan kembali kepada seluruh anggota
DPRD Kabupaten Rembang untuk niengambil keputusan disetujui atau
tidaknya 8 ( delapan ) Raperda yan: telah dibahas oleh Panitia Khusus I.
IT dan IIl. Untuk itu saya tawarken kepada saudara- saudara Anggota
DPRD Kabupaten Rembang yang telah mengikuti Rapa: Paripurna hari
ini :

1. Apakah Raperda tentang Penataan Desa sebagaimana yang

dilaporkan oleh Pansus I dapat disetujui ?

=SETUJU/ TIDAK SETUJU / SETUJU DENGAN CATATAN=

( Dengan suara bulat semuc anggota DPRD menyetujui )

( Ketuk palu 1 kali )

2. Apakah Raperda tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

sebagaimana yang dilaporkan oleh Pansus I dapat disetujui ?

=SETUJU/ TIDAK SETUJU / SETUJU DENGAN CATATAN=

( Dengan suara bulat semita anggota DPRD menyetujui )

( Ketuk palu 1 Fali)

3. Apakah Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
sebagaimana yang dilaporkan Pansus J dapat disetujui ?
=SETUJU/ TIDAK SETUJU / SETUJU DENGAN CATATAN=

( Dengan suara bulat semua anggota DPRD menyetujui )

( Ketul: palu 1 kuli )



4. Apakah Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tabun 1996
tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pasar
Kabupaten Daerah Tingkat 1I Rembang sebagaimana yang

dilaporkan Pansus II dapat disetujui ?

=SETUJU/ TIDAK SETUJU / SGETUJU DENGAN CATATAN=

( Dengair suara bulat semu 1 anggota DPRD menyetujui )

( Ketuk palu 1 kali )

5. Apakah Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang sebagaimana yang

dilaporkan Pansus Il dapat disetujui ?

=SETUJU/ TIDAK SETUJU / SETUJU DENGAN CATATAN=

( Dengan suara bulat semua anggota DPRD menyetujui )

( Ketuk palu 1 kali )

6. Apakah Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

sebagaimana yang dilaporkan Pansus II dapat disetujui ?

=SETUJU/ TIDAK SETUJU / SETUJU DENGAN CATATAN=

( Dengan suara bulat semua anggota DPRD menyetujui )

( Ketuk palu 1 kali )
7. Apakah Raperda tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang

dilaporkan Pansus III dapat disetujui ?

=SETUJU/ TIDAK SETUJU / SETUJU DENGAN CATATAN=

( Dengan suara bulat semua anggota DPRD menyetujui )

( Ketuk palu 1 kali )



8. Apakah Raperda tentang Pengelolaan Cagar Budaya sebagzaimana

yang dilaporkan Pansus III dapat disetujui ?

=SETUJU/ TIDAK SETUJU / SETUJU DENGAN CATATAN-=:

( Dengan suara bulat semua anggota DPRD menyetujui )
( Ketur palu 1 kali )

Terima kasih kepadaparaAnggota DPRD Kabupater Rembang yang telah
memberikan persetujuaan terhadap 8 ( delapan ) Rancangen Peraturan
Daerah yang telah dibahas oleh Pansus I, II dan [II DPRD Kabupaten
Rembang. Dengan demikian 8 ( delapan ) Rancangan Peraturan Daerah
yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten

Rembang telah mendapar persetujuan dalam Rapat Paripurra hari ini.

Rapat Dewan dan Hadirir ycrg terhormat.

Selanjutnya kita ikuti acara yang kelima, yaitu : *“ Pendapat Akhir
Bupati atas 8 Raperda . Kc¢pada hadirin kami mohon untuk
memperhatikan dan mencermati pendapat akhir bupati yang akan

disampaikan oleh Saudara Plt. Bupati Rembang.

Kepada Saudara Plt. Bupati diversilahkan :

===PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS & RAPERDA ===
» Plt. Bupati Rembang ( H. Abdul Hafidz )

Asalamu’alaikum Wr. Wb.

* Yang terhormat Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan segenap anggota
DPRD.

Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab.
Rembang

Yang saya hormati seluruh jajaran eksekutif, oaraz wartawan,
tamu undangan hadirin yang berbahagia.



Alhamdullilah pada siang ini kita masih banyak diberikan
nikmat dan karuniaNya, sehingga masih bisa mengikuti acara
rapat paripurna pada siang aari in‘.

Bapak/ Ibu yang saya hormati, setelah kami mendengarkan
Laporan dari Pansus I, II dan III juga semua fraksi- fraksi yang
menyampaikan pendapat ::khirnya, Kami dari jajaran eksekutif
sebagai unsur pelaksana pertama menyampaikan terima kasih
atas penetapannya 8 raperda yang 7 dari eksekutif dan 1 dari
legislatif yang semuanya telah diproses melalui pembahasan
bersama- sama baik dari legislatif bahkan ada hearing dengan
masyarakat, maka saya yakin semua input yarg bermunculan
dari manapun itu akan menjadi dasar untuk penetapan dari
anggota DPRD. Oleh karena itu saya dari unsur pelaksana
Jajaran ekskutif akan melaksanakan sekaligus menyetujui 8
raperda yang telah ditetapkan oleh DPRD dan akan kami pake
sebagai dasar untuk melaksanakan tugas- tugas sebagai unsur
pelaksana.

Para anggota dewan dan hadirin yang berbahagia,

Yang terakhir sudah kemarin saya sampaikan bahwa kita ini satu
rumah maka ketika ada persoalan narus kit» selesaikan bersama-
sama tidak boleh kita saling mencurigai karena kita dalam status
yang sama antara eksekutif dan legislatif. Ee.. inilah yang
menjadi dasar kenapa Pemerintah selalu berbicara dengan
legislatif karena hakekatnya kita berdua adalah sebagai
penyelenggara negara disamping ada penyelenggara yang lain
dari unsur yudikatif dan lain- lainya. Jadi Bapak/ Ibu sekalian
Insyaallah dari jajaran eksekutif akan melaksanakan semua
raperda beserta rekomendesinya nntuk sebagai landasan dalam
melangkah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sekian terima kasih.”

Wassalomu’alaikum Wr. V/b.

Terima kasih kepada Saudara Plt. Bupati yang telah menyampaikan
pendapat akhir bupati terhadap 8 ( delapan ) RancanganPeraturan

Daerah, semoga apa yang Saudara sarnpeiikan dapat digunakan sebagai



acuan dalam peiaksanaan Peraturai. Daerah yang telah disetujui dalam

Rapat Paripurna hari ini.

Rapat Dewan dan Hadirin yarg terhormat.

Acara demi acara yang sangat padat pada Rapat Paripurna Ketiga
( III) dalam rangka Pembshasan 8( delapan ) Raperda
KabupatenRembangTahun 2014 telah sampai pada penghujung acara.
Kiranya tidak bijaksana apabila saya terlalu berpanjang kata, untuk itu
acara Rapat Paripurna hari ini saya akhiri sampai disini, terima kasih atas
perhatian dan kehadirannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan
selama saya memimpin Rapat Paripurna hari ini. Dengan mengucap
“Alhamdulillahirobbil ‘alamin “ tepat pukul 13.30 WIB Rapat Paripurna
DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

( Ketuk paiu 3 kali )

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA SEKRETARIS

_..-a-"\\

3‘\‘ R/CL .
L ==
H. MAJID KAMIL. MZ (_mAD MUALIF

Pembin.ﬂUtama Muda
NIP. 19620704 198803 1 011




LAMPIRAN

LAMPIRAN |

LAMPIRAN II

LAMPIRAN III

LAMPIRAN IV

LAMPIRAN V

LAMPIRAN VI

LAMPIRAN VII

LAMPIRAN VIII

RISALAE RAPAT PARIPURNA ( III )
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG 8 RAPERDA NON AFPBD
TAHUN 2014

Daftar Hodir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum Kcordinasi Pimpinan Daerah , SKPD
dan Camat Se Kabupaten Rembang;

Laporan Panitia Chusus 1, 11 dan III atas Hasil
Pembahasan 8 Raperda Non APBD Kabupaten
Rembang iabun 2014;

Pendapat Akhir Fraksi terhadap 8 Raperda Non
APBD Tahun 2014;

Keputusar  DPRD Nemor 16 Tahun 2014
Tentang Fersetujuan Penetapan Raperda tentang
Penataan Desa;

Keputusan DPRD Nomor 17 Tahun 2014
Tentang Persetujuan Penetapan Raperda tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

: Keputusan DPRD Nomor 18 Tahun 2014

Tentang Persetujuan Penetapan Raperda tentang
Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

Keputusan DFRD Nomor 19 Tahun 2014
Tentang Persetujuan Penetapan Raperda tentang
Perlindungan Anak;

: Keputusan DPRD Ncmor 20 Tahun 2014

Tentang Percetujuan Penetapan Raperda tentang
Pengelolaan Cagar Budaya,



LAMPIRAN IX

LAMPIRAN X

LAMPIRAN XI

: Keputusan DPRD Nomor 21 Tahun 2014

Tentang Persetujran Penetapan Raperda tentang
Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang;

: Keputusan DPRD Nomor 22 Tahun 2014

Tentang Raperda Persetujuan Penetapan tentang
Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 1996
tentarg Perusahaan Daerah Bark Perkreditan
Rakyat, Bink Pasar Kabupaten Daerah Tingkat
Il Rembang;

Keputusar DPRD Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Porsetujuan Penetapan Raperda tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik.



PEMERINTAH KAEUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA ill DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PEMBAHSAN 8 RAPERDA KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2014

HARI/TANGGAL : SELASA , 30 DESEMBER 2014

) PUKUL._:09.30 WIB
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
- Dion_
i |H. ABDUL HAFIDZ Plt. Bupati Rernbang 1. L. 50
/

= Kejaksaan Negeri 5
S Rembang g
X Pengadilan Negeri "
3 3.

............................................... Rembang

/&}Oﬁ% AT (‘&'0}«2,_07,1 _——
4 Candirn 0720 Rembang |~

............................................. /‘

. ptirtd ot Jrpotanreson -

! ~Ke B ;
........... Yl |Rembang B
Penga.filan Agama Kab.

6 : IR

.......................................... Rembang

-",
7 |HAMZAH FATCNI, S4MKn  |Sekretaris Daerah 7 ﬁ‘w
L__| |

/ ¢
"

m//'\

L s

ot Drs.

ACH

. =S

MAD MUALIF

Fal

X0 s TNIP. 19620

\

$04 198803 1 011




DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA III DPED KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PEMBAHSAN 8 KAPERDA KABUPATEN REMBANG

; TAHUN 2014
HARI/TANGGAL : SEL4SA, 30 DESEMBER 2014
PUKUL :0930 WIB
NO NAMA JABATAN | TANDA TANGAN | KET
bl P 2 — 3 —_—d 5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN
__ PEMBANGUNAN [ = 1 -
1_|H. MAJID KAMIL MZ - Ketua DPRD 1 4
f
2 |SUGIFARTO | Anggoa V2 (M
3 |[HM.MURSYID.ST ., __ Anggota 3
4 |ZAIMUL UMAM NS | Anggota . 4<fi9_\f_
5 |[MOKHAMADZAENURI | Anggota 5 ’# ______
L
6 [SULISTYO WETI ARIANI Anggota S/ R &
_6 |SULISTYO WETIARIANL | S
| 7 |HENRY PURWOKO, S Pd Anggota 7 -
_7_|HENRY PURWOKO,SPa | S gl
8 |MOHAMMAD ANSHORl - Anggota B /J) 8 A/
.9 |H.SupaDL | Anggota B - e s .
10 [NUR HASYIM Anggota 10
FRAKSI DEMOKRAT
11 [HGUNASIH,SE | wakilKewaDPRD /i Y
12 |[EDIKARTONO.SJ'd MH Anggota / \\ﬁ/] 12
: ( 2
13 |IMRO’ATUS SOLICHAH, SE MH Anggota \ 13
- B e B ‘l =751 L
i4_|Hj. HIKMAH PURNAMAWA T | Anggota (hr // e
_i4_[H] A\l \WMAWATL | Ang S Sl
15 |Ir. H. SUNARTO Arggota A t
|18 o : A N -
16 |H. ISLAHUDDIN I Anggota 2 [ 18 n
17 IHLHARNO SE _ Anggota o 0 ’ _
|18 [MUGIYARTO,ST | Anggot a __{_ 18 ggﬁ[
i FRAKSI PARTAl KEBANGKITAN |
|l BANGSA | Wl
! 1 v
’_1_.M-_B_'§£<L§!'!Qi~&E_-f}SJQE__ R Wakil Xetua DPRD 19 £ L
|20 [MOHAMMAD iMRCN - Anggota
21 iLyas o | __ Anggdta
22 [SHOLEH, BA ) - Anggota
1
{ 23 |[WASIMAN - D S Anggota
24_|MUHAMMAD ASNAWIL 5 Pdi L ____Anggota




.
; L
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LAPORAN

PANITIA KHUSUS Il DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG

1. RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN REMBANG
2. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

A. Dasar:
Panitia Khusus Il DPRD Kabupaten Rembang dibentuk dan melaksanakan tugas beraasarkan

pada :

1. Surat Plt. Bupati Rembang Nomor : 188.3/3091/2014 tanggal 27 November 2014 perihal

Perubahan Prolegda Kabupaten Rembang entang:

- Raperda tentang Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Rembang.

- Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

- Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat || Rembang
Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat “Bank Pasar”
Kabupaten Daerah Tingkat Il Rembang.

- Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan TPI di
Kabupaten Rembang.

- Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- Raperda tentang Penataan Desa.

- Raperda tentang Pengelolaan Keuangan dan Kelayakan Desa.

2. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD
Kabupaten Rembang :

3. Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2014 tenteng Penetapan
Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus |, Il dan Il DPRD KabiLpaten Rembang
membahas 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah, dengan susunan Keanggotaan
Panitia Khusus Il, Tugas dan Masa Tugas sebagai berikut :

B. Susunan keanggotaan Panitia Khusus Il DPRD Kabupaten Rembzng :

1. HENRY PURWOKO, S.Pd . Ketua
2. PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd - Wakil IKetua
3. NUR HASYIM ' Anggota )
4. H. SUPADI _ : Anggota
5. MUGIYARTO, ST : Anggota
6. EDI KARTONO, S.Pd : Anggota
7. FRIDA IRIANI : Anggota
+ 8. SUMARSIH . /Anggota
‘9. WIDODO . Anggota
10. AYU ARDIYAH MAYASARI : x\nggota
11.H. CHASANUDDIN ' * Anggota
12. WASIMAN . AAnggota
13. SUKARMAIN . /anggota

14. CATUR WINANTO, SH : Anggcta



C. Tugas:

Panitia Khusus Il bertugas membahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang tentang Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Rembang dan Raperda tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

D. Masa Tugas :

Sesuai jadwal yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang
bahwa Panitia Khusus DPRD Kabupaten Remtang melaksanakan tugas sejak tanggal 12, 19
s/d 24 Desember 2014.

E. Pelaksanaan Pembahasan :

Sesuai kesepakatan Panitia Khusus Ill meleksanakan mekanisme pembahasan sebagai
berikut :

1. Panitia Khusus Ill mengadakan rapat intern pada tanggal 12 Desember 2014.

2. Panitia Khusus Ill mengadakan rapat dengan SKPD/Instansi terkait pada tanggal 19 s/d 24
Desember 2014.

F. Hasil Pembahasan :

I. Raperda tentang Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupatea Rembang.

Setelah dilakukan pembahasan antara Panitia Khusus Il DPRD Kak. Rembang dengan
SKPD/Instansi terkait terhadap draft Raparda tentang Pengelolaan Cagar Budaya di
Kabupaten Rembang maka dapat disampaikan hasil pembahasannya sebagai berikut -

;

Ny

Pada konsideran mengingat pada poin 4 yaitu Undang-Undang Nomior 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2008 tentang Ferubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahar Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844), dihapus dan diganti dengan Unaang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemibaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) dan ditambah dua konsideran baru yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indoresia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentanqg Pemtentukan Produk
Hukum Daerah

Pada pasal 1 setelah angka 1, ditambah satu pengertian sek agai berikut :

Peinerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan.

Pzda pasal 1 angka 20 dan 21 pada draft usulan yang menjadi angka 21 dan 22

setelah pembahasan diubah yang seleng<apnya berbunyi sebagai berikut:

21. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah
dan/atau Pemerintah Daerah.

22. Insentif adalah dukungan berupa advokasi. perbantuar, atau bentuk lain bersifat
non dana untuk mendorong pelestarian Cagar Budayz dari Pemerintah dar/atau
Pemerintah Daerah. :

o



. Pada Bab lll pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) diubah yang selengkapnya berbunyi sebagai
berikut : _ :
(2) Upaya pelindungan terhadap cagar Sudaya sebagaimana dimaksud ayat (1)

apabila memenuhi kriteria:

a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau letih;

b. mewakili masa gays paling singkat 50 (lima puluh) tahun;

c. memiliki arti khusus bezgi sejarah, iimu pengetahuan, pendidikan, agama

dan/atau kebudayazn,;
d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribacian bangsa.

(3) Pelaksanaan wewenang 'dan tangoung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1
pasal ini dilaksanakan oleh dinas yar:g ditunjuk.

. Pada pasal 5 ayat (2) diubah menjadi berikut :
(2) Pelaksanaan wewenang yang sebagaimaria dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh
dinas yang di:unjuk.

. Pada pasal 6 ayat (2) diubah menjadi beriut :
(2) Pelaksanaan wewenang yang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh
dinas yang ditunjuk.

. Pada pasal 8 ayat (2) ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan calam
bentuk:

a. masyarakat dapat berperan serta melakuxan pelindungan, pengembangan dan
pemanfaatan cagar budaya,

b. masyarakat berhak melakukan punyelametan cagar budaya yang dimiliki atau
yang dikuasainya;

c. masyarakat dapat memiliki dan/at.au menguasai benda cagar budaya, bangunan
cagar budaya, struktur cagar bud~ya, dzn/atau situs cagar budaya dengar tetap
memperhatikan fungsi sosialn.a sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan yang berlaku; -

d. kepemilikan cagar budaya dapz diperoleh melalui pewaiisan, hibah, tukar-
menukar, hadiah, pembelian, den/atav putusan atau penetapan pengadilan,
kecuali yang dikuasai oleh Negar:;

e. penyelamatan yang dapat dilakikan masyarakat yaitu mencegah kerusakan
karena faktor manusia dan/atau alam yang dapat merudalk nilai-nilai keaslian,
dan mencegah pemindahan sert: beralihnya pemilikan dan penguasaan cagar
budaya kepada pihak asing.

. Pada pasal 9 ayat (2) diubah menjadi berikut:
(2) Pembiayaan pengelolaan cagar budaya berasal dari:
a. APBN;
b. APBD Propinsi;
c. APBD Kabupaten;
d. Sumber lain yang sah dan sifatnya t'dak mengikat sesuai dengan perundang -
undangan.

. Pada pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayet (3) dihapus dan digant' rmenjadi satu ayat
yang verbunyi sebagai berikut:

Barang siapa yang tanpa izin mengalinkan kepemilikan, tidak nielaporkan temuan,
tanpa izin melakukan pencariar, mencegah menghalang-halangi dan/atau
menggagalkan upaya pelestarian, merusak, mencuri dan menadal hasil pencurian,
mengubah fungsi ruang situs cagar budaya dikenakan pidana dan/atau dernda sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

-
.



Il. Raperda tentang Pcnyelenggaraan Perlindunigan Anak.

Pada draft Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak setelah dilakukan
pembahasan Panitia Khsus Il DPRD Kab. Pembang dengan SKPD/Instansi terkait terjadi
perubahan yang cukup banyak dikarenakan Raperda tersebut harus menyesuaikan
dengan peraturan yang baru, selanjutnya unwuk perubahannya sebagai berikut :

1. Pada ketentuan menimbang ditambah, yaitu dibhawah huruf h pada draft sehingga
huruf ¢ pada draft menjadi huruf d, yang elerigkapr.ya ketentuan mienimbang berbunyi

sebagai berikut :

a.

baawa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan yang Mlaha Esa dan tunas,
potensi penerus perjuangan banysa harus mendapatkan pemenuhan hak
perlindungan dari Pemerintah Daeral, masyarakat dan keluarga agar terhindar dan
terbebas dari tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah di
Lingkungan rumah tangga, pendidikan dan masyarakat;

bahwa guna menjamin dan melindur.gi hak-hak anak agar mendapat perlindungan
dari tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, periakuan salah dan
pelanggaran hak anak lainnya, periu inelakukan upayz-upaye perliadungan anak;

bahwa agar upaya — upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil
yang optimal, perlu adanya tindakan nyata dari pererintah iaerah dan perlu
meningkatkan peran serta masyarakat secara luas;

bahwa perlindungan anak merupakan Jrusan pemerintahan yang wajib
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai amana: Undang — undang nomor 23
Tahun 2014 tentang pemerintahan Dac<rah.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nuruf a, huruf b, ¢
dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraaan
Perlindungan Anak;

2. Pada konsiderans mengingat ada beberapa perubahan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Periindungan Anak (Lembaran
Negara Republik.Indonesia Tahun 20C2 Nomor 109, Tambahan i.ernbaran Negara
Republik Indonesia Nomror 423£) diubah meanjadi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 109, Tambahan Lembzran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
sebagaimana telah diubah dengan Lindang - Undang Norior 35 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang - Undany MNomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak. (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014Nomo- 297
Tambahan Lembaran Negara Republ.< Indonesia Nomor 5606,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2)04 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Neqara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lemabran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437 set agaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentar3 perubat.an Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2J04 .entang Pemerintahan Dasrah (Lembaran
Negara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tembahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844)dihapus.

Selanjutnya tambahan konsideran ta-u sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Womor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Noinor 5332);

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2914 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Undang — undang Nomor 23 Tahun 014 tersang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahur 2314 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587); : =
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Peraturan Menteri Negara Pemberdayean Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengemktangan

Kabupaten/Kota Layak Anak;

Peraturan Daerah Provinsi Jawe Tengah nomor 7 tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Perindungan anz< (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2013
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daereh Provinsi Jawa Tengeh Nomor §3),

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupnaten Rembang,(Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 20086 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 90) siebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Rembring Nomor 12 Tahun 20086 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Dasrah Kabupaten Rembang,('.embaran Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2008 Ncmor 1).

. Pada ketentuan pasal 1 ditambah beber.apa pengertian sebagai berikut:

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu
perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa.

Hak anak adalah bagian dari hak asazi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan
dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintan dan pemerintah
daerah.

Perlindungan khusus adalah sualu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak
dalam situasi dan kondisi tertentu untuk merdapatkan jaminan resa aman terhadap
ancaman yang membahayakan diri dan jiwa calam tumbuh kembangnya.

Eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperalat, mamanfaatkan atau
memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarg: atau golongan.

Eksploitasi secara ekonomi adalah tinciakan dengan atau tanpa persetujuan korban
yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, keria atau pelayanan paksa,
perbudakan atau praktik serupa.perbudakan penindasan, psmerasan, pemanfaatan
fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan ateu
mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau
kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keunturgan baik materiil
maupun immateril.

E«sploitasi secara seksual adalah segala bentux pema:.iaatan organ tubuh seksual
atau organ tubuh lain dari anak untulc mendapatkan keuntungan termasuk tetapi
tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Kabupaten Layak Anak yang selenjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang
mempunyai sistem pembangunan berbasis tak ansk melalui pengintegrasian
komitmen dan sumberdaya pemerintah, riasyarakat dam: dunia usaha yang
terencana secara menyeluruh dan berkelsnjutan dalz.n kebijakan, program dan
kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

DesalKellurahan Ramah Anak adalah Desa/Kelurahan yang mampu memenuhi dan
melayani kepentingan terbaik bagi =nak serta memberi rasa aman bagi tumbuh
kembang anak secara fisik dan psikis

. Pada ketentuan pasal 3, diubah sehingg« seier.gkapnya berbunyi sebagai berikut:
Penyelenggaraan perlindungan anak beriujuan :

a.
b.

C.

melakukan upaya untuk pemenuhan nak anak; :

mencegah dan mengurangi segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran
dan perlakuan salah terhadap anak:

melakukan penanganan terhadap anak s&Bagai korban dan pelaku kekerasan,
eksploitasi, penelantaran dan periakuan salah: B
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d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, pengurangan
risiko dan penanganan terhadap segela bentuk kekerasan, eksploitasi,

penelantaran dan perlakuan salah terhaaap anak.

5. Pada ketentuan Bab lll Uoaya Pencegahan dan Pengurangan Resiko dan Bab IV
Penanganan Korban pada draft usulan dihapus dan diganti yang selengkapnya
berbunyi sebagai berikut:

SAB Il
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWARB
’asal 4

Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Dzsa, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua
bertanggur.g jaweb terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Bagian kesatu
Pemerintah Kabupaten
Pasai 5

Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab :

a. menghormati dan melakukan upaya perenuhan hak anak tanpa membedakan
suku, agama, ras, golongan, jenis kelamir, etnik, budaya dan bahasa, status hukum
anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental:

b. Melakukan upaya untuk membangun kabupaten Layak Anak melalui pendekatan
Desa Ramah Anak;

C. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dan ketersediaan Sumberdaya
Manusia dalam penyelenggaraan per.indungan anak;

d. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan
memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara
hukum bertanggung jawab terhadap anzk;

e. Mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;

f. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat
sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak:

g. memfasilitasi terwujudnya peran sasrta masyarakat dan sektor swasta dalam
penyelenggaraan perlindungan anak;

h. menjamin pemenuhan identitas diri setiap anak.

Bacian kedua
Pemerintah Desa
Pasal 6

Pemerintah Desa berkewajiban dan bertanggung jawab :

a. Melakukan upaya untuk membangun Desa Ramah Anak:

b. Memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
perlindungan anak melalui Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD);

C. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dan ketersediaan Sumberdaya
Manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian ketiga
Masyarakat
- Pasal 7

Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap parlindungan arak yang
dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemsyarakatan, akademisi can pemerhati
anak.



Bagian keempat
Orang tua dan keluarga
Pasal 8

| Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

®o0ow

Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
Menumbuhkembangkan anak sesuzi dengan kemampuan, bakat, dan minatnya,
NMencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan

Memberikan pendidikan karakter dan penanaman ailai budi pekerti pada anak.
Penguatan ketahanan keluarga melalui 8 fungsi keluarga.

BAB IV
KEWAJ!BAN ANAK
Pasal 9

Setiap anak berkewajiban untuk :

®00ow

Menghormati orang tua, wali dan guru;

Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
Mencintai tanah air, bangsa dan negara;

Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamaiya; dan
melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

. Pada Bab V Peran Serta Masyarakat, pasa 6 pada drafi usulan diubah yang
selanjutnya menjadi pasal 10 setelah pembahasan yang selengkapnya berbunyi
sebagai berikut:

(1)
(2)

(4)

()

Pasal 10

Peran serta masyarakat dilakukar oleh masyarakat, organisasi masyarakat,

lembaga pendidikan, media masa dan dunia usaha.

Peran serta masyarakat dalam peny:lenggaraan perlindungan anak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) , meliputi:

a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan
peraturan perundang-undangan tentang anak;

b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan
Anak;

c. melaporkan kepada pihak berwer.ang ,ika terjadi pelanggaran Hak Anak:

berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;

e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap
penyelenggaraan Perlindungan Anak;

f. menyediakan sarana dan prasarana serts menciptakan suasana kondusif untuk
tumbuh kembang Anak;

¢. memberikan ruang kepada Anak :intuk danat berpartisipasi dan menyampaikan
pendapat;

h. melakukan pemantauan terhadap kinzria aparat penegak hukum 'dalam
penanganan perkara anak.

Q.

Pzran Organisasi Masyarakat dan ienbaga Pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sebagaimrana tugas pokok, fungsi dan kewenangan
masing — masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.
Peran Media Massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakukan melalui
penyebaran informasi dan materi ¢dukasi yang bermanfaat dari aspek sosial,
budaya, pendidikan, agama dan kesehatan anak dengan memperhatikan
kepentingan terbaik bagi anak.
Peran Dunia Usaha sebagaimana dimaksod pada ayat (1) dilakuxan melalui
kontribusi dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak.
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7. Ketentuan Bab VI sampai dengan Bab iX diubah yang selengkapnye menjadi sebagai
berikut:
3AB VI
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian kesatu
Upaya Pencegahan dan Pengurangan Risiko
Fasal 11

(1) Upaya pencegahan kekerasan, exspioitasi penelantaran dan periakuan salah
lainnya kepada anak meliputi kegiatan-
a. Penyediaan data dan informasi tentang Perlindungan Anak;
b. sosialisasi dan edukasi tentang hak-hek anak, kekerasan, eksploitasi,
penelantaran dan perlakuan salah lainnya kepada anzk serta peraturan

perundang — undangan tentang arnaék,
c. deteksi dan intervensi dini terhadap potensi segala bantuk kekerasan, perlakuan

salah, eksploitasi, penelaniaran dan perlakuan salah lzinnya terradap anak;
d. Mendorong partisipasi anak dalam perlindungan anak metaly’ Forum anak

dan/atau kelompok anak.

(2) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perlindungan anak bersama
instansi vertikal, lembaga dan Peranghat Daerah tercait meiaksanakan upaya
pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian kedua
Penanganan anak sebagai Korban dan sebagai pelalku
Fasal 12

(1) Penanganan anak sebagai korban dan sebagai pelaku kekerasan, ekspioitasi
ekonomi maupun eksploitasi seksLal, penelantaran dan perlakuan salah lainnya
meliputi layanan:

. memberikan pendampingan huk.m,

. memberikan pelayanan kesehatan dan psikologis;

memberikan pelayanan medicolegal;

. membantu rehabilitasi sosial;

Pemulangan dan Reintegrasi sosisl;

menyiapkan anak sebagai Kcrban, keluarga korban dan masyarakat,

mengupayakan identitas dan hak asuh, pemberdayaan ekonomi dan

pengembalian ke sekolah dan/atai: lembaga pendidikan lainnya.

me AN o

(2) Penanganan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

Bagian ketiga
Pemenhan Hak sipil
t'asal 12
(1) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya
pemenuhan akte kelahiran bagi setic 0 anak.
(2) kolaszgrakat, orang tua dan keluarg: bertanggung jawab untuk melaporkan setiap
elahiran.

Bagi in keempat
Pemenuhan Halc Asuh
F'asal 14
(1) Dalam hal orang tua tidak ada, ateu tidak ciketahui keberadaannya, atau karena
suatu sebab tidak dapat melat. sangkan kewajiban dan’ tanggung jawab
sebagaimana dimaksud dalam pass! 8 terseput dapat beralih pada keluarga yarg
gllaksanakan sesuai dengan keten uan pe:aturan perundang - undangan yarg
erlaku .



(2) Dalam hal keluarga tidak dapat meliksanakan kewajiban sebggaimana dimaksud
dalam ayat (), seseorang atau bacan hukum yang memenuhi persyaratan dapat
ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersaagkutan.

Bagizn kelima
Pemenuhzr. Hak kesenatan
Fasal 15

(1) Pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan inenyelenggarakan upaya
kesehatan yang komperehensif bagi anzk, agar setiap anak memperoleh cerajat
kesehatan yang optimal sejak dalarn kancungan.

(2) Keluarga dan orang tua bertanggungjawab renjaga kesehztan aan merawai anak
sejak dalam kandungan.

(3) Pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib men jusahakan agar-
anak yang lahir terhindar dari peryakit ying mengancam kelangsungan hidup
dan/atau menimbulkan kecacatan.

Bagian keenam
Pemenuhan Hak Pendidikan
Pasal 16

(1) Pemerintah daerah menjamin terseienggiranya program wajib belajar minimal 9
(Sembilan) tahun untuk semua anak.

(2) Anak yang menyandang disabilitis diberikan kesempatan yang sama dan
aksesbilitas untuk memperoleh pendidikan biasa (di sekolah inklusif) dan
pendidikan khusus.

(3) Anak yang berhadapan dengan huk :m dilindungi hak — haknya guna memperoleh
pendidikan.

Bag-an ketujuh
Perlindi'ngan Khusus
Fasal 17

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan Ferlindungan kiusus
terhadap anak.

(2) Perlindungan Khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu)
diberikan kepada:

Anak dalam situasi darurat,

Anak yang berhadapan dengan Fukun;;

Anak yang dieksploitasi secara et:.onoini ¢an / atau seksual;

Anak yang menjadi korban Kekerasan;

Anak korban perlakuan salah dar penelantaran.

®ao oo

BAB VII
FORUM ANAX &
'asal 18

(1) P2merintah kabupaten dan Pemerintah Desa waji memfasilitasi terbentuknya
forum anak.

(2) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengarn anak Pemerintah
Kabupaten dan Pemerintah Desa harus memperhatikan dan mengakomodasi
pendapat anak yang disampaikan rnelalui forum anak.

(3) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan forum anak dapat beresal dari :

@«. APBN, APBD Kabupaten, APB)) Propinsi dan Pcmerintah desa;
b. Iuran anggota forum anak:
c. sumbangan dari pihak lain yang tidek mengikat.

-,
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BAB VI
KELEMBA GAAN

Fasel 1© ,

(1) Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan oleh perangkat dazrah yang terkait
dengan perlindungan anak dan lembaga lain non pemerintah. _

(2) Penyelenggaraan perlindungan anal: oleh lembaga non pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pade ketenwan peratuian perundany-
undangan yang berlaku.

(3) Penyelenggaraan perlindungan zrak oleh pemerintan daerah sz3bagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupaii.

BARB 1X
KOORDINAS! dan KERJASAMA
Fasal 20

Dalam rangka penyelenggaraan perindungan anak, Perangkat Daerah yang
bertanggung jawab di bidang perlindungan anak melakukai koordinasi dan kerjasama
yang meliputi :
a. pemberian pelayanan terpadu antar habupaten/kota;
~ b. upaya pencegahan dan penanganzn kasus kekerasan, eksploitasi, penelantaran
dan perlakuan salah lainnya terhade > anak dengan instansi vertikal, lembaga dan
Perangkat Daerzh terkait.

3AB X
PEMANTAUAN, EV.\LUASI DAN PELAPORAN
Pasal 21
(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pamantauan , evaluasi dan pelaporan

Penyelenggaraan Perindungan Anak.
(2) Ketentuan lebih lanjut pemantauan , 2'/alvasi dan pelaporan sebacaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

SAB Xl
LARANGAN
Pasal 22

Setiap penyelenggara usaha Khususnya usaha hotel dan sejenisrya, diskctik, kelap
malam, usaha bar, usaha karaoke, panti pijat dan warung kopi dilarang
memperkerjakan anak dan wajib mematuhi ketentuan parundang-undangan yang
beriaku.

3AB XII
PEINDANAAN
Pasal 23 &

(1) Pemerintah Kabupaten dan Desa bertanggung jawal menyediakan dana
Penyelenggaraan Perlindungan Anak

(2) Pendanaan penyelenggaraan perlindungan anak sebac:imana diniaksud ayat (1)
bersumber dari :

Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah:

Anggaran Pemerintah Desa: dan

Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat dan dikelola sesuai ketentuan

peraturan perundfang-undangan yang berlaku.

Q0 oW
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348 X
SANKSI
Pasal 24 ‘
(1) Setiap perbuatan pidana berkenaan dengan perlindungan anak dikenakan pidana
sebagaimana diatur dalam peraturan [yerundang-undanhgan yang oerlaku.
(2) Setiap orang dan/atau lembaga dalam. penyelenggaraan perlindunuan anak
baik lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah yang tidak melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud ak::n memperoleh sanksi adninistratif.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua ketentuzn calam Peratiran Daerah
yang berkaitan dengan anak dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan dalam Peraturan Dzerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memeriatahkan prenguncangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupateri Rembang

G. REKOMENDASI
Setelah Perda tentang Pengelolaan Cayar Budaya di Katupaten Reinbang disahkan
dimohon agar :

1

2.

secepatnya untuk melakukan pendataan Cagsr Budaya yang ade di Kabupaten
Rembang

Dinbudparpora untuk bisa mempernatikan budaya asli yang ada di Kabupaten
Rembang ( Pathol Sarang, Batik Lasem Carnival dan lainya yang berhvbungan dengan
budaya yang ada di Rembang ) dan diharuskan untuk mengadakan event-event setiap
tahunnya untuk lebih mengenalkan budava asli Rembang.

. Penutup.

Demikian Laporan Panitia Khusus |l DPF-D Kabupaten Rembarg dalam membahas 2
(dua) Rancangan Peraturan Daerzh Kabupaten Rembang tentang Pengelolaan Cagar
Budaya di Kabupaten Rembeng dan Rapzrda tentang Penyelenggaraan Perlindungan
Anak, yang selanjutnya sebagai bahan perti:nbangan persetujuan DPRC di rapat Paripurna
hari ini.

Rembang, 29 Desember 2014
PANITI KHUSUS Il

DPRD KABUPATEN REMBANG
Ketua,

RENRY PURWOKO, S.Pd

* s



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DA=ZRAH
KABUPATEN REMBANG
JI. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos £9212
REMBANG

— e e ———

LAPORAN

PANITIA KHUSUS | DPRD KABUPATEN PEMBANG
TENTANG
HASIL PEMBAHASAM TERHADAP 3 RAPERDA
KABUPATEN REMBANG

A. Dasar:

Panitia Khusus i DPRD Kabupaten Remnbang dibentuk dan

melaksanakan tugas berdasarkar pada :

13

Surat Bupati Rembang Noinor 188.3/3091/2014 tanggal 27
November 2014 perihal Perubzhan Prolegda Kabupaten Rembang
Rapat Badan Musyawaran DPRD Kabupaten Rembang bersama Tim
Asistensi Pembahasan Raperda Kabupaten Rembang tanggal 5
Desember 2014 dalam rangka P:njadwalan Pembahasan Raperda Non
APBD Kabupaten Reinbang Tahun 2014.

Peraturan DPRD Kabupaten Rerabang Nomor 01 Tahun 2014 tentang
Tata Tertib DFRD Kabupten Rembang

Keputusan DPRD Kabupaten iRembang Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Penetapan Pimpinan dan Kesnigotaan Panitia Khusus I, IT dan JII
DPRD Kabupaten Rembang i’embahasan 9 (sembilan) Raperda,
dengan susunan Keanggotaan Panitia Khusus I, Tugas dan Masa
Tugas sebagai berikut :

a. Susunan Keanggotaan Panitia Khusus I DPRD Kabupaten
Rembang :

1. ILYAS KETUA

2. PUJI SANTOSO, SP, MH WAKIL KETUA
3. SUGIHARTO ANGGOTA
4. MOHAMMAD ANSHORI ANGGOTA
5. ZAIMUL UMAM ANGGOTA
6. Ir. H. SUNARTO ANGGOTA
7. Hj. HIKMAH PURNAMAWAT' ANGGOTA
8. H.ISLAHUDLCIN ANGGOTA
9. H. SHCLEH, BA ANGGOTA
1C. JASMANI ANGGCTA
11. MUH, BAHAUD DUROR, $.PI ANGGOTA
12. GATOT PAERAN, SH, M.Si ANGGOTA
13. H.M. NUR HASAN, SH, MH ANGGOTA



B.

b. Tugas :
Panitia Khusus I bertugaq membahes Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang tentang :
a. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN CESA
b. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA
c. PENATAAN DESA

c. Masa Tugas:
Sesuai jadwal yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah
DPRD bahwa Panitia Khusus I melaksanakan tugasnya pada
tanggal 19 s/d 24 Desember 2014.

LY

Pelaksanaan Pembahasan.

Sesuai kesepezkatan Panitia Khusus I dan jadwal Badan Musyawarah
DPRD, bahwa mekanisme pemlanasan Panitia Khusus I mergadakan
rapat dengan Instansi terkait dan Stege holder terkait

Hasil Pembahasan :

Dari pembahasan-pembahasan tersebut, Panitia Khusus I
menyepakati dan menyimpulkan dengan penyempurnaan-
penyempurnaan Raperda ssbagai terikut :

I. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAIIAN DESA

» Pada konsideran Menimbang diubah menjadi berbunyi :

a. bahwa berdasarkan [!ndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Desa memiliki hak asal
usul dan hak tradisional calam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat;

b. baahwa agar dalam mcngatur dan mengurus kzspentingan
masyarakat sebagaimana dimak.sud dalam huruf a dapat
berjalan profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta
bertanggung.  jawakb, perlu memberikan pedoman
penyelenggaraan Pemerintahan Desa,;

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang yang mengatur
penyeienggaraan Pemeriritahan Desa tidak sesuai lagi dengan
peraturan perundang-ur.dangan sehingga perlu diganti.

» DPada konsideran Mengingst Nomor 3 s/d 7 dan 14 s/d 15
cdihapus serta ditarnbah kor:sideran pada angka 9 yang berbunyi :
Peraturan Daerah Kabupa.en Rembang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemeriniahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Tahur. 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81).

Pada setiap pasal yang terdapat kalimat “Badan
Permusyawaratan Desa” diganti menjadi BPD.

Tambah penjelasan pada Pasal 9

-  Hurufa

v
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Yang dimaksu‘d dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam
negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan
perundang-undangan, xepatutan, dan keadilan dalam setiap
kebijakan penyelenggaraan Pernerintahan Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tertib penyeienggara pemerintahan”

adalah asas yang menjadi landasan keteraturari, keserasian,

dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara

Pemerintahan Desa.

Huruf c

Yangs dimaksud dengan “tertib kepentingan umum” adalah

+asas yang mendahulukan kesejahterean umum dengan cara

yang aspiratif, akoinodatif, dan selektif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang

membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh

informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan  tetap
memperhatikan ketentuan peraturan peruncang-undangan.

- Hurufe

Yang dirnaksud dengan “proporsionalitas” adalah asas yang

mengutamaka:n keseimbangan antara hak dan kewajiban

penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Huruf {

Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah asas yang

mengutamakan keahlian yang berlar.daskan kode etik dan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tambah penjelasan pada Pasal 15 huruf k yang berbunyi : Yang

dimaksud dengan berbadan sehat adalal. sehat jasmani dan

rohani yang dibuktikan Jdengan keterangan dokter sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan

Penambahan Pasal 27 yang berbunyi : Ketentuan lebih lanjut

mengenai tata cara perilihar: Kepala Desa diatur dengan

Peraturan Bupati.

Yang semula Pasal 27 menjadi Pasal 28 dan seterusnya sampai

dengan Pasal 40 menjadi Fasal 41

Penambahan Piasal 42 yang berbunyi :

* Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai penjabat Kepala
Desa paling sedikit ha:us memahami bidang kepemimpinan
dan teknis pemerintahan.

* Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaksanakar tugas, wewenang, dan kewajiban serta
memperoleh hak yang suma dengan Kepala Desa.

YVang semula Pasal 41 menjadi Pasal 43 dan seterusnya sampai

dengan Pasal 65 raenjadi Pasal 68

Pasal 66 - 68 pindah menjadi Pasal 73-75

Yang semula Pasal 73 merjadi Pasal 76 dan seterusnya sampai

dengan Pasal 99 menjadi Pasal 103

'



» Penambahan Pasal 104nyang berbunyi : Ketentuan lebih lanjut
mengenai tahapan penyusunan RPJM Desa, RKP Desa diatur
dalam Peraturan Bupati

~ Yang semula Pasal 100 diubah mx,njadl 2 Pasal yaitv Pasal 105
dan 106 yang berbuny :

Pasal 105

(1) Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembengunan Desa
yang dilaksanakan clzh perangkat Dese dan/atau unsur
masyarakat Desa.

(2) Pelaksana - kegiatan pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) cditetapkan dengan

‘mempertimbangkan keadilan gender.

(3) Pelaksanaan pembangu 1an sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan
sumber daya a'am yang ada di Desa serta mendayagunakan
swadaya dan gotong roy cng niasyarakat.

(4) Pelaksana pembangunun sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menyampaikar laporan pelaksanaan pembangunan kepada
Kepala Desa dalam forum Musyawarah Desa.

Fasal 106

(1) Pemerintah, Pemerin.ah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerahmenyelenggarakian program sektoral dan program
daerah yang masuk ke Desa.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan
kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan ke dalam
pembangunan Desa.

(3) Program sebagaimanu aimaksud pada ayat (1) yang berskala
lokal ~Desa dikocrdinasikan dan/atau  didelegasikan
pelaksanaannya kepade. Desa

(4) Program sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dicatat dalam
lampiran APB Cesa.

» Yang semula Pasal 101 menjadi Pasal 107 dan seterusnya sampai

dengan Pasal 136 menjad: PPasal 141

II. RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
» Pada konsideran Menimb-urg diubah yang berbuny::

a. bahwa dalam rangka membentuk pemerintahan Desa yang
profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta
bertanggungjawab, p=-lu pengelolaan keuangan dan aset
Desa yang baik;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentan:; Peraturan

-,



A
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Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Bclanja Negara, Peraturan Daerah yang
mengatur pengelolaan keuangin dan aset Desa sudah tidak
sesuai sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pengelolaan Keuangan dan 2.set Desa.

Pada konsideran Mengingat point 1, 2 dan 7 diubah yang

berbunyi :

1. Pasal 18 ayat (6) Uncdang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Fropinsi Jawa
Tengah (Lembaran Ne:ara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2757)

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Peraerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lemmbaran Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daeral Kabupaten Rembang Nomor 31y;

Pada Pasal 3 ayat (1) huruf a kalimat “ Pungut2n Desa “ di hapus

Tambah penjelasan pada Pasal 2 ayat (1) huruf a dan 3 yang

berbunyi :

- Ayat 1 hurufa:

Yeng dimaksud dengan “pendapatan asli Desa” adalah
pendapatan yang berasa' dari kewenangan Desa berdasarkan
hak asal usul dan kev’enangan skala lokal Desz.

Yang dimaksud dengan “hasil usaha” termasuk juga hasil
BUM Desa dan tanal bengkok.

- Ayat 1 hurut g : yang dimaksud dengan “lain-lain Pendapatan
Desa yang sah“ adalah antara lain veridapatan scbagai hasil
kerja sama dengan Pihak ketiga dan bantuan perusahaan
yang berlokasi di Desi

Pada setiap pasal .yang terdapat kalimat “Badan

Permusyawaratan Desa” diganti menjadi BPD

Pasai 12 dan 13 dihapus

Yang semula Pasal 14 menjadi Pasal 12 dan seterusnya sampai

dengan Pasal 54 menjadi Pasal 46

Pasal 55 sampai dengan 59 di hapus

Yang semula Pasa' 60 menjadi Pasal 47 dan seterusnya sampai

dengan Pasal 61 menjadi Pasal 48



III. RAPERDA TENTANG PENATAAN DESA

-

Y

"f

Pada konsideran menimbang huruf a, berubah menjadi “ a.
bahwa dalam rargka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, memipercepat peningkatan kesejahteraan
masyarakat Desa, mempzarcepat peningkatan kuatitas pelayanan
publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pernerintahan Desa
meningkatkan daya saing Desa sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Desa, perlu
menyelenggarakan pena‘aan desa yang meliputi pembentukan,
penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan
desa di Kabupaten Rembang”.

Pada konsideran mengingat poin 3,4,5,6,8,10,13,14 dihapus dan
memasukkan poin 7 yaitu “Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Femerintahan
Yang Menjadi Kewcnanjsan Pemerintahan Daeran Kabupaten
Rembtang (Lembaran Dacrah Kabupaten Rerabang Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 81).

Pada BAB I tentang Ketentuan Umum ditambah 2 poin yaitu poin
20 dan 21 vang berbunyi :

1. Pasel 20 : Anggaran Peridapat:n dan Belanja Desa yvang
selanjutnya disebut APB Desa adalah rencanu keuangan
tahunan pemerintahan desa yang dibahas den disetujui
bersama oleh Pemerintah Desa dan 3PD, dan ditetapkan
dengan Peraturan desa.

2. Pasal 21 : Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

Pada BAB Il pasal 2 dihapus sehingga pasal 3 menjadi pasal 2
dan seterisnya.

Fada pasel 2 ayat 1, kalimet “sebagaimana dimaksud dalcm Pasal
2 huruf b” dihapus dan kata ‘berdasarkan” berubah menjadi
“berdasar”, -

Pada pasal 8 avat 5 kata “ /kota ” dihapus dan pada ayat 7, kata
“APB Desa induk” herubah menjadi “APB Desa Desa induk”
Semua kalimat “Sadan Permusyawaratan Desa” berubah menjadi
“BPD”.

Penambahan pasal baru yaity pasal 12, ‘yang berbunyi
“Ketentuan lebih lanjut m2ngenai pcmbentukan Desa akan diatur
lebih l=njut dalam Peratura- Bupati”, sehingga pasal yang semula
adalah pasal 12 menjadi pasal 13 dan seterusnya.

Penambzhan pasal baru yaitu pasal 21 yang berbunyi
“Ketentuan lebih lanjut me; igenai perubahan status Desa menjadi
kelurahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati ¢, sehingga
yang semula pasal 21 menjadi pasal 22 dan seterusnya.
Penambahan pasal baru yaitu pasal 23 yang berbunyi
“Ketentuan  lebih lanji't  mengenai perubahan  status

-,



Kelurahanmenjadi Desz diatur lebih lznjut dalam Peraturan
Bupati “, sehingga yang semula pasal 23 menjadi pacal 24.
Penambahan pasal baru yeitu pasal 25 yang berbunyi : “Dzsa di
wilayah Daerah ditetapan sebagaimana ‘ercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini”, szhingga yang semula pasal 25 menjadi
pasal 26 dan seterusnya.

»  BAB VI tentang Ketentuan Peralihan dihapus.

A1

F. Rekomendasi

1. Untuk menunjang tugas pemerintah di Kabu;:uten Rembang gerlu
ditentuk Bagian Pemerintah Desa tersendiri di Setda Kab. Rembang
dan tidak melekat di Bagian Femerintahan Umum.

2. Perlu pengkajian kembali dan validasi deta dari Badan Pusat Statistik
(EPS) agar data yang dimiliki up to date dan sesuai dengan kondisi
riil masyarakat sehingga pelaksanaan program-program Pemerintah
yang menggunakarn data dari BPS Disa tepat sasaran.

3. Perlu pembentuken Badan Pemberdayaan Masyarakatdan Desa(
Bapermades ) tersendiri can terpisah dari Badan Pemberdayaan
Mzsyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) agar
pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat dan desa
lebih optimal dan mengingat sudah terbentuknya Bapermasdes Prov.
Jateng.

G. Penutup

Demikian Laporan Panitia Ihusus I DPRD Kebupaten Rembang
dalam membahas 3 Raperda Kabupaten Rembang yang selanjutnva
sebagai tahan pertimbangan Persetujuan DPRD pada Rapat Paripurna
DPRD tanggal 30 Desember 2014.

Rembang, 23 Desember 2014
PANITIA KHUSUS | DPRD KABUUPATENREMB A NG

Ketua, Wakil Ketua,

I LYAS FUJI SANTOSO, SP, M4



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
~ KAEUPATEN REMBANG
J1. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos
59212 '
REMBANG

LAPCRAN

PANITIA KHUSUS 1I DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
HASIL PEMBAHASAN TERHADAP 3 RAPERDA
KABUPATEN REMBANG

b

A. DASAR :
Panitia Khusus II DPRD Xabupaten Rembang dibentuk dan

melaksanakan tugas berdasarkan pada :

1. Surat Pit. Bupati Rembang Nornor : 188.3/3091/2014 tanggal 27
November 2014 perihal Perubahan Prolegda Kabupaten Rembar.g
tentang :

a. Raperda tentang Cagar Budaya.

b. Raperda tentang Perlindungin Anak.

c. Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabu paten Daeiran Tingkat
I Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank
Perkriditan Rakyat “Bank Pasar” Kabupaten Daerah Tingkat I
Rembang.

d. Raperda tehtang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang.

e. Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

. Raperda tentang Penataan Desa.
g Raperda tentang Pengelolaar. Keuangan dan Kekayaan Desa.

2. Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Tim Asistensi Pembahasan
Raperda Kabupaten Rembang dalam rangla Penjadwalan Pembahasan
Raperda Non APBLC Kabupaten Fembangz Tahun 2014 pada tanggal 5
Desember 2014.

3. Peraturan DFRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang
Tata Tertib DPRD Kabupten Remb.ang.

4. Keputusan DPRD Kabupaten Rer ibang Nomor 15 Tahun 2014 tentang
. Penetapan Pimpinan dan Keanggc taan Panitia Khusus I, II dan Il DPRD
Kabupaten Rembang Pembahasar 8 (delapan) Raperda, dengan susunan
Keanggotaan Panitia Khusus II, Tugas dan Masa Tugas sebagai beriknt :



1. Susunan Keanégot_aah Paritia Khusus II Dprd Kabupaten
Rembang : .

NO NAMA INSTANSI/JABATAN
1 | MUHAMMAD ASNAWI,S.Fd:. Ketua Pansus ||
) |ALRCHAMST. | w.eweronsistl
3 SULI;'WO WL;“I ARM'I;I-[ o _:;g:t;—A i
4 | IMRO’ATUS SOLIEHAH:—S.E,M.H. Anggota N
s |HHARNOSE | g |
& | DCNNY KURNIAWAN,S.;, Anggota
7 | MOKHAMAD ZAENURI _ Anggota |
8 | HERI .KURNIAWAN,S.E. Anggota
9 | HYUDIANTO,S.H. N Anggota |
10 | HHM.MURSYID B Anggota

11 | MUHAMMAD IMRON Anggota

12 V‘SAI-ININGSIH,S.E. Anggota

13 | H.ISMARIL,S.H. Anggota

&14 H.JOKO SUPRIHADI,S;—I._ Anggota

2. Tugas:

Panitia Khusus II bertugas membahas Rancangar Peraturan Daerah
Kabupatzn Rembang tentang :
a. Perubahan Ketiga atas Pecaturan Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat 1l Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan
Daerah Bank Perkriditan Rakyat “Eank Passr” Kabupaten Daerah
Tingkat I Rembang.

b. Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pengeloiaan TPI di Kabupate: Rembfimg.

c. Raperda tentang Penyelengg«raan Pelayanan Publik.
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/ 3. Masa Tugas :
Sesuai jadwal yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD
bahwa Panitia Khusus Il melaksanakan tugasnya pada tanggal 19

s/d 24 Desember 2014 dan hasil kerjanya disampaikan pada Rapat
Paripurna DPRD tangga: 30 Desember 2014.

B. PELAKSANAAN PEMBAHASAN.

Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD dan

kesepakatan Fanitia Khusus II sebagai perikut :

-. Panitia Khusus !I mengadakan rapat dengan SKPD terkait pada
tanggal 19 s/d 24 Desember 2014,

C. HASIL PEMBAHASAN :

Dari pembahasan-pembahasan tersebut, Panitia Khusus II
menvepakati dan menyimpulkan dengan penyempurnaan-
peryempurnaan Raperda sebagai berikut :

6 Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Daerahh Tingkat II Rembang Ncmor 6 Tahun 1996 tentang
Perusahaan Daerah Bank Peckriditan Rekyat “Bank _Pasar”

Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

1. Pada konsideran mengingat nomor 3 yang berbunyi Undang-
Undang Nomor 1662 tentung Perusahaan Daerah dihapus.

2. Pada konsideran mengirgat nomor 8 yang berbunyi Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 diganti dengan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 te'itang Pemerintahan Daerah.

3. Pada konsideran mengiigat ditambah 1 nomor yaitu pada
nomor 16 yang berbunyi : Permendagri Nomor 22 Tahun 20C6
Tentang Pengelolaan Bani Perkriditan Rakyat milik Daerah.

4. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasel 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.



3. Dewan Perwakilaa Rakyat Daecrah yang seclanjutnya
disingkat BPRrRD adalih Lewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang.

4. Bupati adalah Bupati Rembang.

S. Perusahaan Daerah 3ank Perkreditan Rakyat Bank Pasar
selanjutnya disebut PD BPR Bank Pasar adalah Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten
Rembang.

6. Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat

dikeluarkan olch  PD BFR Bank Pasar sesuai dengan

Peraturan Daerah.

7. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan riodal yang
telah dipenuhi oleh pemegang saham.

8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas FD. BPR Bank
Pasar.,

9. Direksi adalah Direks IPD. BPR Bank Pasar.

10.Pegawai adalah Pegawai PD BPR Bank Pasar.

S. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal

T

24, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasa. 2A

Nama PD.BPR Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diganti menjad: PD.BPR
Bank Pasar Kabupaten Rem vang.

. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat

sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 8

(1) Modal Dasar PD BPR Bank Pasar- ditete phan sebesar
Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiakt.).

(2) Dalam hal raodal cisctor belum mencapai modal dasar,
Pemerintah Daerah bs:rkewajiban menganggarkan dalam
APBD yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan
daerah.

(3) Modal PD. BPR Bank Pasar merupakan kekayaan daerah
yang dipisahkan.

Ketentuan Pasal 35 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat
sehingga berbunyi sebagai berixut :



II.

1.

Pasal 35

(1) Laba bersih setelah dik:urangi pajak dan telah disahkan oleh

(2)

(4)

(5)

(6)

Al

Bupati, pembagiannya ditetapkan sebagi berikut :
a. deviden sebesar 50,00 % ; ,

b. cadangan umum sebesar 15,00 % ;,

c. cadangan tujuan sebesar 15,00 % ;

- d. dana kesejahteraan scbhesar 10,00% ;

e. jasa produksi sebesar 10,00 %. _
Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 bulan setelah laba

bersih disahkan oleh Bupati.

Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d dikelola urtuk kesejahteraan pegawai, yang
pelaksanaannya ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan
Dewan Pengawas.

Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
diberikan kepada pengurus dan karyawan PD. BPR Bank
Fasar.

Cadangan umum dan cadangan tujuan sebagaimaia dimaksud
pada ayat (1) huruf b dan huruf ¢ ditempatkan di PD BPR Bank
Pasar.

Pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan jika PD BPR Bank Pasar mempunyai saldo laba
positif.

Ketentuan Pasal 42 diuban sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasai 42
Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah iri
sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur dengan Peraturan

Bupati.

Raperda tentang Perutahan Perda Nonmo.r 4 Tahun 2009

tentang Pengelolaan TPI <i Kabupaten Rembang.

Pada konsideran mengingat ditambah 1 nomor yaitu pada nomor
8 yang berbunyi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

Ketentuan Pasal 1 diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 2
(dua) angka yakni angka 5a dan angka S5b, sehingga Pasal 1
berbunyi sebaga. berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daera’ ini yang dimaksud dengan:
1. - Daerah adaleh Kabupaten Rembang.

2. Pemerintah Daerah adalah ‘Bupati dan perangka: daerah
sebagai unisur penye enggara pemerintahan daerah.



Sa.

Sb.

10.

1l

12.

13.

14.

Bupati adalah Bupati Rembang.

Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat
Dinlutkan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Rembang.” : '

Kepala Dinas Keiautan dan Perikanan yang selanjutnya
disebut Kepala Dinlutkan adalah Kepala Dinas Kelautan
dan Perikanan Kabupaten Rembar.g.

UPT - PPUP adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan
dan Pengembangan Usaha Perikanan {abupaten
Rembang.

Administrator TP! adalah Pegawai Negeri 3ipil Dinlutkan
yang ditugaskar untuk memimpin peny:lenggaraan
pelelangan ikan di TPI.

Pejabat Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri
Sipil Pemerintah Kabripaten Rembang.

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia
atau pejabat pegawai negzeri sipil lertentu yang diberi
wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan
penyidikan.

Badan adalah sexumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, persercan Kkcmanditer, perseroan
lainnya. badan usaha riilik negara (BUMN), atau badan
usaha milik aaerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperzasi, dana persiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, ata1 organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

Nelayan adalah set:ap orang yang penghidupannya, baik
sebagian maupun seluruhnya, didasarkan atas hasil
penangkapan ikan di laut

Bakul adalah pescrta lelang yang menjadi pemenang
lclang di tempat pelelangan ikan.

Koperasi Nelavar: adalah Koperasi yang bergerak dibidang
perikanan tangkap.

[kan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau
sebagian siklus hidupriya terada di dalam lingkungan

perairan.

Tempat Pelelangan lkan yang selanjutnya disingkat TPI

‘adalah tempat yang disediakan oleh daerah untuk

penyelenggaraan peleliingan ikan.

Pelelangan ikan adalah penjualan ikan di TPl dengan cara
penawaran tertinggi sebagai pemenang.



15.

16.

7 8

18.

19.

20.

2],

22,

23.

24.

25.

Sumber daya iks n adalah potensi semua jeais ikan.

Pengelolaan periki:nan adalah semua upaya, termasuk

-proses- yang terintegrasi alam pengumpulan informasi,

analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan,
alokasi sumberdayz ikan dan implementasi serta
penegakkan hukum dari peraturan perundang-undangan
di bidang perikanen, yang dilakukan olet pemerintah
atau otoritas lain yang diarahkan urtuk mencapai
kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan
dan tujuan yang telah disepakati.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Rembang.

Retribusi TPl yang selanjutnya diszbut retribusi adalah
pungutan dalam perabayaran atas pelayanan penyediaan
fasilitas TPI yang dibsrikan oleh Pemerintah Daerah.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau hadan yang
menurut  peraturan perundang-undangar.  retribusi
diwajibkan untuk relakukan pembayaran retribusi.

Masa Retribusi adaleh suatu jangka waktu tertentu vang
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk
memanfaatkan fasilitas TPI.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SKRD adalatsurat ketetapan retribusi yang
menentukan besarn'-a pokck retribusi.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya

disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda
dan/atau bunga.

Kedaluwarsa adalal: suatu alasan untuk dilebaskan dari
kewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi
dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya
Syarat-syarat yarg ditentukan dalam peraturan
perundangundangan.

Pemeriksaan adalat serangkaian kegiatan untuk rmencari,
mengumpulkan dar. mengolah data dan /atau keterangan
lainnya untuk menguj kepatuhan pemenuhan kewajiben
retribusi dan tujuan lzin dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.

Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalsh
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyid ik
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang
terjadi serta menamukan tersangkanya.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubeh serta ayat (3) dihapus, sehingga
Pasal 5 berbunyi sebagai ber-kut :



Pasal 5

(1) Dalam rangka pendatian sumber daye ikan di laut, maka
hasil penangkapan ikan dilaut wajib didaratkan dan dijual
secara lelang serta diciitatkan pada petugas Dinlutkan di TPI.

(2) Semua hasil penangkaoan ikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikecualikan yang digunakan sebagai lauk pauk bagi
nelayan dan keluarganvya serta sebagai bahan penelitian.

- Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal
Sa sehingga berbunyi sebageai berikut:

Pasal 5a

Penanggungjawab pengelolaan T2l adalah Kepala Dinlutkan.

. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 oerbunyi sebagai
berikut :

Parcel 6

(1) Penanggung jawab teknis pelaksanaan pelelangan ikan di TPI
adalah Kepala UPT- PPUP Dinlutkan.

(2) Pelaksanaan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur lebih laniut dengan Reraturan Bupati.

(3) Proses pelelangan ikan dilaksanakan oleh administrator TPI
dibantu oleh Koperasi nelayan

(4) Pemenang lelang ikan ditentukan oleh peaawaran yang
tertinggi.

-

(5) Pembayaran lelang ikan dilaksanakan di TPI secara tunai.

(6) Bagi pemenang lelang vang tidak dapat melaksanakan
sebagaimana dimaksud rada ayat (5) maka di kenakan sanksi
administratif berupa denda sebesar 2% dari nilai lelang

. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 14

(1) Setiap pelayanan penyediaan fasilitas TPl dikenakan recribusi
sebesar 2,85 % (aua koma delapan puluh lima persen) dari
nilai-nilai lelang sehagzimana dimaksud dalam Pasal 12.

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan
kepada nelayan selaku penjual ikan sebesar 1,45% (Satu koma
empat puluh lima persen) dan bakul selaku pembeli ikan
sebesar 1,40 % (satu koma empar puluh persen).

. Ketentuan Pasal 15 diuban, sehingga Pasal i5 berbunyi sebagai
berikut
Pagal 15

(1) Retribusi terutang dipungut di térnpat obyek retribusi berada.



III.

(2) Administrator .-TPI [inlutkan dapat ditunjuk sebagai wajib
pungut retribusi sebecgaimana dimaksud pada avat (1) yang
ditctapkan olch Bupati.

(3) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang adalah lkoordinatcr pungutan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

. Retentuan Pasal 30 diubali, sehingg. pasal 30 berbunyi sebagai

berikut :
Fasal 30

(1) Setiap orang yang meianggar sebagaimana diinaksud pada
Jpasal S dan 6 ayat (§) diancam dengan pidana kurungan
paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp.
50.000.000,- (ima pulul: juta rupiah).

(2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibanya
sehingga merugikan keuangar Daerah diar:cani dengan pidana
kurungan paling lama 3 bulan.

(3) Pengenaan sanksi adm:aistratif sebagaimana dimaksud pada
pasal 6 ayat (6) tidak membebaskan diri dari sanksi pidana.

Penjelasan Pasal 6 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :
Yang dimaksud di bantu o‘ch koperaci nelayan adalah :

Bahwa koperasi nelayan dalam proses pelelangan ikan di TPI
mempunyai tanggung jawao an“ara Jain :

a. Mendorong nelayan can bak:ul untuk proses lelang di TPI.

b. Tkut menjaga ketertiban, keemanan dan kebersihan di TPI.

c. Membantu penanganarn kekurangan pembayaran lelang
ikan ( KPLI ) di TPI.

d. Membantu pembinaan dan pengawasan pada nelayan dan
bakul dalam pelaksanaan lelang di TPI.

10. Penjelasan Pasal 6 ayat (5) berbunyi sebagai terikut :

Yang dimaksudkan p2mbayaran secara turai adalah
pembayaran yang dilaksanakan paling lambat 1 x 24 jam sejak
proses pelelangan selesai.

Pelaksanaan pembayaran lelang ikan di TPl secara tunai
dilaksanakan selambat-lambatnya satu tahun sejak perda ini
diundangkan.

Raperda Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Pada konsideran mengingat ncmor 5, Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 dihapus.
‘Pada konsideran mengingat d, tambah tiga nomer baru yaitu no 11
yaitu: '
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara.
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Pada konsideran méngingat ¢i tambah tiga nomer baru yaitu no 12
yaitu: :
Undang-Undang Nomor 23 Tanun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah. ‘ .

Pada konsideran mengingzat di tambah tiga. nomer baru yaitu no 13
yaitu: D = Ny

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrssi
Pemerintahan. '

Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

(3) Pelayanan cepat merupakan ~ bentuk pelayanan terhadap
kebutuhan publik yang harus diselesaikan dalam waktu
selambat-lambatnya lima belas hari kerja

Ketentuan Pasal 14 ayat (3), '4), (5),(0),(7) dan (8) diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

(3)Evaluasi terhadap kinerji pelaksana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan metode survei yang jelas dan
terukur, dengan memperhatikan perbaikan prosedur dan/atau
penyempurnaan organisasi sesuai dengan asas-asas pelayanan
putlik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyelenggara wzjib melakukan kajian metode survei kepuasan
masyarakat terhadap layanan publik yang telah diberikan.

(5)Kajian  terhadap metcde survei kepuasan masyarakat
sebagaimana dimaksuc pada ayat (4) dilakukan untuk
nmengetahui tingkat kepuasan masvarakat terhadap p:layanan
publik.

(6) Kajian terhadap metocde survei kepuasar. ~masyarakat
sebagaimana dimaxksud pada ayat (5) dilakukan sekurang-
kurangnya 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) tahun;

(7) Kajian  terhadap metode survei kepuasan  masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh
penyelenggara dan/atau dapat bekerjasama dengan perguruan
tinggi atau pihek !ain yang bherkompeten;

(8)Hasil kajian terhadap metode survei kepuasan masyarakat
sebagaimana dimaksud ayat (6) disampeikan kepada pimpinan
DPRD dan/atau komisi DPRD yang membidangi urusan
pelayanan publik;

Ketentuan Pasal 27 arat (2,i3),(4) dan (5) diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

(2) Komponen standar peleyanan sebagaimana dimaksid ayat (1)

dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

a. Komponen Standar Pelayaian yang terkait dengan proses
penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi:



b.

1) Persyaratan

2) Sistem, mekanismre, dan prosedur

3) Jangka waktu pelayanan

4) Biaya/tarif

5) Produk pelayansn

6) Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Komponen Standar P:layanan yang terkait dengan proses
pengelolaan pelayarian di internal organisasi (manufacturing)
meliputi:

1Y Dasar hukum

2) Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas

3) Kompetensi pelaksana

4) Pengawasan internal

S) Jumlah pelaksan:.

6) Jaminan pelayanan

7) Jaminan keamarian dan keselamatan pelavanan

8) Evaluasi kinerja pelaksana

(3) Pelibatan masyarakat dan pihak terkait dilakukan dalam

(4)

(5)

menyusun standar pelayanan yang terkait dengan per.yampaian
pelayanan.

Rompor.en standar pelayanan yang terkait dengan pengelolaan
internal pelayanan proses pengembangan dan penyusunannya
diserahkan pada masing ~masing penyelenggara pelayanan.

Ketentuan lebih lanjut ruengenai penjabaran komponen standar
pelayanan yang terkait dengan penyampaian pelayanan
terlampir dalam lampiran I yang tidak terpisah dari Peraturan
Daerah ini.

8. . Pasal 28 ayat (10) diubah sehingga berbunyi :

(10) Dalam  melakukan penetapan  maklumat  pelayanan

sebagaimana dimaksud pada aya* (1) huruf f penyelenggara

memperhatikan hal-hal scbagai Lerikut:

a. menyusun pernyataan kesanggupan dan kewajiban
penyelenggara untuk melaksanakan pelayanansesuai
dengan standar pelayanan;

b. menyusun pernyatian memberikan pelayanan sesuai
dengan kewajiban din akan melakukan perbaikan secara
teris menerus

C. menyusun pernyatazn kesediaan untuk menerima sanksi,
dan atau memberika:n kompensasi apabila pelayanan yarg
diberikan tidak sesu:i standar

d. maklumat pelayanan wajib dipublikasikan kepada
masyarakat secara ;clas dan luas paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja setelah standu: pelayanan ditetapkan;

-~
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9. Penjelasan Pasal 9 ayat (31 berbunyi sebagai berikut :
Yang dimaksud penyelesaian pelayanan cepat selambat-lambatnya
lima belas hari kerja adalah terhitung sejak dokumen masuk

dinyatakan lengkap.

. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan 3 Raperda Panitia Khusus II DPRD Kabupaten
Rembang dapat menerima dan menyetujui 3 Rancangan Peraturan Daerah
tersebut diatas ditetapkan menjedi Peraturan Daerab dengan perubahan
dan penyempurnaan sesuai hasil Rapat Panitia Khusus II.

REKOMENDASI

1. Harus ada fakta integritas antara Pengelola TPl dan N elayan.
2. Agar ada Perbub yang mengatur ¢entang mekanisme lelang dan retribusi

terhadap kapal cantrang.

3. Pembagian 2,15 % yang berasal dari iuran nelayan1,55 % dan iuran

bakul 0,60% dan pembagianya supaya dinotariskan.

4. Pembentukan team pengawas KPLI.

&

Pelaksanaan pembayaran lelang ikan d° TPI secara tunai dilaksanakan.

selambat-lambatnya satu Tahun sejak Perda ini diu ndangkan.

PENUTUP. .

Demikian Laporan Panitia Kbusus II DPRD Kabupaten Rembang
dalam membahas 3 Raperda Kahupaten Rembang yang selanjutnya sebagai
bahan -pertimbangan Persetujuan DPRD pada Rapat Paripurna DPRD
tanggal 30 Desember 2014.

Rembang, 24 [Cesember 2014
PANITIA KHUSUS Il DPRDC KABUPATENRE MB AN G

Ketua,

[ - flan:

i 4
H.MUHAM ASNAWILS.Pdi ALI IRCHAM,’ST



PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN
DPRD KARUPATEN REMBANG

TERHADAP

HASIL PEMBAHASAN DELAPAN RAPERDA NON APBD
KABUPATEN REMBANG
TARUN 2014

DI SAMPAIKAN DAL.AM RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG
Hari : Selasa Tanggal : 30 DESEMBER 2014
Dibacakan oleh : MOKHAMMAD ZAENURI
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PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
HASIL PEMBAHASAN DELAPAN RAPERDA
KABUPATIEN REMBANG
TAHUN 2014
Selasa, 30 desember 2014

Dibacakan oleh : MOKAMMAD ZAENURI

Ussalamu alailbium Wearofimalulloali waliavolalih. . ..

Selamaz pagi, dan Salam sejatitna bagé bita semua .. ..

BISMILLAHIRROFNANT RROFTI. . ...

Alhamdulillahi Robbil a’lamiin, asiiolatu wassalamu a’la Asyrofil Ambiyai

walmursalin, Scyyidina Wamaulana Muhammadin, wa'ala alihi wosohbihi

ajma’iin..., Amma ba’du ...
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Yang kami hormati

-

» 1. Sdr. Plt Bupati Rembang

» 2. Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten
Rembang

» 3. Sdr. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

» 4. sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah,
kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian
Setda, dan para Camat dilingkungan Kabupaten Rembang

» 5. Sdr. Sekretaris Cewan beserta staf

» 6. Sdr. Pimpinan Orgarisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan

Wartawan, dan semua iadirin yang berbahaga.

Sebelum kami lanjutkan penyampaian pendapat akhir ini, terlebih dahulu
marilah kita tak henti-hertinya selalu memanjatkan puji dan syukur kehadlirat
ILAHI ROBBI, atas segala limpahan Rohmat, Niksnat; Taufik dan Hidayah-NYA
yang dikaruniakan pada kita, sehingga sampai kini, kita masih diberikan
kesempatan menghadiri Rapat Paripurna DPRD ini, dalam keadaan sechat Wal
afiat tidak kekurangan suatu apapun.

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada Jjunjungan nabi
besar kita, MUHAMMAD SAW yang telah menunjukkan kita dan sebagai suri
tauladan bagi kita semua.

Berkenaan dengan tragedi  pesawat AIR ASIA, dengan nomor
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penerbangan QZ-8501, y;mg n;efnbawa penumpang 154 orang, yang hilang
dalam rute penerbangan antara Surabaya — Singapura dan musibah tanah longsor
di Kabupaten Banjarnegara, kami ikut prihatin dan menyampaikan bela
sungkawa yang sedalam-dalamnya. Kami berdo’a seﬁoga pencarian pesawat Air
Asia oleh tim gabungan penyelamat nasional segera berhasil menemukan

pesawat tersebut. Amin Ya Robbal Alamin.,

Sdr. Plt Bupati dan segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...,

Mengawali penyampaian pendapat akhir ini, kami dari Fraksi Fartai
Persatuan Pembangunan, mengueapkan selamat menyongsong tahun Baru 2015,
semoga di tahun yang akan datang, kita selalu diberikan kemudahan atas segala
urusan dan diberikan kesuksesan oleh ALLAH SWT, dalam menjalankan tugas
untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Rembang tercinta ini menjadi lebih
baik.

Kami juga memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten
Rembang, kususnya kepada SKPD — SKPD terkait , yang telah bekerja keras
secara meraton, schingga delapan Raperda tersebut, tahapan demi tahapan
pembahasan dan penyusunannya danat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang
direncanakan, baik di Pansus I, IT maupun III.

Kam! juga menyanpaikan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya
kepada para pakar akademisi, para tokoh masyarakat, para Camat dan Kades se-

Kabupaten Rembang, yang telah banyak membantu dan memberikan masukan
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sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan atas tersusunya delapan Raperda

ini.

Sidang Dewun yang kami hormati.....,

Selanjutnya dari Fraksi Pactai Persatuan Pembangunan, menyampaikan
pendapat akhir , dengan mengucap Bismillahirrchmanirrohiim Menyetujui, Atas
Delapan Rapeda Tahun 2014 ini, unt.k ditetapkan menjadi Perda Tahun 2014,
dengan segala perubahan, baik oenambahan dan pengurangan didalam
pembahasannya.

Ada beberapa catatan yang pcrlu kami sampaikan, untuk diperhatikan dan
ditindak fanjuti, antara lain -

1. Berkenaan dengan Tiga Raperda tentang Desa, Pemkab harus

melaksanaken  bimbingan/pembinaan kepada pemerintahan desa dan

lembaga-lembaga yang ada didesa.

2. Untuk mendahkan pelaksanaan Perda ini, Pemkab disarankan

mambentuk Bapermades.

3. Berkenaan dengan pembagian retribusi 2,85% yang dibebankan kepada
nelayan 1,45% dan bakul 1,40% agar pelaksanaannya dilakukan

pengavvasan bersama dengan pihak terkait.
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. Iuaran nelayan dan bakul kepada KUD sebesar 2,15%, dengan rincian

nelayan 1,55% dan bakul 0,60 % , harus benar-benar dimanfaatkan untuk

kesejahteraan nelayan dan hakul.

. Diupayakan ada kerjasama pit:ak terkait, dalam pengelolaan ikan, pada

saat over produksi, sehinnga tidak merugikan nelayan.

. Pemkab. harus menjaga dan melestarikan cagar budaya, yang mempunyai

nilai sejarah tinggi, seperti Pathol Sarang dan Bangunan-bangunan kuno.

. Mengamankan situs terjan, dari kegiatan penambangan yang tidak

terkeadali.

. Pemkab harus melakukan upaya perlindungan terhadap anak, yang

menjadi korban kelerasan, dan melakukan rehabilitasi mental, Daik

kepada korban maupun pelaku yang berstatus anak.

. Memberi ruaag kepada LSM dan Ormas yang peduli anak, dengan

melakukan perdainpingan pada proses hukum yang terjadi pada anak.

10.F-PPP setuju terhadap pengusana perhotelan, Café, Klab malarn, warkop

dan sgjenisnya, untuk tidak mempekerjakan anak dibawah umur.

Demikian Pendapat akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, tentang
hasit Pembahasan Delapan Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2014, dengan
harapan sefelah ditetapkan, segera dilakukan sosialisasi sehingga dapat menjadi

pedoman dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat.
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Trima kasih atas perhatian, dan mohon maaf ates segala kekurangannya... ..

Wassalamu a’laikum Warohmatullahi Wabarokzatuh... ..

Rembang, 30 Desember 2014

PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG
KETUA = ;‘\iSEKRETARIS
/= / i |
(i e
\ 4%
SUGIHARTO \2)_ZAIMUL UMAM NS




PENDAPAT FRAKSI DEMOKRAT
TERHADAP HASIL PEMBAHASAN
R RAPERDA NON APRLD KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2014

FRAKSI CEMOKRAT
DPRD KABUPATEN REMBANG
Rembang, 30 Jesember 2014

Dibacakan oleh : Hj.HIKIVIAH PURNAMAWATI



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 11
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI DEMOKRAT

JI. Diponegoro No. 88 Rembang;
telp. (0295) 691194; 693290; 693291

-~

TERHADAP HASIL PEMBAHASAN 8 RAPERDA NON APBD
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014
SELASA, 30 DESEMBER 2014
DI BACAKAN OLEH : Hj. AIKMAH PURNAMAWATI

Assalamu’alaikum Wr.Wb
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua
Yang kami hormati :

Saudara Plt.8upati;

Saudara Pimpinan dan segenap A nggota DPRD Kabupaten Rembang;

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;

Staf Ahli Bupati, Asisten Sexretcris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas,

o

Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camnat dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Rembang;

5. Saudara Sekretaris DPRD Kabupateri Rembang bersama staf;

6. Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, rekan wartawan dan
segenap hadirin yang berbzhagia.

Segala puji bagi Allah SV/™, Tuhan Yang Maha Esa yang memberi Ratmat
atas segala nikmat yang kita rasakan bersama yaitu kehadiran kita bersama untuk
menetapkan masa depan Kabupaten Rembang yang kita cintai ini berupa
penetapan 8 Raperda menjadi Perda Kabupaten Rembang Tahun 2014. Semoga
Rembang lebih maju, ainamis, aman, tenteram, dan makmur serta iman dan
taqwa selalu terjaga.. amin.

Saudara Plit.Bupati dan Sidang Dewan Yang Terhormat...

Terkait dengan pembahasan 8 Raperda Tahun 2014 yang telah melalui
pembzhasan yang panjang antara Pan'tia Khusus (Pansus) dengan pihak Eksekutif
serta pihiak-pihak lain, tahapan demi tahapan dilalui dengan baik dan lancar
sehingga 8 Raperda Tahun 2014 ini bisa diselesaikan sesuai jadwal.



Dengan mengucap Bismillahirohmanirohim kami dari Fraksi Demokrat

menyetujui 8 Raperda Non APBD :

1. Raperda Penataan Desa.

2. Raperda Pengelolaan Keuan :an dan Aset Desa.

3. Raperda Penyelenggaiaan P~merintahan Desa.

4. Raperda Felayanan Putlik.

5. Raperda Perusahaar Daeral: Bank Peskreditan Rakyat “ Bank Pasar ”
Kabupaten Daerah Tingkat |i Rembang.

6. Raperda Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang.

7. Raperda Perlindungan Anak
8. Raperda Cagar Budaya

untuk ditetapikan men;adi Perda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014 .

Saudara Pit.Bupati dr1 Sidang Dewan Yang Terhormat...

Selanjutnya Fraksi Demokrat manyampaikan beberapa catatan terkait

dengan 8 Raperda Tahur 2014 ini sebagai berikut :

1.

S}

Dengan disahkannya Raperda ini menjadi Perda, diharapkan Pemerintah
bisa melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku ( tegas )supaya
masyaratat bisa menikmatinya. Dan mengenai Raperda tentang
Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa supaya berhati-hati dalam
penggiunannya dan masyarakat dilibatkan disetiap penggunaannya.

Dengar disahkannya Perda Pengelolaan TPl di Kabupaten Rembang ini
diharapkan pembagian yang berasal dari iuran bakul dan iuran nelayan bisa
dilaksznz kan dengan baik dan harus ada perjanjian antara nelayan dan
koperasi nelayan.

Supaya dibuat aturan yang mengatur tentang tata kelola lelang dan
distribusi terhadap kapal sedang (Cantrang).

Diharapkan dengan diberlakukannya Perda Cagar Budaya bisa menambah
sernangat dalam pengelolaan visata Rembang, khususnya mendorong
wisata sejarah yang sangat lua: biasz besarnya.

Diharapkan dengan diberlakukanaya Perda Perlindungan Anak, Pemerintah
dan Dinas terkait serta masyarakat dapat mengaplikasikannya demi
kepentingan anak-anak sebagai generasi penerus. Dan dimohon kepada

DAamranrimtal fitmaiin manmamarhat bham cascaea Lliiriirn amals amal, +avlans
reniciiiitar. SUgaya iciipcinat nart sciara Aliusus, atigh-diian wciiaiit

yang tidak tahu asal usulnya dalain hal pembuatan akta kelahirannya.



Demikian peridapat Fraksi Demokrat berkaitan dengan hasil pembahasan
8 Raperda Non APBD Kabupater Rembang Tahun 2014. Semoga Allah SWT
meridloi niat luhur kita semua.

Akhir kata, bila ada tutur kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf
yang sebeszi-besarnya.

Billehi taufig wal hidayabh...

Wassalamu’elaikum Wr. Wb.

Rembang, 30 Desember 2014

FRAKSI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

v SEKRETARIS,

%
/ﬁl KARTONO,SPd, pret




PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Wembeta Yany Beurn

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP

HASIL PEMBAHAGAN KAPERDA TAHUN 2014

disampaikan oleh WASIMAN
Pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Selasa 30 Desember 2014

Assalamu‘alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Yang terhormat Saudara Pelaksana Tugas (PIt). Bupati Rembang

Yang kami hormati Saudara Pimpinan dan Segenap Angyota Dewan:

Yang kami hormati Saudara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkomida); Komandan
Kodim Rembang, Kapolres Rembang, Kepala Kejuksain, Ketua Pengadilan Negeri
Rembang; dan Ketua Pengadilan Agama Rembang

Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daere1 besrta Pejabat di lingkuangan Pemkab.
Rembang Serta Para Camat Se- Kabupaten Reinbang;

Yang Kami hormati Suadara Sekretaris DPRD baserta jaiarannya

Yang Kami hormati Pimpinan Parpol, Wartawan Para Pimpinan Ormas, Organisesi Wanita,
LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagie.



Mengawali pendapat akhir ini perkenarkanlah kami FPKB menghaiurkan Puji
Syukur kehadirat Allah SWT Atas segala limpahar rahmat Taufiq dan Hidayahrya sehingga
sampai saat ini kita semua masih bisa menikmati karunia dan rahmat-NYA. Sholawat dan
salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAVY.

Hadirin sidang dewan yang kami hormati

Setelah melalui proses yang panjang dalam pembahasan raperda tahun 2014, kami

FPKB :

1. memberikan apresiasi setinggi-tingg.nya kepada segenap tim Pansus tentang
raperda yang telah mencurahkan segalanya dalam pembahasan rape:da ini.

2. Beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh Pansus |, Il dan Il untuk segera
ditindak lanjuti oleh pemkab

FPKB memberikan beberapa catatan anatara lain:

a.

Perlu pengkajian kembali dan validasi deta 8PS agar cate yang dimiliki riil di
kondisi masyarakat sehingga pelaksanaan program-program pemer:intah yang
menggunakan data BPS tepat sasaran

Untuk menunjang tugas pemkab perlu di bentuk bagian pemerintahan desa
tersendiri di setda rembang dan tidak melekat di bagian umum

Perlu di bentuknya Badan Pemberdayaan Masyarakat Cesa (Bapermades)
tersendiri dan terpisah dari BPMPKB agar pelaksanaan program pemberdayaan
masyarakat desa lebih optimal sekaligus mengingatkan bahwa bapermades
provinsi jateng sudah terbentuk

Pemkab Rembang agar selalu menc adakan festival budaya guna melestarikan
kebudayaan local dan sekaligus menpromosikan kepada wisatawan domestic
maupun internasional.



Hadirin sidang dewan yang terhormat

FPKB mengucapkan banyak terima kasih kepada semua oihak khususnya kepada
para Pemerhati budaya, LSM dan media yang szlalii membantu menggerakkar. masyarakat
khususnya masyarakat desa untuk menjadi te-bedayakan, masyarakat yang berbudaya,
masyarakat yang selalu mencintai adat istiadat \/arisan ..

Maka dengan mengucapkan BISSMILLAHIRROHMANIRROHIM, Fraksi Partai
Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Rembang MENYETUJUI DELAPAN RAPERDA
menjadi PERDA.

Sebelum kami akhiri, mohon doa alfatihah kepada KH. ABDURRAHMAN WAHID
yang pada bulan ini bertepatan dengan HAUL ke 5

Sekaligus mendoakan agar bangsa Indonesia di jauhkan dari musibali dan bencana,
serta mendoakan pesawat airasia yang hilang segera ditemukan.

Alfatihah....

Sekian kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar - besarnya .

Wallahul Muwaffiq llaa Aq wamittorieq
Wasalammu'allaikum Wr. Wb.

Rembang, 30 Desember 2014
Fraksi Partai Kebangkitan Bengsa
PRD Kabupaten Rembang

Sekretaris




FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KARUPATEN REMBANG

PENDAPAT FRAKS!

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NA%DEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

TERHADAF
MENYUSUN PENDAPAT AKHIR TENTANG PEMBAHASAN gRAPERDA

Dilhacakan Oleh :

Assalamu’alaik}:m warohmatullahi \vabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita semua
MERDEKA.....II]

Yang terhornai, Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang terhormat, Fimpinan Beserta Segenap Anggota DPRD Rembang

Yang terhormat, $ekretaris Daerah Kebupaten Rembang

Yang terhomat, Muspida Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Ketua Pengadil;an Negeri Rembang

Yang terhormat, Ketua Pengadilan Agama Rembang

Yang terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Kabag dilingkungan Setda Kab. Rembang

Yang terhormat, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Camat sé-Kabupaten Rembang
Para Tamu Undangan yang Berbahagia

Puji syukur kami panjatkan kehadirat lllati Robbi yang telah memberikan kesempatan,
kemudahan dan kenikmatan hidup. Allah Yarng Maha Kuasa yang telah menganugerahkan
berbagai berkah sehingga dipagi ini kami mampu menghadirkan Pendapat Akhir Fraksi PDIP NAspEN
terkait Pembahasan % Raperda.

Setelah dilakukan diskusi-diskusi dan pembahasan terkait Pembahasan 7 Raperda dan
rekomendasi dari Pansus = Pansus , maka ocerkenankanlah di forum yang terhormat ini kami
menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. sesuai dengan rekomendasi dari pansus | kami dari fraksi PDI Perjuangan Nasdem juga
mendorong pemerintah membentuk bagian yang khusus membidangi Pemerintahan Desa
agar lebih foxus dan tidak melekat pacla Bagian Pemerintahan

2. Perlu juga pemerintah melakukzn pengkajian kembali data dari BPS yang sesuai dengan
kondisi masyarakat agar Program KIP, XIS dan lainnya dapat tepat sasaran dan tidak
terjadi masalah di masyarakat bawah.

3. seperti hainya pansus | kami juga mendorong adanya pembentukan BAPERMADES guna
memperlancar semua program - program Pemberdayaan masyarakat Desa.

4. kami Fraksi PDI Perjuangan nasden~ mendukung adanya pakta integritas antara
pengelola TPl dan Nelayan

5. Kami meminta agar diterbitkannya Perbup yang mengatur tentang mekanis lelang
retribusi terhadap kapal cantrang.

6. Pembagian 2,15 % yang berasal dari iuran nelayan 1,55% dan dari iuran Bakul 0,60%
pembagian2,15% tersebut di atur / di notariskan.



o

" 7. Kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem juga mendorong dibentuk team pengawas KPLI

8. Sesuai Rekomandasi Pansus I kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem ingin pembayaran
lelang di TPI secara tunai dilaksanakan selambat — lambatnya satu tahun sejak Perda ini
diundanglan.

9. Kam: Fraksi PDI Perjuangan Nasdem menghimbau Pemkab melalui SKPD terkait
melakukan pendataan benda cagar budaya yang ada di wilayah kabupaten Rembang ini
agar dapat zilakukan perawatan dan penjagaan .

10.sélain benda cagar budaya yang ada tapi pemeérintah juag melakukan péndataan budaya
- budaya asli caerah Rembang ini misal Patol sarang, Kethoprak dan lain — lain.

11.Yang teraktir dan tidak kalah penting yaitu kami dari fraksi PDI perjuangan nasdem
menekankan kepada Pemerintah untuk bener — bener konsisten menjalankan dan
menegakkan Raperda ini jika sudah di sahkan nantinnya agar tidak menjadi sesuatu yang
mubadzir tapi menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat banyak.

Hadirin Sidang Paripurna yang Kami Mulyakan
Demikian Pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan Nasdem ini dibuat, semoga ada guna dan

manfaatnya, ada kurang lebihnya mohon maaf.
Billahi Taufiq wal Hidayah

Wassalamu alaikum wr. Wb.

MERDEKA.

KETUA,

fe—
JASMANI ALI IRCHAM ST



PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI GERAIKAN INDONESIA RAYA ( GERINDRA )
DPRD KABUPATEN REMBANG

TERE ADAP

8 (DELAPAMN ) RAPERDA
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014

PARTAI

GER

GERAKAN INDONESIA RAYA

REMBANG, 30 DESEMBER 2014



FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA ( GERINDRA )

DPRD KABUPATEN REMBANG
JLP.Diponegoro No.88 Rembang ( 0295) 691194 Kode Pos 59251

“—
PENDAPAT AKHIR

FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA ( GERINDRA )
DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

8 (DELAPAN ) RAPERDA
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014

Disampaikan ol¢h : Puji Santoso
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Selasa 30 Desember 2014

Assalamu ‘aleikum wr. wb.

Salam Indonesia Raya

Yang terhorma: Sdr. Plt. Bupati Rembang

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan;

Yang kami hormati Sdr. Para Anggota Forpimda dan Ketua Pengadilan Negeri Rembang;
Yang kami hormati Sdr. Para Komandan / Kepala Kesatuan TNI-POLRI

Yang kami hormati Sdr. Para Pejabat dilingkungan Pemkab. Rembang Serta Para Camat Se-
Kabupaien Rembang;

Yang Kami hormati Sdr.Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi
Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Pendapat akhir Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
terhadap 8 Raperda, kami tiada lupa mengajuk kita semua senantiasa bersyukur kepada Allah
SWT atas segela limpahan Rahmad, Nikmat dan karuniaNya sehingga sampai saat ini
kebersamaan semva jajaran Eksekutif , Legeslatif dan Yudikatif dalam melaksanakan tugas
pengabdian kepada seluruh masyarakat Rembang bisa berjalan dengan baik.



Sidang Paripuina Yang Kami Horm}ati

Dalam proses pembahasan raperda, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tinggi
kepada semua Pansus dan Pihak terkait yang telah membahas raperda secara serius dan dapat
menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan. Kami berharap agar Pemerintah Kabupaten Rembang
segera mungkin dapat menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pansus I, II
dan III

Terkait dengan Perda tentang Desa, Setclah Peraturan Pemerintah dan undang-undang
dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, kini Peraturan daerah yang ditunggu-tunggu
oleh masyarakat Kabupaten Rembang bisa disyahkan dalam rapat paripurna hari ini, dengan
maksud agar Perda dapat dilaksanakan pada tahun 2015. Berbagai hal diatur dalam Peraturan
Peraerintah no 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun
2014 tentang Desa ini. Kami berharap dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah
dapat mensosialisasikan dengan jelas agar sejuirlah dana yang masuk ke desa dapat digunakan
semaksimal mungkin untuk kemakmuran warga masyarakat desa.
Sidang Paripurna Yang Kami Hormati

Dengan mengucap Bismillahirrohmanir-ohim, kami Fraksi Partai Gerakan Indonesia
Raya menyetujui 8 Raperda yang telah dibahas dalam Pansus untuk ditetapkan menjadi Perda.

Demikian pendapat akhir kami, Atas szgala kekurangannya disampaikan permohonan
maaf dan terima kasih. semoga Allah SWT selalu menunjukan jalan yang benar dan terbaik bagi

kita semua. Amiiin...

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Rembang, 30 Desember 2014

\“DON@&
/
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Sekretaris



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA )

SEJAHTERA

e

P e o
SRR

PENDAPAT FRAKSI KARYA SEJAHTERA
" DPRD KABUPATEN REMBANG

atas Hasil Pembahasan

1. Raperda ttg. Penataan Desa
2. Raperda ttg. Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
3. Raperda ttg.Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
4. Raperda ttg. Perubahan atas Perda No 6 Th1996
ttg. PD BPR Bank Pasar Kabupaten Dati Il Rembang
5. Raperda ttg. Perubahan Perda No 4 Th 2009
ttg. Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang.
- 6. Raperda ttg. Perlindungan Anak.
7. Raperda ttg. Pengelolaan Cagar Budaya.
8. Raperda ttg. Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kab.Rembang
Hari Selasa, 30 Desember 2014
Juru Bicara : H. JOKO SUPRIHADI, SH



-

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

e Yang terhormat Sdr. Plt. Bupati Rembang

e Yang terhormat Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD
Kabupaten Rembang

(A5 S b AN

e Yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten

Rembang

Yang terhorraat Sdr. SEKDA, Assisten SEKDA Kabupaten Rembang

e Yang terhormat KABAG, Kepala Dinas Kantor/Instansi Kabupaten
Rembang

terhormat Sdr. Sekretaris DPRD Kabu

e Yang terhormat Sdr. Camat, para Wartawan dan Undangan yang

berbahagia

Fada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita memanjatkan
puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan
rahmat, berkah dan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua

sehingga kita masih bisa hadir dalam suasana yang baik ini.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat
Serelah Panitia Khusus DPRD bersama SKPD terkait membahas 7

(tujuh) RAPERDA yang disampaikan cleh eksekutif dan 1 (satu) RAPERDA
inisiatif dari legislatif. Tibalah saatnya Fraksi Karya Sejahtera
menyampaikan pendapat fraksi atas pembahasan raperda ini sebagai

berikut;

1. Raperda perubahaan atas Perda Kabupaten Rembang Nomor 4 Th.
2009 tentang Pengelolaar. Tempat Pelelangan lkan.

Dalam raperda ini prosentase pungutan retribusi dari nelayan dan
bakul mengalami penurunan jika di bandingkan dg perda induknya
yaitu perda no 4 th 2009, yang semula total retribusi sebesar 3,5
prosen menjadi 2,85 prosen dari total raman.

(%]



Meskipun secara prosentas? menurut Raperda ini mengalami
periurunan tapi FKS mempunyai keyakinan PAD dari retribusi ini
tidak otomatis mengalami penurunan juga. Kami masih melihat
kurang optimalnya SKPD terkait di dalam penegakan Perda No 4 Th
2009 yg berujung pada kebocoran perolehan PAD kita. Diantara
kurang optimalnya penegakan Perda No 4 Th 2009 di antaranya

o Masih terjadinya transaksi penjualan ikan di luar TPI.

o Pada nelayan cantrang yang mendaratkan ikan tangkapannya di
TPl Tasikagung 2 di dalam transaksi masih belum menggunakan
sistem lelang. Padahal nelayan ini dari sisi raman lebih tinggi di
bandingkan dengan nelayan yg melelangkan ikannya di TPI
Tasikagung 1,tetapi dari sisi retribusi justru lebih tinggi TPI
Tasikagung 1.

Untuk itu FKS merekomendasikan ;

a. Agar segera di buat perbub yang mengatur lebih lanjut tentang
mekanisme transaksi ikan khususnya pada nelayan cantrang di TPI
Tasikagung 2.

b.Agar setiap produk hukum berupa perda ini nanti bisa berjalan
efektif maka instansi terkait wajib untuk menegakkan.

. Raperda perubahaan ketiga atas Perda Kabupaten Dati Il Rembang
nomor 6 tehun 1996 tentan¢ PD BPR Bank Pasar Kabupaten Dati |l
Rembang.

BPR Bank Pasar merupakan banx perkreditan yang saham
tunggalnya di miliki oleh Pernkab Rembang. Karena itu FKS sepakat
jika modal dasarnya ditambah menjadi Rp.25 000 000 000,- (dua
puluh lima milyar rupiah). Meskipun demikian kami merekomendasi
agar di dalam pengelolaannya mengutamakan faktor kehati-hatian.
Jangan sampai teriadi ada penyimpangan keuangan seperti masa
lalu yang mlibatkan kepala daerah dan pihak menegemen. Untuk
itu pengawasan ternadap penelolaan bank pasar nantinya lebih di
tingkatkan lagi.

. Raperda tentang Penataan Desa, Raperda tentang Pengelolaan
Keuangan dan Aset Desa dan Raperda tentang Pemerintahcn
Desa.

Mengenai Tata Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes) maupun Pengelolaan Aset Desa setelah ditetapkan dalam
Perda nanti, hendaknya diatur secara rinci dalam Peraturan
Bupati. Demikian pula mengenai tanah bengkok kepala desa dan



perangkat desa, juga harus diatur secara jelas dalam Peraturan
Bupati tanpa mengurargi nilai-nilai sosial untuk kemakmuran
masyarakat desa.

Kami juga merekomencasikan untuk menghindari hal-hal yang
tidak diinginkan, kami menganjurkan agar ada tenaga teknis
profesional yang menguasai administrasi keuangan yang

mandamninal hc_:mor—'qi-a!-\ Aaca
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4. Raperda tentang Peiyelenggaraan Perlindungan Anak.
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
nf\fl':nlll Ll alelatal AP\‘\I ‘:n‘. !TP-\'IF‘. l,ﬂ“llﬁ Cﬂ\ﬂ.qb\‘ [l abe kﬁ’k"\?‘\"\ l'\-\l' ‘\F\Il
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anak di Kabupaten Rembang bisa terwujud secara baik.

5. Raperda tentang Pengeloluan Cagar Budaya.
Cagar budaya adalah benda warisan yang tak ternilai harganya,
karena itu harus kita jaga kelestariannya. Inilah perlunya
ditetapkan Perda tentang Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten
Rembang, agar generasi mendatang tidak kehilangan harta yang
sangat berharga yakni karya budaya nenek moyangnya.

6. Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Dengan berlakunya Undang-undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, maka pemerintah kabupaten/kota dituntut
untuk lebih meningkatkan pelayanan publik, menyederhanakan
jenis pelayanan publik dan mempercepat proses pelayanan publik.
Kalau hal ini terwujud maka masyarakat akan mendapatkan
jaminan pelayanan publik yang prima. Fraksi Karya Sejahtera
berharap, dengan ditetapkannya Perda tentang Penyelenggaraan
Petayanan Publik akan mendorong terciptanya daya guna dan hasil
guna Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mensejahterakan
masyarakat melalui pelayanan publik.

Cengan berbagai masukan diatas, Fraksi Karya Sejahtera setuju
ditetapkannya & (delapan) Rancangan Peraturan Daerah tadi untuk

menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.

Pimpinan sidang dan hadirin yang berbahagia,
Menutup pendapat ini, kami ingin menyampaikan piweling: “Yitna
= = ’ = s = 3 =
yuwana, lena kena” artinya barangsiapa berhati-hati akan selamat

sebaliknya siapa yang terlena dalam akan mendapat musibah, maka



marilah kita berhati-hati :dalam berpikir, berucap dan bertindak agar

terhindar dari mara bahayea.

Akhirnya, bila ada kata yang kurang berkenan pada penyampaian
Pendapat Fraksi Karya Sejahtera kali ini, kami mohon maaf yang
sebesar-besarnya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan berkah,
rahmah dan biimbingan untuk kita semua dalam menjalankan tugas dan
pengabdian kita untuk membangun Kabupaten Rembang.

Rahayu ingkang sami pinanggih - Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG
SEJAHTERA

taris,

Fai
PRIHADI, SH




FRAKSI HARAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PENDAPAT AKHIR
TERHADAP
7 (TUJUH) RAPERDA

Dibacakan Oleh : M. NUR HASAN

Yang Terkormat,

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Plt. Bupati Bupati Rembang.

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala
Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Instansi Vertikal se Kabupaten Rembang.
Camat se Kabupaten Rembang

Ketua KPUD Kab. Rembang, Ketua Ormas, Parpol, LSM Kab. Rembang
dan hadirin yang berbahagia.

Assalaamu’alaikum Wr. Wh.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas
limpahan Rahmat serta Karurnianya, sehingga Panitia Khusus bersama

SKPD terkait dapat bekerja dengan baik.

Pimpinan dan hadirir yang berbahagia,
Memperhatikan pembahasan di tirgkat panitia khusus, maka kami dari
fraksi Harapan perlu kiranya menyampaikan beberapa hal
1. Raperda tentang Cagar Budayz.
Menjadi keprihatinan kita bersama, ketika banyak situs-situs yang

rusak, tidak terawat, bahkan ada beberapa berubah menjadi



bangunan modern dan telah dialihkan fungsinya. Rancangan
peraturan daerah ini adalah bentuk komitnen kita bersama untuk
untuk senantiasa menjaga, melindungi, merawat situs-situs tersebut
agar dapat menjadi wahana pembelajaran bagi' masyarakat, sckaligus
juga dapat menjadi destinasi wisata di Kabupaten Rembang. Kami
mengharapkan lahirnya Perda tentang Cagar Budaya, diikuti dengan
kebijakan penganggaran yang cukup, schingga aplikasinya dapat
berjalan oy;)tirnal.

2. Raperda tentang Perlindunigan Anak.
Tingkat kekerasan pada znak disinyalir semakin meningkat dan
cenderung tidak terekspose di masyarakat. Raperca ini kita susun
untuk melindungi hak-hak anak sebagai korban pelaku kekerasan
upaya pencegahan pada semua tindakan yang berpengarun pada
tumbuh kembang anak secara fisik dan psikologis. Regulasi ini juga
diharapkan menciptakan iklim kondusif, nyaman dan edukatif bagi
anak, mengingat anak-anak adalah aset utama pembangunan di masa

yang akan datang.

3.Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 1996 tentang Perusahzan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
“Bank Pasar” Kabupaten DaerahTingkat II Rembang.

Kami mendorong upaya pemerintah daerah untuk menata dan
mendorong BUMD-BUMD agar dapat senantiasa bekerja dengan baik
dan memberikan manfaat baik dalam bentuk deviden atau benefit
kei)ada masyarakat. Kami mendukung penambahan modal dasar pada

PD EPR Bank Pasar agar dapat melakukan ekspansi tetapi tetap



dengan menjaga prinsip kehatian-hatian dalam bekerja. Berkaitan
dengan raperda ini harap segera diikuti dengan kebijakan

penganggarar. yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerzh.

4.Raperda tentang Perubahan Atas Penataan Daerah Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang.
Sektor kelautan menjadi salah salah satu potensi unggulan di
Kabupaten Rembang Perkembangan produksi hasil laut cukep
menggembirakan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Kami mengharapkan kerjasama pemerintah daerah dengan
masyarakat nelayan dan bakul senantiasa di bangun dengan baik,
termasuk untuX menangani kredit macet yang belum terbayar di
beberapa TPI.

5.Raperda tentang Desa, meliputi Raperda Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, Raperda tentang Penataan Desa dan Raperda
tentang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa.
Undang-undang no 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah bentuk
komitmen pemerintah untuk senantiasa meningkatkan partisipasi
masyarakat, khususnya pemerintah desa, dalam pembangunan. Kita
semua inenyadari bahwa faktor Sumber Daya Manusia menjadi faktor
yang cukup dominan dalam pembangunan. Untuk itu kami harapkan
pemerintah daerah untuk memberikan pendampingan, pelatihan
kepada peranglat perangkat desa, secara intensil agar dapat bekerja
dengan baik dan menciptakan pemerintahan desa yang bersih dan

berwibawa.



Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,

Demikiardah pendapat akhir dari Fraksi Harapan, kami mensepakati
raperda tentang Cagar Budaya, Perlindungan Anak, PD BPR “Bank
Pasar”, Pengelolaan TPI dan Desa, beserta raperda tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik untuk dapat ditetapkan menjadi
peraturan daerah. Kami mengharapkan pemerintah daerah untuk segera
dapat mensosialisasikan peraturan-pcraturan kepada masyarakat.
Semoga pere;turan daerah ini dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi
masyarakat di Kabupaten Rembang. Aamin.

Billahi taufiq wal hidayah.

Wassalaamur’alaikum Warahmartullahi Wabarakatuh.

Rembang, 30 Desember 2014

FRAKSI EARAPAN
DPRD KAB. REMBANG

Ketua Sekretaris

“/NUR HASAN SAHNINGSIH, SE
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DEWAN PERWAXILAN RAKYAT DAERAH

AT UTEN REMBANG
Dipow :yoro . .. 295) 691194 Kode Pos

REMBANG

-

KEPUTUSAN DEWAN PLRVWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG
NOMOR /6 TAHUN 2014
. TENTANG

PERSETUJUAN PEN.ZTAPAN RANCANGAN

PERATURAN DAERAH TI'NTANG PENATAAN DESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KAEUPATEN REMBANG

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6

Mengingat

Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor
43 Talun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Taun 2014 tentang Desa, maka perlu
adanya pengaturan mengenai penataan desa yang meliputi
pembentukan, pengtapusan, penggabungan, perubahan
status dan penetapan desa ai Kabupaten Rembang ;

-bahwa Dberdasari-an pertimbangan scbagaimana tersebut

dalam huruf a mai:a perlu menetapkan Peraturan Daerah -

¢. behwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud

—

dalam huruf a, dan 1 uruf b maka perlu persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang
ditetapkan dengan <eputusan Dewan Ferwakilan Rakyat
Dacrah Kabupaten Rombang.

. Undang-Undang  Nomo: 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Dacral Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Tengah ;

. Undang-Undang Nomor 8 Taliun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana ;

Undang-Undang Nomsr 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

Undang-Undang flomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara ;

Undong-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan
Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara ;



()}

9.

10.

11.

14.

15.

16.

Memperhatikan

Menetapkar:
PERTAMA

' Undang-Undan‘g Nomo: 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah  Pusat dan Pemerintahan
Daerah:

. Undang-Undar; iwee - 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peratarenr o crundang-Undangan
o ! o

undang-Undang Nomer 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara ;

Undang-Undaag Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Lndang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014  tentang
‘Pemerintahan Dacrah ;

Peratura DPemerintail Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewznang Pengangkstan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil ;

Peraturan  Pemerintalt Nomor 13 Tahun 2014 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahiun 2014 tentang
Desa ;

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang

Pengesahan, Penguncangan dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-Undangan ;

P-raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukar Produk Hukum Daerah ;

Pereturan Daerah Ik ibupaten Rembang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang

Peraturan Dewan DPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Rembang.

1. Laporan Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah kabupaten Rembang , tanggal 30 Desember
2014.

2. Pencapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabunaten Rembang, tanggal 30 Desember
2014.

', Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna
Dewan Perwakiian Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
tanggal 30 Deseriaber 2014,

MEMUTUSKAN

. Menyetujui Penctapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Rembang tenteng Penataan Desa di Kabupaten Rembang dengan
segala perubahannva sebagaimana terlampir menjadi Peraturan
Dacrah.



KEDUA

KETIGA

: Menyerahkan prescs penetapan Rancangan Peraturar Daerah

sebagaimana dikti~  PERTAMA Keputusan ini menjadi
Peraturen e 27" » Rembang, kepada Bupati
Rembang .

: Keputusan ini mulai berlal.u sejak tanggal ditecapkan .

Ditetapkan di Rembang
ada tanggal 30 Desember 2014
RWAI\ILAN RAKYAT DAERAH




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPA'TEN REMBANG

J1. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos

59282
REMBANG

Peraturan Femerintah Nomor 42 Tahurn 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG
. NOMOR /7 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAFAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang : a. bahwa dengan diuncangkanya Undang-Undang Nomor 6

Mengingat

—

Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu
adanya pengatuiran mengenai penyelenggaraan Pemerintan
Desa di Kabupaten Ren bang ;

Bahwa berdasarkan tersebut nada huruf a maka perlu
menetapkan Peraturan Daerah ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a. den huruf b maka perlu persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang
ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daereah Kabupaten Rembang.

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tenceng

Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Tengah ;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana ;

Und=iag-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

Undang-Undang Nomwor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara ;

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan

Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara ;



10,

11.

13.

14.

15.

16.

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pemberitukan Peraturan Perundang-Undangan ;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara ;

. Undang-Undang Noinor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ;

Peraturan Pemerintalh Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil ;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa ;

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan
Pzrundang-Undangan ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang ;

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertio Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : 1. Laporan Panitia Khusus [ Dewan Perwakilan Rakyat

' Menetapkan:
: Menyetujui Penetapan RNancangan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Rembang
dengan segala perubahcnnya sebagaimana terlampir menjadi
Peraturan Daerah.

PERTAMA

KEDUA

Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 30 Desember 2014.
2. Pendapat {raksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Fembang, tanggal 30 Desember 2014.
3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Rel-yat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal
30 Desember 2014.

MEMUTUSKAN

: Menyérahkan proses perietapan Rancangan Peraturan Daerah
sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini menjadi



KETIGA

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada

Bupati
Rembang .

: Keputusan ini mula: berlak': sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
_— a tanggal 30 Desember 2014
@.pr RWAKILAN RAKYAT DAERAH
e SABUPATEN REMBANG

'... \‘_;'I(C

i |f



J1.
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KABUPATEN REMBANG
Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos

59282
REMBANG

ﬁ%

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Y

KABUPATEN REMBANG
NOMOR /# TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan

Mengingat

ayat (2) Undang-lUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari Alokasi
Anggaran Pendapaten dan Belanja Negara ;

b.bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

kepada Desa perlu dilaksanakan secara transparan dan
akuntabel dengan memperhatikan kemampuan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara ;

. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum,
pengalokasian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan 3elanja Negara perlu diatur dengan
Peraturan Pemerintah ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

2

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa dan Aset Desa :

- bahwa berdasarkar pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perl. persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Caerah Kabupateri Rembang yang ditetapkan dengan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten dalanm Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah ;

Undang-'J.1dang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana ;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17 a8

Memperhatikan :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara ;

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan |,

Pengelolaan danTangzgung Jawab Keuangan Negara ;

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah,;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Pecraturan Perundang-Undangan ;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara ;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Undang-Undarg Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerch ;

Peraturan Pemerirtah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil ;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa ;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara ;

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-Undangan ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kebupaten Rembang ;

Peraturann Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertit Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

1. Laporan Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 30 Desember
2014.



Menetapkan:
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

2. Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 30 Desember
2014.

3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna
Dewan Perwakilen Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
tanggal 30 Deseraber 2014.

MEMUTUSKAN

: Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Rembang tentang Pengelclaan Keuangan dan Aset Desa di
Kahupaten Rembang dengan segala perubahannya sebagaimana
terlampir menjadi Peraturan Daerah.

: Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah

sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini menjadi
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati
Rembang .

: Keputusan ini mu’ai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 30 Desember 2014

ha ™ Hi MAJID KAMIL MZ



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

T1. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos

59282
REMBANG

ILEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG
NOMOR /9 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Menimbang : a.

Mengingat

b.

cl:

—

DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Allah SWT yang
merupakan tunas, potensi penerus perjuangan bangsa yang
harus mendepatkan perlindungan Pemerintah Daerah,
masyarakat dan keluarga agar terhindar dan terbebas dari
tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan
salah dilingkungan rumah tangga, pendidikan dan
masyarakat ;

bahwa untuk menjamin dan melindungi hak-haknya anak
agar mendapat dari tindakan kekerasan, eksploitasi,
penelantaran perlaliuan salah dan pelanggaran hak anak
lainya, perlu melakuvkan upaya-upaya perlindungan anak ;

bahwa perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan
yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai
amanat Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten / Kota ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c¢ perlu persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang
ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rombang.

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Tengak ;

Undang-Undeng Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia;



10.

i1,

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang—Undarig Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan Anak ;

Undang-Undang Ncmor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan ;

Undang-Undang Noinor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ;

Peraturan Pemerintali Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal ;

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban
Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Peraturan Pemerintal: Nomor 38 Tahun 2007 ‘entang
Pembagian = Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerab Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten / kota ;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
Republik Indonesia Nownor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan
Kabupaten/Kota Layak Anak ;

Peraturan Menteri Delam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

Peraturan Daerah Prcvinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap
Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak ;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah {abupaten Rembang ;

Pereturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Organisisi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang ;

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .



Memperhatikan : 1. Laporan Panitia Khusus III Dewan Perwakilan Rakyat

Menetapkan:
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Daerah Kabupaten Rembang 30 Desember 2014.

2. Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 30 Desember
2014.

3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang tanggal 30 Desember 2014,

MEMUTUSKAN

: Menyetujui Penetapan Pancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Rembang tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dengan
segala perubahannya sebagaimana terlampir menjadi Peraturan

. Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah

sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini menjadi
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati
Rembang .

: Keputusan ini mulai berlaky sejak tanggal ditetapkan .

Ditstapkan di Rembang
.= Pada tanggal 30 Desember 2014
LEWANCPERWAKILAN RAKYAT DAERAH
l///_‘r/“ _KABUPATEN REMBANG

V' Ketua
) b X
- i
WA\ eV X
) .

e *EAMASID KAMIL Mz




DEWAN l-’ERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG
J1. Diponegoro No. 8% Telp (0295) 691194 Kode Pos

59282
REMBANG
KEPUTUSAN DEWAN PER'VAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMCR 2€ TAHUN 2014
TENTANG

PERSETUUUAN FENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN REMBANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang : a. bahwa Kabupaten Rembang memiliki potensi peninggalan
benda-benda bersejarah berupa cagar budaya yang harus

dijaga dan dipelihara secara berkeadilan dan berkelanjutar: ;

b. bahwa untuk melestarikan cagar budaya, Pemerintah Daerah
bertunggungjawab beserta masyarakat untuk bersama-sama
sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka

perlindungan, pengembeangan dan pemanfaatan cagar budaya

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalarn huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Cagar Budaya;

d. bahwa berdesarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b,dan huruf ¢ perlu persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang
ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupa‘en Rembang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi

Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional ; ]

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional ;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Penataan Ruang ;

5. Undang-Undang Norior 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan ;



6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

7. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya ; .

8. Uudang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pernerintahan Daerah ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Rembang ;

13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : 1.Laporan Panitia Khusus III Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 30 Desember
2014.

2.Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang, tanggal 30 Desember 2014.

3.Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten Rembang tanggal
30 Desember 2014.

MEMUTUSKAN
Menetapkan:
PERTAMA : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang tentang Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten
Rembang dengan segala perubahannya sebagaimana terlampir
menjadi Peraturen Daerah.

KEDUA : Menyerahkan proses pcnetapan Rancangan Peraturan Daerah
sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini menjadi
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati
Rembang .



KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
== -Pada tanggal 30 Desember 2014
: ,RWAKILAN RAKYAT DAERAH




|r.:-m-‘!l':li FELBANG

2 M@ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

LA KABUPATEN REMBANG

J1. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos
59282

REMBANG
e e e L e e e S —————

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMCOCR 2] TAHUN 2014
TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN
TEMPAT PELELANGAN IKAN

DEWAN PERWAKIL.AN RAKYAT DAERAH
KABUPATEEN REMBANG

Menimbang : a. bahwa dengen diberleakukannya Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah
Antara Pemerintah, Pemerintanan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pengelolaan tempat
pelelangan menjadi kewenangan pemerintah daerah
kabupaten ;

b. bahwa untuk menjamin kesinambungan pelelangan ikan di
Kabupaten Rembang sebagai upaya peningkatan
kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pesisir serta
peningkatan pendapatan asli daerah, maka perlu mengatur
pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ‘kan ;

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pelelangan Ikan perlu
disempurnakan sesuai perkembangan dan dinamika
masyarakat nelayan :

d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a,
huruf b dan huruf ¢ maka perlu menetapkan Peraturan
Daerah ;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ , dan huruf d perlu
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten dalam Lingklungan Propinsi Jawa Tengah ;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana; ~

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan
Indonesia ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara,

Undang-Undang Nomor 15 Tahur 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

: ljndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Restribusi Daerah ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ;

Undang-Undang Nomcr 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ;

Peraturan Pemerintah MNomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha
Perikanan ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Pinjaman ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota ;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah :

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Femerintahan Daerah Kabupaten Rembang ; :

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Rembang ;

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
Tempat Pelelangan Ikan .



20. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
rRembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan
Ferwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : 1. Laporan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Rembang 30 Desember 2014.

2. Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 30 Desember
2014.

3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
tanggal 30 Desember 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Fenctapan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dengan segala
perubahannya sebagaimana terlampir menjadi Peraturan
Daerah.

KEDUA : Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah
sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini menjadi
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati
Rembang .

KETIGA : Keputusan ini mulai herlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
I.;»._—_-’s.:ggda tanggal 30 Desember 2014
LRWAKILAN RAKYAT DAERAH
! UPATEN REMBANG




J1.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUFATEN REMBANG
Diponegoro Nc. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos

59282 .
REMBANG

_____%

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG
NOMOR 49.TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG NOMOR 6 TAHUN 1996 TENTANG PERUSAHAAN

DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT “ BANK PASAR “

Menimbang : a.

Mengingat

[T

KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il REMBANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

bahwa Peraturan Dacrah Kabupaten Daerah Tingkat I
Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Daerah
Tingkat II Rembang sebagaian sudah tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali ;

bahwa berdasarkari pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat
II Rembang Nomor € Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah
Bank Perkrzditan Rakyvat “ Bank Pasar “ Kabupaten Daerah
Tingkat II Rembang ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b maka perlu persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang
ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang.

. Undang-Undang WNomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Tengah ;

Unidang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan



1C.

11.

12.

13.

14.

13,

16.

17.

Undang-Undang Momor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan *Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ; ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 teniang Penanaman
Modal ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

Keuangan ;

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun
2006 ter:tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang
Negara/Daeral ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembar.g
Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Dati II Rembang
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Dacrahk Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2007
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Tingkat II
Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Rembang ;

Peraturan Menteri Dalem Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Da=rah Kabupaten Rembang ;

Peraturan Daeran Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Rembar.g ;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025.



18. Peraturan “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

Memperhatikan : 1. Laporan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat

Menetapka :
: Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 30 Desember
2014.

2. Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 30 Desember
2014.

. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna
Dewan Perwakilen Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

. tanggal 30 Desember 2014.

W

MEMUTUSKAN

Rembang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat “ Bank Pasar * Kabupaten
Daerah Tingkat II Rembang dengan segala perubahannya
sebagaimana terlampir menjadi Peraturan Daerah.

: Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah

sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini menjadi
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati
Rembang .

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 30 Desember 2014




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG
JI. Dipenegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59282
REMBANG
R E——— e —————————————
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 2% TARUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan terwujudnya pelayanan publik di daerah
yang berkualitas harus mendasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan
publik ;

b. bahwa untuk memenuhi hak dan kewajiban masyarakat terhadap
pelayanan publik yang diterima, diperlukan adanya suatu
perlindungan dan kepastian secara jelas dan tegas :

c. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun, menetapkan
dan menerapkan standar pelayananan publik di daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam
huruf a, huruf b dan huruf ¢ maka perlu menetapkan Peraturan
Daerah ;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d perlu persetujuan Dewan
Perwakilar Rakyat Dzerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan
dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian :

3. Undarg-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Kosumen ;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan
tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

5. Uhdang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan
tentang Hak-Hak Sipil dan Politik ;



7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
Republik Indonesia ;

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik :

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan :

10.Undang-Urdang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan Publik ;

12’Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pererintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota :

14.Peraturan Pemerintah MNomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah ;

15.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah

18.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Rembang ;

20.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahua 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025.

21.Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

Memperhatikan : 1. Leporan Panitia Khusus || Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang,tanggal 30 Desember 2014.
2. Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembarig, tanggal 30 Desember 2014.
5. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripuma Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 30
Desember 2014.



Menetapkan :
: Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN

Rembang tentang Penyclenggaraan Pelayanan Publik dengan segala
perubahannya sebagaimana terlampir menjadi Peraturan Daerah.

- Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah

sebagaimana dikium PERTAMA Keputusan ini menjadi Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang .

- Keputusan ini mulai beriaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
_.--Pada tanggal 30 Desember 2014
DEWAN RERWAKILAN RAKYAT DAERAH

g KABUPATEN REMBANG

------

Ketua, )

STEUTET HOMADND KAMIL MZ



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PENATAAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas

Mengingat

[e—

penvelenggaraan  Pemerintahan Desa, mempercepat
peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat
peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan
kualitas tata kelola Pemerintahan .Desa meningkatkan
daya saing Desa sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu.
menvelenggarakan penataan desa yang meliputi
pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan
status dan penetapan desa di Kabupaten Rembang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang tentang Penataan Desa;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); '

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik' Indonesia Tahun 2011 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);



4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495 );

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 81).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DESA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Rembang.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimanan dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

(



10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Bupati adalah Bupati Rembang.

Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah yang
ada di Kabupaten Rembang.

Camat adalah Unsur Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan di
Kabupaten Rembang.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesiadan berada di Kabupaten Rembang.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratn Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin  penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan
unsur masyarakat vang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal
yang bersifat strategis.

Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari
sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.

Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas
prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.



19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,
serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, prograin,
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan
prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB
Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan
dengan Peraturan desa.

21. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

BAB 11
PEMBENTUKAN DESA

Bagian Kesatu
Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan Desa berdasar atas
hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa di wilayahnya.

(2) Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan Desa harus
mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat,
kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi
Desa.

Pasal 3

Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:

a. pemekaran dari |1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau

b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu)
Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Desa melalui pemekaran
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib menyosialisasikan
rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat
Desa yang bersangkutan.

Pasal 5

( 1) Rencana pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibahas
oleh BPD Desa induk dalam Musyawarah Desa untuk mendapatkan
kesepakatan. '

(2) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan -
pemekaran Desa.



(3) Hasil kesepakatan Musvawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 6

(1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan Musyawarah De.sa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) membentuk Tim
Pembentukan Desa Persiapan .

(2) Tim Pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit terdiri atas:

a. unsur perangkat daerah yang membidangi Pemerintahan Desa,
pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan
peraturan perundang-undangan;

b. Camat; dan

¢. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan
wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.

(3) Tim Pembentukan Desa Persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi
persyaratan pembentukan Desa Persiapan sesuai dengan ketentuan
Peraturan perundang-undangan.

(4) Hasil Tim Pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan Jayak-
tidaknya dibentuk Desa Persiapan .

(5) Dalam hal rekomendasi Desa Persiapan  dinyatakan layak, Bupati
menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Desa Persiapan .

Pasal 7

Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dapat
ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam Jangka waktu paling lama 3 (tiga)
tahun sejak ditetapkan sebagai Desa Persiapan .

Pasal 8

.(1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (5) kepada Gubernur.

(2) Berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
- Gubernur menerbitkan surat yang memuat kode register Desa Persiapan .

(3) Kode register Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan bagian dari kode Desa induknya. :

(4) Surat Gubernur schagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai
dasar bagi Bupati untuk mengangkat Penjabat Kepala Desa Persiapan .

(5) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
berasal dari unsur pegawai negeri sipil pemerintah daerah untuk masa
jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak
2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.

¢



(6)

Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknva.

(7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9

(6)

(7)

tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi:

a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;

b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber
dari APB DesaDesa induk;

pembentukan struktur organisasi;

pengangkatan perangkat Desa;

penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;

pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;

pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi
pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan
kesehatan; dan

g. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.

o oAo

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7),
Penjabat Kepala Desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa.

Pasal 9

Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan
Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) kepada:

a. Kepala Desa induk; dan

b. Bupati melalui Camat.

Laporan sebagaiména dimaksud pada ayat (1) disambaikan secara berkala
setiap 6 (enam) bulan sekali.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan
pertimbangan dan masukan bagi Bupati.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati
kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi. :

Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dinyatakan Desa Persiapan tersebut layak menjadi Desa, Bupati
menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa
Persiapan menjadi Desa.

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

- dibahas bersama dengan DPRD.

Apabila rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan
rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 10

Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa diunaangkan setelah
mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari Menteri.

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran
peta batas wilayah Desa.



Pasal 11

(1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimena dimaksud dalam Pasal 9
ayat (4) menyatakan Desa Persiapan tersebut tidak layak menjadi Desa,
Desa Persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.

(2) Penghapusan dan pengembalian Desa Persiapan ke Desa induk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan der.gan Peraturan Bupati.

Pesal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Desa akan diatur lebih lanjut
dalamPeraturan Bupati.

Bagian Kedua
- Penggabungan Desa

Pasal 13

Ketentuan mengenai pembentukan D:sa melalui pemekaran sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11 berlaku secara mutatis
mutandis terhadap pembentukan Des:. melalui penggavoungan bagian Desa
dari 2 (dua) Desa atau lebih yang bersar.ding menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pasa 14

(1) Pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu)
Desa baru sebagaimana ‘dimaksud dalan1 Pasal 3 huruf b dilakukan
berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan.

(2) Kesepakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui

mekanisme:

a. BPD yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah Desa;

b. hasil Musyawarah Desa dari setiap Desa menjadi bahan kesepakatan
penggabungan Desa;

c. hasil kesepakatan Musyawarah Desa ditetapkan dalam keputusan
bersama BPD;

d. keputusan bersama BPD ditandatangani oleh para Kepala Desa yang
bersangkutan; dan

€. para Kepala Desa secara bersaraa-sama mengusulkan penggabungan
Desa kepada Bupati dalam 1 (satu) wusulan tertulis dengan
melampirkan kesepakatan bersama.

(3) Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan daerah.
Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengggabungan Desa diztur lebih lanjut
dalamPeraturan Bupati.



BAB III
PENGHAFPUSAN DESA

Pasal 16

(1) Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program

nasional yang strategis atau karena bencana alam.

(2) Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi

wewenang Pemerintah.

BAB IV
PERUBAHAN STATUS DESA

Bagianklesaiu

Umum
Pasa! 17
Perubahan status Desa meliputi:
a. Desa menjadi kelurahan; dan
b. kelurahan menjadi Desa.
BagianXedua

Perubahan Status Desa Menjadi Xelurahan

Pasal 18

Perubahan status Desa menjadi keluraban l:aris memenuhi syarat:

a.
b.

C.

(1)

(2)

(3)

luas wilayah tidak berubah;

jumlah penduduk paling sedikit & 000 (deiapan ribu) jiwa atau 1.600
(seribu enam ratus) kepala keluarga; dan

sarana dan prasarana pemerintahaa bagi terselenggaranya pemerintahan
kelurahan;

potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usata Jasa dan produksi, serta
keanekaragaman mata pencaharian;

kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status
penduduk dan perubahan dari masy-arakat agraris ke masyarakat industri
dan jasa; dan

meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

Pasa( 19
Perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukar. berdasarkan
prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran

dan pendapat masyarakat Desa setempat.

Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati
dalam musyawarah Desa.

Kesepakatan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan ke dalam bentuk keputusan.

.



(4) Keputusan hasil musvawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan oleh Kepala Desa kerada Bupati sebagai usulan perubahan
status Desa menjadi kelurahan.

(S5) Bupati membentuk tim untuk melakul-an kajian dan verifikasi usulan
‘Kepala Desa sebagaimana dimaksu pada ayat (4).

(6) Hasil kajian dan verifikasi sebagailiana dimaksud pada ayat (5) menjadi
masukan bagi Bupati untuk menyvetujui atau tidak menyetujui usulan
perubahan status Desa menjadi kelu.rahan.

(7) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi
kelurahan,Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah mengenai
perubahan status Desa menjadi kelurahan kepada DPRD untuk dibahas
dan disetujui bersama.

(8) Pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah mengenai
perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan sesnai dengan
ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD dari Desa yang
diubah statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat dari
Jabatannya.

(2) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan
kemampuan keuangan pemerintah daerah.

(3) Pengisian jabatan lurah dan perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan
Peraturan perundang-undangan.

Pasa' 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupaui.

BagianKetiga
Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa

Pasal 22 :

(1) Perubahan status kelurahan menjadi Desa hanya dapat cilakukan bagi
kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.

(2) Perubahan status kelurahan menjaci Desa sebagaimanu dimaksud pada

ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian mnenjadi Desa dan
sebagian menjadi kelurahan.

Pasal 23

K_etentuan lebih lanjut mengenai perubahan status Kelurahanmenjadi Dese.
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

-,



BAB V

PENETAPAN DESA

Pasal 24

(1) Pemerintah daerah melakukan inventarisasi Desa yang ada di
wilayahnya yang telah mendapatkan kode Desa.

(2) Hasil inventarisasi Desa sebagaimana aimaksud pada ayat (1) dijadikan
dasar oleh pemerintah daerah untuk menetapkan desa.

(3) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
daerah.

Pasal 25

Desa di wilayah Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daeral: ini.

BAE VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasai 26
Peraturan Dezerah mulai berlaku pada t inggal diundangkan.
- Agar setiap orang mengetahuinya, merierintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

PIt. BUPATIREMBANG
WAKIL BUPATI,

H. ABDUL HAFIDZ

-~

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014 NOMGR
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PENATAAN DESA

UMUM.

Bahwa Peraturan Daerah ini litetapkan atas berlakunya Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tesintang Desa dan Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang
Nomo.: 6 Tahuun 2014 tentang Desaserta dalam rangka mengoptimalkan
penyelenggaraan Pemerintahan Desz dan pelaksanaan pembangunan Desa.

Dengan dem kian, lingkup pengat.iran Peraturan Daerah ini ialah terkait
penataan desa yang meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungzn,
perubahan status dan penetapan desa di Kabupaten Rembang

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa
sebagaimana diamanatkan olch Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan
pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas,
akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta
partisipasi. Dalam melaksanakan prmbangunan Desa, diutamakan nilai
kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan
perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten
Rembang, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam
melaksanakan penataan desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentan,; Desa, agar terwujud Desa yang maju,
mandiri, dan sejahtera.

PASAL DEMI PASAL.
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.



Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas.



Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH K/.BUPATEN REMBANG NOMOR

........



Menimbang : a.

Mengingat

ra—y

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAh KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
- BUPATI REMBANG,

bahwa dalam rangka membentuk pernerintahan Desa yang
profesional, efisie1. dan  efektif, terbuka, serta
bertanggungjawab, perlu pengelolaan keuangan dan aset
Desa yang baik;

bahwa dengan berlakunya Undang-Unuang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa rang ditindaklanjuti dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
felaksanaan Undanig-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Daerah, yang
mengatur pengelolaan keuangan dan aset Desa sudah
tidak sesuai sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pengzlolaan Keuangan dan Aset Desa;

Pasal 18 ayat (6) Uirdang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 19¢5;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi .Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20il1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

-,
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4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495 );

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daeral. (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomo~ 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor
2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor
81);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASETDESA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Rembang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. ’

S

Bupati adalah Bupati Rembang.

Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah yang
ada di Kabupaten Rembang.

Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang.

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalab kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingsn masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal asul, dan/atau hak tradisional yang

-,



10.

11.

[ &

13.

14.

15.

16.

17

18.

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupat«_an Rembang.

Pemerintahan Desa adalah penyelengga-aan urusan pemcrintahar dan
kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintah Desa dan Qadan
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adac istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkast Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa .

Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Rembang.

Badan Permusyawaratan Desa yanyg selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh EPD untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.

Perangkat Desa adalan unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari
Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis .

Pemerintah Pusat, seclanjutuya disebut Pemeriniah, adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemnerin.tahan negara .
Republik Indonesia sebagaimana cimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, sclanjutnya disingkat
RPJM Desa, adalah Rencana Keg.atan Pembangunan Desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah
penjabaran dari RPJM Desa untulk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian bzsar modalnya dimiliki oleh
Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha
lainnya untuk sebesar-besarnya k=sejahteraan masyarakat Desa

Dana Desa adalah dana yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan
digunakan untuk membiayai peryelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan  pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana
pertmbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah setelah dikuraagi Dana Alokasi Khusus.



19.

20.

21.

22,

23.

24,

(1)

(2)

(1)

(2)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB
Desa adalah rencana keuangar tahunan pemerintahan Desa yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan
ditetapkan dengan peraturan Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Rembang.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengelvairan anggaran
selama satu periode anggaran.

Aset Desa adalah barang milik Lesa yang berasal dari kekayaan asli
Desa, dibeli atau diperoleh atas teban APB Desa atau perolehan hak
lainnya yang sah.

Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 2

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan
pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 3

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
bersumber dari: '
a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan
partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;

alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi Daerah;

alokasi Dana Desa yang merupakan bagian deri dana perimbangan
yang diterima Kabupaten;

bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan

g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

ko 2

o

ngian dari hasil pajak daerah dan retribusi Daerah sebagaimana
dlrl'{akspd pada ayat (1) huruf ¢ paling sedikit 10% (sepuluh perseratus)
dari pajak dan retribusi Daerah.
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(3)

(1)

(3)

(1)
(2)

(2)

(3)

(4)

Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada‘ ayat (1) huruf d‘pa!ing
sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana penrr_lbangan yang diterima
Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 4
APB Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.

Rancangan APB Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan
bersama BPD.

Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud »oada ayat (2),
Kepala Desa menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Lesa.

Pasal 5
Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhar pembangunan
yang disepakati dalam Musyawarali Desa can sesuai dengan prioritas
Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemeiintah.
Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi,
tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan
dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 6
Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
llepala Desa menguasakan sebagian liekuasaannya kepada Perangkat
Desa. :

Pasal 7

Penyelenggaraan kewenangan De:a berdasarkan haek asal usul dan
kewenangan lokal berskala Desa dicanai olch APB Desa.

Penyelenggaraan kewenangan lokal bersxala Desa sebazaimana dimaksud

-pada ayat (1) selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh

Anggaran Pendapatan dan Belanja lvegara dan APBD.

Penyelenggarasn kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah
didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. *

Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah
Daerah didanai oleh APBD.

Pasal 8

Seluruh pendapatan Desa diterima dar: dis1lurkan melalui rekening kas Desa
dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.



Pasal 9

Pencairan dana dalam rekening kas [lesa ditandatangani oleh Kepala Desa
dan bendahara Desa.

Pasal 10

(1) Pengelolaan keuangan Desa melipuri:
a. perencanaan;

b. pelaksanaan;

c. penatausahaan;

d. pelaporan; dan

e. pertanggungjawaban.

(2) Kepala Desa adalah pemegang k:kuasaan pengelolaan keuangan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasakan sebagian
kekuasaannya kepada Perangkat Desa.

Pasal 11

Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahi.m
anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai PengelolaankeuanganDesadiztur lebih lanjut
dalam Peraturan Bupati.

BAB III
DANA DESA
Pasal 13

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-
undangen, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan
kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 14 .
Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan cialokasikan
dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah,
dan tingkat kesulitan geografis.

Pasal 15
(1) Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa .

(2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah
penduduk, angka kemiskinan, lias wilayah dan tingkat kesulitan
geografis. . '

Y



Pasil 16

(1) Besaran Dana Desa setiap Desa d‘hitung berdasarkan ju.:'nlah penduf:luk
Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan

geografis.

(2) Jumlah penduduk Desa,luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot:
a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa ;
b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan Desa .

(3) Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

(4) Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung dengan cara:

a. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa kahupaten x [(30% x
persentase jumlah penduduk Desa yang bersangku:an terhadap total
penduduk Desa di kabupaten) + (20% x persentase luas wilayah Desa
yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di kabupaten) +
(50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial
terhadap total jumlah rumah tangga Desa di kabupaten)’; dan

b. hasil penghitungan sebagaimana dimaksud paca huruf a disesuaiken
dengan tingkat kesulitan geografis setiap Desa .

5) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditentukan oleh faktor yang meliputi:
a. ketersediaan pelayanan dasar;
b. kondisi infrastruktur;
c. transportasi; dan
d. komunikasiDesa ke ibukota Daerah.

(6) Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa,
dan tingkat kesulitan geografis sebagaimauna dimaksud pada ayat (2)
bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 17

Dalam hal terdapat pembentukan atau peretapan Desa baru yang

mengakibatkan bertambahnya jumlah Desa, pengalokasian Dana Desa

. dilakukan dengan cara sebagai’ berikvt. :

a. pada tahun anggaran berikutnys apabila Desa tersebut ditetapkan
‘sebelum tanggeal 30 Juni tahun anggaran ber;alan; atau

b. pada tahun kedua setelah pen<iapan Desa apabila Desa tersebut
ditetapkan setelah tanggal 30 Juni t1hun anggaran berjalan.

Paseal 13

Dana Desa ditransfer melalui APBD untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

=



Pasul 19

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran
berjalan dengan ketentuan:
a. tahap | pada bulan April sebesar 10% (empat puluh perseratus);
b. tahap Il pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);
dan
c. tahap Il pada bulan November sebesezr 20% (dua puluh per seratus).

(2) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterima di kas Daerah.

Pasal 20

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa dilal:zukan setelah
APB Desa ditetapkan.

Pasil 21

(1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan,pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk
membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 22
Penggunaan Dana Desa mengacu padu RPJM Desa dan RKP Deca.
Pasal 23

(1) Pengelolaan Dana Desa dalam APBD dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan
keuangan daerah.

(2) Pengelolaan Dana Desa dalam APB Desa dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan
keuangan Desa.

Pasal 24

Bupati dapat membuat pedoman umum kegiatan yang didanai deri Dana Desa
dengan mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa sesuai pedoman
umum yang ditetapkan Menteri.

Pasal 25

1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi periggunaan Dana Desa
kepada Bupati setiap semester.

_(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. semester | paling lambat mirggu keempat bulan Juli tahun anggaran
berjalan; dan

b. semester Il paling lambat minggu keempat bulan Jeznuari tahun
anggaran berikutnya. *
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(3) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyalurax} dan lkoqsoli.dasi
penggunaan Dana Desa kepada Menteri, menteri tekr.as/ pimpinan
lembaga pemerintah nonkementeriin terkait, dan gubemur paling lambat
minggu keempat bulan Maret tahur. anggaran berikutnya.

(4) Penyampaian laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan setiap tahun

Pasal 26

(1) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Bupati depat menunda
penyaluran Dana Desa sampai de¢ngan disampaikannya laporan realisasi
penggunaan Dana Desa .

(2) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Bupati dapat menunda
penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan
konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya. ‘

Pasal 27

(1) Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa secara tidak wajer, Bupati
memberikan sanksi administratif kepada Desa yang hersangkutan berupa
pengurangan Dana Desa sebesar SiLPA.

(2) SiLPA Dana Desa secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
terjadi karena:

a. penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana
Desa , pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan; atau
b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

\3) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Feraturan Bupe.ti.

Pasal 2&

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelengguraan Dana Desa diztur dengan
Peraturan Bupati.

BAB IV t
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 29
(1) Pemerintah Daerah mengalokasikar: bagian dari hasil pajak dan retribusi
daerah kepada Desa paling sedikit 0% (sepuluh perseratus) dari realisasi
penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
(2) Pengalokasian bagian dari hasil paak dan retribusi daerah sebagaimaaa

dimaksud pada ayat (1) dilakukan b:rdasarkan ketentuan:

a. 60% (enam puluh perseratus) libagi secara merata kepada seluriith
Desa; dan 5



b. 40% (empat puluh perseratus: dibag. secara pr9porsioqal realisasi
penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

(3) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada De's.a
sebagaimana dimaksud pada ayat | ') ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(4) Penyaluran bagian dari hasil pajal. daerah dan retribusi daerah ke Desa
dilakukan secara bertahap.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan
retribusi Daerah kepada Desa diatur dengan Feraturan Bupati

BA3 V

ALOKASI DANA DESA
Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD setiap tahun anggaran dalam
APBD.

(2) Pengalokasian = ADD  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempertimbangkan:
a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa,
dan tingkat kesulitan geografis l)esa .

(3) Penyaluran ADD ke Desa dilakukan secara bertahap.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenzi pelaksanaan ADD diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB VI
BANTUAN KEUANGAN DARI APBD
Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber
dari APBD kepada Desa.

(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat
umum dan khusus.

(3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa
penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas
Pemerintah Daerah di Desa.

(4) Bantuan keuangan yang bersifat xhusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) peruntukan dan pengelolaarnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan p=mberdayaan
masyarakat.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan keuangan yang
bersumber dari APBD kepada Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
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BAB VII
BELANJA DESA

Pasal 32

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

a.

(1)

(2)

(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

(1)

paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belarnja
Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, nembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa; din .
paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja
Desa digunakan untuk:

1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

2. operasional Pemerintah Desa;

3. tunjangan dan operasional BPD. dan

4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

BAB VIII
APB DESA
Pasa' 33

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati Jersama oleh
Kepala Desa dan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalu: Camat
atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk
dievaluasi. .

Bupati dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang
APB Desa kepada Camat .

Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lanibat tanggal 31
Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 34

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa
kepadaBupati setiap semsster tahun berjalan.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semes-er pertama
disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli takun berjalan. '

Lgporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua
disampaikan paling lambat pada akhir bulan .Januar; tahun berikutnya.

Pasal 35

Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasa 34, Kepala Desa juga menyampaikan laporan
pertanggungjawaban realisasi pelaks;anaan APB Desa kepada Bupati setiap
akhir tahun anggaran.

-,
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(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakar} bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
kepada Bupati melalui Camet setiap akhir tahun anggaran

Pas:l 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan APB Desa diatur dalam
Peraturan Bupati.

BAR X
PENGELOLAAN KEKAYAAN MILIK DESA

Bagian Kesatu
Unmum

Pasal 37

(1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar
hewan, tambatan perahu, banguran Desa, pelelangan ikan, pelelangan
hasil pertanian, hutan milik Desa, raata air milik Desa, pemandian umum,
dan aset lainnya milik Desa.

(2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, APBD, serta APB Desa;

b. kekayaan Desa yang diperoleh da“i hitah dan sumbangan atau yang
sejenis;

c. kckayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari
perjanjian/kontrak dan lain-laii sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

d. hasil kerja sama Desa; dan

e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

(3) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa
yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.

(4) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkar. atas nama
Pemerintah Desa.

(5) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan
dan ditatausahakan secara tertib.

Pasal 38

(1) Pengelqlaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas
kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbt kaan, efisiensi,
efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.

(2) Peng_elolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan
kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa se-ta meningkatkan
pendapatan Desa. o

(3) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dibahas oleh Kepala Desa bersama BPD berdasarkan tata cara pengelolaan
kekayaan milik Desa yang diatur dalam Perdturan Bupati.

1



Pas:d 39

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan Peraturan Bugati
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4C
(1) Kekayaan milik Desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan.

(2) Kekayaan milik Desa dilarang diser«hkan atau dialihkan kepada pihak lain
sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintub Desa .

(3) Kekayaan milik Desa dilarang digedaikan atau dijadikan jaminan untuk
mendapatkan pinjaman.

Pasal 41

Pengelolaan kekayaan milik Desa meripakan rangkaian kegiatan mulai dari
perencanaan, pengadaan, pengguiaan, pemanfaatan, pengamanan,
pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan,
penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik Desa.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Mihk Desa

Pasal 42

(1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik
Desa.

(2) Dalam melaksanakan kekuasaén sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Desa dapat menguasaken sebagian kekuasaarinya kepada
Perangkat Desa.

Pasal 43

(1) Pengelolaan kekayaan milik Desa bertujuan meningkatkan kesejahtaraan
masyarakat Desa dan meningkatkan pendapatan Desa.

(2) Pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan peraturan Desa dengan
berpedoman pada Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 44

(1) Pengelolaan kekayaan milik Desa yang berkaitan dengan 5enambahan dan
pelepasan aset ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan
kesepakatan Musyawarah Desa.

(2) Kekayaaq I:I'lilik Pemerintah dan Pemecrintah Daerahh berskala lokal Desa
dapat dihibahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
uncangan.

Pasal 45

(1) Iflgkayaaq milik Desa yang telal. diambil alih oleh Pemerintah Daerah
dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas

umuim.



(2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupaan fasilitas
untuk kepentingan masyarakat umum.

Pesal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan milik Dese diatur
dengan Peraturan Bupati

BAB XlIlII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembanrg Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 67) di cabut ¢an dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48
Peraturan Daerah mulai berlaku pada ranggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

F1t. BUPATI REMBANG
WAKIL BUPATI,

H. ABDUL HAF'DZ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN NOMOR
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II.

PENJE LASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOF TAHUN
TEN''ANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA

UMUM.

Bahwa Peraturan Daerah ini ditetapkan atas berlakunya Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Dece. Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sertu dalam rangka mengoptimalkan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini adalah terkait
keuangan dan aset Desa. Keuangan Desa merupakan st'mber pendapatan
Desa yang dapat berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak dan
retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan, bantuan keuangan, hibah
dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan tersebut secara keseluruhan digunakan untuk
mencanai seluruh kewenangan yang raenjadi tanggung javab Desa. Dana
tersebut digunakan untuk mendan:i penyelenggaraan kewenangan Desa ,
yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,
pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Sumber pendapatan
yang digunakan untuk melaksanakan kewenangan dimaksud termasuk
yang bersumber dari APBN. '

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan
pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas,
akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta
partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai
kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan
perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten
Rembang, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam
mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh
Undang-Undang Nomor 6 Tanun 2014 tentang Desa, yakni terwujudnya
Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.

-~

PASAL DEMI PASAL.
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.



Pasal 3

Ayat 1 huruf a: :
Yang dimaksud dengan “pendapatan asli Desa” adalah pendapatan
yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan

kewenangan skala lokal Desa.
Yang dimaksud dengan “hasil usabha” termasuk juga hasil BUM Desa

dan tanah bengkok.
Ayat 1 huruf g : yang dimaksud dengan “lain-lain Pendapatan Desa
yang sah“ adalah antara lain pendapatan sebagai hasil kerja sama
dengan Pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas. .
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.



Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.



Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

N



Pasal 43

Cukup jelas.
Pasal 44

Cukup jelas.
Pasal 45

Cukup jelas.

" Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54

Cukup jelas.
Pasal 55

Cukup jelas.
Pasal 56

Cukup jelas.



Pasal 57

Cukup jelas.
Pasal 58

Cukup jelas.
Pasal 59

Cukup jelas.
Pasal 60

Cukup jelas.
Pasal 61

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR



Menimbang : a.

Mengingat

A 1

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH HABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN 2014
TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DENGAN RAHMAT TUIHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANC,

bahwa berdasarkan Jndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Desa meniiliki hak asal
usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat;

bahwa agar dalam mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat sebagairnana dimaksud dalam huruf a dapat
berjalan profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta
bertanggung  jawab, perlu  memberikan  pedoman
penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang yang
mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak
sesuai lagi dengen peraturan perundang-undangan
sehingga perlu diganti.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Laerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi .Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor_‘ 52, Tambahan
Lembaran Negara Reputlik Indonesia Nonior 27 57);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20i1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer
5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 téentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Leinbaran Negera Nomor 5494);

9
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S. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5495);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)
sebagaimana telan diubah dengan Peratu-an Pemerintah
Nomor 63 Tahun 20¢9 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, Dan femberhentian Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 164);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang--Und~ng Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa (Lemibaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 953¢);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Peinerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008
Nomor 2, Tambakan Lembaran Daeral. Kabupaten
Rembang Nomor 81);

Dengan Perseti juan Bersema

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI RCMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA.

BAR |
KETENTUAN UMUM
Pascl 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.



10.
31,

12.

13.

14,

15.

16.

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimanan dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bupati Rembang adalah Bupati Rembang.

Kecamatan adalah Wilayah Kerja (lamat sebagai perangkat Daerah yang
ada di Kabupaten Rembang.

Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usu!, daa/atau hal: tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan berada di Kabupaten Rembang.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asai-usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Rembang.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan furigsi pemerintahan vang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD , Pemerntah Desa dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal
yang bersifat strategis.

Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari
sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teKr.is.

Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga vang dibentuk atas
prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai dengan }:ebutuhan daa
merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

Peraturan Desa adalah peraturan Ferundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD .

(



17. Pembangunan Desa adalah upaya peuingkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

18. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat p :rmukiman perdes?.an, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya meugembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan. perilaku, kemampuan, kesadaran,
serta memanfaatkan sumber daya nielalui penetapan kebijakan, program,
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi inasalah dan
prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

BAB II
KEWENANGAN DESA
Pasal 2

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyslenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan  pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyaraket Desa berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Paszl 3

Kewenangan Desa meliputi:

a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;

b. kewenangan lokal berskala Desa;

c. kewenangan yang ditugaskan olch Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan

d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Femerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesaai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan kewenangan berdasarl.an hal: asal usul dan kewenangan
lokal berskala Desa sebagaimaria d:maksud dalam Pasal 3 huruf a dan
huruf b diatur dan diurus oleh Desa. &

(2) Kewenangan Desa berdasarkan heav asal usul sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a paling sedikit terdiri atas:

sistem organisasi masyarakat ada-;

pembinaan kelembagaan masyarzakat;

pembinaan lembaga dan hukum edaf:

pengelolaan tanah kas Desa; dan

pengembangan peran masyarakat Desa.

®noop

(3) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud calam Pasal 3
huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan:
a. pengelolaan tambatan perahu;
b. pengelolaan pasar Desa; ™



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

pengelolaan tempat pemandian umum,;

pengelolaan jaringan irigasi;

pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;

pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan
terpadu; .

pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;

pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;

pengelolaan embung Desa;

pengelolaan air minum berskala Desa; dan

pembuatanjalan Desa antar perraukiman ke wilayah pertanian.

o A

B g

Pasil 5

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan
tugas lain dari Pemerintah, Pemerin'ah Caerah Provinsi, atau Pemerintah
Daerahsehagaimana dimaksud dala'n Pasal 3 huruf ¢ dan huruf d diurus
oleh Desa.

Penugasan dari Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi:
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, d4n pemberdayaan masyarakat Desa.

Penugasan sebagaimana dimalksud pada ayat (2) disertai biaya.
Paszl 6

Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dengan melibatkan
Desa.

Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaiman: dimaksud
pada ayat (1), Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang daftar
kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala
Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (<) ditindaklanjuti
oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan Peraturan Desa tentang
kewenangan berdasarkan hak asal asul dan kewenangan ‘okal berskala
Desa sesuai dengan situasi, kondisi can kebutuhan lokal.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetupan kewenangan Desa diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB Iil
PEMERINTAHAN DESA

Pasal 8

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.



Pasal 9

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bcrdasarkan asas:

AR TR M a0 op

kepastian hukum;
tertib penyelenggaraan pemerintahan;
tertib kepentingan umum;
keterbukaan;
proporsionalitas;
profesionalitas;
akuntabilitas;

efektivitas dan efisiensi;
kearifan lokal;
keberagaman; dan
partisipatif.

Pasal 10

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah Kepala Desa
yang dibantu oleh Perangkat Desa. '

(1)

(2)

BAB IV
KEPALA DESA

Bagian K=satu
Tugas, Wewenang, Hak, Kewajiban dan Larangan Kepala Desa

Pasal 11

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan  Pemerintahan Desa,
melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,
dan pemberdayaan masyarakat Cesa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dada ayat (1), Kepala
Desa berwenang:

a. raemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;

. memegang kekuasaan pengelolaan Keuungan dan Aset Desa;

d. menetapkan Peraturan Desa;

¢ menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

f. membina kehidupan masyarakat Desa;

8. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa:

h. membina dan meningkatkan perekonomian : Desa serta
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomiaa skala produktii
untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

i mengembangkan sumber pendapatan Desa;

J. mengusulkan dan menerima pe:impahan sebagian kekayaan negara
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

k. mengembangkan kehidupan sosizal budaya masyarakat Desa;

. memanfaatkan teknologi tepat gu na;

m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

n. mewakili Desa di dalam dan di ] jar pengadilan atau menunjuk kuasa
hukum untuk mewakilinya scsuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

0.

melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. -

-



(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Desa berhak: -

a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;

b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa; _

¢. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan
lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;

d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
dan .

e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada
perangkat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebaga mana ¢imaksud pada ayat (1), Kepala

Desa berkewajiban:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undarnig-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memeiihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan Bhinnel-a Tunggal Ika;
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
memelihara ketenteraman dan katertipan maagsyarakat Desa;
menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
melaksanakan prinsip tata Femerintahan Desa yang akuntabel,
transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari
kolusi, korupsi, dan nepotisme;
menjalin kerja sama dan kecordinasi dengan seluruh pemangku
kepentingan di Desa;
menyelenggarakan administrasi Pemerir.tahan Desa yang baik;
mengelola Keuangan dan Aset Desa;
melaksanakan urusan pemerintaian yang menjadi kewenangan Desa;
menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;

. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
memberdayakan masyarakat dar. lembaga kemasyarakatan di Desa;
mengembangkan potensi sumber daya alam dan inelestarikan
lingkungan hidup; dan
memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

"0 00 o
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Pasa: 12

Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan
dan/atau teguran tertulis. :

Dalam hal sanksi administratif sebagaiinana dimaksud pada eyat (1) tidak
dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat
dilanjutkan dengan pemberhentian.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif bagi Kepala Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan
Bupati.

Pasal 13

Kepala Desa dilarang:

a.

merugikan kepentingan umum;
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(1)

(2)

(3)

membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,
pihak lain, dan/atau golongan tertencu: )
menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewa_}lbannya;
melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan
masyarakat tertentu;

melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,
dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau
tindakan yang akan dilakukannya; 2
menjadi pengurus partai politik;

menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD , anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indcnesia, Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang
ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau
pemilihan kepala daerah;

melanggar sumpah/janji jabatan; den

meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja bYerturut-turut tanpa
alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 14

Kepela Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran
tertulis.

Dalam hal sanksi administratif éebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat
dilanjutkan dengan pemberhentian.

Ketentuan lebih lanjut mengeral sanksi administratif bagi Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan
Bupati.

Bagian Kedua
Syarat Calon Kepala Desa

Pasal 15

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a.
b.
C.

om0

warga negara Republik Indonesia; 3

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha sa;

memegang teguh dan mengainalken Puncasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Iadonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika

berpendidikan paling rendah tamsa: sekolah menengah pertama atau
sederajat;

berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling
kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;

tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

‘(

-
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(1)

(2)

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan penga_‘dilan
yang telah mempunyai kekuatar hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengen pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun sctelah selesai menjalani pidana penjara
dan mengumumkan secara Jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang
bersangkutan pernah dipidana se-ta bukan sebagai pelaku kejahatan
berulang-ulang;

tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengar: putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetar;

berbadan sehat; dan

tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Pasal 16

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah
Daerah.

Pemilihan Kepala Desa Secara serertak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam
Jangka waktu 6 (enam) tahun.

Dalam hal terjadi kekosongan jabatsn Kepala Desa dalam peryelenggaraan
pemilihan Kepala Desa serentak, Bunati menunjuk Penjabat Kepala Desa.

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari
pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasa) 17

Pemilihan Kepala Desa dilaksanalkan melalui tahapan:
a. persiapan;

pencalonan;
C. pemungutan suara; dan
d. penetapan.

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

atas kegiatan:

a. pemberitahuan secara tertulis BPD kepada Kepala Desa tentang akhir
masa jabatan yang' disampaikan 6 ((nam) bulan sebelum berakhir
masa jabatan; 3

b. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh BPD ditetapkan
dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahnuan akhir
masa jabatan;

C. laporan akhir masa Jabatan Kepale Desa kepada Bupati disampaikan
dalam jangka wakty 30 (tiga puluh) Lari setelah pemberitahuan akhir
masa jabatan;

d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia kepacda Bupati
melalui camat dglam jaqgka waktu 30 (tiga puluh) fkari setelah

e. persetujuap biaya pemilihan dari Bupati dalam Jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.



(3) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri

(9)

(6)

(7)

(2)

(1)

atas kegiatan: _

a pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9
(sembilan) hari; o _ ' _

b penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta
penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua
puluh) hari; .

¢ penetapan calon Kepala Desa scbagaimana cdimaksud pada huruf b
paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;

d penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala
Desa; .

e pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangku waktu 3 (tiga)
hari; dan

f masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.

Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

terdiri atas kegiatan:

a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;

b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau

¢. dalam hal calon yang memperolen suara terbanyak lebih dari 1 (satu)
orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara
yang lebih luas.

Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri

atas Legiatan: - :

a. laporan panitia pemilihan mengenai calon ‘erpilih kepada BPD
paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;

b. laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7
(tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;

¢. Bupati menerbitkan keputusan meagenai pengesahan dan
pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
diterima laporan dari BPD ; dan

d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calor. Kepala Desa
terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan
pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d
adalah Wakil Bupati atau Camat.

Dalam hal terjadi perselisihan hasil semilihan Kepala Desg, Bupati wajib
menyelesaikan perselisihan dalam Jengka waktu 30 (tiga puluh) Hari.

-~

Pasal 18

Kgpala Desa yang akan mencalorkan diri kembali diberi cuti sejak
ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan
penetapan calon terpilih.

Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretaris Desa melaksanakan ‘ugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 19

Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa
harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat bembina kepegawaian.

{



(2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud padg ayat (1)
terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dlbepaskan
sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan

hak sebagai pegawai negeri sipil.

Paszl 20

(1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa
diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon
Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon

terpilih.

(2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh
perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 21

(1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnva
masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa
Jabatannya berakhir.

(2) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.

(3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimara dimaksud pada ayat (2)
bersifat mandiri dan tidak memihak.

(4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri
atas unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh
masyarakat Desa.

Pasal 22
(1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.

(2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
dan adil.

(3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melaluj tahap pencalonan,
pémungutan suara, dan penetapan.

(4) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana .dimaksud pada
ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa.

(5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas
mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan
persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara,
menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkarn pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa.



Pasal 23

Penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yang pa_lda
hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh
belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.

(1)

(2)

(3)

(2)
(3)

(4)

(1)

(2)
(3)

Pasal 24

Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh
panitia pemilihan Kepala Desa.

Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebaggimana dimaksud padg
ayat (1) diumumkan kepada masyarakat Desa di tempat umum sesuai
dengan kondisi sosial budaya masyaiakat Desa.

Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi
sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 25

Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilik adalah calon yang memperoleh
suara terbanyak.

Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.

Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa
terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon
Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayar (2).

BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan
menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati.

Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimans. dimaksud
pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan
Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati.

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib

menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (5).

Pasal 26

Calpn Kepala Desa terpilih dilantik cleh Bupati atau pejab;t yang ditunjuk
paling lama 30 (tiga puluh) hari seteiah penerbitan Keputusan Bupati.

Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/ berjanji.

Sumpah /janji sebagaimara dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpali/berjanji bahwa saya akan memenuhi
kewajiban saya selaku Kepala D.sa dengan sebaik-baiknya, sejujur-
Juurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya &kan selalu taat dalam
mengamalkan dan mempertahankai. Pancasila sebagai dasar negara; dan
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang- Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahur. 1945 serta melaksanakan segala
peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku
bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

{



Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihar Kepala Desa diatur
dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 28

Musyav/arah Desa yang diselenggarakan khusug untuk pelaks:anaan
pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan pahng_ lama d.alam jangka
waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan

mekanisme sebagai berikut: _ .
a. sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan legiatan yang

meliputi:

&

b. BP

1
2.
Sl

pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD
paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak
Kepala Desa diberhentikan

pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia
pemilihan kepada pcnjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka
waktu 30 (tiga puluhj Hari terhit'ing sejak panitia terbentuk;

pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa
paling lama dalam jangka vakty 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak
diajukan oleh panitia pernilihan;

pengumumen dan pendaftaran hakal caion Kepala Desa oleh panitia
pemilihan dalam jangka waktu 13 (lima belas) Hari;

penelitian kelengkapan persyar.tan administrasi bakal calon oleh
panitia pemilihan dalam Jangke waktu7 (tujuh) Hari; dan

penetapan calon Kepala Desa an:arwaktu oleh panitia pemilihan paling
sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tige) orang calon yang
dimintakan pengesahan Musyawaran Desa untuk ditetapkan sebagai
calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.

D menyelenggarakan Musyawarak Desa yang meliputi kegiatan:

penyelenggaraan Musyawarah Desa dipinipin oleh Ketua BPD yang
teknis pelaksanaan pemilihannya dilekukan oleh panitia pemilihan;
pengesahan calon Kepala Desa vang berhak dipilih oleh Musyawarzh
Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan
melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutsn
suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;

- pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan

kepada Musyawarah Desa;

pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa;

pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa
kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah Musyawarah
Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih

pelaporan calon Kepala Desa t:rpilih hasil Musyawarah Desa oleh
Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah
menerima laporan dari panitia pemilihan;

penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan. pengangkatan calon
Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
diterimanya laporan dari BPD ; dan

. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari

sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala
Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

‘(



Paszal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa antarwaktu
diatur dengan Peraturan Bupati. :

Bagian Kelima
Masa Jabatar: Kepala Desa

Pasz' 30

(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak
tanggal pelantikan.

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meujgbat paling
banyak 3 (tiga) kali masa Jabatan s=cara berturut-tur.t atau tidak secara
berturut-turut,.

(3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah
Desa. :

(4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa
jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1
(satu) periode masa Jjabatan.

Bagian Keenam
Laporan Kepala Desa

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibar. sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Desa wajib:

a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir
tahun anggaran kepada Bupati;

b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir
masa jabatan kepada Bupati;

€. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara

d. raemberikan dan /atau menyebarkan  informasi penyelenggaraan
pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun
anggaran,

Pasal 32

(1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagajn‘:ana dimaksud
dalam Pasal 31 huruf a disampaikan kepada Bupati melaluj Camat paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

(2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Dega sebageimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat-
&. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemeirintahan Desa;
b. pertanggungjawaban pelaksanaan pPembangunan;
C. pelaksanaan pembinaan kemasyerakatan; dan
d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

(



(3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimax_la dimaksud
pada ayat (1) digunakan sebagai bahan cvaluasi oleh Bupati untuk dasar

pembinaan dan pengawasan.

Pasal 33

(1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalar: Pasal 31
huruf b kepada Bupati melalui Camar.

(2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (ima) bulan sebelun
berakhirnya masa jabatan

(3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimane dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat: '
a. ringkasan laporan tahun-tatun sebelurnnya;
b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu
untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
¢. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
d. hal yang dianggap perlu perbaikan.

(4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaiaan Pemerintahan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa
kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 34

(I) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf ¢ setiap
akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah berakhirnya tahun anggarai.

(2) Laporan Kketerangan penyelenggarain Pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling secikit memuat pelaksanaan Peraturan
Desa.

(3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi
pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 35

Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi
yang mudah diakses oleh masy4rakat mengenai penyelenggaraan
- Pemerintahan Desa kepada masyarakat Nesa.

Pasal 36

(1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimar.a dimaksud
dalam Pasal 31 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan
dan/atau teguran tertulis.

(2) Qalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
d}lak*.sanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat
dilanjutkan dengan pemberhentian.

-,



Pasal 37

" Ketentuan lebih lanjut mengenai lzporan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketujuh
Pemberhentian Kepala Desa

Paszl 38

(1) Kepala Desa berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
karena:
a. berakhir masa jabatannya;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap secara berturit-turut selama 6 (enam) bulan;
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
d. melanggar larangan sebagai kepala Desa; .
€. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2
(dua) Desa atau lebih menjadi . (satu) Desa baru, atan penghapusan
Desa;
tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

@ =

(3) Apabila Kepala Desa berhenti seba jaimana dimaksud pada ayat (1), BPD
melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

(4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan KeputusanBupati.

Pasal 39

Dalam hal sisa masa Jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1
(satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pesal 37
ayat 1(satu) huruf a dan huruf b serta ayat 2 (dua) huruf b, huruf ¢, huruf d,
huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri cipil daii Pemerintah
t[))aerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang
aru. ¢

Pasal 40

Dalam hal sisa masa Jjabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satv)
tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1)
huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf {, dan huruf
g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai
penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang oaru melalui hasil
Musyawarah Desa.



Paszal 41

(1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihax} Kepala
Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan
selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.

(2) Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa sebagaimana dimeaksud pada
ayat (1) dari pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah.

(3) Penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berpedoman pada peraturan per undang-undangan.

Pasal 42

(1) Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai penjabat Kepala Dqsa paling
sedikit harus memaharmi bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan,

(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan

tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan
Kepala Desa.

Pasai 43

(1) Kepala Desa yang berstatus pegawsal negeri sipil apabila berhenti sebagai
Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.

(2) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai
batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan
hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44
Kepala Desa diberhentikan sémentara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai

terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 45
Kepala Desa diberhentikan sementara olehBupatisetelah
ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme,

makar,dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 46

tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejax penetapan

{



(2)

putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabili.tasi dan
mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala
Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

Apabila Kepala Desa yang diberheatikan sementara sebagg.imana
dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus
merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 48

Dalam hal Kepala Desa diberhentiken sementara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 dan Pasal 44, Sekrctaris Desa melaksanakan tugas dan
kewajibanKepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuaran hukum tetap.

(1)

(2)

(1)

Pasz1 49

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 tidak lebih dari 1 (satu) tahun,
Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai
penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.

Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, hak, kewajiban,
dan laranganKepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan
Pasal 13. '

Pasal 50

Dalam hal sisa masa jabatan Kepula Desa yang diberhentikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal !5 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati
mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah  sebagai
penjabat Kepala Desa.

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan
tugas, wewenang, hak, kewajiban, can laranganKepala Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1ldan Pasal 13 sampai dengan ditetapkannya
Kepala Desa.

Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui
Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15. '

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3] dilaksanakan
paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.

Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarzh Desa sebagaimana
d}maksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis
sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Kptentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa dan hak-hak
Kepala Desa ketika diberhentikan sementara diatur dalam Peraturan Bupati.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(1)

(2)

BABV
PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pascl] 52

Perangkat Desa terdiri atas:

a. sekretariat Desa;

b. pelaksana kewilayahan; dan
c. pelaksana teknis.

Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepale. Desa.
Pasal 53

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oel. unsur staf
sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa calam bidang
administrasi pemerintahan. :

Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (!) paiing banyak
terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.

Ketentuan mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksu¢d pada ayat (2)
diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 54

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai
satuan tugas kewilayghan.

Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara
pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 55

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai
pclaksana tugas operasional.

Pelaksana teknis sebagaimana dimaksd pada ayat (1) paling banyak
terdiri atas 3 (tiga) seksi. .

Ketentuan mengenaij pelaksana tekmnis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur dalam Peraturan Bupati. 3

Bagian Kedua
Tugas, Kewajiban, dan Larangan Perangkat Desa

Pasa! 36

Perangkat Desa bertugas membant:. Kepala Desa dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya.

Dalam mela}ksanakan tugas dan Wewenangnya, perangkat Desa
bertanggung jawab kepada Kepala Degsa.

f



Pasal 57

Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa berkewajiban:

a.

-0 0o

OBETFTE m

P.

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal lka;

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan,
profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan
nepotisme;

menjalin kerja sama dan kooidinesi dengan seluruh pemangku
kepentingan di Desa;

menyelenggarakan administrasi Pemecrintahan Desa yang baik;

mengelola Keuangan dan Aset Desa;

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
menyelesaikan perselisihan masyaraxat di Desa;

mengembangkai perekonomian masyarakat Desa;

- membina dan melestarikan nilai sosial bud aya masyarakat Desa;
. memberdayakan masyarakat dan lenibaga kemasyarakatan di Desa;

mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan
hidup; dan
memberikan informasi kepada masyerakat Desa.

Pasal 58

Perangkat Desa dilarang:

a.
b.

c.
d.

o

= 00

o

o

(1)

merugikan kepentingan umum;

membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,
pihak lain, dan/atau golongan tertencu;

menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
melakukan tindakan diskriminatif terhadep warga dan/atau golongan
masyarakat tertentu;

melakukan tindakan meresahkan seke.ompok masyarakat Desa;
melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,
dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau
tindakan yang akan dilakukannya;

menjadi pengurus partai politik;

menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD , anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia, Dewan Perwaki lan Rakyat Daerah Provinsi atau
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, dan jabatan lain
yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau
pemilihan kepala daerah;

melanggar sumpah/ Jjanji jabatan; dan

meninggalkan tugas selama 60 (enamn puluh) hari kerja berturut-turut
tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkarn.

Pasal 59

Pferangkat Desa yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana
dimaksud dalm Pasal 57 dan Pasal 58 dikenaj sanksi edministratif
berupa teguran lisan dan /atau teguran tertulis. ’

{‘
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(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat

dilanjutkan dengan pemberhentian.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Yerangkat Desa

Pasal 60

Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persvaratan:

a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang
sederajat; _

b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;

c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling
kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan

d. tidak memiliki hubungan perkawin: natauhubungan keluarge ke atas atau
ke bawah dengan Kepala Desa dan/atau perangkat desa.

Pasal 61

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai

berikut: :

a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon
perangkat Desa;

b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pengangkatan
perangkat Desa,;

c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon
perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan

d. Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam
pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa. .

Pasal 62

(1) Pegawai negeri sipil yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus
mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

(?) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud paca ayat (1)
terpilih dan diangkat menjadi peraagkat Desa, yang bersangkutan
dibebaskan sementara dari Jabatannya selama menjedi perangkat Desa
tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

Pesal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan perangkat Desa diatur dalam
Peraturan Bupati.

. Bagian Keempat
Pemberhentian Perangkat Desa

Paszl] 64

(1) Perangkat Desa berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
¢. diberhentikan.



" (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ karena:
a. usia telah genap 60 (enam pulub) tahun;
b. berhalangan tetap; .
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
d. melanggar iarangan dan kewajitan sebagai perangkat Desa.

(3) Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai
berikut: _

a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai
pemberhentian perangkat Desa; . _

b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang
memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah
dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan

c. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam
pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Paszl 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam
PeraturanBupati.

BAR VI
PAKAIAN DINAS; DAN ATRIBUT
Paszl 66
(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mengenakan pakaian dinas dan atribut,

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
BPD

Bagian Kesatu
Fungsi dan Hak BPD

Pasal 67

BPD mempunyai fungsi:

a. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala
Desa; ¢

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
¢. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 58

BFD berhak :

‘& mengawasi dan meminta keterangan tentang
Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

b. menyatakan pendapat atas penvelenggaraan  Pemerincah Desa,

pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa; dan

{

penyelenggaraan



c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagiarn Kedua
Keanggotaan BPD

Pasa! 69

A (1) Anggota BPD  merupakan wakil dari penduduk De:ca berdgsarkan
keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

(2) Masa keanggotaan BPD selama 6 (eram) tahun terhitung sejak tanggal
pengucapan sumpah/janji.

(3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk
masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) keli secara berturut-turut atau
tidak berturut-turut.

(4, Dalam hal anggota BPD mengundurkan diri sebelum habis masa
jabatannya atau diberhentikan, dianggap telah menjabat 1 (satu) periode
masa jabatan.

Pasal 70

(1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, palirg sedikit 5
(lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan meniperhatikan
wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa.

(2) Peresmian anggota BPD sebagaimena dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan keputusan Bupati.

(3) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara
bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau
pejabat yang ditunjuk.

(4) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumnpeh/berjanji bahwa saya akan memenuhi
kewajiban saya selaku- anggota BFD dengan sebaik-baiknya, sejujur-
jujurnya, dan seadil-adilnya; bakwa saya akan selalu taat dalam
mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan
bahwa saya akan menegakkan kehicupan demokrasi dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tehun 1945 serta melaksanakan segala
peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlalu
bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasa: 71

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. memegang teguh dan mengamalken Puncasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republikk Indonesia Tahun 1945, serta

mempertahankan dan memelihara <eutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/p=rnah menikah;

. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau
sederajat;

a o
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bukan sebagai perangka: Pemerintah Desa,;

bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD ; _

wakil penduduk Desa se:empat yang dipilih secara demokratis; o
sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan deangan surat keterangan dari
dokter pemerintah; dan

tidak ada hubungan suami/istri dengan Kepala Desa.

SR o
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Paszl 72

(1) Pimpinan BPD terdiri atas 1 (satu) crang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua,
dan 1 (satu) orang sekretaris.

(2) Pimpinan BPD BPD sebagaimana cimaksud pada ayat (1) dipilih c.iari dan
oleh anggota BPD BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan
secara khusus.

. (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota
tertua dan dibantu oleh anggota terinuda.

Pasel 73

Pimpinan dan Anggota BPD mempunyai hak untuk :

a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;

b. mengajukan pertanyaan;

¢. menyampaikan usul dan/atau pendapat;

d. memilih dan dipilih;

€. memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan oerundang-undangan;

f. selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf e, 3PD memperoleh
biaya operasional;

g. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan,
sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan sesuai dengan
kemampuan keuangan desa.

h. memperoleh penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
dan Pemerintah Daerah bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 74

Pimpinan dan Anggota BPD wajib:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

€. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi
masyarakat Desa;

d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok,
dan/atau golongan;

€. menghormati nilai sosial budaya dan ada: istiadat masyarakat Desa;dan

f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga
kemasyarakatan Desa. .



Pasal 75

Pimpinan dan Anggota BPD dilarang:

a. merugikan kepentingan umum,meresahkan sekelompok masyarakat Desa,
dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat I?esa;

b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang,

dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau

tindakan yang akan dilakukannya;

menyalahgunakan wewenang;

melanggar sumpah/janji jabatan;

merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa, . .

merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Ralyat Repubhk. Indonesia,

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwekilan Rakyat

Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota,

dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

sebagai pelaksana proyek Desa;

. menjadi pengurus partai politik;

menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

menjadi panitia pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa;

menjadi panitia pengisian Anggota BPD ; dan

menjadi panitia lelang aset desa.

"o a0
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Bagian Ketiga
Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 76

(1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui

proses pemilihan secara langsung atau musyawarzh perwakilan dengan
menjamin keterwakilan perempuan.

(2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah
perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala Desa membentuk

Panitia Pengisian Keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa.

(3) Panitia Pengisian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan
jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.

Pasal 77

(1) Panitia Pengisian Anggota BPD me‘akukan penjaringan dan penyaringan
bakal calon anggota BPD dalam Jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum
masa keanggotaan BPD berakhir.

(2) Panitia Pengisian Anggota BPD menetapkancalonanggotaBPD yang
jumlahnya sama atau lebih dari ar ggota BPD yang dilaksanakan paling
lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

(3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui
proses pemilihan langsung, Panitia Pengisian  Anggota BPD
menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD .

(4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui
proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD sebagaimana

'
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(5)

(6)

dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah pervsakilan oleh
unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih. :

Hasil pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau
mnusyawarah  perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD kepadq Kepaia Desa
paling lama 7 (tujuh) hari sejak citetapkannya hasil pemilihan langsung
atau musyawarah perwsakilan.

Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan
sebagaimanadimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa
kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan
dari Panitia Pengisian Anggota BPD untuk diresmikan oleh Bupati

Paszl 78

Peresmian anggota BPD sebagaimina dimaksud dalam Pasal 77 ayat (6)
ditetapkan dengan Keputusan Buwnat’ paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejak diterimanya laporan hasil pemiliran langsung atau musyawarah
perwakilan dari kepala Desa.

Pengucapan sumpah/janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat
yang ditunjuk paling lama 30 (tiga pululi) hari sejak diterbitkanrya
Keputusan Bupatimengenai peresm:an anggota BPD .

Pasal 79

Biaya penyelenggaraan pembentukan keanggotaan BPD  dapat berasal
dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Keempat
Pengisian Keanggotaan BPD Antarwaktu

Paszl 80

Pengigian keanggotaan BPD  antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan
Bupati atas usul pimpinan BPD melalui kepala Desa.

(1)

(2)

Bagian Kelima
Pemberhentian Anggcta BPD

Paszl 81

Anggota BPD berhenti karena: :
a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan.

Qnggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
arena:

a. berakhir masa keanggotaan;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bu'an;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD ; atau

d. melanggar larangan sebagai anggota BPD .
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(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9

(6)

Pemberhentian anggota BPD aiusulkan oleh pimpinan BPD kepada
Bupati lewat Camat atas dasar hasil musyawarah BPD .

Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian {eenam
Peraturan Tata Tertibh BPD

Paszl 82

Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat:

waktu musyawarah BPD ;

pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD ;

tata cara musyawarah BPD ;

tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD ;
dan

e. pembuatan berita acara musyawarah BPD .

poop

Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi: _

a. pelaksanaan jam musyawarah,;

b. tempat musyawarah;

c. Jjenis musyawarah; dan

d. daftar hadir anggota BPD .

Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota
hadir lengkap;

b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketta BPD berhalangan
hadir;

C. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua
berhalangan hadir; dan

d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan
bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD
antarwaktu.

Pengaturan mengenai tata cara musvawarah BPD sepagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa;

b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;

C. tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala Desa; dan

d. tata cara penampungan atau penyaluaran aspirasi masyarakat.

Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
a. pemberian pandangan terhadap selaksanaan Pemerintahan Desa;

b. penyampaian jawaban atau peiidapat Kepala Desa atas pandangan
BPD ;

c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kepala Desa;

dan
d. tindak lanjut dan penyampaian nandangan akhir BPD kepada Bupati.

Pengah_.lran mengenai penyusunen berita acara musyawarah BPD
sebagaimana dimaksud ayat (1) hurufe meliputi :

4
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penyusunan notulen rapat;
penyusunan berita acara;

format berita acara;
penandatanganan berita acara; dan
penyampaian berita acara.

sROCE

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fun.gsi, kewenangan, hak dan
kewajiban, pengisian keanggotaan, pemberhentian anggota, serta peraturan
tata tertib BPD diatur dalam Peraturan Bupati

BAB VIII
MUSYAWARAH DESA
Pasz| 84

(1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh
BPD, Pemerintah Desa, dan unsur’ masyarakat Desa untuk
memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, )

(2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
penataan Desa;

perencanaan Desa;

kerja sama Desa;

rencana investasi yang masuk ke Desa;

pembentukan BUM Desa;

penambahzn dan pelepasan Aset Desa;

kejadian luar biasa;dan

Pemilihan Kepala Desa antar walitu,

FR e a0 op

(3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
paling kurang sekali dalam 1 (satu) tabun. .

(4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(5) Musyawarah Desa diselenggarakan onleh BPD yang difasilitasi oleh
Pemerintah Desa.

(6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh
Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masvarakat. :

=

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
tokoh adat;

tokoh agama;

tokoh masyarakat;

tokoh pendidikan;

perwakilan kelompok tani;

perwakilan kelompok nelayan;

perwakilan kelompok perajin;

perwakilan kelompok perempuan;

perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungarn anak; dan/atau
perwakilan kelompok masyarakat miskin,

( |
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(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(2)

(3)

Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud _pada ayat {7},
Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan
kondisi sosial budaya masyarakat.

BAB IX
PENGHASILAN PEMERINTAH DESA
Pascl 85

Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap
bulan.

Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam
APB Desa yang bersumber dari ADD.

Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat

Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:

a. ADD yang berjumlah kurang cari Rp500.000.000,00 flima ratus juta
rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);

b. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai
dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan
maksimal 50% (lima puluh perseratus);

¢. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujulr ratus juta
rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)
digunakan maksimal 40% (empat puluk perseratus); dan

d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sernbilan ratus juta
rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).

Pengalokasian batas maksimal seoagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat,
kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap:

a. Kepala Desa;

b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) da-i
penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan

c. Perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh
perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.

Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dar. perangkat desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan peraturan Supati. ’

Pasal 86 :

Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal
85, Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimsan
lain yang sah.

Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dalamPeracuran Bupati.

-,
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BAB X
PERATURAN DI DESA

Bagian Kesatu
Jenis Peraturan Di Desa

Pasal 87

(1) Jenis peraturan di Desa terdiri atas:

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

a. Peraturan Desa;
b. Peraturan bersama Kepala Desa; dan
c. Peraturan Kepala Desa.

Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan
dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan perundang-undangan

yang lebih tinggi.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa

Paragraf 1
Peraturan Desa

Paszl 88

Rancangan peraturan Desa dipraka:sai oleh Pemerintah Desa.

BPD dapat mengusulkan rancangan peraturan Desa kepada pemerintah
desa.

Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk mendapatkan
masukan.

Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Kepala Desa setelal; ditahas dan disepakati bersama BPD

Passl 89

Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan
oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi
peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal
kesepakatan.

Pera!:uran Qesa yang telah diundangkean sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) Filsampalkan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan dan pengawasan
paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.

1



Pasal 90

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, ta.ta ruang, daq
organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati
sebelum ditetapkan menjadi Peratvran Desa.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) djserahkap oleh
Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya
rancangan peraturan tersebut Qleh 3upati.

(3) Dalam hal Bupati telah memberikai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
‘pada ayat (2), Kepala Desa wajib memperkaikinya.

(4) Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak
diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.

(5) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas walktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Desa tersebut berlaku
dengan sendirinya. :

(5) Rancangan Peraturan Desa wajib dikor.sultasikan kepada masyarakat
Desa.

(6) Masyarakat Desa berhak memberikan masukain terhadap Rancangan
Peraturan Desa.

(7) Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh Peinerintah Desa.

Faragraf 2
Peraturan Kepala Desa

Pasal 91

Peraturan Kepala Desa merupakan peraturan pelaksanaan peraturan Desa.
Pasal 92

(1) Peraturan Kepala Desa ditandatangani oleh kepala Désa.

(2) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan
oleh sekretaris Desa dalam lembaran Desa dan berita Desa. :

(3) Peraturan Kepala Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Dssa.
Paragraf 3
Peraturan Bersama Kepala Desa
Pasal 93

(1) Peraturan bersama Kepala Desa merupakan peraturan Kepala Desa dalam
rangka kerja sama antar-Desa.

(2) Peraturan bersama Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dari 2
(dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa.

..



(3) Peraturan bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa
masing-masing.

Bagian Ketiga
Pembatalan Peraturan Desa dan Feracuran Kepala Desa

Pasal 94

Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa yang bertentangan dengan
kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi dibatalkan oleh Bupati

Pasel 95
Pedoman teknis mengenai peraturan di Desa diatur dalam Peraturan Bupati,
BAB X1
PEMBANGUNAN DESA DANPEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu
Pembanguran Desa

Pasal 96

(1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan inasyarakat
Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan
melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembanguran sarana dan
prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan
sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

(2) Pembangunan Desa meliputi tahap Ferencanaarn, pelaksanaan, dan
pengawasan.

(3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan
kebersamaan, mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan
sosial.

Pasal 27

(1) Pemerintah Desa menyusun perencanaar pembangunan Desa sesuai
dengan kewenangannya dengan  mengacu pada  perencanaan
pembangunan Daerah.

(2) Perencanaan Pembangunan Desa scbagaimena dimaksul pada ayat (1)
disusun secara berjangka meliputi.
a. RPJM Desauntuk jangka waktu € (enam) tahun; dan
b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut RKF Desa,
merupakan penjabaran dari RPJM Desauntuk jangka waktu 1(satu)
tahun. '

(3) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan
dalam Musyawarah Desa

(4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat
dilaksanakan pada bulan J uni tahun sebelumnya.
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Pasal 98

Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93
menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM
Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)
- (2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pasal 99

Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Peraerintah Desa wajib
menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara

partisipatif.

Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diikuti oleh BPD dan unsur masyarakat Desa

Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibahas. dalam musyawarah perencanuan pembangunan
Desa.

Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit
memuat penjabaran visi dan misi K epala Dese. terpilih dan arah kebijakan
perencanaan pembangunan Desa.

Rancangan RPJM Desa sebag dmana dimaksud pada ayat (4)
memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten
Rembang.

Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan
penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun.

Pasa! 100
RPJM Desa mengacu pada RPJM Daerah.

RPJM Desa memuat visi dan misi Xepala Desa, rencana penyelenggaraan
pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, pemberdayaan masyerakat, dan arah kebijakan
pembangunan Desa.

RP_JM Desa disusun dengan mempertimbar gkan kondisi obyektif Desa dan
prioritas pembangunan Daerah.

RPJM Desa ditetapkan dalam Jangke waktu paling lamia 3 (tiga) bulan
terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

Pasal 101
RKP Desa memuat rencana psnyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan, ]pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.
RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi

uraian:
a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya

(



(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(3)

(4)

(6)

(1)

(2)

b. prioritas program, kegiatan, dian anggaran Desa yang dikelola oleh
Desa; .

c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui
kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;

d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa
sebagai kewenangan penugasan dariPemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan

e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa
dan/atau unsur masyarakat Desa.

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah
Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan
pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun
sebelumnya.

RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir hulan
September tahun sebelumnya.

RKP Desa menjadi dasar penetapan AP3 Desa.
Pasal 102

Pemerintah Desa dapat mengusuikan kebutuhan pembangunan Desa
kepada Pemerintah Daerah.

Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan
pembangunan Desa kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerali Provinsi.

Usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksuc pada aya;t
(2) harus mendapatkan persetujuan Bupati.

Dalam hal Bupati memberikan persetujuan, usulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah
dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi.

Jsulan Pemerintah Desa sebagaimar.a dirnaxsud pada ayat (1) dan ayat (2)
dihasilkan dalam musyawarah persncanaan pembangunan Desa

Dalam hal Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah

Daerah menyetujui usulin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), usulan tersebut dimuat dalam R}P Desa tahun oerikuthya.

Pasal 103

RPJM Desa dan/atau RKP Desa dap=t diubah dalam hal:

a. terjadi peristiwa khusus, sepert bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakar. Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintak Daerah.

Perubahan RPJM Desa dan/atau REP Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan
pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

o



Pasal 104

'Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyusunan RPJM Desa, RKP Desa

diatur dalam Peraturan Bupati

(1)

(2)

@)

(1)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

Pasal 105

Ilepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang
dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/ata'i unsur masyarakat Desa.

Pelaksana kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan mempertimbangkesn keadilan gender.

Pelaksanaan pembangunan sebezaimana dimaksud poda ayat (1)
mengutamakan pemanfaatan sumber daya inanusia dan sumber daya
alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong
masyarakat.

Pelaksana pembangunan sebagauimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan laporan pelaksana:n pembangunan kepada Kepala Desa
dalam forum Musyawarah Desa. -

Pacal 106

Pemerintah, Pemerintah Dae:rah Provinsi, dan Pemerintah
Daerahmenyelenggarakan program sektoral dan program daerah yang
masuk ke Desa.

Program sebagaimana dimaksud pade ayat (1) diinformasikan kepada
Pemerintah Desa untuk diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa.

Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yeng berskala lokal Desa
dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.

Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam lampiran APB
Desa.

Pasal 107

Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenah’ rencana dan
pelaksanaan pembangunan desa.

Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan
pembangunan desa.

Masyarakat Desa melaporkan has:] pemantauan dan berbagai keluhan

terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada Pemzrintah Desa dan
BPD .

Pemerintah Desa wajib menginforniasikan perencanaan den pelaksanaan
RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa kepada masyarakat Desa melalui
layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah
Desa paling sedikit 1(satu) tahun sekali.

Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk
menanggapi laporan pelaksanaan pembangunar desa.



(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

Bag.an Kedua
Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasa! 108

Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan
antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan
meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dap_ pe.mberdayaan
masyarakat Desa melalui pendekatzan pembangunan partisipadif.

Pembangunan kawasan perdesaan 1erdiri atas: o
penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu;
penguatan kapasitas masyarakat;

kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan

pembangunan infrastruktur antarperdesaan.

0o o

Pembangunan kawasan perdesaan  memperhatikan kewenangan
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta
pengarusutamaan perdamaian da keadilan sosial melalui pencegahan
dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh
Desa di kawasan perdesaan.

Pasal 109

Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
108 dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan

mekanisme:

a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai
wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan
prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi
pembangunan kawasan perdesaan;

b. usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan
perdesaan disampaikan oleh Kepa'a Desa kepada Bupati:

¢. Bupati melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan
rencana dan program pembangunan kabupaten; dan

d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, Bupat: menetapkan lokasi
pembangunan kawasan perdesaan dengan keputusan Bupaui.

Bupati dapat mengusulkan program p2mbangunan l:awasan perdesaan di
lokasi yang telah ditetapkannya kepada gubernur dan kepada Pemerintah
melalui gubernur.

Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah
dan Pemerintah Daerah Provinsi dibahas bersama Pemerintah

Daerahuntuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan
perdesaan. ’

&ogam pembangunan kawasan perdesaan yang berasel dari Pemerintah
dltetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perencanaan pembangunan nasional.

Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah
Daerah Provinsi ditetapkan oleh gub:rnur.

{



(7)

(8)

(1)

(2)

(2)

Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah
daerah ditetapkan oleh Bupati.

Bupati melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan
kepada Pemerintah Desa, BPD , dan masyarakat. .

Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal Desa ditugaskan
pelaksanaannya kepada Desa.

Pasal 110

Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Desa damn tata riang
dalam pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berdasarkan hasil
Musyawarah Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

Pembangunan kawasan perdesaan vang memanfaatkan aset Desa dan tata
1uang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.

Pelibatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam

hal: -

a. memberikan informasi mengenai rencana program dan Kkegiatan
pembangunan kawasan perdesaan;

b. memfasilitasi Musyawarah Desa untuk membahas dar menyepakati
pendayagunaan aset Desa dan tuta ruang Desa; dan

€. mengembangkan mekanisme ptnanganan perselisihan sosial.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Masyarakat dan"~endampingan Masyarakat Desa

Parag-af 1
Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 111

Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam
melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan

Pemberdayaan masyarakat Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, pemerintah
daerah, Pemerintah Desa, dan pihak ketiga.

Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaiirana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, forum
Musyawarah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga adat Desa,
BUM Desa, badan kerja sama antar-Desa, forum kerja sema Desa, dan
kelompok kegiatan masyarakat laji yang dibentuk untuk mendukung
kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Pasal 112

Pemerintah daerah, dan Pemerintah  Desa melakukan upaya
pemberdayaan masyarakat Desa.

Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan: ’
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(1)

a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan
pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;

b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara
berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan
sumber daya alam yang ada di Desa; - o

C. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas,
potensi, dan nilai kearifan lokal; _

d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpithak kepada
kepentingan warga miskin, wa-ga disabilitas, perempuan, anak, dan
kelompok marginal; _

€. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;

f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat; -

g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa
yang dilakukan melalui Musyawarah Desa;

h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya
manusia masyarakat Desa;

i. melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkeianjitan; dan

j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara
partisipatif oleh masyarakat Desa.

Paragraf 2
Pendampingan Masyarakat Desa

Pasal 113

Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan
masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan
kebutuhan.

Pendumpingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja peranglkat daeral. dan dapat
dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan
masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.

Camat melakukan koordinasi pendampir.gan masyarakat Desa di
wilayahnya.

Pasal 114

Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113

ayat (2) terdiri atas:

a. pendamping Desa yang bertugas mendampingi Desa dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Iesa, kerja sama Desa® pengembangan
BUM Desa, dan pembar.gunan yeng terskala lokal Desa;

b. pendamping teknis yang bertuges mendampingi Desa dalam

~ pelaksanaan program dan kegiati:n sel:toral; dan

C. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan
kapasitas tenaga pendampin;; dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pengiamp.ing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki
sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang ekonomii,
sosial, budaya, dan /atau teknik.

P



(3)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

(2)

Kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana di.m.a‘ksud dalam
Pasal 113 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat vang dipilih oleh Desa
untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakken prakarsa,

partisipasi, dan swadaya gotong royong.
Pasal 115
Pemerintah Daerahdapat mengadakan sumber daya manusia pendamping

untuk Desa melalui perjanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Desa dapat mengadakan kader pemberdayaan masyarakat
Desa melalui mekanisine Musyawarah Desa untuk ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Desa.
BAB XII

- BADAN USAHA MILiK DESA

Bagian {esatu
Pendirian dan Organisasi Pengelola

Pasal 116

Desa dapat mendirikan BUM Desa.

Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa.

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari oirganicasi Pemerintahan
Desa.

Organisasi pengelola BUM Desa s~bagaimiana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit terdiri atas:

a. penasihat; dan

b. pelaksana operasional.

Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabut secara ex-
officio oleh kepala Desa.

Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b
merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala
Desa.

Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilarang
merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga
Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Cesa

Pasal 117

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 aya: (4) huruf a
mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat
kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan
dan pengelolaan usaha Desa.

..
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Pasal 118

Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalampasal 116_ayat (4)
huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

(1)
(2)

(3)

(4)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

Bagian Kedua
Modal dan Kekayaan BUM Desa

Pasa 119
Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.

Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan
tidak terbagi atas saham.

Modal BUM Desa terdiri atas:
a. penyertaan modal Desa; dan
b. penyertaan modal masyarakat Desa.

Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
berasal dari APB Desa dan sumber la:nnya. -

Penyertaan modal Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari:

a. dana segar;

b. bantuan Pemerintah;

¢. bantuan Pemerintah Daerah; dan

d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa.

Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada BUM Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf ¢ disalurkan
melalui mekanisme APB Desa. -

Bagian Ketiga
Anggaran Dasar dan An ggaran Rumah Tangga

Pasal 120

Pelaksana operasional BUM Desa wajib menvusun dan inenetapkan
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah rmendapatkan
pertimbangan kepala Desa.

Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayar (1) memuat paling
sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dzn tujuan, modal, kegiatan
usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata
cara penggunaan dan pembagian keuntungan.

Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan

pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan
sumber modal.

Kesepa‘katan Pényusunan anggaran dasar da- anggaran rumah tangga
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui Musyawarah Desa.

Anggaran dasar dan anggaran rumal. tangga sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Desa.



Bagien Keempat
Pengembangan kegiatan Usaha

Pasal 121

(1) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Desa c'Iap‘)at: .
a. menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihal: lain; dan
b. mendirikan unit usaha BUM Desa.

(2) BUM Desa yang melakukan pinjamar harus mendapatkan persetujuan
Pemerintah Desa.

(3) Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan unit usaha BU}VI Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secsuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

(1) Pelaksana operasional dalam pengurusan dan pengelolaar usaha Desa
mewakili BUM Desa di dalam dan 4i luar pengadilan. ‘

(2) Pelaksana operasional waji.b melapcrkan pertanggungjawaban pengurusan
dan pengelolaan BUMDesa kepada Kepala Desa secara berkala.

Pasal 123

Kerugian yang dialami oleh BUM Desa menjadi tanggung jawab pelaksana
operasional BUM Desa.

Pasal 124
(1) Kepailitan BUM Desa hanya dapat diajukan oleh kepala Desa.
(2) Kepailitan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Keliina
Pendirian BUM Desa Bersama

Pasal 125

(1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa, 2 (dua) Desa atau lebih dapat
membentuk BUM Desa tersama. S

(2) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa.

(3) Pgndirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa sebagaimana
d;maksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengelolaan BUM Desa tersebut
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

Ketentuan lebih lanjut mengenai pen lirian, pengurusan dan pengelolaan,
serta pembubaran BUM Desa diatur dengan Peraturan Desa.

(



BAB XIII
KERJA SAMA DESA
Pasa' 127
(1) Kerja sama Desa dilakukan antar-Desa dar /atau dengan pihak ketiga.

(2) Pelaksanaan kerja sama antar-Desa diatur dengan peraturan bersama
Kepala Desa.

(3) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga dictur dengan
perjsnjian bersama.

(4) Peraturan bersama dan perjanjian dersama sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat:

. ruang lingkup kerja sama;

bidang kerja sama;

tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;

jangka waktu; :

hak dan kewajiban;

pendanaan;

tata cara perubahan, penundasn, dan pembatalan; dan per.yelesaian

perselisihan.

o oo o

(4) Camat atas namaBupati memfasilitzasi velaksanaan kerja sama antar-Desa
ataupun kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 128

(1) Badan kerja sama antar-Desa terdiri atas:

Pemerintah Desa;

anggota BPD ;

lembaga kemasyarakatan Desa;

lembaga Desa lainnya; dan

tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

®poop

(2) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan badan kerja sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan
bersama kepala Desa.

(3) Badarn kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung
jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 129

Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa harus dimusyawarahkan
dengan menyertakan para pihak yang terixat dalam kerja sama Desa.

Pasal 130

(1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Dcsa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 129 dapat dilakukan oler para pihak.

(2) Mel‘canisme perubahan atay berakh.rnya Kerja sama Desa ates ketentuan
kerja sama Desa diatur s=suaj dengan kesepakatan para pihalk.

(
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Pasal 131

Kerja sama Desa berakhir apabila:

a.

b.
c.

SR

[

(1)

(3)

(4)

(S)

terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam
perjanjian; '

tujuan perjanjian telah tercapai; o .
terdapat keadaan luar biasa yang raengakibatkan perjaniian kerja sama
tidak dapat dilaksanakan;

salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan
perjanjian;

dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

objek perjanjian hilang;

terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakatDesa, Daerah,
atau nasional; atau

berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 132

Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan
secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.

Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan
diselesaikan oleh Camat.

Apabila terjadi perselisihan kerja se ma Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam wilayah kecamatar 1ifasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.

-Peny:lesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat

(3) bersifat final dan ditetapkan dxlam berita acara yang ditandatangani
oleh para pihak dan pejabat yang m - mfasilitasi penyelesaian perselisihan.

Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan
melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasa 133

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata caru kerja sama Desa diatur dengan
Peraturan Bupati.

(1)

(2)

BAB XIV :
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DANLEMBAGA ADAT DESA

Bagian Kesatu
Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasa’' 134

Lembaga kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa
dan masyarakat.

Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

1



bertugas:

a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;

b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
. meningkatkan pelayanan masyarakst Desa.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

lembaga kemasyarakatan Desa memiliki fungsi:

a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan
masyarakat;

¢. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa
kepada masyarakat Desa;

d. menyusun rencana, melaksanckan, mengendalikan, melestarikan,
dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;

€. menumbuhkan, mengembangkan, dun menggerakkan prakarsa,
partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;

f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; aan

g meningkatkan kualitas sumber caya manusia.

(4) Pembentukan lembaga kemasyaralatan Desa diatur dengan peraturan
Desa.

Pasal 135
Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga nonpemerintah dalam
melaksanakan programnya di Desa wajib  memberdayakan dan
mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Bagian Kedua
Lembaga Adat Desa

Pasal 136
(1) Pembentukan lembaga adat Desa ditetapkan dengan peraturan Desa.

(2) Pembentukan lembaga adat Desa dapat dikembangkan di desa adat untuk
meénampung kepentingan kelompok adat yang lain.

Pasal 137

Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Desa diber:tuk oleh Pemerintah
Desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Bugati.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA
Pasal 138

(1) Pemerintah Daerah  membina dan  mengawasi

1 penyelenggaraan
Pemerintahan Desa. g "



(3) Pembinaan dan pengawasan tingkat kabupaten sebagaimana din.laksuc_i
pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang
membidangi Pemerintahan Desa melalui:

a.

b.

2

SR o

[

memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Fabupaten yang
dilaksanakan oleh Desa;
memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan

Kepala Desa;

memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan
partisipatif;

melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa;

melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;

menetapkan pembiayaan alokasi dana verimbangan untuk Desa;
mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa;

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan begi Pemerntah Desa,
BPD , dan lembaga kemasyarakatan Desa;

memberikan penghargaan atas vrestasi yang dilaksanakan dalam
penyelenggaraan  Pemerintahen Desa, PBPD , dan lembaga
kemasyarakatan Desa; '

melakukan upaya percepatan pembangunan perde saan;

melakukan upaya percepatan pembangunan Desa melalui bantuan
keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;

. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerjasama

antar-Desa; dan
memberikan sanksi atas penyirpangan vang dilakukan oleh Kepala
Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(4) Pembinaan dan pengawasan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan oleh Camat mela'ui:

FER MO0 o

g R

°
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fasilitasi penyusunar peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa,;

fasilitasi pengelolaan keuangan ['esa dan pendayagunaan aset Desa
fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
fasilitasi pelaksanaan tugas Kepela Desa dan perangkat Desa;

fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;

fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD ;

rekomendasi pengangkatar. dan ;)emberhentian perangkat Desa;
fasilitasi sinkronisasi perencariaan pembangunan daerah dengan
pembangunan Desa;

fasilitasi penetapan lokasi pemba ngunan kawasan perdesaan;

fasilitasi penyelenggaraan ketent-raman dan ketertiban umum;
fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga
kemasyarakatan; 2

. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak
ketiga;

fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta
penetapan dan penegasan batas Dese ;

fasilitasi penyusunan progran: dan pelaksanaan pemberdayaan
masyarakat Desa;

koordinasi pendampingan Desa di wilayzhnya; can :
koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di
wilayahnya.



(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)
(7)

(8)

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 139

Desa yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap diakui
sebagai Desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sudah .ac_la wajib
menyesuaikannya dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai
habis masa jabatannya.

Periodisasi masa jabatan Kepala Desa mengikuti ketentuan Peraturan
Daerah ini.

Anggota BPD yang ada pada saat ini tetap mernjalankan tugas sampai
habis masa keanggotaanya.

Periodisasi keanggotaan BPD mengikuti ketentuan Peraturan Dacrah ini.

Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap
melaksanakan tugas sampai habis masatugasnya.

Perangkat Desa yang berstatus sebegai pegawai negeri sipil meclaksanakan
tugasnya sampai ditetapkan penempatannya sesuai peraturan perundang-
undangan.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, perjanjian kerja sama
antar-Desa atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang sedang
berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakliirmya masa berlaku
perjanjian kerja sama tersebut.
BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 140

Pada saat Peraturan Daerah ini raulai berlaku, maka :

a.

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Keria Pemerintah Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembeang Nomor 2 Tahun 2007 tentang BFD
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembe ng Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Den
Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembarng
Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65);
Peraturan Daerah Kabupaten Rembzng Nomor 4 Tahun 2007 tentang Ta‘a
Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

(

-



(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor S5,
Tambahan Lembaran Daerah Nomcr 65);

e. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daeral. Kabupaten Rembang Noumor 3 Tahun
2007 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkutan, Pelantikan
Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2013 Nomor 2);

f. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun
2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian

Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kebupaten Rembang Tahun 2013
Nomor 3);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasat 141
Peraturan Daerah mulai berlaku pada taaggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memearintahkan pengundarnigan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

PIt. BUPATI REMBANG
WAR.L BUPATI,

H. ABDUL HAVIDZ
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMFEANG TAHUN NOMOR



II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN I'/EMERINTAHAN DESA

UMUM.

Bahwa Peraturan Daerah ini ditetapkan atas berlakunya Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 teritang Desa dan Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Urdang - Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta dalam rangka mengoptimalkan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, (lan pemberdayaan masvarakat Desa.

Dengan demikian, lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini ialah
kewenangan Desa, Pemerintahan Dssa, tata cara penyusunan peraturan di
Desa, pembangunan Desa dan penmbangunan kawasan perdesaan, badan
usaha milik Desa, kerja sama Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan
lembaga adat Desa, serta pembinaan dan pengawasan [‘esa oleh camat.

Berkaitan dengan pengaturan mengenai Pemerintahan Desa,
Peraturan Daerah ini mengatur secara lebih terperinci mengenai tata cara
pemilihan Kepala Desa secara langsung atau melalui Musy:zwarah Desa,
kedadukan, persyaratan, mekanism.e pengangkatan pcrangkat Desa,
besaran penghasilan tetap, tunjaigan, dan penerimaan lain yang sah
bagi Kepala Desa dan perangkat Desa, penempatan perangkat Desa yang
berstatus sebagai pegawai negeri sipil, serta tata cara pemberhentian
Kepala Desa dan perangkat Desa.

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik serta scjalan dengan asas pengaturan Desa
sebagaimana diamanatkan olek Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan
pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas,
akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta
partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai
kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan
perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerzah,
masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalain  mewujudkan
tujuan penyelenggaraan Desa .sebagaimana diamanatkar cleh Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni terwujudnya Desa yang
maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati din.

PASAL DEMI PASAL.,
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.



Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a
Yang dimaksud dengan “kepastian hukum® adalah asas dalam
negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan
perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap
kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Hurufb
Yang dimaksud dengan “tertib pernyelenggara pemerintahan” adalah
asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan
keseimbangan dalam pengendaliun penyelenggara Pemerintahan
Desa. '

Hurufc
Yang dimaksud dengan “tertib kepentingan umum* adalah asas
yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang
aspiratif, akomodatif, dan se}=ktif.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “ket:rbukaan” adalah asas yang membuka
diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang
benar, jujur, dan tidak Jiskriminatif tentang .penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dengen tetap memperhatikan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Hurufe
Yang dimaksud dengan ‘proporsionalitas” adalah asas yang
mengutamakan keseimbangan antara hak aan kewajiban
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Huruf f !

Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adaleh asas yang

mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan

ketentuan peraturan peru ndang-undangan.

Huruf g



Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang
menentukan bahwa setiap kegiatar dan hesil akhir kegiatan
penyelenggaraan Pemernintahan Desa harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan
ketentuan peraturan peruncang-undangan.

Hurufh
Yang dimaksud Jdengan “efektivitas” adalah asas yang menentukan
bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai
tujuan yang diinginkan masyarakat Desa.
Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah asas yang menentukan
bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan hars tepat sesuali
dengan rencana dan tujuan.

Huruf i
Yang dimaksud dengan ‘“kearifan lokal” adalah asas yang
menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus
memperhatikan kebutuhan can kepentingan masyarakat Desa.

Huruf j -
Yang dimaksud dengan “keberagaman” adalah penyelenggaraan
Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok
masyarakat tertentu.

Huruf k
Yang dimaksud dengan - “partisipatif” adalah penyelenggaraan
Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan
unsur masyarakat Desa.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Hurufd

Cukup jelas.
Hurufe

Cukup jelas.



Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i

Cukup jelas.
Huruf j -

Cukup jelas.

Huruf k
Yang dimaksud dengan berbadan sehat adalah sehat jasmani dan

rohani yang dibuktikan dengan keterangan dokter sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Huruf'l
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas.



Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30
| Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelas
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas
Pasal 39

Cukup jelas.



Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54



Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Yang dimaksud dengan hubungan keluarga ke atas adalah ayah atau
ibu, kakek atau nenek dan seterusnya.
Yang dimaksud dengan hubungan keluarga ke bawah adalah anak,
cucu dan seterusnya.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pascl 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67



Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80

Cukup jelas.
Pasal 81



Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94



Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109



Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Zukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
- Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.

Pasial 123



Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

&



Cukup jelas.
Pasal 139

Cukup jelas.
Pasal 140

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANGTAH'JN NOMOR



i

DRAF

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

Menimbang

Mengingat

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REMBANG,

bahwa untuk menciptakan terwujudnya
pelayanan pubik di daerah yang berkualitas
harus mendasarkan pada prinsip-prinsip
pelayanan publik;

bahwa untuk memenuhi hak dan kewajiban
masyarakat terhadap pelayanan publik yang
diterima, diperlukan adanya suatu
perlindungan dan kepastian secara jelas dan
tegas;

. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban

. bahwa berdasarkan

B

2.

menyusun, menetapkan dan menerapkan
standar pelayanan publik di daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b
dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Publik .

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok - Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia )




10.

-2 -

Nomor 3041) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia,
Nomor 4125);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005
tentang Pengesahan International Covenant
on Economic, Social, and Cultural Rights
(Kovenan Internasional tentang Hak-Hak
Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4557);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005
tentang Pengesahan International Covenant
on Civil, Political Rights (Kovenan
Internasional tentang Hak-Hak sipil dan
politik)  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4558);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008
tentang Ombudsman Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4899);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara



11,

12.

13.

14.

15.

16.

-3 -

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234); _
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia.
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun
1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran
Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan
Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3866);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun
2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5207);
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

~ (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74,

17.

18.

Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun
2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang;
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19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK .

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

H W

Daerah adalah Kabupaten Rembang;

Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

Bupati adalah Bupati Rembang;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang;

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Daerah.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah
Kabupaten Rembang;

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif
yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
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Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut sebagai
penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara,
korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan
undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan
hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan
publik;

Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya
disebut Organisasi penyelenggara adalah satuan kerja
penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan
institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen
yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan
pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-
mata untuk kegiatan pelayanan publik;

Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut sebagai
pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang
bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas
melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan
publik;

Sistem pelayanan terpadu adalah sistem penyelenggaraan
pelayanan administratif berupa perizinan dan/atau non perizinan
yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai
dengan tahap penyelesaian produk pelayanan dilaksanakan
melalui suatu proses pelayanan yang terintegrasi dalam satu
tempat.

Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun
penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan
hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan
publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas
pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada
masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat,
mudabh, terjangkau, dan teruku.

Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar
dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam
kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM
ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang
merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap
warga secara minimal.

Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP
adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai
proses penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan daerah.
Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi
keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam
standar pelayanan.

Sistem informasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut
Sistem informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi
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penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme
penyampaian informasi serta mekanisme penyampaian informasi
dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam
bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braile, bahasa
gambar, dan/atau bahasa publik, serta disajikan secara manual
ataupun elektronik.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, ASAS, RUANG LINGKUP DAN SIFAT

Bagian Kesatu
Maksud dan tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan publik di daerah dimaksudkan untuk
memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat
sebagai penerima layanan dan penyelenggara pelayanan publik.

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan publik di daerah bertujuan:

a.

mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban, dan
kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan
pelayanan publik di daerah;

mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang baik
sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang
baik di daerah;

memenuhi hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik
secara maksimal;

mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai mekanisme yang
berlaku; dan

mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum bagi masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Bagian Kedua
Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan pelayanan publik di daerah berasaskan:

a.
b.

C

d
e
f

kepentingan umum,;

kepastian publik;

kesamaan hak;

keseimbangan hak dan kewajiban;
profesionalitas;

. partisipatif;
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g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;

h. keterbukaan;

i. akuntabilitas;

j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan,;
k. ketepatan waktu; dan

1. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pelayanan publik di daerah meliputi:
a. pelayanan barang publik;

b. pelayanan jasa publik; dan

c. pelayanan administratif.

Pasal 6

Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a

meliputi:

a. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh
instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber
dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan /atau anggaran
pendapatan dan belanja daerah;

b. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu
badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya
bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang
dipisahkan; dan

c. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBD
atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya
bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang
dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi Misi Negara yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b

meliputi :

a. penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau
seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
Negara dan/ APBD;

b. penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal
pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan
Negara dan/ atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan ’

C. penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja publik atau APBD atau badan
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usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber
dari kekayaan negara dan/ atau kekayaan daerah yang dipisahkan,
tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c
merupakan pelayanan oleh Penyelenggara yang menghasilkan
berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

(2)Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ¢
meliputi :

a. tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh Negara
dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka
mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat dan harta benda; dan

b.tindakan administratif yang diselenggarakan oleh instansi
nonpemerintah yang diwajibkan oleh daerah dan diatur dalam
peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan
perjanjian dengan penerima pelayanan.

Bagian Keempat
Sifat Pelayanan Publik

Pasal 9

(1) Pelayanan seketika merupakan bentuk pelayanan kepada kebutuhan
publik dalam hal-hal darurat.

(2) Pelayanan singkat merupakan bentuk pelayanan terhadap
kebutuhan publik yang harus diselesaikan dalam waktu selambat-
lambatnya satu hari.

(3) Pelayanan cepat merupakan bentuk pelayanan terhadap kebutuhan
publik yang harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya
lima belas hari kerja.

BAB III
PEMBINA, ORGANISASI PENYELENGGARA, DAN
PENATAAN PELAYANAN PUBLIK
DI DAERAH

Bagian Kesatu
Pembina dan Penanggung Jawab Pelayanan Publik
di Daerah
Pasal 10

(1) Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di
daerah, ditetapkan adanya pembina, penanggungjawab dan
penyelenggara.
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(2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bupati. .

(3) Pembina bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evs?luas%
terhadap pelaksanaan tugas penyelenggara pelayanan publik di
daerah. tambahi penyelenggara

(4) Pembina wajib menyampaikan hasil perkembangan kinerja pelayanan
publik kepada DPRD. Tambahi Gubernur

(5) Hasil perkembangan kinerja pelayanan publik di daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(6) Penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan publik di daerah adalah
sekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh pembina.

{7) Penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan publik di daerah
bertugas:

a. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai
dengan standar pelayanan pada setiap satuan kerja perangkat
daerah; ‘

b. melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik pada setiap
satuan kerja perangkat daerah; dan

c. melaporkan kepada pembina atas pelaksanaan penyelenggaraan
pelayanan publik di seluruh satuan kerja perangkat daerah unit
pelayanan publik.

Pasal 11

(1) Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk oleh pembina merupakan
penyelenggara.
(2) Penyelenggara bertugas:
a. menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan
publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
b. mengkoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik
di lingkungan SKPD sesuai standar pelayanan;
c. melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan
d. melaporkan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan
SKPD yang bersangkutan kepada Pembina;
e. melakukan perubahan standar pelayanan publik sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Organisasi Penyelenggara

Pasal 12

(1) Organisasi penyelenggara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan
publik sesuai dengan tujuan pembentukannya.

(2) Penyelenggaraan pelayanan publik di daerah, sekurang-kurangnya
meliputi:
a. pelaksanaan pelayanan;
b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
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c. pengelolaan informasi;
d. pengawasan internal;

e. penyuluhan kepada masyarakat; dan

f. pelayanan konsultasi.

(3) Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara
bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran dan
kegagalan penyelenggaraan pelayanan publik di daerah yang
mekanismenya diatur sesuai peraturan perundang-undangan. ’

Pasal 13

(1) Dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk
pelayanan publik di daerah, dapat dilakukan penyelenggaraan sistem
pelayanan terpadu;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan terpadu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
di Daerah

Pasal 14

(1) Penyelenggara wajib melaksanakan evaluasi terhadap kinerja
pelaksana di lingkungan SKPD yang bersangkutan secara berskala
dan berkelanjutan.

(2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
penyelenggara wajib melakukan upaya peningkatan kapasitas
pelaksana.

(3) Evaluasi terhadap kinerja pelaksana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan metode survei yang jelas dan terukur,
dengan memperhatikan perbaikan prosedur dan/atau
penyeémpurnaan organisasi sesuai dengan asas-asas pelayanan publik
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyelenggara wajib melakukan kajian metode survei kepuasan
masyarakat terhadap layanan publik yang telah diberikan.

(5) Kajian terhadap metode survei kepuasan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk mengetahui tingkat
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

(6) Kajian terhadap metode survei kepuasan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali
dalam waktu 1 (satu) tahun;

(7) Kajian terhadap metode survei kepuasan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh penyelenggara dan/atau dapat
bekerjasama dengan perguruan tinggi atau pihak lain yang
berkompeten;
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(8) Hasil kajian terhadap metode survei Kkepuasan masyarakat
sebagaimana dimaksud ayat (6) disampaikan kepada pimpinan DPRD
dan/atau komisi DPRD yang membidangi urusan pelayanan publik;

(9) Pembiayaan kajian terhadap kepuasan masyarakat sebagaiman
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) bersumber pada APBD.

Pasal 15

(1)Penyelenggara wajib :

a. melakukan seleksi terhadap pelaksana secara transparan, tidak
diskriminatif dan adil, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; memiliki kompetensi bagi (

b. memberikan penghargaan kepada pelaksana yang memiliki prestasi
kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. memberikan sanksi kepada pelaksana yang melakukan pelanggaran
ketentuan internal penyelenggaraan pelayanan publik di daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme seleksi, pemberian
penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Hubungan Antar Penyelenggara

Pasal 16

(1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik
dilakukan kerjasama antar penyelenggara.

{2) Kerjasama penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi kegiatan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan
dan/atau pendukung pelayanan; ’

(3) Dalam hal penyelenggara yang memiliki lingkup kewenangan dan
tugas pelayanan publik tidak dapat dilakukan sendiri karena
keterbatasan sumber daya dan/atau dalam keadaan darurat,
penyelenggara dapat meminta bantuan kepada penyelenggara lain
yang mempunyai kapasitas memadai.

(4) Dalam keadaan darurat, permintaan penyelenggara lain wajib
dipenuhi oleh penyelenggara pemberi bantuan sesuai dengan tugas
dan fungsi organisasi penyelenggara yang bersangkutan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kerjasama Penyelenggara dengan Pihak Lain

Pasal 17
(1) Penyelenggara dapat melakukan kerjasama dalam bentuk penyerahan

sebagian tugas penyelenggaraan pelayanan publik kepada pihak lain
dengan ketentuan:
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a. perjanjian kerjasama penyelenggaraan pelayanan publik sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan dalam
pelaksanaannya didasarkan pada standar pelayanan;

b. penyelenggara berkewajiban menginformasikan perjanjian
kerjasama kepada masyarakat;

c. tanggung jawab pelaksanaan kerja sama berada pada penerima
kerjasama, sedangkan tanggungjawab penyelenggaraan secara
menyeluruh berada pada penyelenggara;

d. informasi tentang identitas pihak lain dan identitas penyelenggara
sebagai penanggung jawab kegiatan harus dicantumkan oleh
penyelenggara pada tempat yang jelas dan mudah diketahui
masyarakat; dan

e. penyelenggara dan pihak lain wajib mencantumkan alamat
tempat mengadu dan sarana untuk menampung keluhan
masyarakat yang mudah diakses, antara lain telepon, pesan
layanan singkat (short message service (sms)), laman (website),
pos-el (e-mail), dan kotak pengaduan.

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berbadan
hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
menambah beban bagi masyarakat;

(4) Selain kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara
dapat melakukan kerjasama tertentu dengan pihak lain untuk
menyelenggarakan pelayanan publik di daerah.

(S) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh lebih dari
14 (empat belas) hari dan tidak boleh dilakukan pengulangan.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Penyelenggara

Pasal 18

Penyelenggara berhak:

a. memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan
tugasnya;

b. melakukan kerja sama;

¢. mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik;

d. melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak
sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
dan

€. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 19
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Penyelenggara berkewajiban:

a.

b.

bt e

—
.

menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan
publik;

menyusun, menetapkan dan menerapkan serta mempublikasikan
maklumat pelayanan,;

menempatkan pelaksana yang kompeten;

menyediakan sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas pelayanan
publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas
penyelenggaraan pelayanan publik;

membantu masyarakat dalam memahami hak dan
tanggungjawabnya;

berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan
yang terkait dengan pelayanan publik;

melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang
diselenggarakan;

mempertanggungjawabkan pelayanan yang telah dilakukan, dalam
hal yang bersangkutan mengundurkan diri atau melepaskan
jabatan;

memenuhi panggilan atau mewakili SKPD untuk hadir atau
melaksanakan perintah berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan, atas permintaan pembina;

memberikan konsultasi kepada masyarakat; dan

memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Larangan bagi Pelaksana

Pasal 20

Pelaksana berkewajiban:

a.

b.

melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang
diberikan oleh penyelenggara;

memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah
suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang
dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak,
berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri atau
melepaskan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; dan

melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja
kepada penyelenggara secara berkala.
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Pasal 21

Pelaksana dilarang:

a. merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi
pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah,
badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;

b. meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan
yang jelas, rasional, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; '

c. menambah pelaksana tanpa persetujuan penyelenggara;

d. membuat perjanjian Kkerja sama dengan pihak lain tanpa
persetujuan penyelenggara; dan

e. melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 22

Masyarakat berhak:

a. mengetahui kebenaran isi standar pelayanan publik;

b. mengawasi pelaksanaan standar pelayanan publik;

c. mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan;

d. mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan
pelayanan;

e. memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk
memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak
sesuai dengan standar pelayanan;

f. memberitahukan kepada pelaksana untuk memperbaiki pelayanan
apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar
pelayanan;

g mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar
pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada
penyelenggara;

h. mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan
standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada
pembina penyelenggara;

i. mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standar
pelayanan yang telah ditetapkan; dan

J. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-
lengkapnya tentang sistem, tata cara dan prosedur dalam
pelayanan publik.

Pasal 23

Masyarakat berkewajiban:

a. mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan
dalam standar pelayanan publik;
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b. ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/atau fasilitas
pelayanan publik di daerah; dan

c. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB V
PRINSIP-PRINSIP
Pasal 24

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik di daerah:
kesederhanaan prosedur;

kejelasan;

kepastian dan ketepatan waktu;

akurasi;

keamanan;

tanggungjawab;

kelengkapan sarana dan prasarana;

. kemudahan akses;

kedisiplinan, kesopanan dan keramahan; dan
kenyamanan.

CrDEMme R0 op

BAB VI
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

(1) Penyelenggara  berkewajiban menyusun, menetapkan dan
menerapkan standar pelayanan publik dengan memperhatikan
kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi
lingkungan di daerah.

(2) Dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan standar
pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak
terkait serta memberitahukan kepada komisi DPRD yang
membidangi pelayanan publik.

{3) Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip tidak
diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki
kompetensi dan memperhatikan keberagaman.

(4) Masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
terdiri dari unsur:

a. pihak yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan
publik; dan/ atau
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b. tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, organisasi profesi,
dan/atau lembaga swadaya masyarakat.

Penetapan wakil masyarakat dan pihak terkait sebagaimana

dimaksud ayat (4) beserta jumlahnya, ditentukan oleh

penyelenggara secara proporsional dengan memperhatikan

integritas, kompetensi, dan kepedulian di bidang pelayanan yang

bersangkutan.

Bagian Kedua
Penyiapan Rancangan Standar Pelayanan
Pasal 26

Penyelenggara sebagaimana dimaksud Pasal 25 harus

mempersiapkan rancangan standar pelayanan.

Dalam  mempersiapkan rancangan standar pelayanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara harus

melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. membentuk tim;

b. mengidentifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan saat ini;

Dalam melakukan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a, penyelenggara harus memperhatikan hal-hal

antara lain:

a. keanggotaan tim standar pelayanan;

b. tugas tim standar pelayanan;

Keanggotaan tim standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf a terdiri dari:

a. Kepala Satuan Kerja Penyelenggara;

b. pelaksana yang membidangi jenis pelayanan, termasuk
perwakilan dari petugas yang berhubungan langsung
dengan pengguna jasa pelayanan (front liner).

Tim standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

anggotanya dipilih dan ditugaskan oleh pimpinan satuan kerja

penyelenggara pelayanan dengan surat keputusan pimpinan
penyelenggara.

Struktur keanggotaan tim standar pelayanan sekurang-

kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari Ketua,

Sekretaris dan Anggota.

Tim standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b bertugas;

a. mengidentifikasi kapasitas dan karakteristik pengelolaan unit
pelaksana pelayanan (UPP) serta hal-hal yang terkait dengan
komponen Standar pelayanan pada masing-masing jenis
pelayanan;

b. menyusun rancangan standar pelayanan setiap jenis
pelayanan;

c. membahas rancangan standar pelayanan  bersama
dengan unsur perwakilan masyarakat dan pihak terkait;

d. mempublikasikan rancangan standar pelayanan yang
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telah disepakati kepada masyarakat umum, dan
menyempurnakan rancangan standar pelayanan (bilamana
terdapat masukan dari publik) disiapkan untuk kemudian
ditetapkan oleh penyelenggara;
e. menyiapkan konsep maklumat pelayanan  untuk
ditetapkan oleh penyelenggara;
f. mempublikasikan maklumat pelayanan,;
g. menyiapkan mekanisme  monitoring dan  evaluasi
penerapan standar pelayanan.
Untuk melakukan identifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan
saat ini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,
penyelenggara harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. tugas, fungsi, kewenangan, dan dasar hukum kelembagaan;
b. jenis pelayanan, produk pelayanan, masyarakat, dan pihak
terkait;
mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya, dan waktu;
sarana prasarana dan anggaran,;
jumlah dan kompetensi SDM;
pengawasan internal;
penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
sistem jaminan pelayanan dan jaminan keamanan; dan
aspek-aspek lain yang terkait dengan komponen Standar
pelayanan
Dalam  mempersiapkan rancangan  standar pelayanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara dapat
melibatkan masyarakat dan/atau pihak terkait.
Ketentuan lebih lanjut mengenai identifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) terlampir dalam lampiran I yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

OO Ao

Bagian Ketiga
Penyusunan Standar Pelayanan

Pasal 27

Penyelenggara dalam menyusun standar pelayanan wajib
memperhatikan komponen standar pelayanan publik di daerah
sekurang-kurangnya meliputi:

a. dasar hukum;

b. persyaratan;

sistem, mekanisme dan prosedur;

. Jangka waktu penyelesaian;

biaya /tarif;

produk pelayanan;

sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;

. kompetensi pelaksana;

pengawasan internal,;

penanganan pengaduan, saran, dan masukan;

CorDTame A0
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k. jumlah pelaksana;

l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan
dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;

m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk
komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya,
dan resiko keragu-raguan; dan

n. evaluasi kinerja pelaksana.

Komponen standar pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1)

dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu

a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses

penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi:
1) Persyaratan
2) Sistem, mekanisme, dan prosedur
3) Jangka waktu pelayanan
4) Biaya/tarif
S) Produk pelayanan
6) Penanganan pengaduan, saran dan masukan
b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
meliputi: '
1) Dasar hukum
2) Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas
3) Kompetensi pelaksana
4) Pengawasan internal
S) Jumlah pelaksana
6) Jaminan pelayanan
7) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
8) Evaluasi kinerja pelaksana

Pelibatan masyarakat dan pihak terkait dilakukan dalam

menyusun standar pelayanan yang terkait dengan penyampaian

pelayanan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan pengelolaan

internal pelayanan proses pengembangan dan penyusunannya

diserahkan pada masing —-masing penyelenggara pelayanan. )

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran komponen standar

pelayanan yang terkait dengan penyampaian pelayanan terlampir

dalam lampiran II yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Penetapan Standar Pelayanan

Pasal 28

Rancangan Standar Pelayanan yang telah disusun oleh Tim

Penyusun sebelum ditetapkan dilakukan pembahasan dengan

tahapan kegiatan sebagai berikut :

a. pengikutsertaan masyarakat dalam pembahasan standar
pelayanan;
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penentuan wakil unsur masyarakat;
pembahasan standar pelayanan;
metode pembahasan rancangan standar pelayanan;
penetapan standar pelayanan; dan
. penetapan maklumat pelayanan.
Kegiatan pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilakukan dalam forum pembahasan rancangan
standar pelayanan, sekurang-kurangnya dilakukan 2 (dua)
kali, yaitu pada tahapan pembahasan rancangan standar
pelayanan dan setelah standar pelayanan selesai disusun dan
ditetapkan, kemudian dilanjutkan mendiskusikan proses
penyusunan maklumat pelayanan.

Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) bertujuan untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara

dengan kebutuhan/kepentingan masyarakat, kondisi

lingkungan, serta mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan
yang berkualitas.

Penyelarasan kemampuan penyelenggaraan pelayanan dengan

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyangkut

kemampuan yang dimiliki, meliputi:

a. dukungan pendanaan yang dialokasikan untuk
penyelenggaraan pelayanan;

b. pelaksana yang bertugas menyelenggarakan pelayanan dari
segi kualitas maupun kuantitas; dan

C. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang digunakan untuk
menyelenggarakan pelayanan. '

Hasil pembahasan rancangan standar pelayanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam berita acara

penyusunan standar pelayanan dengan dilampiri daftar hadir
peserta rapat.

Penentuan unsur wakil masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan criteria sebagai berikut :

a. harus dapat mewakili atau mencerminkan keterwakilan
kepentingan unsur masyarakat sesuai keterkaitan jenis
pelayanan;

b. harus dapat mewakili baik dari kelompok masyarakat
maupun dari wakil asosiasi/korporasi /badan usaha;

c. memiliki kepedulian terhadap jenis pelayanan yang
bersangkutan dalam arti bahwa yang bersangkutan pernah
mendengar, mengetahui atau merasakan langsung pelayanan;

d. memiliki kompetensi, keahlian atau pengetahuan sesuai
dengan jenis pelayanan yang bersangkutan; dan

e. dapat mengedepankan musyawarah, mufakat dalam

pembahasan dan pengambilan keputusan, dan Kkriteria

lainnya sesuai kondisi jenis pelayanan atau kebutuhan
karakteristik pada instansi/unit pelayanan yang
bersangkutan.

"o a0 g
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(7) Dalam membahas standar pelayanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, penyelenggara melakukan langkah-
langkah sebagai berikut :

a. persiapan membentuk forum pembahasan;

b. menetapkan calon anggota forum pembahasan rancangan
standar pelayanan dari unsur masyarakat dan pihak terkait;

c. penentuan jumlah peserta Forum pembahasan standar
pelayanan dari unsur masyarakat dan pihak terkait, sesuai
kebutuhan keterwakilan dan keterkaitan dengan jenis
pelayanan yang akan dibahas standar pelayanannya, atau
sebaiknya jumlah tidak lebih dari 5 (lima) orang;

d. proses pembahasan rancangan standar pelayanan harus
dilakukan sampai diperoleh kesepakatan antara
penyelenggara layanan dangan pihak terkait yang terlibat
dalam diskusi pembahasan,;

e. pembahasan diupayakan dilakukan paling banyak 3 (tiga)
kali untuk kemudian diambil kesepakatan melalui
musyawarah dan mufakat;

f. hasil pembahasan rancangan standar pelayanan harus
dibuat atau dituangkan dalam Berita Acara Penyusunan
Standar pelayanan, dengan dilampiri daftar peserta rapat,
sebagai  bukti telah  dilakukan diskusi dengan
mengikutsertakan masyarakat.

(8) Dalam melakukan pembahasan standar pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d penyelenggara menggunakan
metode sebagai berikut :

a. Rapat bersama;

b. Focus Group Discussion (FGD);

c. Public Hearing.

(99 Dalam menetapankan standar pelayanan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e penyelenggara memperhatikan
hal - hal sebagai berikut : :
a. menyiapkan konsep Surat Keputusan Pimpinan

Penyelenggara tentang Penetapan Standar Pelayanan, dan
dilampirkan rancangan standar pelayanan yang telah
diperbaiki;

b. konsep surat keputusan terlebih dahulu diparaf oleh seluruh
anggota Tim Standar Pelayanan sebelum ditandatangani oleh
pimpinan penyelenggara;

c. pimpinan penyelenggara yang berwenang menandatangani
konsep surat keputusan tentang standar pelayanan adalah
kepala unit pelayanan yang bersangkutan atau pejabat yang

berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan
jenis pelayanan dimaksud.

(10) Dalam melakukan penetapan maklumat pelayanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f penyelenggara memperhatikan
hal-hal sebagai berikut: ’
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a. menyusun pernyataan Kkesanggupan dan Kkewajiban
penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai
dengan standar pelayanan; ‘

b. menyusun pernyataan memberikan pelayanan sesuail
dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara
terus menerus

c. menyusun pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi,
dan atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang
diberikan tidak sesuai standar

d. maklumat pelayanan wajib dipublikasikan kepada
masyarakat secara jelas dan luas paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja setelah standar pelayanan ditetapkan;

Bagian Kelima
Penerapan Standar Pelayanan

Pasal 29

Dalam menerapkan standar pelayanan, penyelenggara harus
melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. sosialisasi dan internalisasi standar pelayanan;

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi;

c. monitoring dan evaluasi penerapan standar pelayanan;
Kegiatan sosialisasi dan internalisasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, penyelenggara harus memperhatikan hal-
hal sebagai berikut:

a. Sosialisasi;

b. Internalisasi

Kegiatan penyusunan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, penyelenggara harus memperhatikan hal -
hal sebagai berikut:

pelatihan bagi pelaksana;

pengangkatan, pengisian, penyesuaian pelaksana;

pengadaan dan penataan sarana dan prasarana;

penyesuaian surat keputusan atau peraturan, misalnya terkait
biaya dan prosedur;

€. penyesuaian tugas pelaksana;

f. penyesuaian kebutuhan anggaran;

g. lain-lain sesuai kebutuhan.

Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, penyelenggara harus melakukan hal-hal sebagai
berikut:

a. monitoring;

b. evaluasi;

o op
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Bagian Keenam
Sistem Informasi Pelayanan Publik
di Daerah

Pasal 30

(1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik di daerah perlu diadakan sistem
informasi.

(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi semua
informasi pelayanan publik yang berasal dari penyelenggara pada
setiap tingkatan.

(3) Penyelenggara berkewajiban mengelola sistem informasi yang
terdiri atas sistem informasi elektronik dan nonelektronik,
sekurang-kurangnya meliputi:

a. profil penyelenggara;

b. profil pelaksana;

c. standar pelayanan;

d. maklumat pelayanan;

e. pengelolaan pengaduan; dan
f. penilaian kinerja.

(4) Penyelenggara berkewajiban menyediakan informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat secara terbuka dan
mudah diakses.

Pasal 31

Dokumen, akta, dan sejenisnya yang berupa produk elektronik atau
nonelektronik dalam penyelenggaraan pelayanan publik dinyatakan
sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pengelola Sarana, Prasarana, dan /atau Fasilitas
Pelayanan Publik di Daerah

Pasal 32

(1) Penyelenggara dan pelaksana berkewajiban mengelola sarana,
prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik secara efektif,
efisien, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan serta
bertanggungjawab terhadap pemeliharaan dan/atau penggantian
sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik di daerah.

(2) Pelaksana wajib memberikan laporan kepada penyelenggara
mengenai kondisi dan kebutuhan sarana, prasarana, dan/atau

fasilitas pelayanan publik serta pelaksana sesuai dengan tuntutan
kebutuhan standar pelayanan di daerah.

(3) Berdasarkan hasil laporan mengenai kondisi dan kebutuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara melakukan
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analisis dan menyusun daftar kebutuhan sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas pelayanan publik dan pelaksana. -

(4) Berdasarkan analisis dan daftar kebutuhan sebagaimana d@aksud
pada ayat (3), penyelenggara melakukan pengadaan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dengan mempertirnbangkar%
prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabel dan berkesinambungan di
daerah.

Pasal 33

Penyelenggara dilarang memberikan izin dan/atau membiarkan pihak
lain menggunakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan
publik yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan atau fasilitas
pelayanan publik tidak berfungsi atau tidak sesuai dengan
peruntukannya.

Pasal 34

(1) Penyelenggara yang bermaksud melakukan perbaikan sarana,
prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik  wajib
mengumumkan dan mencantumkan batas waktu penyelesaian
pekerjaan secara jelas dan terbuka.

(2) Perbaikan sarana, prasarana, dan /atau fasilitas pelayanan publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghentikan kegiatan
pelayanan publik. .

(3) Pengumuman oleh penyelenggara harus dilakukan selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanan
pekerjaan dimulai dengan memasang tanda yang memuat nama
kegiatan, nama dan alamat penanggungjawab, waktu kegiatan,
alamat pengaduan berupa nomor telepon, nomor tujuan pesan
layanan singkat (short message service (sms), laman (website), pos-
le (e-mail), dan kotak pengaduan.

(4) Penyelenggara dan pelaksana yang tidak melakukan kewajiban
sebagaimana pada ayat (1) dinyatakan telah melakukan kelalaian.

Bagian Kedelapan
Pelayanan Khusus

Pasal 35

(1) Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan
perlakuan khusus kepada masyarakat tertentu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana, prasarana, dan/atau
fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut peraturan perundang -
undangan yang berlaku.
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Pasal 36

(1) Penyelenggara dapat menyediakan pelayanan berjenjang secara
transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar pelayanan serta
peraturan perundang-undangan.

(2) Pelayanan berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
mematuhi ketentuan tentang proporsi akses dan pelayanan kepada
kelompok masyarakat berdasarkan asas persamaan perlakuan,
keterbukaan, serta keterjangkauan masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proporsi akses dan kategori
kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Biaya/Tarif Pelayanan Publik

Pasal 37

(1) Biaya /tarif pelayanan publik di daerah pada dasarnya merupakan
tanggung jawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah dan/atau
masyarakat.

(2) Biaya/tarif pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebankan kepada pemerintah daerah apabila diwajibkan dalam
peraturan perundang-undangan.

(3) Biaya/tarif pelayanan publik selain yang diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dibebankan kepada penerima pelayanan publik.

(4) Penentuan biaya/tarif pelayanan publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-
undangan. ’

(5) Besarnya biaya/tarif pelayanan publik sebagaimana dimaksud
dalam ayat (4) diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

Pasal 38

(1) Penyelenggara berhak mendapat alokasi anggaran sesuai dengan
tingkat kebutuhan pelayanan.

(2) Selain alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
penyelenggara dapat memperolah anggaran dari pendapatan hasil
pelayanan publik di daerah.

Pasal 39

(1) Dalam hal penyelenggara pelayanan publik dilakukan oleh institusi
penyelenggara daerah dan lembaga independen yang dibentuk
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berdasarkan  undang-undang, pemerintah daerah  wajib
mengalokasikan anggaran yang memadai melalui anggaran
pendapatan dan belanja daerah.

(2) Korporasi dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan
pelayanan publik wajib mengalokasikan anggaran yang memadai
secara proporsional untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

(3) Penyelenggara dilarang membiayai kegiatan lain dengan
menggunakan alokasi anggaran yang diperuntukkan pelayanan
publik.

Bagian Kesepuluh
Perilaku Pelaksana dalam Pelayanan

Pasal 40

Pelaksana harus berperilaku sebagai berikut:

adil dan tidak diskriminatif;

cermat;

santun dan ramabh;

tegas, andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;

professional;

tidak mempersulit;

patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;

. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi

penyelenggara;
tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib
dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

J. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari
benturan kepentingan;

k. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas
pelayanan publik;

l. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam
menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi
kepentingan masyarakat;

m. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan
yang dimiliki;

n. sesuai dengan kepantasan; dan

o. tidak menyimpang dari prosedur.

FReo a0 o
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Bagian Kesebelas
Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
di Daerah

Pasal 41

(1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh
pengawas internal dan pengawasan eksternal.
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(2) Pengawas internal penyelenggaraan pelayanan publik di daera'h
dilakukan melalui:
a. pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; dan
b. pengawas oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(3) Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik
dilakukan oleh:
a. pengawasan oleh masyarakat berupa pelaporan atau pengaduan
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
b. pengawasan oleh Ombudsman sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; dan
c. pengawasan oleh DPRD.

Bagian Keduabelas
Pengelolaan Pengaduan

Pasal 42

(1) Penyelenggara berkewajiban :
a menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana
yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan;
b mengelola pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan,
rekomendasi Ombudsman dan DPRD;
¢ menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2);
d mengumumkan nama dan alamat penanggung jawab pengelola
pengaduan serta sarana pengaduan yang disediakan;
€ menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan dari penerima
pelayanan dengan mengedepankan asas penyelesaian yang cepat
dan tuntas '
(2) Materi dan mekanisme pengelolaan pengaduan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh penyelenggara.
(3) Materi pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) sekurang-kurangnya meliputi:
a. identitas pengadu;
prosedur pengelolaan pengaduan;
penentuan pelaksana yang mengelola pengaduan;
prioritas penyelesaian pengaduan;
pelaporan proses dan hasil pengelolaan pengaduan kepada
atasan pelaksana;
rekomendasi pengelolaan pengaduan;
8 penyampaian hasil pengelolaan pengaduan kepada pihak
terkait;
h. pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan;
dokumentasi dan statistik pengelolaan pengaduan; dan
J- pencantuman nama dan alamat penanggungjawab serta sarana
pengaduan yang mudah diakses.
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Bagian Ketigabelas
Penilaian Kinerja

Pasal 43

(1) Penyelenggara wajib melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan
pelayanan publik secara berkala.

(2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan standar
pelayanan. :

BAB VII
PENGIKUTSERTAAN MASYARAKAT

Pasal 44

(1) Pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
publik dimulai sejak penyusunan kebijakan, standar pelayanan
pengawasan, evaluasi dan pemberian penghargaan.

(2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dalam bentuk masukan, tanggapan, laporan,
dan/atau pengaduan kepada penyelenggara dan atasan langsung
penyelenggara serta pihak terkait sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan atau melalui media massa.

(3) Penyelenggara wajib memberikan informasi terhadap masyarakat
mengenai tindak lanjut penyelesaian masukan, tanggapan, laporan,
dan/atau pengaduan.

(4) Pengikutsertaan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi
penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diwujudkan dalam bentuk:

a. pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar
pelayanan;

b. pengawasan terhadap penerapan kebijakan; dan

c. pengawasan terhadap pengenaan sanksi.

(5) Pengikutsertaan masyarakat dalam pemberian penghargaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk
pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja penyelenggara yang
dapat di lakukan secara swadaya masyarakat.

(6) Pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan
Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prinsip
sebagai berikut:

a. terkait langsung dengan masyarakat pengguna pelayanan;

b. memiliki kompetensi sesuai dengan jenis pelayanan yang
bersangkutan; dan

c. mengedepankan musyawarah, mufakat, dan keberagaman
masyarakat.
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(7) Pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan
Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara
perorangan, perwakilan kelompok pengguna pelayanan, perwakilan
kelompok pemerhati maupun perwakilan badan hukum yang
mempunyai kepedulian terhadap pelayanan publik.

(8) Masyarakat dapat membentuk lembaga pengawasan pelayanan
publik, yang pembentukannya berdasarkan dengan peraturan
perundang-undangan.

BAB VIII
PENYELESAIAN PENGADUAN

Bagian Kesatu
Pengaduan

Pasal 45

(1) Masyarakat berhak mengajukan pengaduan penyelenggaraan
pelayanan publik kepada penyelenggara, Ombudsmen dan/atau
DPRD.

(2) Masyarakat yang melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dijamin hak-haknya oleh peraturan perundang-
undangan.

(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap:

a. penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/ atau
melanggar larangan; dan

b. pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan
standar pelayanan.

Pasal 46

(1) Atasan satuan kerja penyelenggara berwenang menjatuhkan sanksi
kepada satuan kerja penyelenggara yang tidak memenuhi
kewajiban dan/ atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a.

(2) Atasan pelaksana menjatuhkan sanksi kepada pelaksana yang
melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
ayat (3) huruf b.

(3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan berdasarkan aduan masyarakat dan/atau berdasarkan
kewenangan yang dimiliki atasan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 47

{1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diajukan oleh
setiap orang yang dirugikan atau oleh pihak lain yang menerima
kuasa untuk mewakilinya.
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(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima pelayanan.
(3) Pengaduan disampaikan secara tertulis memuat:

a. nama dan alamat lengkap;

b. uraian pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar
pelayanan dan uraian kerugian materiil dan immateriil yang
diderita;

c. permintaan penyelesaian yang diajukan; dan

d. tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan.

(4) Pengaduan dapat memasukkan tuntutan ganti rugi dalam surat

pengaduannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas pengadu dapat
dirahasiakan.

Pasal 48

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dapat
disertai dengan bukti-bukti sebagai pendukung pengaduannya.

(2) Dalam hal pengadu membutuhkan dokumen terkait dengan
pengaduannya dari penyelenggara dan/atau pelaksana untuk
mendukung pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1),
penyelenggara dan/atau pelaksana wajib memberikannya.

Pasal 49

{1) Penyelenggara wajib memberikan tanda terima pengaduan.

(2) Tanda terima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya memuat:

identitas pengadu secara lengkap;

uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan;

tempat dan waktu penerimaan pengaduan; dan

tanda tangan serta nama pejabat/pegawai yang menerima

pengaduan.

(3) Penyelenggara wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling
lambat 14 {empat belas) hari sejak pengaduan diterima sekurang-
kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi
aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3).

(4) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu melengkapi materi
aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
diterima tanggapan dari penyelenggara sebagaimana
diinformasikan oleh pihak penyelenggara.

(5) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu

sebagaimana dalam ayat (4), pengadu dianggap mencabut
pengaduannya.

RO o
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Pasal 50

(1) Pengaduan terhadap pelaksana ditujukan kepada atasan
pelaksana.

(2) Pengaduan terhadap penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf a dan huruf b, Pasal 7 huruf a dan huruf b, serta
Pasal 8 ayat (2) huruf a ditujukan kepada atasan satuan kerja
penyelenggara.

(3) Pengaduan terhadap penyelenggara yang berbentuk korporasi dan
lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf
c, Pasal 7 huruf c, dan Pasal 8 ayat (2) huruf b ditujukan kepada
pejabat yang bertanggung jawab pada instansi pemerintah yang
memberikan misi atau penugasan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Pengaduan

Pasal 51

(1) Penyelenggara wajib memeriksa pengaduan dari masyarakat
mengenai pelayanan publik yang diselenggarakannya.

(2) Proses pemeriksaan untuk memberikan tanggapan pengaduan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

(1) Dalam memeriksa materi pengaduan, penyelenggara wajib
berpedoman pada prinsip independen, nondiskriminasi, tidak
memihak, dan tidak memungut biaya. ’

(2) Penyelenggara wajib menerima dan merespon pengaduan.

(3) Dalam hal pengadu keberatan dipertemukan dengan pihak teradu
karena alasan tertentu yang dapat mengancam atau merugikan
kepentingan pengadu, dengar pendapat dapat dilakukan secara
terpisah.

(4) Dalam hal pengadu menuntut ganti rugi, pihak pengadu
menguraikan kerugian yang ditimbulkan akibat pelayanan yang
tidak sesuai dengan standar pelayanan.

Pasal 53

(1) Dalam melakukan pemeriksaan materi aduan, penyelenggara wajib
menjaga kerahasiaan.

(2) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak gugur setelah pimpinan penyelenggara berhenti atau
diberhentikan dari jabatannya.
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Pasal 54

(1) Penyelenggara wajib memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan
paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan
dinyatakan lengkap.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
disampaikan kepada pihak pengadu paling lambat 14 (empat belas)
hari sejak diputuskan.

(3) Dalam hal pengadu menuntut ganti rugi, keputusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat jumlah ganti rugi dan batas waktu
pembayarannya.

(4) Penyelenggara wajib menyediakan anggaran guna membayar ganti
rugi.

(S) Penyelenggara berkewajiban memberikan tembusan keputusan
kepada pengadu mengenai penyelesaian perkara yang diadukan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan pembayaran ganti
rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan
Bupati.

Bagian Ketiga
Pelanggaran Hukum dalam
Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Daerah

Pasal 55

Masyarakat dapat menggugat penyelenggara atau pelaksana melalui
peradilan tata usaha negara apabila pelayanan yang diberikan
menimbulkan kerugian di bidang tata usaha negara.

Pasal 56

(1) Dalam hal penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum
dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur
dalam peraturan daerah ini, masyarakat dapat mengajukan
gugatan terhadap penyelenggara ke pengadilan.

(2) Pengajuan gugatan terhadap penyelenggara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban penyelenggara untuk
melaksanakan keputusan penyelenggara.

(3) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

(1) Dalam hal penyelenggara diduga melakukan tindak pidana dalam
penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam
peraturan daerah ini, masyarakat dapat melaporkan penyelenggara
kepada pihak berwenang.
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(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus
kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan keputusan

penyelenggara.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Sanksi Teguran Tertulis

Pasal 58

Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1), Pasal 19 huruf g, dan Pasal
21 huruf e dikenai sanksi teguran tertulis.

Bagian Kedua
Sanksi Pembebasan dan Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 59

(1) Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal
17 ayat (1) huruf b dan huruf e, Pasal 19 huruf e dan huruf f, Pasal
20 huruf a, Pasal 21 huruf b dan huruf ¢, Pasal 32 ayat (2), Pasal
34 ayat (2), Pasal 49 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 52 ayat (1),
dan Pasal 54 ayat (5) dikenai sanksi teguran tertulis, dan apabila
dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak melaksanakan ketentuan
dimaksud dikenai sanksi pembebasan dari jabatan.

(2) Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 19 huruf a,
huruf b, huruf e, huruf j, huruf k, dan huruf i, Pasal 20 huruf b,
huruf c, huruf d, dan huruf e, Pasal 21 huruf a dan huruf d, Pasal,
Pasal 33, Pasal 34 ayat (1) Pasal 33 ayat (4), Pasal 52 ayat (2), Pasal
53 ayat (1) serta Pasal 54 ayat (1) dan ayat (4), dikenai sanksi
pembebasan dari jabatan.

Bagian Ketiga
Sanksi Penurunan Gaji dan Pangkat

Pasal 60

Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf ¢, huruf d, huruf h
dan huruf i, Pasal 32 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal
36 ayat (1), dan Pasal 56 ayat (2) dikenai sanksi penurunan gaji
sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu)
tahun.
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Bagian Keempat
Sanksi Pembekuan dan Pencabutan Jjin

Pasal 61

(1) Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf ¢ dan
Pasal 7 huruf ¢ yang melanggar ketentuan Pasal 19 huruf a, Pasal
33 dikenai sanksi pembekuan misi dan/atau ijin yang diterbitkan
oleh instansi pemerintah.

(2) Penyelenggara yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
tidak melakukan perbaikan kinerja dikenai sanksi pencabutan ijin
yang diterbitkan oleh instansi pemerintah.

Bagian Kelima
Sanksi Denda

Pasal 62

(1) Penyelenggara atau pelaksana yang tidak melakukan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 35 ayat
(1), dan atas perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian negara
dikenai denda. '

(2) Besaran denda ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan.

Bagian Keenam
Sanksi Pidana

Pasal 63

(1) Penyelenggara atau pelaksana yang tidak melakukan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 35 ayat
(1), dan atas perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya luka,
cacat tetap, atau hilangnya nyawa bagi pihak lain dikenai sanksi
pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak membebaskan dirinya membayar ganti rugi bagi korban.

(3) Besaran ganti rugi bagi korban ditetapkan berdasarkan putusan
pengadilan.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Sanksi

Pasal 64
(1) Sanksi bagi penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58,

Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63 dikenakan
kepada pimpinan penyelenggara.
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(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakl..lkan
oleh atasan penyelenggara yang bertanggung jawab atas kegiatan
pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara sebagaimana
diatur dalam Pasal 45 ayat (3) yang menimbulkan kerugian wajib
dibayar oleh penyelenggara setelah dibuktikan nilai kerugiannya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Pimpinan penyelenggara dan/atau pelaksana yang dikenai sanksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61,
Pasal 62 dan Pasal 63 dapat dilanjutkan pemrosesan perkara ke
lembaga peradilan umum apabila penyelenggara melakukan
perbuatan melawan hukum dan/atau penyelenggara melakukan
tindak pidana.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.

(2) Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan
Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan
sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

(3) Hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan publik di
Kabupaten Rembang harus sudah disesuaikan dengan Peraturan
Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 67
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.
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Ditetapkan di Rembang
pada tanggal ...
BUPATI REMBANG,

Ttd

Diundangkan di REMBANG
pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG,

ttd
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

UMUM

Penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah masih
dihadapkan pada banyak permasalahan sehingga belum dapat
memenuhi kualitas pelayanan yang diharapkan masyarakat sebagai
penerima pelayanan. Untuk meningkatkan kualitas layanan dan
menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum
pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan dan
kepastian hukum bagi setiap masyarakat dari penyalahgunaan
wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyelenggara
pelayanan publik, diperlukan sistem pelayanan publik yang berisi nilai,
persepsi, dan acuan perilaku penyelenggaraan pelayanan publik.

Pengaturan pelayanan publik bertujuan untuk memberi kejelasan
dan pengaturan mengenai penyelenggaran pelayanan publik di
Kabupaten Rembang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar
terdapat keseragaman pengertian atas isi Peraturan Daerah ini,
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sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam

penafsirannya.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Huruf a
Pemberian pelayanan publik tidak boleh menyimpang dari
peraturan perundang-undangan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Hurufe

Cukup jelas.
Pasal 4

Huruf a
Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan
pribadi dan/atau golongan.

Huruf b
Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam
penyelenggaraan pelayanan.

Huruf ¢
Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama,
golongan, gender, dan status ekonomi.

Huruf d )
Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus
dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan
publik.

Hurufe
Pelaksana pelayanan publik harus memiliki kompetensi yang
sesuai dengan bidang tugas.

Huruf f
Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan,
dan harapan masyarakat.

Huruf g
Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.

Huruf h
Setiap penerima pelayanan publik dapat dengan mudah
mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang
diinginkan.

Huruf i
Proses penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Hurufj
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Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga
tercipta keadilan dalam pelayanan.
Huruf k
Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu
sesuai dengan standar pelayanan publik.
Huruf 1
Setiap jenis pelayanan publik dilakukan secara cepat, mudah
dan terjangkau.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Yang dimaksud dengan "pengadaan" dalam ketentuan ini adalah
penyediaan (providing) barang publik sebagaimana tercantum
dalam Pasal 7 huruf c.

Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "tindakan administratif oleh
instansi nonpemerintah" dalam ketentuan ini adalah
pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh badan
hukum lainnya.
Pasal 9
Ayat (1)

Jenis pelayanan seketika dalam ketentuan ini sebagai contoh,
antara lain pelayanan mobil pemadam kebakaran, PPPK dan
pelayanan publik lainya yang bersifat darurat.

Ayat (2)
Jenis pelayanan singkat dalam ketentuan ini sebagai contoh,
antara lain; ijin rekomendasi penelitian; jasa pariwisata; bursa
kerja online; konsultasi program jamkes bagi masyarakat
miskin; pengajuan kendaran bermotor; jasa tambat; parkir tepi
jalan; tempat khusus parkir; pelayanan untuk penumpang,
kendaraan penumpang umum, dan bus umum; surat
keterangan pendaftaran penduduk sementara; pelayanan surat
keterangan pindah penduduk antar kabupaten; pelayanan KB;
melegalisasi proposal; bantuan kesejahteraan bagi guru; ijin
keramaian; KTP/KK; imunisasi; laborat; rontgen; kir kesehatan;
visum dan jenis pelayanan publik lainnya yang harus
diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya satu hari.

Ayat (3)
Jenis pelayanan cepat dalam ketentuan ini sebagai contoh,
antara lain ijin gangguan; ijin mendirikan bangunan; ijin lokasi;
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ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian;
ijin pemanfaatan kekayaan daerah; ijin usaha produksi; ijin
usaha perdagangan,; tanda daftar perusahaan; ijin pemasangan
reklame; ijin usaha pariwisata; ijin usaha angkutan; ijin
operasional usaha pemberantasan hama; ijin pemakaman;
perijinan tanah irigasi; ijin usaha obat tradisional; ijin apotek;
jjin penyaluran alat kesehatan; ijin sub penyalur alat kesehatan;
ijjin perdagangan besar farmasi; ijin laboratorium; ijin optikal;
jin klinik rawat inap; ijin balai pengobatan; ijin tenaga bidan;
jjin rumah sakit; penerbitan SIK-AA; penerbiatan SIP Dokter
Umum; penerbitan SIP Dokter Spesialis; surat ijin praktek
fisioterapi; ijin kerja apoteker; perijinan PMA/PMDN;
sedot/kuras WC; pengambilan sampah; wajib lapor
ketenagakerjaan; sertifikasi laik hygiene sanitasi depot air
minum; rekomendasi ijin penggunaan pestisida terbatas;
sertifikasi laik hygiene sanitasi jasa boga; surat keterangan laik
sehat hotel; surat keterangan laik sehat kolam renang and
pemandian umum; sertifikasi produksi pangan industri rumah
tangga; laboratorium; akta kelahiran; akta perkawinan; akta
kematian; akta perceraian; akta pengakuan; akta pengangkatan
anak; perubahan data akta catatan sipil; analisis mengenai
dampak lingkungan hidup; upaya pengelolaan lingkungan dan
upaya pemantauan lingkungan; surat pernyataan pengelolaan
lingkungan; pindah penduduk; PPAT; rawat inap, dan jenis
pelayanan publik lainnya yang harus diselesaikan dalam waktu
selambat-lambatnya lima belas hari kerja.
Ayat (3)

Yang dimaksud penyelesaian pelayanan cepat selambat-
lambatnya lima belas hari kerja adalah terhitung sejak dokumen
masuk dinyatakan lengkap.

Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Sistem layanan terpadu merupakan satu kesatuan pengelolaan
dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu
tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen guna

mempermudah, mempercepat dan mengurangi biaya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 14

Ayat (1)
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Secara berkala dan berkelanjutan merupakan periode yang
dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 12 (dua
belas) bulan, atau 24 (dua puluh empat) bulan sekali yang
diatur sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Teknis operasional pelayanan merupakan kegiatan yang terkait
langsung dengan pelaksanaan pelayanan, antara lain
penyediaan sumber daya pelayanan, seperti teknologi, peralatan
dan sumber daya lain, serta standar operasional prosedur (SOP).
Pendukung pelayanan merupakan kegiatan yang tidak terkait
langsung dengan operasional pelayanan tetapi diperlukan dalam
pelaksanaan  pelayanan, antara lain penelitian dan
pengembangan serta pendidikan dan pelatihan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Penyerahan sebagian tugas merupakan pemberian sebagian
tugas kepada pihak lain dari seluruh tugas penyelenggaraan
pelayanan, kecuali yang menurut undang-undang harus
dilaksanakan sendiri oleh penyelenggara, misalnya pelayanan
KTP, SIM, sertifikat tanah, dan pelayanan perijinan lainya.
Pihak lain adalah pihak di luar penyelenggara yang diserahi
atau diberi sebagian tugas oleh penyelenggara pelayanan.
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Pengertian kerjasama juga termasuk penunjukan operator
pelaksana atau kontraktor yang diberi hak menjalankan fungsi
penyelenggara, misalnya pengelolaan parkir dan air minum yang
diserahkan kepada swasta.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Materi perjanjian kerjasama yang wajib diinformasikan
adalah hal-hal penting yang perlu diketahui oleh
masyarakat, misalnya apa yang dikerjakan, siapa yang
mengerjakan, jangka waktu kerjasama, dan pekerjaan
yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang
penginformasianya merupakan bagian dari maklumat
pelayanan.
Huruf c
Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Tidak menambah beban bagi masyarakat dimaksudkan tidak
memberikan tambahan biaya, prosedur yang berbelit, waktu
penyelesaian yang lebih lama, atau hambatan akses.
Ayat (4)
Kerjasama tertentu merupakan kerjasama yang tidak melalui
prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b yang bukan bersifat darurat yang harus diselesaikan
dalam waktu tertentu, misalnya pengamanan pada saat
pemilihan umum.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Huruf a
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Yang dimaksud dengan “kesederhanaan prosedur” adalah
prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah
dipahami dan mudah dilaksanakan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "kejelasan” adalah memberikan
pelayanan publik dengan jelas sekurang-kurangnya meliputi
rincian biaya, tata cara pembayaran, persyaratan teknis dan
administrasi pelayanan publik dan waktu penyelesaian.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "kepastian dan ketepatan waktu"
adalah pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan
dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "akurasi" adalah produk pelayanan
publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.

Hurufe
Yang dimaksud dengan "keamanan" adalah proses dan
produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan
kepastian hukum. .

Huruf f
Yang dimaksud dengan "tanggungjawab" adalah pimpinan
penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk
bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan
penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan
pelayanan publik.

Huruf g
Yang dimaksud dengan "kelengkapan sarana dan prasarana"
adalah tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan
kerja dan pendukung telekomunikasi dan informatika.

Huruf h
Yang dimaksud dengan "kemudahan akses" adalah tempat
dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah
dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan
teknologi.

Huruf i
Yang dimaksud dengan ‘"kedisiplinan, kesopanan dan
keramahan" adalah pemberi pelayanan harus bersikap
disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan
pelayanan dengan ikhlas.

Huruf j
Yang dimaksud dengan "kenyamanan" adalah Lingkungan
pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu
yang nyaman, bersih, rapi, sehat serta dilengkapi dengan
fasilitas pendukung, seperti tempat parkir, toilet tempat
ibadah dan lain-lain.

Pasal 25
Ayat (1)
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Kemampuan penyelenggara berupa dukungan pendanaan,
pelaksana, sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan.
Ayat (2)
Pihak terkait merupakan pihak yang dianggap kompeten
dalam memberikan masukan terhadap penyusunan standar
pelayanan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) ‘
Keberagaman merupakan pengikutsertaan masyarakat yang
mewakili berbagai unsur dan profesi, antara lain tokoh
masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya
masyarakat.
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Huruf a
Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
penyelenggaraan pelayanan.
Huruf b
Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis
pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
Huruf ¢ :
Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan
penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
Hurufd
Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh
proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
Huruf e
Ongkos yang dikenakan kepada penerima pelayanan dalam
mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari
penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan
kesepakatan antara penyelenggara dengan masyarakat.
Huruf f
Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan
ketentun yang telah ditetapkan.
Huruf g ,
Peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaran
pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi
kelompok rentan.
Hurufh
Kemampuan yang harus dilimiki oleh pelaksana meliputi
pengatahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman.
Huruf i
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Pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja
atau atasan langsung pelaksana.
Huruf j :
Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak
lanjut.
Huruf k
Tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja.
Huruf1l
Cukup jelas
Huruf m
Kepastian memberikan rasa aman dan bebas dari bahaya,
resiko dan keragu-raguan.
Huruf n
Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksnaaan
kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Hurufc
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Hurufe
Cukup jelas.
Ayat (7)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
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Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Hurufd

Cukup jelas.

Hurufe

Cukup jelas.

Huruf f

Ayat (8)

Cukup jelas.

Huruf a

Forum pertemuan yang diadakan untuk membahas,
mendiskusikan atau mengklarifikasi rumusan rancangan
standar pelayanan

Huruf b

Metode ini dipergunakan untuk melakukan pembahasan
yang lebih mendalam terhadap materi rancangan
standar  pelayanan, bila dipandang perlu dengan
mengundang narasumber ahli yang terkait dengan jenis
pelayanan yang dibahas.

Hurufc

Ayat (9)

Dipergunakan untuk melakukan penelusuran fakta-fakta
yang dapat mengungkap kepentingan khalayak ramai
yang sesungguhnya. Cara ini dilakukan dengan
mengundang praktisi yang dipandang bisa mewakili
publik untuk didengar pendapatnya.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Ayat (10)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Hurufd

Pasal 29
Ayat (1)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
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Sosialisasi dilakukan kepada pihak internal dan
eksternal. Hal pertama yang harus dilakukan adalah
mensosialisasikan standar pelayanan untuk membangun
pemahaman dan persamaan persepsi di lingkungan
unit/satker penyelenggara pelayanan, khususnya semua
pelaksana pelayanan agar menyadari adanya perubahan
dalam cara memberikan pelayanan.

Sosialisasi secara eksternal juga perlu dilakukan kepada
pihak-pihak diluar penyelenggara, misalnya masyarakat
pengguna, LSM, mass media, legislatif, ombudsman yang
secara langsung atau tidak langsung terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan.

Proses sosialisasi dapat dilakukan dengan
memanfaatkan fungsi- fungsi humas, media massa, dan
forum warga yang memiliki kepentingan yang sama sesuai
jangkauan pelayanan. Instrumen sosialisasi yang dapat
membantu adalah melalui pemuatan Standar pelayanan
yang akan diberlakukan dalam majalah organisasi;
pengumuman dalam rapat formal; pada papan
pengumuman; surat kabar dan radio/televisi  lokal.

Huruf b

Ayat (3)

Internalisasi  ini  dilakukan untuk memberikan
pemahaman dan penguasaan untuk
mengimplementasikan  standar pelayanan  kepada
seluruh jajaran organisasi. Sasaran internalisasi tersebut
adalah agar Penyelenggara siap memberlakukan standar
pelayanan baru yang harus dipahami, dipatuhi, dan
diterapkan oleh setiap pelaksana.

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Monitoring penerapan standar pelayanan adalah suatu
proses penilaian apakah penyelenggaraan pelayanan
telah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan
yang ditetapkan.

Huruf b

Pasal 30
Ayat (1)

Evaluasi standar pelayanan adalah rangkaian kegiatan
membandingkan hasil atau prestasi suatu penerapan
standar pelayanan yang telah ditetapkan, dan faktor-
faktor yang mempengaruhi  keberhasilan  atau
kegagalan dalam rangka penerapan standar pelayanan

Cukup jelas.

Ayat (2)
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Cukup jelas.
Ayat (3) _
Sistem informasi elektronik merupakan sistem penerapan
teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi
dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses,
menganalisis, menampilkan dan/atau menyebarkan informasi
elektronik.
Huruf a .
Profil penyelenggara meliputi nama, penanggung jawab,
pelaksana, - struktur organisasi, anggaran
penyelenggaraan, alamat pengaduan, nomor telepon, dan
pos-el (email).
Huruf b
Profil pelaksana meliputi pelaksana yang bertanggung
jawab, pelaksana, anggaran pelaksanaan, alamat
pengaduan, nomor telepon, dan pos-el (email).
Huruf c
Standar pelayanan berisi informasi yang lengkap tentang
keterangan yang menjelaskan lebih rinci isi standar
pelayanan tersebut.
Huruf d
Cukup jelas.
Hurufe
Pengelolaan pengaduan merupakan proses penanganan
pengaduan mulai dari tahap penyeleksian, penelaahan,
dan pengklasifikasian sampai dengan kepastian
penyelesaian pengaduan.
Huruf f
Penilaian kinerja merupakan hasil pelaksanaan penilaian
penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh
penyelenggara sendiri, bersama dengan pihak lain, atau
oleh pihak lain atas permintaan penyelenggara untuk
mengetahui gambaran kinerja pelayanan dengan
menggunakan metode penilaian tertentu.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Ayat (1)
Dalam melakukan pengelolaan sarana, prasarana, dan/atau
fasilitas pelayanan, penyelenggara melaksanakan
perencanaan, pengadaan, pemeliharaan serta inventarisasi
sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan secara

sistematis, transparan, lengkap, dan akurat.
Ayat (2)
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Pelaksana yang wajib memberikan laporan adalah pejabat
yang bertanggung jawab memberikan laporan kepada
penyelenggara.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Ayat (1)
Masyarakat tertentu merupakan kelompok rentan, antara
lain penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak,
korban bencana alam, dan korban bencana sosial.
Perlakuan khusus kepada masyarakat tertentu diberikan
tanpa tambahan biaya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 36
Ayat (1)
Pelayanan berjenjang merupakan pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan ekonomi
masyarakat agar pelayanan lebih nyaman, baik, dan adil.
Ayat (2)
Proporsi akses merupakan perbandingan persentase
penyediaan kelas pelayanan secara berjenjang kepada
kelompok masyarakat pada setiap jenis pelayanan.
Ayat (3)
Cukup jelas. .
Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pelayanan publik yang diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan yang biaya/tarif pelayanannya
dibebankan kepada pemerintah, antara lain kartu tanda
penduduk dan akta kelahiran.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
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Cukup jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Ayat (1)
Berkala adalah secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu
tertentu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
Ayat (2)
Indikator kinerja merupakan ukuran atau alat penunjuk yang
digunakan untuk menilai kinerja.
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam hal penyelenggara dapat membuktikan bahwa materi
aduan tidak benar atau. perbuatan penyelenggara tidak salah
atau tidak melanggar, pengadu dapat diberi dokumen
pembuktian.
Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Dalam hal pengadu tidak dapat melengkapi materi aduan
dalam batas waktu yang ditentukan, pengaduan dinyatakan
batal.
Pasal 50
Ayat (1)
Atasan pelaksana sebagai pihak yang bertanggung jawab dan
sekaligus memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi
kepada pelaksana yang menjadi bawahannya.
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Atasan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat ini juga
berlaku untuk korporasi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku bagi penyelenggara adalah peraturan yang mengatur
penyelenggara, misalnya pegawai negeri sipil diatur dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian atau anggota kepolisian diatur dalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
Penyelenggara dalam bentuk korporasi, diberlakukan
peraturan di lingkungan korporasi yang bersangkutan.
Pasal 52
Ayat (1)
Penerapan prinsip independen, nondiskriminasi, dan tidak
memihak dimaksudkan untuk mencegah terjadinya
keberpihakan dalam menyelesaikan materi aduan karena
pihak teradu dan penyelenggara yang menyelesaikan aduan
berada dalam instansi/lembaga yang sama. ’
Ayat (2)
Kewajiban menerima dan merespon dimaksudkan untuk
memperoleh objektivitas dalam memutuskan penanganan
penyelesaian pengaduan.
Ayat (3)
Dengar pendapat dapat dilakukan secara terpisah merupakan
forum pertemuan antara pengadu dan teradu secara terbatas
terhadap permintaan pengadu karena alasan tertentu yang
dapat mengancamnya.
Ayat (4)
Ganti rugi yang diajukan pengadu harus mempunyai
hubungan sebab akibat (kausalitas) dari perbuatan
penyelenggara yang merugikan.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
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Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Pemberitahuan kepada pengadu dapat berupa tembusan
surat, salinan, atau petikan.

Ayat (6)
Dalam peraturan daerah ini, antara lain diatur mengenai
kewajiban penyelenggara rnembayar ganti rugi yang baru
dapat dibayarkan oleh pimpinan penyelenggara setelah nilai
kerugian dimaksud dapat dibuktikan besarannya oleh
pengadu dan diterima oleh penyelenggara. Dengan
dibayarkannya ganti rugi, aduan dinyatakan selesai.

Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Ayat (1)
Masyarakat yang melaporkan adalah masyarakat yang
mengalami atau mengetahui tindak pidana yang dilakukan
oleh penyelenggara pelayanan publik.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Ayat (1)
Pimpinan penyelenggara adalah orang yang bertanggung
Jjawab terhadap keseluruhan tugas dan kewajiban pelayanan.
Ayat (2)
Dalam hal penyelenggara berbentuk korporasi, pengenaan
sanksi kepada penyelenggara tertinggi (direksi) diberikan oleh
pemegang saham.
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Dalam hal penyelenggara berbentuk organisasi masyarakat
berbadan hukum, pengenaan sanksi kepada penyelenggara
tertinggi diberikan oleh pembina organisasi.
Ayat (3)
Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada penyelenggara
untuk dibebaskan dari pembayaran ganti rugi apabila dapat
membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukannya tidak
menimbulkan kerugian.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR ....

LAMPIRAN I : RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR .........: TAHUN ......

TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK

IDENTIFIKASI KONDISI PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Identifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan saat ini atau yang
sedang berjalan bertujuan untuk mengenali, mendata, dan mengetahui
sejauh mana kondisi atau kapasitas/ kemampuan dari unsur-unsur
organisasi dan/atau fungsi manajemen yang terkait dengan komponen
standar pelayanan yang akan disusun dalam penyelenggaraan pelayanan
publik di daerah. Metode yang digunakan dalam mengidentifikasi kondisi
penyelenggaraan pelayanan dapat dilakukan dengan cara observasi yang
mencakup mempelajari, mencermati, dan meneliti berbagai praktik
kebijakan dan/atau implementasi peraturan yang terkait dan mendasari
penyelenggaraan pelayanan publik di daerah.
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Hasil dari identifikasi menjadi bahan analisis dan pertimbangan
dalam penyusunan rancangan standar pelayanan publik di daerah.
Hal-hal yang perlu diidentifikasi dalam proses penyusunan standar
pelayanan publik di daerah, meliputi:
tugas, fungsi, kewenangan, dan dasar hukum kelembagaan;
jenis pelayanan, produk pelayanan, masyarakat, dan pihak terkait;
mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya, dan waktu;
sarana prasarana dan anggaran;
jumlah dan kompetensi SDM;
pengawasan internal;
penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
. sistem jaminan pelayanan dan jaminan keamanan; dan
aspek-aspek lain yang terkait dengan komponen Standar pelayanan

gmR ™o a0 o P
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Untuk memudahkan proses dalam identifikasi, perlu dilakukan
langkah pendataan dan pencatatan informasi dengan menggunakan alat
bantu sebagai berikut:

a. Identifikasi Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Dasar Hukum

Kelembagaan.

Proses identifikasi ini dilakukan dengan dipandu melalui beberapa

pertanyaan, antara lain:

1) Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan;

2) apa saja yang dimiliki/dilaksanakan oleh organisasi (unit/satuan
kerja pelayanan;

3) Bagaimana bentuk/struktur, tugas, fungsi, dan kewenangan dari
kelembagaan satuan kerja (satker) pelayanan yang ada saat ini;

4) Instansi/Unit/Satker mana saja yang terkait dengan proses
penyelenggaraan pelayanan dari jenis pelayanan yang akan
disusun Standar pelayanannya;

5) Peraturan/ketentuan apa saja yang terkait dan mendasari
dengan kewenangan penyelenggaraan pada jenis pelayanan yang:
akan disusun standar pelayanannya.

b. Identifikasi Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat, dan Pihak
Terkait.

Setiap jenis pelayanan wajib dilakukan penyusunan standar
pelayanan publik di daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan
kewenangan pada unit/ satker pelayanan. Berdasarkan tugas, fungsi,
dan kewenangan organisasi unit/satker pelayanan, perlu diidentifikasi
untuk diketahui jenis-jenis pelayanan apa saja yang diselenggarakan
oleh unit/instansi yang bersangkutan.

Contoh: Pada unit/satker puskemas atau rumah sakit, terdapat
berbagai jenis pelayanan seperti: pelayanan klinik gigi, pelayanan
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klinik umum, pelayanan klinik bersalin, klinik penyakit dalam,
pelayanan instalasi/apotik farmasi dan lain-lain masing-masing harus
disusun standar pelayanannya.

Pada unit/satker PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), di
dalamnya terdapat aneka jenis pelayanan, maka masing-masing jenis
pelayanan harus disusun standar pelayanannya. Selanjutnya untuk
memudahkan proses identifikasi aspek jenis pelayanan dan
masyarakat, dapat dipandu dengan menjawab pertanyaan, antara
lain:

1) apa produk pelayanan yang diselenggarakan atau dihasilkan, dan
yang diberikan kepada masyarakat atau instansi lain sesuai tugas
fungsi;

2) apa dasar hukum dalam penyelenggaraan pada setiap jenis
pelayanan tersebut;

3) siapa pengguna produk layanan baik yang langsung maupun tidak
langsung menggunakan dari hasil penyelenggaraan pelayanan
tersebut;

4) apa atau siapa pengguna layanan: masyarakat umum, instansi lain,
atau internal;

S) siapa pemangku kepentingan yang terkait dengan produk
pelayanan yang diberikan.

Proses identifikasi pada tahap ini sekaligus dapat dimanfaatkan
untuk mengidentifikasi apa dan siapa pemangku kepentingan yang
terkait dengan jenis pelayanan yang akan disusun standar pelayanan-
nya. ‘

Identifikasi Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan, Biaya, dan Waktu.

Untuk mengidentifikasi mekanisme dan prosedur, persyaratan,
biaya, dan waktu penyelenggaraan pelayanan pada saat ini, dapat
dilakukan dengan mempelajari, mencermati, meneliti kondisi prosedur
persyaratan, biaya dan waktu pelayanan yang telah diberlakukan saat
ini.,

Setiap jenis pelayanan diidentifikasi seluruh aktivitasnya, dan
urutan/langkah kegiatan pelayanannya, dimulai sejak kegiatan awal
melayani ketika masyarakat datang, diproses menurut urutan prosedur
layanan sampai selesai menerima pelayanan. Pada proses ini perlu '
dicatat siapa saja pelaksana/petugas/meja/ simpul yang terlibat
menyelesaikan setiap tahapan pekerjaan tersebut. Juga dicatat
bagaimana peran masing-masing pelaksana/ petugas melakukan
pekerjaan apa dalam proses penyelesaian pelayanan tersebut dan
memerlukan waktu berapa menit/jam.

Mekanisme atau urutan prosedur Kkegiatan dalam proses
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pelayanan agar dibuat atau digambarkan dalam  suatu
diagram/bagan alir (flowchart), sehingga dapat jelas dan mudah
dikenali alur pekerjaan.

Identifikasi Sarana, Prasarana, dan Anggaran

Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi terhadap
sarana dan prasarana serta dukungan anggaran yang digunakan
Unit/Satker/Instansi dalam tugas penyelenggaraan pelayanan.
Dalam tahap ini perlu mengenali dan mendata meliputi apa saja dan
berapa jumlah/kapasitas sarana dan prasarana yang tersedia untuk
aktivitas penyelenggaraan pelayanan. Berapa jumlah anggaran
belanja/biaya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pada semua
produk layanan dalam tahun anggaran yang lalu dan tahun yang
bersangkutan.

Identifikasi Jumlah dan Kompetensi SDM

Kegiatan identifikasi SDM aparatur pelayanan, meliputi kegiatan
untuk mendata baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sekurang-
kurangnya mendata: jumlah pelaksana, jenjang pendidikan, pangkat,
pelatihan, atau keterampilan yang dimiliki atau yang pernah diikuti,
serta jabatan dan uraian tugas kerja masing-masing.

Identifikasi Pengawasan Internal

Pengawasan internal merupakan salah satu komponen Standar
pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu perlu
diteliti untuk diidentifikasi guna diketahui bagaimana kondisi
pengawasan pada unit/satker. Apakah pada unit/ satker
Penyelenggara Pelayanan sudah ada dan telah berfungsi serta
bagaimana status dan bentuk organisasi (struktural/ fungsional).

Identifikasi Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan merupakan salah
satu komponen standar pelayanan dalam penyelenggaran pelayanan.
Oleh karena itu perlu diteliti bagaimana kondisi pengelolaan
pengaduan, saran dan masukan pada unit/satker untuk jenis
layanan tertentu saat ini. Kalau sudah ada sistem dan fungsi,
bagaimana status dan bentuk organisasi, tugas dan fungsi, prosedur,
tindak lanjut dan dukungan SDM.

- Identifikasi Sistem Jaminan Pelayanan dan Jaminan Keamanan

Merupakan bentuk komitmen mengenai kesanggupan dari pihak
unit penyelenggara untuk memberikan kepastian mengenai kualitas
penyelenggaraan dan produk layanan.
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Perlu dicermati dan diteliti apakah ada upaya atau kebijakan yang
telah dibuat, diciptakan, yang terkait dengan usaha untuk menjaga
pelaksanaan pelayanan dapat berjalan lancar, cepat, mudah, pasti,
aman, dengan tidak menimbulkan risiko bahaya, misalnya
menciptakan rambu-rambu antrian, menyiapkan sarana/fasilitas
untuk keselamatan dan keamanan bagi pengguna layanan.

Bentuk penciptaan sarana/fasilitas tersebut perlu diteliti dan
diidentifikasi, termasuk, apakah sudah didukung standar teknis yang
menjamin keamanan maupun keselamatan pengguna layanan.

Identifikasi aspek-aspek lain yang terkait dengan komponen Standar
Pelayanan

Apabila masih terdapat aspek-aspek lain yang belum termasuk
diidentifikasi dalam komponen di atas, namun pada kenyataannya
ditemukan fakta bahwa ada unsur-unsur baik dalam bentuk
fasilitas, sarana, sistem, maupun simbol-simbol yang dapat
memberikan kontribusi menunjang dalam penyelenggaraan pelayanan
maka dapat menambahkan komponen lain yang dibutuhkan.
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LAMPIRAN II : RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR ..... TAHUN ... TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PUBLIK

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Penyusunan materi dari tiap komponen standar pelayanan pelayanan
publik di daerah, disamping mendasarkan hasil identifikasi dan analisis
dari kondisi riil mengenai unsur dan fungsi manajemen tersebut, juga
perlu memperhatikan perkembangan kemajuan teknologi, tuntutan
kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dan prospek kemampuan
Penyelenggara kedepan, selanjutnya dilakukan perumusannya sebagai
berikut:

1. Dasar Hukum _
Dasar hukum adalah peraturan perundang-undangan yang
menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan. Perumusan materi
komponen dasar hukum dibuat dengan mengacu pada hasil
identifikasi, analisis dan pertimbangan yang ada. Selain itu perlu
memperhatikan apabila terdapat perkembangan kebijakan atau
ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru, yang
dijadikan dasar hukum dalam aktivitas penyelenggaraan pelayanan,
termasuk dasar hukum dari jenis atau produk pelayanan yang
dihasilkan, dasar hukum pemungutan biaya pelayanan.
Sebagai penuntun dalam perumusan dapat dibantu dengan
mencermati  data/informasi pada lembar-lembar kerja yang
mengandung informasi mengenai dasar hukum.

2. Persyaratan

Persyaratan adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam
pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun
administratif. Persyaratan pelayanan merupakan suatu tuntutan yang
diperlukan (harus dipenuhi/ dilakukan) dalam proses penyelenggaraan
pelayanan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Persyaratan
pelayanan dapat berupa kelengkapan dokumen, barang, dan jasa
tergantung kebutuhan masing-masing jenis pelayanan.

Perumusan persyaratan pelayanan perlu dibantu dengan
mengidentifikasi melalui cara melihat dasar hukum atau
kebijakan/ketentuan dari tiap aktivitas jenis pelayanan, sehingga
kemudian dalam proses pelayanan dapat ditentukan keseluruhan
persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat.

Dalam merumuskan persyaratan, agar memperhatikan prinsip
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kesederhanaan, keterkaitan, konsistensi, dan akuntabilitas, artinya
persyaratan harus mudah dipenuhi, diikuti, tidak memberatkan,
serta dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kepastiannya.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Sistem, mekanisme, dan prosedur adalah tata cara pelayanan
yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk
pengaduan, yang mengandung tahapan kegiatan yang harus dilakukan
atau dilalui dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan.
Analisis proses dan prosedur ini harus dilakukan terhadap setiap jenis
pelayanan yang diselenggarakan di unit pelayanan tersebut.

Untuk menunjang kepastian dan tertib dalam pelaksanaan
mekanisme/tatakerja dan prosedur, harus didukung dengan
ketentuan SOP (Standard Operating Procedures).

Dalam merumuskan komponen mekanisme dan prosedur, agar
memperhatikan prinsip kesederhanaan, dan akuntabilitas, artinya
langkah pelaksanaannya harus mudah dijalankan,
tahapan/hierarkinya  dipadatkan, diupayakan tidak banyak
simpul/meja, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran maupun
kepastiannya.

Untuk memberikan kejelasan alur mekanisme, urutan prosedur
kegiatan dalam proses pelayanan tersebut, agar dibuat atau
digambarkan dalam suatu diagram /bagan alir (flowchart.

Jangka Waktu Penyelesaian

Jangka waktu penyelesaian adalah Jjangka waktu yang diperlukan
untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis
pelayanan. Untuk menyusun komponen waktu, langkah pertama perlu
menghitung dan menganalisis waktu yang digunakan dalam melayani
setiap jenis pelayanan. Caranya dengan menghitung waktu riil yang
digunakan (bukan memprediksi) pada setiap tahap pekerjaan layanan,
kemudian keseluruhan proses tahapan dalam prosedur tersebut
dijumlahkan.

Dalam melakukan analisis waktu harus memperhatikan dan
dilakukan sejalan dengan rumusan komponen mekanisme, prosedur
ataupun persyaratan yang dilalui dalam proses penyelenggaraan
pelayanan.

Selanjutnya perlu mempertimbangkan adanya kemampuan
internal diantaranya: sarana, peralatan, fasilitas, dan teknologi yang
digunakan, beban atau volume pekerjaan rata-rata, dukungan tenaga
kerja baik dari aspek kuantitas maupun aspek kualitas yakni dan
tingkat kompetensinya atau keterampilan kerjanya, kedisiplinan,
tanggungjawab serta pengalaman dalam pemberian pelayanan selama
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ini, dan harapan masyarakat.

Bila perlu dapat dilakukan uji coba secara parsial bersamaan
dengan uji coba komponen prosedur, sehingga kemudian dapat
ditentukan waktu yang ideal. Dengan mengetahui analisis waktu
yang dibutuhkan untuk setiap aktivitas pada setiap simpul yang
dilakukan dalam proses penyelenggaraan pelayanan, maka akan
dapat ditentukan jumlah waktu yang diperlukan untuk melayani
satu jenis pelayanan, sejak awal pemohon/masyarakat memasukkan
permohonan kepada petugas pelayanan sampai dengan proses
pelayanan selesai dilakukan.

Biaya /Tarif

Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima
pelayanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari
Penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan
antara penyelenggara dan masyarakat. Proses perumusan komponen
biaya/tarif, langkah pertama perlu memperhatikan apabila biaya
pelayanan tersebut sudah diatur dalam ketentuan (Peraturan
Pemerintah mengenai PNBP atau Perda mengenai retribusi/pungutan
daerah) atas jenis pelayanan tersebut, maka ketentuan biaya tersebut
tetap berlaku.

Untuk selanjutnya dapat merumuskan analisis dan perhitungan
biaya/tarif pelayanan sebagai bahan untuk usulan perubahan
penetapan biaya lebih lanjut apabila dipandang perlu untuk
disesuaikan dengan perkembangan yang ada.

Dalam merumuskan biaya/tarif pelayanan perlu
mempertimbangkan, diantaranya kondisi sosial, daya beli
masyarakat, perkembangan harga yang terjadi, dan biaya
operasional dalam proses produksi pelayanan. '

Produk Pelayanan

Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan
diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk
pelayanan dapat berupa penyediaan atau pengadaan barang, jasa
dan/atau produk administrasi yang diberikan dan diterima
pemohon/masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang telah ditetapkan.

Dalam menyusun komponen produk pelayanan, menyebutkan
berupa apa saja wujud atau bentuk yang dihasilkan dan diberikan
kepada masyarakat, selanjutnya menyebutkan bagaimana standar
kualitas, ukuran, atau spesifikasi dari produk layanan yang diberikan,
misalnya: produk berupa dokumen/sertifikat dengan kertas A4, 80
gram, resmi dengan tanda tangan dan cap stempel basah.
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Produk pelayanan harus dapat dijamin kualitasnya, yang

meliputi:
a. kepastian hukum, diproses sesuai dengan ketentuan dan prosedur
yang berlaku;

b. keamanan,layanan barang/jasa/administrasi yang diberikan tanpa
ada kesalahan pembuatan data, salah tulis;

c. keselamatan, layanan barang/jasa/administrasi yang diberikan
bagi penggunanya dijamin bahan/materialnya baik dan tidak
rusak.

Rumusan yang dituangkan dalam standar pelayanan ialah
pernyataan bahwa produk pelayanan telah memenuhi standar kualitas
yang ditentukan oleh penyelenggara.

Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

Sarana, prasarana, dan fasilitas adalah peralatan dan fasilitas
yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk
peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.

Sarana pelayanan dapat berbentuk berbagai fasilitas, peralatan
kantor yang digunakan dalam proses memproduksi, menyediakan,
atau memberikan pelayanan, antara lain: meja, kursi, filling cabinet,
almari, brankas, rak buku, mesin ketik, mesin hitung, alat tulis
kantor, formulir, papan tulis, fasilitas pengolahan data, penyimpan
data (database), peralatan kontrol/monitoring, komputer, fasilitas
telekomunikasi: pesawat telepon, faximile, kendaraan dan lainnya.

Sedangkan prasarana dapat berupa berbagai fasilitas atau yang
mendukung dan melengkapi berfungsinya sarana penyelenggaraan
pelayanan secara baik dan optimal, antara lain: berupa instalasi
listrik, telpon, air, ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, penyimpanan
arsip/dokumentasi, ruang sistem kontrol, laboratorium, gudang, ruang
tunggu tamu, ruang/halaman parkir dan lain-lainnya yang
digunakan langsung atau menunjang dalam proses penyelenggaraan
pelayanan.

Untuk menyusun kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan,
perlu mengidentifikasi dan membuat analisis kebutuhannya, dengan
memperhatikan karakteristik aktivitas pada setiap jenis layanan, yang
disinkronkan dengan sifat atau model sistem mekanisme, prosedur
serta kebutuhan teknologi dalam proses penyelenggaraan pelayanan.

Kompetensi Pelaksana

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki
oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan
pengalaman. Penyusunan komponen kompetensi pelaksana untuk
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memberikan gambaran mengenai dukungan kemampuan petugas
pelayanan meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan'
pengalaman yang harus dimiliki oleh setiap pelaksana atau petugas
dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pelayanan.
Penyusunannya disesuaikan dengan kebutuhan dalam beban/volume,
sifat pekerjaan, mekanisme dan prosedur yang dijalankan serta
penggunaan teknologi dalam proses penyelenggaraan pelayanan.

Dalam uraian komponen ini pada standar pelayanan perlu
diberikan gambaran mengenai kapasitas berapa jumlah dukungan
pelaksana/petugas yang ditempatkan sesuai bidang tugasnya, dan
uraian kualifikasi pendidikan dan kompetensinya.

Perlu dilakukan analisis yang cermat terhadap kebutuhan
kompetensi pelaksana pegawai/pejabat yang ada untuk diatur
penempatannya pada tugas yang sesuai dalam penyelenggaraan
pelayanan. Untuk mengantisipasi tuntutan kualitas pelayanan yang
terus berkembang, penyelenggara perlu memberikan kesempatah
kepada pelaksana pejabat/ pegawai untuk meningkatkan kompetensi
dan mengikuti pendidikan/pelatihan sesuai keahlian /keterampilan
yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan.

Pengawasan Internal

Pengawasan internal adalah sistem pengendalian intern dan
pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja
atau atasan langsung pelaksana. Pengawasan internal merupakan
pengawasan yang difokuskan sebagai manajemen pengendalian
internal yang berperan untuk menjamin aktivitas penyelenggaraan
pelayanan agar dapat berjalan optimal dan konsisten sesuai dengan
standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Pengawasan ini perlu dilakukan secara terus menerus, untuk
mencegah dan meluruskan bila terjadi kesalahan/ penyimpangan,
membina dan membangun iklim dan budaya kerja yang tertib, taat
asas, mengembangkan etos kerja, disiplin dan produktif.

Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan, baik oleh atasan
langsung dan/atau oleh pejabat/petugas pada UPP yang ditunjuk
melaksakan pengawasan secara fungsional, maupun oleh aparat
pengawasan fungsional. Pejabat/ petugas yang bertanggung jawab
dalam pengawasan tersebut perlu ditetapkan dan dicantumkan dalam
standar pelayanan

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan adalah tata cara
pelaksanaan pengelolaan pengaduan dan tindak lanjut. Merupakan
mekanisme pengelolaan pengaduan, masukan berupa kritikan,
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saran/usulan dari  masyarakat sebagai reaksi terhadap
permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan.
Masukan masyarakat penting untuk dikelola secara proporsional
sebagai bahan wuntuk koreksi dan wupaya perbaikan kebijakan
pelayanan ke depan.

Untuk itu penyelenggara harus menyediakan sarana pengaduan
yang mudah diakses oleh masyarakat, dan menunjuk petugas untuk
mengelola dan menindaklanjuti secara tepat. Perlu dikenali faktor-
faktor penyebab timbulnya pengaduan/keluhan masyarakat, antara’
lain: lemahnya komunikasi, kurang terbukanya informasi, lemahnya
sistem pencatatan dan dokumentasi, pelayanan yang kurang
memberikan kemudahan bagi kepentingan atau kebutuhan
masyarakat, kurang konsisten petugas dalam menjalankan tugas
pekerjaan pelayanan dengan penerapan Standar pelayanan, dan
lainnya.

Dalam pengelolaan pengaduan perlu disiapkan tatacara
penanganan atau SOP-nya, disiapkan sarana pengaduan yang mudah
dimanfaatkan masyarakat, seperti: kotak pengaduan, tunjuk petugas
atau bentuk unit pengaduan, menyiapkan SMS Gateway atau Email,
dan perlengkapan lain yang memadai. Nama/judul model atau bentuk
dan tatacara pengelolaan pengaduan tersebut dicantumkan pada
format standar pelayanan. ’

Jumlah Pelaksana

Jumlah pelaksana adalah informasi mengenai komposisi atau
jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan
uraian tugasnya.

Menggambarkan berapa besar jumlah petugas/pegawai yang
berfungsi sebagai pelaksana dan bertanggung jawab dalam menangani
pekerjaan pelayanan sesuai struktur, jabatan, tugas, dan
kewenangan yang ditentukan pada instansi/UPP. Jumlah pelaksana
terkait dengan informasi komponen kompetensi pelaksana. Dalam
standar pelayanan harus dicantumkan jumlah pelaksana tersebut,
yang dilengkapi dengan dukungan kualifikasi dan kompetensi yang
memadai sesuai bidang tugas dan beban kerja di bidang pelayanan
yang bersangkutan.

Jaminan Pelayanan

Jaminan pelayanan adalah yang memberikan Kkepastian
pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan Jaminan
pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi/UPP sesuai kapasitas
manajemen yang ada untuk memberikan kepastian bahwa kualitas
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penyelenggaraan pelayanan harus sesuai dengan standar pelayanan.
Untuk menunjukkan dan memberikan jaminan pelayanan tersebut,
maka perlu upaya kreatif menciptakan suatu kebijakan atau
ketentuan (aturan main) yang berorientasi untuk melaksanakan
standar pelayanan secara konsisten, misal membuat tata tertib, kode
etik atau slogan sebagai janji dalam penyelenggaraan pelayanan
berbasis standar pelayanan. Cantumkan nama/judul tata tertib, kode
etik atau slogan sebagai janji dalam format standar pelayanan, dan
secara nyata juga harus dilaksanakan.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan adalah dalam
bentuk komitmen untuk memberikan kepastian rasa aman, bebas
dari bahaya, dan risiko keragu-raguan.

Untuk mengimplementasi komitmen tersebut, cara yang sama
dengan komponen jaminan pelayanan, yaitu perlu upaya kreatif
menciptakan suatu kebijakan, ketentuan(aturan main) atau tindakan
program kegiatan yang berorientasi untuk menjaga keamanan dan
keselamatan dalam memproses atau memproduksi/menyediakan
layanan barang/jasa dan administratif sesuai dengan komponen
standar pelayanan. Di samping itu perlu mengacu “standar teknis”
untuk memberikan jaminan keamanan ataupun keselamatan atas
penyelenggaraan pelayanan.

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelaksana adalah penilaian untuk mengetahui
seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.
Tujuannya adalah untuk melihat kembali tingkat keakuratan dan
ketepatan penerapan standar pelayanan yang sudah disusun dengan
proses penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, sehingga
organisasi dapat berjalan secara efisien dan efektif. Upaya evaluasi
dilakukan oleh penyelenggara harus secara periodic dan
berkesinambungan untuk mengetahui kondisi perkembangan dan
mengukur keberhasilan dan/atau mengetahui hambatan/kendala
yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan standar pelayanan.

Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan terutama untuk
menjaga dan meningkatkan Kinerja pelayanan. Sebagai hasil analisis
dan penyusun terhadap masing-masing komponen standar pelayanan
tersebut diatas, selanjutnya akan dituangkan dalam satu format
rancangan standar pelayanan untuk masing-masing jenis pelayanan.
Apabila pada unit/satker pelayanan, yang bertugas menyelenggarakan
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pelayanan mencakup beberapa jenis layanan, dan bila terdapat
komponen Standar pelayanan yang sama, maka format penyusunan
komponen dapat dipadukan, dan bagian komponen yang tidak sama,
harus tetap diuraikan dan dicantumkan dalam format standar
pelayanan. Demikian pula apabila terdapat komponen yang tidak
ada datanya, atau karena kebijakannya tidak memberlakukan,
misalnya komponen biaya/tarif, maka cukup dibuat dengan
“komponen biaya: tidak ada biaya /gratis”.

Format standar pelayanan adalah sebagai berikut :

Standar Pelayanan X" (diisi sesuai jenis pelayanan) (*)

Dasar hukum : ........

1. Persyaratan A - A

2. Prosedur "

3. Waktu Pelayanan 1.
2....dst

4. Biaya/Tarif AL
2....dst

5. Produk i
2....dst

6. Pengelolaan Pengaduan ; &5
2....dst




BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR  TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT Il REMBANG NOMOR 6 TAHUN 1996 TENTANG PERUSAHAAN

DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT “ BANK PASAR ¢
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il REMBANG

Menimbang : a.

Mengingat :

—

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REMBANG,

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Rembang sebagian sudah tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “ Bank Pasar “
Kabupaten Daerah Tingkat Il Rembang;

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3790);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas



Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

S. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 111 , Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5253 );

11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor o8
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4652;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Dati II

St
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Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Rembang
Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Dati [ Rembang;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Rembang ( Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2008 Nomor 2 ,Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 82);

Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan
Bank Perkriditan Rakyat milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN REMBANG

Menetapkan :

dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG NOMOR 6 TAHUN 1996 TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ¢
BANK PASAR “ KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Rembang
Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “
Bank Pasar “ Kabupaten Dati Il Rembang ( Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1997 Nomor 8 Seri D Nomor 5 )
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun
1996 tentang tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “ Bank
Pasar “ Kabupaten Daerah Tingkat Il Rembang ( Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkati II Rembang Tahun 1997 Nomor 8 Seri D Nomor 5 ) diubah

sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

4. Bupati adalah Bupati Rembang.

S. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar selanjutnya
disebut PD BPR Bank Pasar adalah Perusahaan Daerah Bank



6. Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan
oleh PD BPR Bank Pasar sesuai dengan Peraturan Daerah.

7. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi
oleh pemegang saham.

8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR Bank Pasar.
9. Direksi adalah Direksi PD. BPR Bank Pasar.

10. Pegawai adalah Pegawai PD BPR Bank Pasar.

Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Nama PD.BPR Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diganti menjadi PD.BPR Bank
Pasar Kabupaten Rembang.

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(I) Modal Dasar PD BPR Bank Pasar ditetapkan  sebesar
Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah). ;

(2) Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, Pemerintah
Daerah berkewajiban menganggarkan dalam APBD yang disesuaikan
dengan kemampuan keuangan daerah.

(3) Modal PD. BPR Bank Pasar merupakan kekayaan daerah yang
dipisahkan.

Ketentuan Pasal 35 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat sehingga
berbunyi sebagai berikut :
Pasal 35

(1) Laba bersih setelah dikurangi pajak dan telah disahkan oleh Bupati,
pembagiannya ditetapkan sebagi berikut :
a. deviden sebesar 50,00 % ;
b. cadangan umum sebesar 15,00 % :
c. cadangan tujuan sebesar 15,00 % ;
d. dana kesejahteraan sebesar 10,00 % ;
e. Jjasa produksi sebesar 10,00 %.

(2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disetorkan ke

Kas Daerah paling lambat 1 bulan setelah laba bersih disahkan oleh
Bupati.

(3) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dikelola untuk kesejahteraan pegawai, yang pelaksanaannya
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

(4) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan
kepada pengurus dan karyawan PD. BPR Bank Pasar.



(5) Cadangan umum dan cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dan huruf ¢ ditempatkan di PD BPR Bank Pasar.

(6) Pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 'd'apat
dilaksanakan jika PD BPR Bank Pasar mempunyai saldo laba positif.
S. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 42

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaanya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II
Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

Plt. BUPATI REMBANG
WAKIL BUPATI

H. ABDUL HAFIDZ
Diundangkan di Rembang

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

HAMZAH FATONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014 NOMOR
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR  TAHUN
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT Il REMBANG NOMOR 6 TAHUN 1996 TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
“ BANK PASAR “ KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il REMBANG

PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan adanya Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah,yang diganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
berikut perubahannya penyebutan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
berubah menjadi Kabupaten Rembang. Namun dalam Peraturan Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6
Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “ Bark
Pasar “Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir Peraturan - Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I
Rembang Nomor 6 ahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “ Bank Pasar “Kabupaten
Daerah Tingkat II Rembang tidak menyantumkan perubahan sebagaimana
dimaksud.

Sehingga oleh Bank Indonesia hal tersebut menjadi temuan dan segera
untuk ditindaklanjuti dan hasilnya dilaporkan kepada Bank Indonesia.
Seiring dengan perkembangan kinerja PD BPR Bank Pasar yang
menunjukkan peningkatan baik dari aset, laba dan modal disetor, maka
kekurangan atas modal dasar semakin kecil yaitu sebesar Rp.617 juta dan
hal ini akan menghambat pada proses ekspansi perusahaan. Sehingga perlu
adanya perubahan modal dasar dari Rp.10 Milyar menjadi Rp.25 Milyar.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas
Angka 2
Pasal 2A
Cukup jelas
Angka 3
Pasal 8
Cukup jelas
Angka 4

Pasal 35
Cukup jelas



Angka 3
Pasal 42
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR



BUPATI R“MBANG
PROVINSI JAWA "TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 4
TAHUN 2009 TENTANG PENGELOI.AAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

Menimbang :

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerir:tahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota, pengelolaan tempet pelelangan ikan
menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten;

. bahwa untuk menjamin kesinambungan pelelangan ikan di

Kabupaten Rembang sebagai upaya peningkatan
kesejahteraan dan :araf hidup masyarakat pesisir serta
peningkatan pendapatan asli daerah, maka perlu mengatur
pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;

. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 tahun

2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan perlu
disempurnakan sesuai perkembangan dan dinamika
masyarakat nelayan,;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagsimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tertang
Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1€50 teritang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3647); .
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12,

13.

14.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47 Tambahan Leribaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-iJndang Nomor 12 Tahun 2071 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indcnesia Nomor 5234;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanzigungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indimesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Renublik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Noinor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
118, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2004 tentang Perikenan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5074);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuolik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244) Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587);

Undang-Undang Norior 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer
4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
Dan Retribusi Daere¢h (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lamtaran Negara
Republikindonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 100, Tambahan Lembaran Megara Republik
IndonesiaNomor 4230);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 205 tentang Danza
Pinjaman (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 4575); .

Peraturan Pemerintah  *Nomor 58 Tahun 2005
tentangPengelolaan Keuarigan Daerah (Lembaran



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

v 1 B

NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tehun 2007
tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi dsn Pemerintahan
DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 5 Tahun 1989 Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang (Lembarar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang Tahun 1989 Nomor 8);

Peraturan Daerah labupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pckok-poliok Pengelolaan Keuzngan  Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Remb:.ag Tahun 2006 Nomor
46 Seri A Nomor 12,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 61);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang 7Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Rembanrg Nomor 81);

Peratura:1 Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daeran
Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Remban;; Nomor 90),sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor tentang
1 Tahun 2012 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kebupaten Rembang Nonior 4 Tahun 2009
tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2004 Nomor 9 Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomior 91);

Peraturan Daerah Kebupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008
Tentang Organesas: dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2008) Nomror 12 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 91)

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009
Tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan lkan( Lembaran
Daerah Kabupaten kembang Tahun 2004 Nomor 9 Tambahan
Lembaran Daerah Ke bupaten Rembang Nomor 91)



Dengan Persetujuan Bzrsama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DACRAH KABUPATEN REMBANG

dan
BUPAT] REMBAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Pcraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 91)
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diantare angka 5 dan angka 6 disisipkan 2 (dua)
angka yakni angka 5a dan angka S5b, sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1

2.

Sa.

5b.

Daerah adalah Kabupaten Rembang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangket daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Rembang.

Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disinkat
Dinlutkan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Rembang.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang selarjutnya disebut
Kepala Dinlutkan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Rembang.

UPT - PPUP adalah Unit Felaksana Teknis Pengelolaan dan
Pengembangan Usaha Perikanan Kabupaten,Rembang.

Administrator TPl adalah Pegav/ai Negeri Sipil Dinlutkan yang
ditugaskan untuk memimpin penyelenggaraan pelelangan ikan
di TPI.

Pejabat Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Kabupaten Rembang.

Penyidik adalah peiabat polisi negara Republik Indonesia atau
pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang
khusus oleh undang-undang uatuk melakukan penyidikan.

~



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

21,

22,

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perserc.an komanditer, perseroan lainnya, badan
usaha milik negara (BUMN), atau tadan usaha milik daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi lainnya, lem Yaga dan bentuk badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentu’sx usaha tetap.

Nelayan adalah setiap orang yang perghidupannya, baik sebagian maupun
seluruhnya, didasarkan atas hasil penanglkapan ikan di laut.

Bakul adalah peserta lelang yang menjadi pemenang lelang di tempat
pelelangan ikan.

Koperasi Nelayan adalah Koperasi yang bergerak dibidang perikanan tangkap.

Ikan adalah segala jenis orgarisrae yang seluruh atau sebagian siklus
hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

Tempat Pelelangan Ikan yang selan;utnya cisingkat TPI adalah tempat yang
disediakan oleh daerah untuk penyelsnggaraan pelelangan ikan.

Pelelangan ikan adalah penjualan ikan di TPI dengan cara penawaran tertinggi
sebagai pemenang.

Sumber daya ikan adalah potensi seriua jenis ikan.

Pengelolaan perikanan adalah scmua upaya, termasuk proses yang
terintegrasi alam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi,
pembuatan keputusan, alokasi suinberdaya ikan dan implementasi serta
penegakkan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan,
yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk
mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan
yang telah disepakati.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabu paten Rembang.

Retribusi TPl yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan dalam
pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas TPl yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menuiut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang mzarupakan batas
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilite.s TPI.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalahsurat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan /atau sanksi administrasi berupa
denda dan/atau bunga.

-



23.

24,

25.

Kedaluwarsa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk
melakukan pembayaran retribusi dengan lewatnya waktu terteitu dan dengan
terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan
perundangundangan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencar’, mengumpulkan

dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuvhan

Eemenuhan kewajiban retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan
etentuan peraturan perundang-undangan retribusi.

Penyidikan Tindak Pidana di bidang Petribusi adalah serangkaian tirdakan
yang dilakukan oleh Penyidik Pegavsai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti varig bukti itu membuat
terang tindak pidana di bidang retritusi yang terjadi serte menemukan
tersangkanya.

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah serta ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 5
berbunyi sebagai berikut :
Pasal 5

(1) Dalam rangka pendataan sumber daya ikan di Jaut, maka hasil
penangkapan ikan dilaut wajit didaratkan dan dijual secara lelang serta
dicatatkan pada petugas Dinlutkan di TPI.

(2) Semua hasil penarigkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan yang digunakan sebagai lauk pauk begi nelayan daa
keluarganya serta sebagai baha penelitian.

(3) Dihapus.

Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisiplan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5a sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5a
Penanggungjawab pengelolaan TPI agalah Kepala Diniutkan.

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)  Penanggung jawab teknis pelaksanaan pelelangan ikan di TPI adalah
Kepala UPT- PPUP Dinlutkan.

(2)  Pelaksanaan pelelangan sebagaimana cimaksud pada.ayat (1) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan BEupati.

(3) Proses pelelangan ikan dilaksarakan oleh administrato- TPI dibantu oleh
Koperasi nelayan.
(4) Pemenang lelang ikan ditentuken oleh penawaran yang tertinggi.

(5) Pembayaran lelang ikan dilaksanakan di TPI secara tunai.

(6) Bagi pemenang' lelang yang tidak dapat melaksanakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) maka di kenakan sanksi administratif berupa
denda sebesar 2% dari nilai lelang



5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 14

(1) Setiap pelayanan penyediaan fasilitas TPl dikenakan retribusi sebesar 2,85
% (dua koma delapan puluh lima perser) dari nilai-nilai lelang
sebagaimana dimaksud dalam Fasal 12.

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada
nelayan selaku penjual ikan sebesar 1,45% (Satu koma empat puluh lima
persen) dan bakul selaku pembeli ikan sebesar 1,40 % (satu koma empat
puluh persen).

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai herikut
Pasal 15
(1) Retribusi terutang dipungut di tempat obyek retribusi berade..
(2) Administrator TPl  Dinlutkan dapat ditunjuk sebagai wajib pungut
1];3&1;2531 sebagaimara dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh

(3) Dinas Pendapatan Pengelolaan Xeuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Rembang adalah koordinator pungutan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

7. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga pasal 30 berbunyi sebagai berikut
Pasal 30

(1) Setiap orang yang melanggar sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan 6
ayat (5) diancam dengan pidana kuruagan paling lama 3 bulan atau denda
paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibanya sehingga merugikan
keuangan Daerah diancam dengun pidana kurungan valing lama 3 bulan.

(3) Pengenaan sanksi administratif s:bagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat
(6) idak membebaskan diri dari sanksi pidana .

Pasal 1]

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

-~

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tenggal

Plt. BUPATI REMBANG
WAKIL BUPATI

H. ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

HAMZAH FATONI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014 NOMOR

1. Penjelasan Pasal 6 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :
Yang dimaksud di bantu oleh koperasi nelayan adalah :

Bahwa koperasi nelayan dalam proses pelelangan ikan di TFI
mempunyai tanggung jawab antara lain :

a. Mendorong nelayan dan bakul untuk proses lelang di TPI.

. Ikut menjaga ketertiban, keamanan dan kebersinan di TFI.

c. Membantu penanganan kekurar.gan pembayaran lelang ikan ( KPLI ) di
TPL

d. Membantu pembinaan dan pengawasan pada nelayan dan bakul dalam
pelaksanaan lelang di TPI.

g

2. Penjelasan Pasal 6 ayat (5) berbunyi sebagai berikut :
Yang dimaksudkan pembayaran sccara tunai adalah pembayaran yang

dilaksanakan paling lambat 1 x 24 jam sejak proses pelelangan selesai.

Pelaksanaan pembayaran lelang ikan di TPl secara tunai dilaksanakan
selambat-lambatnya satu tahun sejak perda ini diundangkan.



Menimbang

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUFATEN REMBANG
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TIJHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REMBANG,

bahwa anak adalah amanah can karunia dari Tuhan
yang Maha Esa dan tunas, potensi penerus perjuangan
bangsa harus mendapatkan pemenuhan hak perlindungan
dari Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga agar
terhindar dan terbebas dari tindakan kekerasan,
eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah di
Lingkungan rumah :angga, pendidikan dan masyarakat;

bahwa guna menjainin dan melindungi hak-hak anak agar
mendapat perlindungan dari tindalian kekerasan,
eksploitasi, penelantarar, perlakuan salah dan pelanggaran
hak anak lainnya, perlu melakukan upaya-upaya
perlindungan anak;

bahwa agar upaya - upaya perlindungan terhadap anak
dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya
tindakan nyata cari pemerintah daerah dan perlu
meningkatkan parar serta masyarakat secara luas;

bahwa perlindungan anak merupakan urusan
pemerintahan yang wajib dilaksanakan olen Pemerintah
Daerah sesuai amanat Undang — undang nomor 23 Tahun
2014 tentang pemerintahan Daerah.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, ¢ dan huruf d, periu menetapkan
Peraturan Daerah tentanyg Penyelenggaraaan Perlindungan
Anak;



Mengingat

—

10.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-dazrah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Repriblik Indonesia
Tahun 1979 Ncmor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3143);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3:335);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anal (Lenibaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomior 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah
dengan Undang — Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Uandang — Undang Nomor 22 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014Nomor 297 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumal. Tangga (Lembaran
Negara Republik Indoncsia Tahun 2004 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4419);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4720 );

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sos:al (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4967); .
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indcnesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5332);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Republik 'ndonesia Nomor
5495);

Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahuu 1388 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabhun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo:
3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4504);

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
Republik Indonesia Nomo:s 02 Tehun 2009 tentang
Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Ana’: Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota
Layak Anak;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2009 tentarig Penyelenggaraan Perlindungan terhadap
Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran
Daerah Provinsi Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20);

Peraturan Daerah Provinsi vawa Tengah nomor 7 tahun
2013 tentang Penyelenggaraan Perindungan anak
(Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2013 Nomor 7,
Tambahan Lembairan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
53);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008
Nomor 2, Tainbahan Iembaran Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 81);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

3



Kabupaten  Remoang,(Lembaran Daersh  Kabupaten
Rembang Tahun 2008 Ncmor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupeten Rembang
nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupatea Rembang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perungkat Daerah
Kabupaten Remoang,(Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2008 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan

BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN DAERAF  TENTANG PENYELENGGARAAN

PERLINDUNGAN ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

-

2.

Daerah adalah Kabupaten Rembang,

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain
dibantu perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa.

Bupati adalah Bupati Rembang.

. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Instansi vertikal adalah intansi peinerintah pusat yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan pusat yang ada di daerah. .

. Anak adalah seseorang yang beium herusia 18 (delapan belas) tahun,

termasuk anak yang masih dalam kandungan.

. Hak anak adalah bagian dari hak asazi manusia yang wajib dijamin,

dilindungi, dan dipenuhi oleh crang tua, keluarga, masyarakat, negarz,
pemerintah dan pemerintah daerab.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suam
istri, atau suami istri dan anakny:, atau avah dan anaknya, atau ibu dan
anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas-atau ke bawah
sampai dengan derajat ketiga.

-



10.Masyarakat adalah perseorangar, keluarga, kelompok, dan organisasi
sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. .

11,Perlindungan Anak adalah sepala Xkegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya ngar dapat hidup, tumbuh, berkembang,
dan berpartisipasi secara coptima: sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.

12. Perlindungan khusus adalah suzstu bentuk perlindungan yang diterima
oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan
rasa aman terhadap ancaman yang membanayakan diri dan jiwa delam
tumbuh kembangnya.

13. Penyelenggaraan perlindungan ada'ah serangkaian kegiatan yang ditujukan
untuk mencegah terjadinya perlakuan salah dan kekerasan, memberikan
perlindungan serta layanan, pemulihan dan reintegrasi sosial kepada snak
yang menjadi korban, melakukan koordinasi dan kerjasama serta
peningkatan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh lembaga yang
membidangi.

14. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual,
dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,
pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

15. Eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan
atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau
golongan.

16. Eksploitasi secara ekonomi adalah tindakan deagar atau tanpa
persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran,
kerja atau pelayanan paksa, perbiidakan atau praktik serupa perbudakan,
penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, orgar reproduksi,
atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ
dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan
seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil
maupun immateril.

17. Eksploitasi secara seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh
seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapa kan keuntungan
termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan
pencabulan.

18. Penelantaran anak adalah tindakan tidak menyediakan makanan, pakaian,
tempat tinggal maupun kasih sayang yang cukup bagi seorar.g anak.

19. Perlakuan salah adalah segala Leantuk perlakuan fisik, psikis, seksual,
ekonomi dan sosial yang dilakukan oleh orangtue, atau pihak lain yang
bertanggungjawab atas pengasuhan anak dan/atau riasyarakat yang
mengakibatkan kerugian, ancaman kesehatan, tumbuh kembang dan
kesejahteraan anak, yang tidak terkualifikasi sebagai tindak pidana,
termasuk didalamnya adalah perkawinan usia anak



20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

27,

28.

Pencegahan adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran
terhadap hak-hak anak yang meliputi hak sipil, politik, ekonomi sosial dan
budaya.

Penanganan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
penyelenggara layanan terpadu untuk inenindaklanjuti laporan adanya
tindak Kekerasan kepada anak yang diajukan korban, keluarga atau
masyarakat.

Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan
perlindungan bagi anak yang d‘iaksunakan secara bersama-sama oleh
instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan,
upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial,
pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum.

Pemulihan Korban adalah segala upaya untuk penguatan korban
kekerasan Eksploitasi, penelantaran dan perlakuan sazlah terhadap anak
agar lebih berdaya, baik fisik, psikis, sosial, ekonomi maupun seksual.

Reiategrasi Sosial adalah proses mempersiapkan masyarakat dan korban
yang mendukung penyatuan k:mbali korban ke dalem lingkungan
keluarga, pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan
pemenuhan kebutuhan korban.

Forum anak adalah wadah partisipasi anak di tingkat Kabupaten,
Kecamatan, desa/kelurahan yang berperan serta dalam proses
penyusunan kebijakan, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan umpan
balik didalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan hak — hak
anak.

Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan
keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan
dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama
sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari
keputusan tersebut.

Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten
yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui
pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan
dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam
kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Desa/Kelurahan Ramah Anak adalah Desa/Kelurahan yang marapu
memenuhi dan melayani kepentingan terbaik bagi anak serta memberi rasa
aman bagi tumbuh kembang anak secara fisik dan psikis.

BAB II

ASAS DAN TUJJAN



Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 serta dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip dasar
Konvensi Hak Anak yang meliputi:

nor. diskriminasi;

kepentingan terbaik bagi anak;

keadilan dan kesetaraan hak — hak anak;

perlindungan korban;

kelangsungan hidup anak;

kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;

penghargaan terhadap pendapat anak;

keterbukaan;

keterpaduan;

inklusif;

tidak menyalahkan korban;

kerahasiaan korban.

o pete g pgn OO A O OP

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan :

a. melakukan unaya untuk pemenuhan hzk anak;

b. mencegah dan mengurangi scgala bentuk kekerasan, eksploirasi,
penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;

c. melakukan penanganan terhadep anak sebagai korban dan pelaku
kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;

d. meningkatkan partisipasi masvarakat dalam nupaya pencegahan,
pengurangan risiko dan penanganan terhadap segala bentuk kekerasan,
eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak.

BAB III
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pesal 4
Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat, Keluarga dan Orang
Tua bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Bagian kesatu
Pemerintah Kabupaten
Pesal 5

Pemerintah Daerah Kaburaten berkewajiban dan bertanggung jawab :

a. menghormati dan melakukan upaya pemenuhan hak anak tanpa
membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya
dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anek, dan kondisi fisik
dan/atau mental;

b. Melakukan upaya untuk membangun kabupaten Layek Anak melalui
pendekatan Desa Ramah Anak;

c. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dan ketersediaan
Sumberdaya Manusia dalam penyelenggaraan perlindungan aaak;

d. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan
memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau crang lain yang
secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;



Mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;

menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan
pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;

memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dan sektor swasta
dalam penyelenggaraan perlindungen anak;

menjamin pemenuhan identitas diri setiap anak.
Bagian kedua

Pemerintah Desa
Pasal 6

Pemerintah Desa berkewajiban dan bertanggung jawab :

a.
b.

C.

Melakukan upaya untuk membangun Desa Ramah Anak;

Memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
perlindungan anak melalui Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD);
Memberikan dukungan sarana dan prasarana dan ketersediaan
Sumberdaya Manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian ketiga
Masyarakat
Pasal 7

Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak
yang dilaksanakan dengan melibatkar. organisasi kermsyarakaten, akademisi
dan pemerhati anak.

Bagian keempat
Orang tua dan kelusrga
Pasal 8

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

a.
b.

Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
Menumbuhkembangken anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan
minatnya,;

Mencegah terjadinya perkawinan rada usia anak; dan

Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada
anak.

Penguatan ketahanan keluarga meialui 8 fungsi keluarga.

B B IV
KEWAJIBAN ANAK
Pasal 9

Setiap anak berkewajiban untuk :

a.

Menghormati orang tua, wali dan guru;:

b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
C.
d
e

Mencintai tanah air, bangsa dan nz2gara;

. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT



(1)
(2)

Pasal 190

Peran serita masyarakat dilskukan oleh masyarakat, organisasi

masyarakat, lembaga pendidikan, media masa dan dunia usaha.

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak

sebagaimana dimaksud pada aya: (1) , meliputi:

a. memberikan informasi melalu: sosialisaési dan edukasi mengenai Hak
Anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;

b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait
Perlindungan Anak;

c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;

. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;

e. melakukan pemantauan, pengewasan dan ikut hertanggungjawab
terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak; _

f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana koadusif
untuk tumbuh kembang Anak;

g memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan
menyampaikan pendapat; -

h. melakukan pemantauan terhaclap kinerja aparat penegal: hukum dalam

penanganan perkara anak.

o

(3)Peran Organisasi Masyarakat dan lembaga Pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagaimana tugas pokok, fungsi dan
kewenangan masing - masing untuk membantu penyelenggaraan
Perlindungan Anak.

(3) Peran Media Massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui

(4)

(1)

(2)

penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek
sosial, budaya, pendidikan, agama dan kesehatan anak dengan
memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Peran Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui kontribusi dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak.

BAB VI
PELAKSANAAN PERIINDUNGAN ANAK

Bagian kesatu
Upaya Pencegahan dan Pengurangan Risiko
Pasal 11

Upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi penelantaran dan perlakuan

salah lainnya kepada anak meliputi kegiatan:

a. Penyediaan data dan informesi tentang Perlindungan Anak,

b. sosialisasi dan edukasi tentang hak-hak anak, kekerasan, eksploitasi,
renelantaran dan perlakuan salah lainnya kepaca anak serta peraturan
perundang — undangan tentang anak;

c. deteksi dan intervensi dini terhadap potensi sezala bentuk kekerasan,
perlakuan salah, eksploitasi, penslantaran dan perlakuan salah lainnya
terhadap anak;

d. Mendorong partisipasi anak dalam perlindungan anak melalui Forum
anak dan/atau kelompok anal:.

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perlindungan anak
bersama instansi vertikal, lembaga dan Perangkat Daerah terkait
melaksanakan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Bagian kedua
Penanganan anak sebagai Korbar dan sebagai pelaku
Pasal 12

(1) Penanganan anak sebagai korban dan sebagai pelaku kekerasan,
eksploitasi ekonomi maupun eksploitasi seksual, penelantaran dan
perlakuan salah lainnya meliputi layanan:

a. memberikan pendampingan hukum,;

b. memberikan pelayanan kesehatan dan psikologis;

c. memberikan pelayanan medicole zal;

d. membantu rehabilitasi sosial;

e. Pemulangan dan Reintegrasi sosial;

f. menyiapkan anak sebaga: Korhan, keluarga korban dan masyarakat,
mengupayakan identitas dan hak asuh, pemberdayaan ekonomi dan
pengembalian ke sekolah dan/atau lembaga pendidikan lainnya.

(2) Penanganan anak sebagaimana diinaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

Bagian ketiga
Pemenuhan Hak sipil
Pasal 13
(1) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan
upaya pemenuhan akte kelahiran bagi setiap anak.
(2) Masyarakat, orang tua dan keluarga bertanggung jawab untuk melaporkan
setiap kelahiran.

Bagian keempat
Pemenuhan Hak Asuh
Pasal 14

(1) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau
karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiben dan tanggung
jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 tersebut dapat beralih pada
keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang — undangan yang berlal:u.

(2) Dalam hal keluarga tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), seseorang atau badan hukum yang memenuhi
persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

Bagiz n kelima
Pemenuhan Hak kesehatan
Pasal 15

(1) Pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan menvelenggarakan
upaya kesehatan yang komperehensif bagi anak, agar setiap anak
memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.

(2) Keluarga dan orang tua bertanggungjawab menjaga kesehatan dan
merawat anak sejak dalam kandungan.

(3) Pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib
mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang
mengancam kelangsungan hidup dan/ateu menimbulkan kecacatan.

-
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Bagian keenam
Pemenuhan hak Pendidikan
Pasal 16

(1) Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya prograin wajib belajar
minimal 9 (Sembilan) tahun untuk semua anak.

(2) Anak yang menyandang disabilitas diberikan kesempatan vang sama dan
aksesbilitas untuk memperoleh pendidikan biasa (di sekolah inklusif) dan
pendidikan khusus.

(3) Anak yang berhadapan dengan hukum dilindungi hak - haknya guna
memperoleh pendidikan.

Bagian ketujuh
Perlindungan Khusus
Pasal 17
(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan
khusus terhadap anak.
(2) Perlindungan Khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1
(satu) diberikan kepada:
a. Anak dalam situasi darurat;
b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
c. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual;
d. Anak yang menjadi korban Kekerasan;
e. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

BAB VI
FORUM ANAK
Pasal 18

(1) Pemerintah kabupaten dan Pemerintah Desa wajil memfasilitasi
terbentuknya forum arak.

(2) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak
Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa harus memperhatikan dan
mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum anak.

(3) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan forum anak dapat berasal dari :

a. APBN, APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan Pemerintah desa;
b. Iuran anggota forum anak;
c. sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 19 5

(1) Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan oleh perangkat dacrah
yang terkait dengan perlindungan anak dan lembaga lzin non pemerintah.

(2) Penyelenggaraan perlindungan anak oleh lembaga non pemerintah
sebagaimana dimaksud pada zyat (1) berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan yong beriaku.

(3) Penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanju: dalam Peraturan Bupati.

BAB [X
KOORDINASI dan KERJASAMA
Pasal 20 A
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Dalam rangka penyelenggaraan perliadungan anak, Perangkat Daerah yang

bertanggung jawab di bidang perlindungan anak melakukan koordinasi dan

kerjasama yang meliputi :

a. pemberian pelayanan terpadu antar kabupaten/kota;

b. upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi,
penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak dengan instansi
vertikal, lembaga dan Perangkat Dzerah terkait.

BAB X
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 21
(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pemantauan , evaluasi dan pelaporan
Penyelenggaraan Perindungan Anax.
(2) Ketentuan lebih lanjut pemantauan , evaluasi dan pelaporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
LARANGAN
Pasal 22

Setiap penyelenggara usaha khususnya usaha hotel dan sejenisnya, diskotik,
kelap malam, usaha bar, usaha karaoke, panti pijat dan warung kopi dilarang
memperkerjakan anak dan wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

BAE XII
PENDANAAN
Pasal 23

(1) Pemerintah Kabupaten dan Desa bertanggung jawab menyediakan dana
Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

(2) Pendanaan penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud
ayat (1) bersumber dari :

Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

Anggaran Pemerintah Desa; dan

Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat dan dikelola

sesuai ketentuan peraturan p:rundfang-undangan yang berlaku.

aoop

BAB XIIT
SANKSI
Pasal 24

(1) Setiap perbuatan pidana berkenasn dengan perlindungan enak dikenakan
pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Setiap orang dan/atau lembaga dalam penyelenggaraan perlindungan anak
baik lembaga pemerintah dan lemtaga non pemerintah yang tidak
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud akan memperoleh sanksi
administratif.

BAB XIV
KETENTUAN FERALIHAN
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Paral 25

Pada saat Peraturan Daerah ini berli:ku, semua ketentuan dalam Peraturan
Daerah yang berkaitan dengan anak c inyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan dalan' Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, meme intahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang. A

Ditetapkarn. di Rembang
pada tanggal

Plt. BUPATI REMBANG
WAKIL BUPATI

H.ABLDUL HAFIDZ
Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEMBANG

HAMZAH FATONI

.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014 NOMOR
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I

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH FABUPATEN KEMBANG
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

UMUM.

Kekerasan, eksploitasi dan penelantaran serta Perlakuan salah kepada
anak dapat terjadi di renah publik maupun rumah tangga dan dapat terjadi
pada situasi damai maupun konflik, tindakan tersebut merupakan
tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan, dan mengabaikan
hak anak. Perlunya penyelengsaraan perlindungan anak dilandasi
pemikiran bahwa masa anak adalah masa pembelajaran dan pembentukan
menuju kematangan atau pencapaian status dewasa, dan bahwa setiap
pengalaman dan perlakuan yany terjadi akan mempengaruhi proses
tersebut.

Oleh karena itu, untuk melirdungi kualitas proses tersebut, maka
empat prinsip pemandu sebagairiana dinyatakan dalam Konvensi Hak
Anak harus menjadi bagian dari setiap upaya Penyelenggaraan
Perlindungan Anak dan perlu dituangkan secara jelas arti tiap prinsip dan
kaitan antara tiap prinsip dengan isu hak anak lainnya sesuai logika
konvensi.

1. Prinsip Kepentingan terbaik untuk anak.

Bahwa di dalam setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau
tindakan yang ditujukan terhadap anak maka pertimbangan utamsnya
adalah demi kepentingan terbaik untuk anak. Ini berlaku dalam
pembuatan kebijakan pemerintah ( langkah-langkah legislasi,
administrative atau program ), dan perlu mendapat perhatian khusus
dalam setiap keputusan yang bercampak pada pemisahan anak dari
pengasuhan orangtua/keluarga, ketika pemerintah menjalankan
kewajiban membantu keluarga yang tidak mampu dalam
mengasuh/melindungi anak, pelaksanaan adopsi, pelaksanaan
peradilan anak, atau dalam penanganan pengungsi anak.

2. Prinsip Pemenuhan Hak Hidup, Tumbuh-kembang, dan Kelangsungan
Hidup Anak
Bahwa di dalam setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau
tindakan yang ditujukan terhadap anak merupakan bagian dari atau
melibatkan juga upaya sungguh-sungguh untuk semaksimal mungkin
menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh-kembang anak secara
penuh, baik aspek fisik, mental, sosial, dan moral. Dar bahwa hal yang
diputuskan atau dilakukan tersebut tidak mengakibatkan terganggunya
atau terhalanginya perkembangan seluruh aspek atzu salah satu aspek
tumbuh-kembang anak.

3. Prinsip Non-diskriminatif
Bahwa setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan
yang ditujukan kepada anak ditetapkan atau dijalankan tanpa adanya
pertimbangan diskriminatif karena latar belakang jenis kelamin anak;
kecacatan atau perbedaan kondisi fisik dan mental anak; agama,
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etnisitas, kebangsaan, kemampuan ekonomi, kelas sosial, -atau
pandangan politis anak dan orangtua/pengasuh anak; termasuk juga
perlakuan diskriminatif akibat pandangan salah dan stigmatisasi yang
berkembang di masyarakat untuk anak-anak yang berada dalam situasi
khusus seperti korban kekerasan, eksploitasi sek:ual, berkonflik dengan
hukum, terinfeksi HIV/AIDs, dll.

Bahwa upaya khusus perlu dilakukan untuk memastikan anak-anak
yang rentan mengalami perlakuan diskriminatif karena menjadi korban
masalah perlindungan anak di atas tetap memiliki kesempatan yang
sama untuk mengakses pemenuhan hak-haknya.

4. Prinsip Menghargai Pendapat Anak

Bahwa di dalam setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau
tindakan yang ditujukan terhadap anak, sedapat mungkin disertai
dengan pertimbangan atas pandangan atau pendapat yang disampaikan
oleh anak sesuai dengan tingkat kematangan usianya.

Anak adalah aktor penting dalam penyelenggaraan perlindungan
anak, sehingga perlu dikembarnigkan upaya untuk membangun faktor
pelindung pada diri anak, sehingga mampu mencegah atau
raenghindarkannya dari situasi pelanggaran terhacap hak-haknya.

Pemerintah Daerah bertanggungja vab untuk mengambil kebijakan secara
hukum, politik, ekonomi maupun sosial untuk mencegah, menekan,
mengurangi dan menghapuskan segala bentuk Kekerasan, -eksplcitai,
penelantaran dan perlakuan salah kepada anak. Untuk mewujudkan
pencapaian penegakan dan pemenuhen hak-hak manusia, pcmerintah daerah
wajib memberikan perlindungan dan rasa aman kepada anak melalui
kebijakan ditingkat daerah. 2

Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan untuk menjamin
terselenggaranya upaya-upaya yang cfektif secara sistematis, terintegrasi, dan
berkesinambungan yang dibutuhkan untuk membangun kemampuan
lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat kabupaten Rembang dalam:

1. Kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah serta penelantaran terhadap
anak;

2. mengenali situasi berisiko dan rmelakukan intervensi dini terhadap
kemunculan berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan
salah dan penelantaran terhadap anak; dan

3. merespon secara tepat dan cepat terhadap masalah perlindungan anak
yang muncul, termasuk dalam penyelenggaraan layanan pemulihan fisik
dan psikologis serta reintegrasi sosial di dalam lingkungan yang
mendukung kesehatan anak serta menjaga harga diri dan martabat anak.

Upaya penyelenggaraan perlindungan anak di kabupaten:Rembang meliputi
hal-hal yang bersifat pencegahan, ceteksi dan intervensi dini, penanganan
dan tindakan penanggulangan untuk memenuhi hak anak atas perlindungan
dari segala bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan
salah, termasuk di dalamnya mencegah atau menindak pihak-pihak yang
mengganggu atau menghalangi anak dalam mendapatkan atau menikmati
hak-hak asasinya yang lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
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Huruf a
Yang dimaksud dengan "non diskriminasi” adalah perlindungan
anak diberikan kepada semua anak tanpa membedakan suku,
agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa,
status hukum dan kondisi fisik maupun mental.

Huruf b
Yang dimaksud dengar “kepentingan terbaik bagi korban”
adalah semua tindakan yang menyangkuc korban yang
dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan
badan yudikatif, maka kepentingan terbaik begi korban harus
menjadi pertimbangan utama.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "keadilan dan kesetaraan hak-hak anak”
adalah perlakuan adil yang diberikan kepada anak perempuan
maupun laki-laki. '

Huruf d
Yang dimaksud "perlindungan korban” adalah rnemberikan rasa
aman pada korban yang dilakukan oleh pinak keluarga,
advokad, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau
pihak lainnya baik secara sementara maupur berdasarkan
penetapan pengadilan.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “kelangsungar. hidup anak” adalah
sebagaimana tercantum dalam prinsip-prinsip Konvensi Hak
Anak, meliputi hak atas pendidikan, hak atas bermain, hak atas
berkreasi dan berekreasi.

Huruf f
Yang dimaksud dengan "kelangsungan hidup dan tumbuh
kembang anak” adalah hak yang melekat pada kehidupan anak
untuk mendapatkan standar kesehatan, pendidikan dan hak
pada standar kehidupan yang layak untuk perkembangan fisik
anak, menta!, spiritual, moral dan sosial.

Huruf g
Yang dimaksud dengan "penghargaan terhadap pendapat anak”
adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan
menyatakan pendapatuya dalamm pengambilan keputusan
terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi
kehidupannya.

Huruf h
Yang dimaksud dengei. "keterbukaan” adalah bahwa dalam
penyelenggaraan perlindingan anak bersifat transparan diantara
pari penyelenggara layanan terpadu.

Huruf i .
Yang dimaksud dengai: “keterpaduan” adalah bahwa dslam
penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan dergan
membangun koordinasi ancar peayedia layanan, antara lain
pelayanan medis, pendamping hukum, psikolog, rohaniawan,
pekerja sosial, polisi.

Huruf j
Yang dimaksud dengan ’inklusif’ adalah bahwa ruang
partisipasi dalam upaya perlinrdungan kepada korban terbuka
bagi semua pihak yang rnemiliki kepedulian kepada anak.

Huruf k
Yang dimaksud dengan "tidak menyalahkan korban” adalah
sikap dan perlakuan tidak menyalahkan korban atas peristiwa
terjadinya kekerasan yang dialahinya.
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Huruf 1
Yang dimaksud “kerahasiaan korban” adalah setiap tindakan
yang dilakukan untuk menjamin korban dalam kondisi aman
dari ancaman atau tindrkan lainnya yang mengancam jiwa dan
psikologis korban.

Pasal 3
Cukup jelas

Pascl 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Huruf b
Yang dimaksud dengan "Medicolegal” &adalah upaya
pengumpulan bukti medis untuk kepentingan pembuktian
dalam proeses peradilan..

Huruf c
Rehabilitasi sosial bagi korban dilakukan olea dinas instansi
yang membidangi perrnasalahan sosial.

Pasal 9
Cukup jelas

Pesal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMRANG NOMOR
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BUPATI REMBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMEANG

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN REMBANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT: REMBANG,

bahwa Kabupaten Fembang memiliki potensi seninggalan
benda-benda bersejarali berupa cagar budaya yang harus
dijaga dan dipelihara secara berkeadilan dan
berkelanjutan;

bahwa untuk melestarikan cagar budaya, Pemerintah
Daerah  bertanggung jawab beserta masyarakat untuk
bersama-sama scsuai dengan tugas pokok dan fungsi
masing-masing dalam ranigka pelindungan,
pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya;

bahwa  berdassckan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam kuruf a, dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Cagar Budaya;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang - Undang Nownor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 ,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Womor 4301);

Undang-Undang llomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lemnbaran Negara
Republik Indonesia Nomor, 4966 );

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan den Pengelolaan Lingliungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia ‘Tahun 2009



Nomor 140, Tambahan Lembaran Negera Republik
Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun -
2010 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5168 );

8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82 ,Tamktahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234 );

9. Undang-Undang WNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negari Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahar: Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor £587);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahua 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, lambahan Lemtaran
Negara Republik Indonesia Nomor £601);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 81);

12. Peraturan Daerah Kabupten Rembang Nomor 12 Tahun
2008 tentang O:ganisasi dan Tata Ke.ja Perangkat
Daerah Kabuparen Rembang (Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan
Lembaran Daerah  Kabupaten Rembang Nomor
90)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas leraturan Daerah Kabupten Rembang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kebupaten Rembang (Lembaran
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun
2011 tentang Rericana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Rembang(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomior
14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 114 );

Dengan Persetiujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAF KABUPATEN REMBANG
DAN
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN CAGAR
BUDAYA KABUPATEN REMBANG

BAB
KETENTUAN UMUM

Paszl 1

Dalam Peraturan Daeral ini yang dimaksud dengan :

{8

2,

10.

1),

12

Daerah adalah Kabupaten Rembang.
Bupati adalah Bupati Rembang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat
DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rembeng.

Setiap orang adalsh perseorangan, kelompok orang,
masyarakat, badan usaha berbadan hukuni, dan/atau
badan usaha bukan berbadan hukum.

Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan situs
cagar budaya dan kawasan cagar budaya sesuai dengsn
kebutuhan.

Zona Inti adalah area pelindungari utama untuk menjaga
bagian terpenting Cagar Budaya.

Zona Penyangga adalah area vang melindungi zona inti.

Zona Pengembangan adalah area yang diperuntukan bagi
pengembangan potensi Cagar Budaya bagi kepentingan
rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap
budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan
kepariwisataan.

Zona Penunjang adalah area yang diperuntukan bagi
sarana dan prasarana penunjang serta untuk Kkegiatan
komersial dan rekreasi umum.

Cagar Budaya adalan vsarisan budava bersifat kebendaan
berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya,
Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan
Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu
dilestarikan keberadaannya karena merailiki nilai penting
bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama,
dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda
buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak,
berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannva,
atau sisa-sisanya yang merailiki hubungan erat dengan
kebudayaan dan sejirah perkembangan manusia.

Bangunan Cagar Fudaya adalah susunan binaan yang
terbuat dari bende. alam "atau benda buatan manusia
untuk memenuhi kebutuhan Tuang berdinding dan/atau
tidak berdinding, dan beratap.
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Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda
alam dan/atau benda buatan mainusia untuk memenuhi kebutuhan
ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk
menampung kebutuhan manusia.

Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air
yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya,
dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau
bukti kejadian pada masa lalu.

Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua
Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau
memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Kepemilikan adalah hak terkuat dan teroenuh fterhadap Cagar Budaya
dengan tetap memperhatikan fingsi sosial dan kewajiban untuk
melestarikannya.

Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada
Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola
Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban
untuk melestarikannya.

Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh
negara dalam menyelenggarakin pengaturan perbuatan hukum
berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.

Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau
penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau
kepada Negara.

Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain
bersifat non dana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai
bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan
rekomendasi penetapan, pemeringkatan Cagar Budaya yang diangkat dan
ditetapkan oleh Bupati. %

Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian
khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan,
Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya yang diangkat dan
ditetapkan oleh Bupati.

Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung
jawab dalam pengelolaan koleksi inuseum yang diangkat dan ditetapkan
oleh Bupati.

Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, stiuktur, lokasi,
dan/atau satuan ruang geografic untuk djusulkar sebagai Cagar Budaya
kepada Pemerintah Daerah dan °e1anjutnya dimasukkan dalan Register
Cagar Budaya Kabupaten. .
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Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap bgnda,
bangunan, struktur, lokasi, dan kawasan yang dilakukan oleh Femerintah
Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Cagar Budaya Kabupaten adalah Cagar Budaya peringkat kabupaten yang
ditetapkan oleh Bupati.

Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengerabangkan,
dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan rakyat.

Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan <eberadaan
Cagar Budaya dan nilainya dengan cara meclindungi, mengembangkan,
dan memanfaatkannya.

Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulaagi dari kerusakan,
kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan,
Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.

Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi
Cagar Budaya dari kerusakan, kensncuran, atau kemusnahan.

Pengamanan adalah upaya menjaga aan mencegah Cagar Budaya dari
ancaman dan/atau gangguan.

Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik
Cagar Budaya tetap lestari.

Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar
Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang
rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik
pengerjaan untuk memperpanjang usianya.

Pengembangan adalah peningkata1 potensi nilai, informasi, dan promosi
Cagar Budaya serta pemanfaatantnya melalui penelitian, revitalisasi, dan
adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan
pelestarian.

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan
metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan
keterangan bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya, ilmu
pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.

Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk
meaumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Pudaya dengan
penyesuaian fungsi ruang baru y.ang tidak bertentangan deagan prinsip
pelestarian dan nilai budaya masyarakat.

Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang
lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan
terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya
atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan
sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan
kelestariannya.

Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi lé.ngsung terhadap Benda Cagar
Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik

malizemath mmarismiie hamias hamiassasra



BAB II
ASAS, TUJUAN. DAN LINGKUP
Pasal 2

Pengelolaan Cagar Budaya bertujuan memberikan pedoman pengelclaan cagar
budaya di Kabupaten Rembang.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah meliputi Pelindungan, Pengembangan dan
Pemanfaatan Cagar Budaya di Kabupaten Rembang.

BAB 1lI
PELINDUNGAN
Pasal 4

(1) Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan upaya
pelindungan.

(2) Upaya pelindungan terhadap cagar budaya sebagaimana dimaksud ayat (1)
apabila memenuhi kriteria:
a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih,
b. mewakili masa gaya paling singkat 50 (litna puluh) tahun;
c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, -endidikan,
agama dan/atau kebudayaan;
d. memiliki nilai budaya bagi pengua‘an kepribadian bangsa.

(3) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab scbagaimana dimaksud ayat
(1) pasal ini dilaksanakan oleh dinas yang ditunjuk.

(4) Wewenang dan tanggung jawab sebegaimana dimaksud ayat (3) meliputi:

a.penyelamatan, yaitu mencegah kerusakan karena faktor manusia
dan/atau alam yang dapat merubah nilai - nilai keaslian; dan mencegah
pemindahan serta beralihnya pemilikan dan etau penguasaan cagar
budaya;

b. pengamanan, yaitu untuk menjasa dan iencegah cagar budaya agar
tidak hilang atau musnabh;

C. penyelamatan dan pengamanan cagar budaya merupakan kewajiban
pemilik dan/atau yang meguasain’ a;

BAE IV
PENGEMBAINGAN
Pasal 5

(1) Bupati memiliki wewenang untuk melakukan upaya pengembangan cagar
budaya.

(2) Pelaksanaan wewenang yang sebagzimana dimaksud ayat (1) 'dilaksanakan
oleh dinas yang ditunjuk. )

(3) Wewenang dan tanggung jawab sebagzaimana dimaksud ayat (2) meliputi:



a. pengembangan cagar budaya dilakukan dengan memperhatkan prinsip
pemanfaatn, keterawatan, keaslian, dam nilai - nilai yang melekat
padanya;

b. pengembangan cagar budaya dilakukan dengan ijin pemerintah daerah
dan atau yang menguasai caga~ budaya;

c. pengembangan cagar budaya diarahkan untuk memacu pengembangan
ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan cagar oudaya dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat;

BAB V
PEMANFAATAN
Pasal 6

(1) Bupati memiliki wewenang untuk melakukan upaya pemanfaatan cagar
budaya.

(2) Pelaksanaan wewenang yang sebageimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan
oleh dinas yang ditunjuk.

(3) Wewenang dan tanggung jawab sebasaimana dimaksud ayat (2) meliputi:

a. pemanfaatan cagar budaya dapat dilakukan untuk kepentingan agama,
sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan;

b. pemanfaatn yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib
didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak
lingkungan (amdal);

c. pemanfaatan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) poin (a)
harus seijin Pemerintah Daerah;

d.cagar budaya yang tidak lagi dimanfaatkan hgarus dikembalikan
sebagaimana semula sebelum dimanraatkan dengan biaya dibebankan
kepada yang memanfaatkan cagar budaya;

BAI« VI
TIM AHLI CAGAR BI/DAYA
Pasal 7

(1) Bupati mengeluarkan Surat Keputusan untuk mengangkat dan
menetapkan Tim Ahli Cagar Budaya

(2) Tim Ahli Cagar Budaya bertanggung jawab memberikan rekoinendasi dan
saran sebagai dasar penetapan statis cagar budaya yang dikeluarkan oleh
Bupati.

BAE VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 8

(1) Masyarakat dapat ikut berperan calem pelindungan pengembangan dan
pemanfaatan cagar budaya.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (') dilaksanakan
dalam bentuk: >
a. masyarakat dapat berperan serta melakukan pelindungan,
pengembangan dan pemanfaatan cagar buddya;
b. masyarakat berhak melakukan penyelamatan cagar buday; yang dimiliki
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c. masyarakat dapat memiliki dan/atau menguasai benda cagar budaya,
bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan/atau situs cagar
budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepznjang tidak
bertentangan dengan ketentuan yarg berlaku;

d. kepemilikan cagar budaya dapat diperoleh melalui pewa-isan, hibah,
tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan
pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Megara;

e. penyelamatan yang dapat dilakukan masyarakat yaitu mencegah
kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang davat merubah
nilai-nilai keaslian, dan mencegah pemindahan serta beraliinya
pemilikan dan penguasaan cagar budaya kepada pihak asing,.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Rembang bertanggung
Jawab atas pembiayaan pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Rembang.

(2) Pembiayaan pengelolaan cagar budaya berasal dari:
a. APBN;
b. APBD Kabupaten Rembang;
¢ Sumber lain yang sah dan sifatnya tidak mergikat sesuai dengan
perundang — undangan;

BAB IX
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasa: 10
(1) Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini
dilakukan oleh Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas yang

ditunjuk berkoordinasi dengan insta:isi terkait.

(2) Masyarakat ikut berperan serta calam pengendalian dan pengawasan
pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Rembang.

BAB X x
KETENTUAN PIDANA

Pasal 11
Barang siapa yang tanpa izin mengalihkan kepemilikan, tidak melaporkan
temuan, tanpa izin melakukan pencarian, mencegah menghalang-halarigi
dan/atau menggagalkan upaya oelestarian, merusak, mencuri dan
menadah hasil pencurian, mengubah fungsi ruang situs cagar budaya
dikenakan pidana dan/atau denda sesuci dengan ketentuan undang-
undang yang berlaku. -

BAB XI N

PENYIDIKAN

Pasal 12 =



Selain pejabat penyidik umum yang bertuges menyidik tindak pidana,
penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud atas Peraturan
Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS)
dilingkungan Kabupaten Rembang yang pengangkatannya ditetapkan sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku.
BAB Xli
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan yang mengatur
tentang Cagar Budaya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan Daerah ini dan belum diganti.
BAB XIil
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini akan ditetapkan lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15
Peraturan derah ini mulai berlaku pada targga: diundangkan.

Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 2014

PI1t. BUPATI REMBANG

H.ABDUL HAFIDZ
Diundangkan di Rembang :

pada tanggal 2014

SEXRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

HAMZAH FATONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014 NOMOR
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